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KATA PENGANTAR

Penelitian kualitatif tentang “Sensitivitas Gender para Penegak Hukum
dalam Menangani Kasus-Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), baik di
Pengadﬂan Negeri (PN) ataupun di Pengadilan Agama (PA), di wilayah Jakarta Pusat”
memiliki tujuan untuk mengkaji tentang peran-peran yang telah dilakukan oleh masing-
masing penegak hukum dalam memberikan perlindungan dan keadilan kepada
perempuan korban KDRT ’.I‘eo;i‘pokok yang digunakan dalam Penelitian ini adalah teori
Hukum Feminis f(Feminist Legal Theory), dimana lewat teori ini dapat melihat secara
kritis dan khusus tentang hal-hal apa saja yang menjadi kebutuhan dari seorang
perempuan kotban KDRT, khususnya pada saat dia akan melaporkan kasusnya ke
_ tingkat penegak hukuni. |
- Foi(ﬁs utama dari pene]itiari 1m radalah tentang peran dati para penegak
ilululm, yaitu mulai dari pihak Kepolisian, Kejaksaan (Jaksa Penuntut Umum) sampai
dengan para Majelis Hakim. Peran dati para penegak hukum dalam menangani kasus-
kasus KDRT menjadi sangat penting, karena mereka bukan saja harus berperan secara
profesional sebagai seorang Petugas Penegak Hukum, tapi juga harus berempati dalam
menangani kasus-kasus KDRT. Kasus KDRT memiliki karakteristik yang berbeda
dengan kasus-kasus kekerasan tethadap pefempuan yang lainnya. Karena selain dari para
pelaku kasus KDRT memiliki hubungan yang sangat dekat dengan pihak korban, juga
bentuk kekerasan yang dialami oleh perempuan korban yang terdiri atas berbagai bentuk
kekerasan (tidak hanya satu bentuk kekerasan saja).
Penelitian ini juga merupakan salah satu syarat akhir dalam menyelesaikan

studi pada program Pascasatjana Kajian Wanita, di Universitas Indonesia. Dengan
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Universitas Indonesia. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada seluruh Staf
Administrasi: Mba Dewi, Mba Yati, Mba Yuni, Mas Hamid, Mas Sukron, serta Femmy
yang telah setia membantu saya selama saya menempﬁh pendidikan sampai dengan
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terima kasih kepada Mas Donny Danardono, sebagai salah satu Narasumber yang juga
telah membantu saya, yaitu dalam membetikan masukan tentang Teori Hukum Feminis
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selama memperoleh gelar S-2 di Program Pascasarjana Kajian Wanita UL
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Secara khusus juga saya ingin mengucapkan terima kasth kepada Ibu
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sebelum dan setelah penyusunan tulisan akhir saya ini. Beliau jugalah yang menjadi salah
satu inspirasi saya untuk belajar di Program Pascasarjana Kajian Wanita UL
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Nasional (GK-PKHN) (Ismall dan Virli). |
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melakukan penelitian ini, baik dari pihak kotban KDRT (Ibu YL, Ibu JY, dan Ibu KR)
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untuk penelitian ini, teman-teman dari LBH APIK Jakarta (Bagian Pelhuk) dan juga dari
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Hakim dan Panitera di Pengadilan Agama Jakarta Pusat.
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Penulis
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C.Jumlah halaman  : xv + 248
D. Isi abstrak

Penelitian ini tentang “Sensitivitas Gender di Kalangan
Penegak Hukum dalam Menangani Kasus-Kasus Kekerasan dalam
Rumah Tangga (KDRT), Studi Kasus di Pengadilan Negeri dan
Pengadilan Agama, di Wilayah Jakarta Pusat”, khususnya kasus yang sudah
ditangani di Pengadilan Negeri (PN) dan di Pengadilan Agama (PA) di wilayah
Jakarta Pusat adalah suatu penelitian kualitatif di bidang hukum dan perempuan.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji apakah para penegak hukum sudah

memiliki sensitivitas gender dalam penanganan kasus-kasus kekerasan dalam
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rumah tangga sebagai ‘pengejallwantahan dari UU No. 23 tahun 2004 tentang
Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (yang kemudian disingkat
menjadi UU PKDRT). Tujuan lainnya untuk melihat apakah kondisi atau situasi
tersebut dapat berdampak pada ada tidaknya inisiatif penegak hukum dalam
menangani kasus-kasus KDRT. Inisiatif yang dimaksud disini adalah terkait
déngan tindakan ataupun pemikiran dalam melihat atau memahami bahwa kasus-
kasus KDRT adalah merupakan kasus-kasus pelanggaran HAM, khususnya
HAM dari pihak petempuan (dalam hal ini phk istri) dan anak sehingga mereka
melakukan upaya petlindungan sesuai dengan wewenang masing-masing.
Penelitian ini menggunakan dua metode, yaitu metode observasi
langsung di lapangan, penanganan kasﬁs KDRT di PN dan PA Jakarta Pusat, dan
metode yang kedua adalah melakukan analisis terhadap beberapa dokumen
| putusan kasus. Pada penelitian ini juga memaparkan pengalaman dari negara
Malaysia, Filipina dan Singapura dalam menangani kasus-kasus KDRT. Karena di
masing-masing negara tetsebut juga telah memiliki instrumen khusus untuk
penanganan tethadap kasus-kasus KDRT, yang terdiri atas UU khusus untuk
penanganan kasus-kasus KDRT dan Pengadilan Keluarga.
| Hasil akhir dari penelitian ini menunjukkan bahwa penanganan
tethadap kasus KDRT akan maksimal jika dari para penegak hukum telah
memiliki cara pandang yang berbeda, yatu suatu cara pandang yang lebih sensitif

gender dari masing-masing penegak hukum yang menempatkan pengalaman
xvii
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perempuan sebagai suatu hal yang penting, yang akan mempermudah cara

penanganan terhadap kasus-kasus KDRT.

E. Daftar Kepustakaan: 69 (1958 — 2007)
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ABSTRACT
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THESIS
June 2008
A. Name : Danielle Johanna P. Samsoeri
B. Thesis Title : “GENDER  SENSITIVITY AMONG THE LAW
ENFORCERS
IN HANDLING CASES ON DOMESTIC VIOLENCE -
(Case Study at the State Court and Religious Coutt of Central
Jakarta)”
& Totalvvpages : xv+248
D. Content
The study on “Gender Sensitivity among the Law Enforcers in
Handling Cases On Domestic Violence — (Case Study at the State Court and
Religious Court of Central Jakarta)”, particulatly on cases that are put on trial at
the State Court (PN) and tha Religious Court (PA) of Central Jakarta, is a
qualitative analysis from the aspects of law and the women involved in the
domestic violence cases. The objective of this research is to study the gender
sensitivity of the law enforcers in handling cases of domestic violence as
stipulated under Law Number 23 of 2004 on Eliminating Domestic Violence

(abbteviated as UU KDRT). Another objective is to observe whether the law
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enforcers take initiatives in handling such cases of domestic violence. The
initiatives in this context are the actions taken as a response to such cases and
whether the law enforcers regard these cases as violation of human rights,
particularly women’s human rights (in the case of the wife) and the children’s
rights (naturally), in which the law enforcers may prévide protection within their
authority for the victims.

Teh research methodology applied in this study is direct
observation in the field and analysis on the court rulings of such cases. In the
direct observation, the cases on domestic violence ate monitored, both in the
State Court and the Religious Coutt. The analysis in the study is based on the
final coﬁrt decisions on cases of domestic violence. This paper also sets third the
experiénce from neighboring countties such as Malaysia, the Philippines and
Singapore in aeaﬁng domestic violence cases. These countries have their own
legal instruments in addressing domestic violence cases that consist of a law on
domestic violence and épecial family court that tries such cases. Indonesia has
enacted Law Number 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence,
however, the law enforcers have not effectively applied this law. As a result,
many cases on domestic violence are not addressed properly and many of them
are not teported to the police.

This study also maps the issues in administering domestic
violence. The main constraint is that most of the law enforcets have not changed

their way of thinking and still perceive domestic violence as a common violence

XX

Sensitivitas Gender..., Danieiie Johanna P. Samsoeri, PPS Ul, 2008



- that does not need serious lagal action. If the case is brought to trial, the process
would take time and always end in a divorce.

E. Bibliography : 69 (1958 — 2007)
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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (disingkat KDRT) adalah salah satu

dari sekian banyaknya bentuk kekerasan yang sering dialami oleh perempuan. Semenjak
adanya UU  No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT (Penghapusan Kekerasan dalam Rumah
Téngga), semakin banyak orang yang memahami bahwa KDRT adalah merupakan sebuah
bentuk pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia ('H.AIVI) Oleh karena itu semakin banyak
orang (khususnya perempuan ‘ kotban)  yang berani melaporkan kasus KDRT yang
dialaminya, dan terbukti dari jumlah kasus KDRT yang terdokumentasikan oleh KOMNAS
Pefémpuan yaitu lewat data-data dari Catata Tahunan tentang Kekerasan terhadap
Perempuan 2007, 'séb;géi Betikut: | |
Tabel 1

Data Jumlah Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

Tahun 2001

Tahun 2002

Tahun 2003

Tahun 2004

Tahun 2005

“Tahun 2006

Tahun 2007

1.253

1.396

3.389

4.310

16.615

16.709

20.380

(Sumber: Catatan Tahunan tentang Kekerasan tethadap Perempuan 2007, KOMNAS Perempuan)

Data di atas mempetlihatkan bahwa semenjak tahun 2004, yaitu semenjak disahkannya UU
PKDRT sampai dengan tahun 2007 jumlah kasus KDRT mengalami peningkatan yang
cukup pesat, dibandingkan dengan tahun-tahun sebelum adanya UU PKDRT.

Hal lainhya yang cukup penting adalah, tentang kenyataan yang ada bahwa
ternyata penanganan terhadap kasus-kasus KDRT selain di Pengadilan Negeri (PN), juga

banyak ditangani di Pengadilan Agama (PA). Karena keberadaan dari PA sebagai salah satu
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mekanisme hukum juga menjadi penﬁng untuk diteliti secara lebih jauh lagi. Hal ini dapat
terlihat dari data di dalam Catatan Tahunan Komnas Petempuan tahun 2007 terlihat adanya
peningkatan, sebagai berikut:

Tabel 2

Data Jumlah Kasus KDRT yang Ditangani di PN dan PA

Tahun 2003 Tahun 2004 Tahun 2005 Tahun 2006 Tahun 2007

162 1424 11169 9013 16107

(Sumber: Catatan Tahunan tentang Kekerasan terhadap Perempuan 2007, Komnas Perempuan)

Data di atas menunjukkan, bahwa antara PN dan PA telah memiliki manfaat yang sama
dalam penanganan kasus-kasus kekerasan tethadap perempuan, khususnya untuk kasus
KDRT. Meékipun, PA hanya memiliki fungsi atau peran yang terbatas pada bidang hukum
dalam kaitannya dengér'l' éersoalan agﬁma Islam, tapi pada kenyata#nnya banyak kasus
perceraian yang dilépofkan disana disebabkan karena adanya KDRT. Hal ini dapat terlihat
dari data yang ada di dalam Catatan Tahun 2007 Komnas Perempuan, yaitu 8,643 kasus pada
tahun 2006 (41% dari total kasus KDRT yang terdokumentasikan) dan pada tahun 2007 ada
sebanyak 20,380 kasus (33% dari kasu-s yang terdokumentasikan). Jadi, dapat dikatakan
bahwa peran dari PA menjadi sangat penting dan strategis dalam menangani kasus-kasus
KDRT. |

Pada penelitian ini juga ingin melihat seberapa besar peran dari masing-
masing penegak hukum, baik yang ada di PN ataupun PA dalam menangani kasus-kasus
KDRT. Karena peran atau tindakan yang dilakukan oleh masing-masing penegak hukum
dapat mencerminkan seberapa besar kepedulian mereka terhadap penanganan kasus-kasus

kekerasan terhadap perempuan. Meskipun masih banyak dari para penegak hukum,
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khususnya para penegak hukum yang ada di PA belum memahami bahwa ketentuan dari UU
No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT dapat digunakan juga dalam menyusun keputusan akhir
dari sebuah keputusan perceraian di tingkat PA. Karena pada dasarnya UU PKDRT lebih
difokuskan untuk kasus-kasus pidana yang ditangani di PN, bul;an untuk kasus-kasus perdata

atau keluarga yang ditangani di PA.

1.2 Masalah Penelitian

| Sebagaimana yang telah disampaikan dalam bagian latar belakang di atas,
bah&a terdapat beberapa alasan yang akan menjadi bahan pokok dalam melakukan penelitian
1m, oleh karena itu ada satu permasalahan pokok yang akan dijadikan sebagai masalah
penelitian, yaitu: }‘Bagaimana para penegak hukum menempatlmn perempuan korban
melalui ;pen;nganan kasus-kasus ij} baik di tingkat Pengadilan Negeri (PN)
| ataupun di tingkat Pcu_gadilét-rvAgama (PA) di wilayah Jakarta Pusat?”

Pertanyaan inti atau pokok permasalahan di atas kemudian diturunkan

menjadi empat pertanyaan turunan, sebagai berikut:

1. Seberapa jauhkah sensitivitas gender yang dimiliki oleh para penegak hukum
dalam proses penanganan kasus-kasus KDRT, baik di PN ataupun di PA
dapat didentifikasi?

2. a Bagaimana'kah sensitivitas gender atau ketiadaan sensitivitas gender dapat
dikenali di dalam putusan dani kasus-kasus KDRT yang ditangani ‘atau yang
telah diproses di PN dan PA?

b. Bagaimana dampaknya bagi para perempuan kotban KDRT yang ke
Pengadilan, terkait dengan kurangnya tingkat sensitivitas gen;ier para penegak

hukum?
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3. Dalam konteks seperti apakah dapat dikenali adanya Penegak Hukum yang

bisa menghasilkan putusan-putusan yang Berperspektif gender?
Tujuan penyusunan pertanyaan turunan di atas ini adalah untuk mendapatkan suatu
gambaran tentang bagaimana para penegak hukum menangani kasus-kasus KDRT, setta

apakah tindakan dan upaya yang telah mereka lakukan sudah memienuhi hak-hak perempuan:

korban.

1.3 Tujuaﬂ Peneﬁﬁan
1.3.1 Umum:

Tujuan umum dari Penelitian ini, adalah‘ untuk melihat seberapa sensitifnya
péra penegak hukum didalam menangani kasus-kasus KDRT, baik para penegak hukum yang
ada di PN ataﬁpﬁﬁ di PA, khususnya di wilayah Jakarta Pusat. Karena dengan adanya
senéiﬁvitaé étaupun.inisiatif dari para éenegak hukum, maka akan memberikan respon yang
positif berupa penanganan yang maksimal terhadap kasus-kasus KDRT yang dialami oleh
petempuan korban. Tujuan diatas akan menjadi penting untuk dibahas dalam penelitian ini,
karena masih sangat sulit untuk mencari sosok atau kelompok penegak hukum yang dapat
secara serius, dan punya pemahaman, serta memiliki sensitivitas gender dalam menangani
kasus-kasus KDRT.

1.3.2 Khusus:

Ada beberapa hal yang akan menjadi tujuan khusus dari penelitian kualitatif
fentang “Sensitivitas Gender di dalam Persidangan Kasus KDRT”, yaitu :

1. Untuk mengetahui hal-hal apa saja yang melatar belakangi pemahaman dan tindakan
dari para penegak hukum dalam menangani dan menyelesaikan kasus-kasus KDRT,

khususnya di wilayah Jakarta Pusat;
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2. Untuk melakukan sebuah kajian feminis yang mendalam tentang reformasi di bidang
hukum (khususnya yang terkait dengan isu peremphan dan HAM), yaitu lewat
putusan-putusan setta tuntutan-tuntutan yang telah dihasilkan oleh pihak Majelis
Hakim, baik yang ada di PN ataupun PA, yang telah memiliki perspektif atau
pemahaman yang tajam, serta sensitivitas g';ender didalam menangani kasus-kasus
KDRT;

3. Untuk memperoleh msM/ kritikan dati para penegak hukum tentang kekurangan
dani UU ?-KDRT, tegﬁtama yang terkait dengan proses di dalam pérsidangan;

4, Untuk-menambah teferensi pembahasan tentang topik perempuan dan hukum, dan
kaitannya dengan pengembangan sensiﬁvitas gender di kalangan para penegak
hukum.’

14 Metodoiogi Peﬁelitian |

.Per;elitian‘ kualitatif’' tentva'ng. penanganan kasus-kasus KDRT yang sensitif
gender oleh para penegak hukum, baik yang ada di PN ataupun PA, khususnya -di wilayah
Jakarta Pusat menggunakan dua bentuk metodologi penelitian, yaitu Studi Kasus dan Studi
Dokumen atau Literatur. Secara khusus penelitian kualitatif ini akan dilakukan di Pengadilan
Negen dan Pengadilan Agama di wilayah Jakarta Pusat, karena secara umum wilayah Jakarta
Pusat merupakan wilayah strategis dan penting, jika dibandingkan dengan wilayah Jakatta
yang lainnya. Alasan lainnya, adalah bz;hwa banyak dari Warga Negara Asing (WNA) yang
juga mengalami KDRT, dan ditangani di PN Jakarta Pusat, salah satunya adalah kasus
KDRT yang dipantau oleh peneliti, yaitu kasus KDRT yang dialami oleh seorang watga.

negara India. Keberadaan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat juga menjadi salah satu pengadilan

! Ciri-ciri dari penelitian kualitatif, adalah: (a). Mendasarkan diri pada kekuatan narasi; (b). Studi dalam situasi
alamiah; (c). Kontak langsung di lapangan; (c). Cara berpikir induktif'; (d). Perspektif holistik!; (). Perspektif
perkembangan, dinamis; (f). Otientasi kasus unik; (g). Cara memperoleh data: netral-empatis; (h). Ada
fleksibilitas desain; (i). Sirkuler; (j). Peneliti instrumen kunci (Poerwandar, 2005, hal. 50).
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negeri yang penting karena PN Jakarta Pusat juga menjadi Pengadilan khusus untuk Hak
Asasi Manusia (pengadilan yang khusus menangant kasus-kasus pelahggaran HAM), dan juga
untuk kasus-kasus perburuhan. Bahkan, keunggulan dari PN Jakarta Pusat, jika dibandingkan
dengan pengadilan negeri lainnya di wilayah DKI Jakarta juga didukung oleh salah satu
ketentuan dari pasal 86 KUHAP, yang menyebutkan sebagai berikut:

«Apabila seorang melakukan tindak pidana di luar negeri yang dapat diadili menurut hukum

Republik Indonesia, maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang mengadilinya”.
Kewenangan inilah ya;lg menjadi salah satu keunggulan dari PN Jakarta Pusat sebagai suatu
institusi hukum. Pemilihan pengadilan negeri Jakatta Pusat yang berwenang mengadili
seorang yang melakukan tindak pidana diluar negeﬁ, adalah dipandang dari kepraktisan,
kemudahan fasilitas dan kelancaran proses peradilan (Prod)ohamld;o]o 1990: 64)

Ob]ek penehﬂan ini terdiri atas beberapa plhak, seperti: para perempuan
korban KDRT, para penegak hukum yang ada di PN ataupun di PA, dan beberapa putusan
akhir yang telah ditetapkan oleh para Majelis Hakim di PN dan PA‘ terthadap dua kasus
KDRT di PN Jakarta Pusat dan satu kasus perceraian di PA Jakarta Pusat. Untuk tekhnik
pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi langsung di hpaﬁgan, karena diharapkan
dengan melakukan metodologi penelitian seperti ini dapat memperoleh gambaran serta
informasi yang lengkap méngenai proses penanganan terhadap suatu kasus KDRT. Tujuan
lainnya, adalah bahwa dengan metodologi ini peneliti dapat langsung berinteraksi dengan
berbagai pihak, baik dengan para penegak hukumny; ataupun denén pihak korban dan
keluarganya. Untuk tekhnik pengumpulan data, yaitu melakukan wawancara baik dengan
pihak korban ataupun dengan pihak penegak hukum, di lingkup PN dan PA.

Metodologi penelitian yang kedua adalah studi dokumen atau literatur,

dimana yang menjadi fokus pembahasannya terdiri atas beberapa hal pokok, seperﬁ
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~ pembahasan tentang pengalaman dari Malaysia, Filipina dan Singapura dalam menangani
kasus-kasus KDRT; melakukan pembahasan terhadap beberapa putusan akhir dari beberapa
kasus KDRT, dimana data yang diperoleh dari PN adalah sebanyak tiga salinan putusan
tentang kasus KDRT, dan dari PA ada sebanyak tiga belas putusan akhir tentang kasus
perceraian. Proses analisisnya menggunakan pendekatan teori-teori hukum yang
berperspektif feminis (biasa disebut dengan istilah Feminist Legal Theoty/FLT?), katena
dengan menggunakan teori hukum feMs dapat menganalisis persoalan penanganan
terhadap kasus-kasus KDRT secéra 1ebih tajam dan menyeluruh pembahasannya. Teon
hukum feminisr merupéican suatu teori hukum krtis yang dapat memaknai berbagai
persoalan, khususnya petsoalan hukum yang dialami oleh piilak perempuan.

Mengenai tujuan untuk menggunakan studi dokumen/literatur sebagai salah
satu metodologi peneﬁti;m adaiah karena terbatasnya Wak_tg peneliﬁan, dan juga masth sedikit
dari kasus-kasus. K-DVRT yang dilaporkan ke‘pada. ‘piilak kepolisian yang dapat terptoses
sampai pada tahap akhir, yaitu tahap eksekusi. Dan untuk melakukan proses investigasi
tethadap data-data kasus yang telah lalu petlu melakukan sebuah proses pembelajaran yang
cukup detail, yaitu déngén menggunakan studi dokumen sebagai alternatif cara untuk
mendapatkan gambaran lengkap terhadap suatu kasus KDRT, dimana kasus-kasus tersebut

telah terjadi pada waktu yang lalu.

? Feminist Legal Theory/FLT, adalah sebutan lain dari teori Hukum yang Berperspektif Feminis, oleh
karena itu ada beberapa alasan yang menyebabkan FLT berbeda dengan teori hukum pada umumnya, yaitu:

1. FLT muncul dari adanya perhatian pada isu politik di mana hukum dapat berdampak pada
subordinasi perempuan dan karenanya selalu mengaitkan teori (hukum) yang ada dengan praktek
berupa dampak yang dihasilkan. FLT ini terbentang sangat luas pada berbagai perkembangan teori
hukum yang secara simultan memiliki kontribusi pada perkembangan teori tersebut;

2. Pandangan yang menyatakan bahwa hukum bukanlah sebagai suatu sistem yang teratur, tetapi
merupakan sesuatu yang berkaitan dengan ketidakberaturan, tidak dapat diramalkan dan bahwa
hukum sangat dipengaruhi oleh persepsi dari pengamatnya dalam memaknai hukum tersebut.

(Niken Savitri, 2006: 52-53) ‘
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Penelitian kualitatf tentang Sensitivitas Gender .dari para Penegak Hukum
dalam Menangani Kasus-Kasus KDRT ini sangat menekankan pada pengalaman dari para
penegak hukum dalam menangani kasus-kasus KDRT. Melalui pengalaman dari masing-
masing peﬁegak hukum dalam menangani kasus-kasus KDRT, maka dapat terpetakan
penegak hukum mana saja yang sudah memiliki sensitivitas gender. Karena seperti yang telah
disampaikan di atas, salah satu ciri dari penclitién kualitatif adalah cara berpikirnya induktif,
maka tindakan dari masing-masing penegak hukum yang diteliti dalam penelitian ini juga
sangat spesifik tindakannya dalam menaﬁgani kasus ataupun juga dalam memahami bentuk-
bentuk KDRT yang dialami oleh perempuan kotban. Hal inilah yang kemudian membuat
penelitt harus membuat daftar pertanyaan yang berbeda-beda ;mtaxa satu penegak hukum
dengan penegak hukum yang lainnya. | 7

Pada bagién metoablogi penelitian ini juga akan | membahas tentang .
pengalaman selama peneliti mela.kukan'pe'nelitian, baik pé.dg saat melakukan studi kasus dan
studi literatur atau dokumen beserta dengan tekhnik pengumpulan data. Pengalaman selama
melakukan penelitian, khususnya penelitian di lapangan yang banyak peneliti integrasikan
keddam metodologi penelitian ini karena pengalaman-pengalaman tersebut sangatlah kaya
akan tekhnis-tekhnis atau cara-cara dalam mempegoleh data, dan inilah salah satu cir dan
suatu penelitian kualitatif. Pengalaman dari peneliti menjadi hal pokok yang perlu dielaborasi
dalam suatu proses penelitian kualitatif ini.

1.4.1 Studi Kasus

Tujuan dari digunakannya metode studi kasus ini, adalah agar dapat
melakukan analisis yang mendalam tethadap suatu fenomena khusus yang hadir dalam suatu
konteks yang terbatasi (bounded context) (Poerwandari, 2005: 108). Studi kasus sebagai

suatu metodologi penelitian dapat memberikan gambaran yang rinci, baik mengenai peran
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yang telah dilakukan oleh masing-masing penegak hukum ataupun tentang proses
penangananya sendiri di PN dan PA.
| Shulamit Reinharz®, menyampaikan bahwa studi kasus feminis biasanya
terdiri dari deskripsi yang benar-benar lengkap mengenai suatu peristiwa, orang, kelompok,
organisasi atau komunitas tunggal. Untuk itulah maka dalam penelitian ini juga akan ada
pembahasan secara deskriptif dan lengkap tentang situasi selama proses pengambilan data di
lapangan, baik dari proses awal pengambilan data sampai dengan proses wawancara dan
obsetvasi atau pantauan langsung di labangan, d1 PN ataupun di PA, di wilayah Jakarta Pusat.
Pembahasan yang bersifat deskriptif akan dapat menggambarkan kondisi dari masing-masing
| _penegak hukum dalam merespon ataupun menangani.kasus-kasus KDRT. Sehingga ini juga
berarti akan menggali secara lengkap tentang peran-peran dari masing-masing penegak
hukum, dimana. tindakan ataupdn"peran yang tciah dilakukan oleh masing-fnasing penegak
hukum tersebut dan tereﬂeksikén dxdalam kétempan—ketetépa; ataupun putusan-putusan
yang telah ditatapkan oleh masing-masing penegak hukum dalam menangani kasus-kasus
KbRT, yaitu apakah peran-peran yang telah dijalankan itu sudah bersifat sensitif gender
atauka.h belum.
Proses pengambilan data di lapangan dilakukan di PN dan PA, khususnya di

wilayah Jakarta Pusat, yaitu lewat wawancara langsung dengan para narasumber, tapi sebelum

3 Shulamit Reinharz, dalam bukunya tentang “Metode-Metode Feminis dalam Penelitian Sosial”, adalah:

Suatu metode penelitian fenomena sosial lewat analisis menyeluruh terhadap satu kasus individual.
Kasus itu mungkin berupa seorang pribadi, kelompok, satu episode, suatu proses, satu komunitas, satu
masyarakat, atau unit kehidupan sosial lainnya. Semua data yang relevan untuk kasus itu dikumpulkan,
dan semua data yang tersedia disusun berdasarkan kasus itu. Metode studi kasus memben sifat
kesatuan pada data yang diteliti dengan saling menghubungkannya dengan bemacam fakta ke kasus
tunggal. Itu juga menyajikan kesempatan untuk analisis mendalam terhadap banyak rincian spesifik
yang terlewatkan dengan metode lain. Pendekatan ini berpijak pada asumsi bahwa kasus yang diteliti
bersifat khas untuk kasus-kasus jenis tertentu sehingga lewat analisis mendalam, bisa dibuat
generalisasi yang akan bisa diterapkan untuk kasus-kasus lain dari jenis yang sama.

(Reinharz, 2005: 225)
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melakukan wawancara peneliti terlebih dahulu mempersiapkan acuan pertanyaannya atau
daftar pertanyaan yang akan peneliti tanyakan kepada masing-masing narasumber.
Pengumpulan data di lapangan paling banyak dilakukan dengan menggunakan metode
wawancara mendalam, dengan pedo@n terstandar yang tetbuka‘, dan juga melakukan
observasi, yaitu dengan memantau langsung proses penanganan terhadap 2 kasus KDRT di
PN, dan juga 1 kasus perceraian yang disebabkan karena adanya KDRT di PA. Hasil dan
wawancara dan observasi itu kemudian akan diolah, yaitu dengan melakukan &anskrip
verbatim terhadap semua hasil wawancara yég telah dilakﬁkan, dengan juga menyertai refleksi
dari masing-masing pertanyaan dan jawal;an. Selama proses observasi langsung di PN Jakarta
Pusat, peneliti melakukan kerjasamaAdcngan teman-teman dari Lembaga Bantuan Hui(um
Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan Jakarta (disingkat LBH APIK). Karena pada
saat yang bersamaan teman-teman dari LBH APIK Jakarta juga sedang mendampingi kasus
KDRT yang melibatkan perempuan éebaga.i korban di PN Jakarta P&at, yaitu kasus KDRT
RM versus YL. Dengan adanya kerjasama tersebut, maka peneliti dapat mengenali profil
serta pola penanganan kasus dari masing-masing penegak hukum, khususnya peran dari
pihak ]aksa‘ Penuntut Umum (JPU), dan Majelis Hakim.

Untuk studi kasus di Pengadilan Agama, peneliti melakukan pemantauan
secara umum terhadap beberapa daftar sidang perceraian yang sedang diproses disana.
Kebanyakan kasus perceraian yang ditangani disana jarang d-idampingi oleh penasihat
hukum, karena lebih banyak yang menangani sendiri kasus perceraiannya. Khusus untuk

kasus perceraian yang dipantau oleh peneliti, adalah suatu kasus perceraian yang disebabkan

4 Wawancara dengan pedoman terstandar yang terbuka: Dalam bentuk wawancara ini, pedoman wawancara
ditulis secara rinci. Lengkap dengan set pertanyaan dan penjabarannya dalam kalimat. Peneliti diharapkan dapat
melaksanakan wawancara sesuai konsekuensi yang tercantum, serta menanyakannya dengan cara yang sama
pada responden yang berbeda. Keluwesan dalam mendalami jawaban terbatas, tergantung pada sifat wawancara
dan ketrampilan peneliti. Bentuk ini akan efektif dilakukan bila penelitian melibatkan banyak pewawancara,
sehingga peneliti perlu mengadministrasikan upaya-upaya tertentu untuk meminimalkan vatdasi, sekaligus
mengambil langkah-langkah menyeragamkan pendekatan terhadap responden (Poerwandari, 2005, hal. 128).
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karena adanya KDRT, yaitu terjadi penelantaran dalam rumah tangga. Dan data lainnya
adalah data-data dalam bentuk dokumen atau putusan terhadap beberapa kasus perceraian, ‘
dimana dokumen tentang kasus-kasus perceraian yang diperoleh peneliti adalah kumpulan
kasus perceraian yang disebabkan karena adanya KDRT. Semua data kasus yang diperoleh
diambil dari Bagian Arsip di PA, Jakarta Pusat. Dakumennya sendiri diserahkan dalam
bentuk fotocopy (bukan dokumen asli), dan untuk menghorinati para pihak yang terkait
dengan kasus-kasus tersebut, maka semua nama dan alamat dar para pihak yang terkait
dalam kasus tersebut dicoret oleh petugas PA. Bahkan, ada sélah satu kasus perceraian dari
kmpﬂan kasus perceraian yang berhasil .peneliti peroleh dan dalam pertimbangan
- hukumnya telah memasukkan ketentuan dan UU PKDRT.
14.2 Studi Literatur atau Dokumen

~ Salah satu tujuan dari studi ﬁtératur atau studl pustaka ini, adalah untuk ;ahng
betbagi informasi, terutama informasi teﬁtang .pengala;na'n dari para pen-e;';ék hukum dalam
menerapkan ketentuan dari UU P-KDRT/KDRT. Selain itu di dalam studi literatur ini akan
‘membahas tentang pengalaman terhadap penanganan kasus-kasus KDRT di beberapa negara
yang di wilayah .Asia Tenggara (seperti: Malaysia, Filipina dan Singapura). Ke-3 negara ini
telah memiliki sistem hukum khusus, yaitu berupa Pengadilan khusus untuk keluarga atau
biasa disebut dengan istilah “Family Court”. Pembahasan tentang studi literatur ini akan
dibahas secara detail di dalam Bab 2, dan pada Bab 3, yaitu bab tentang Pengalaman dari -
Negara Malaysia, Singapura dan Filipina dalam Penanganan Kasus-Kasus KDRT. Karena
pembahasan tentang pengalamén dari ke-3 negara ini akan menjadi salah satu bahaﬁ
pembading terhadap penanganan kasus KDRT di Indonesia. Proses penanganan terhadap
kasus-kasus KDRT di Indonesia akan dibahas secara khusus pada Bab 4 tentang proses

penanganan dar kasus-kasus KDRT di PN dan di PA. Bab ke-5 membahas tentang Analisis
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tethadap Putusan Kasus KDRT di PN dan PA di wilayah Jakarta Pusat. Bab 6 pembahasan
tentang Aﬁalisis Kasus Empirik KDRT dan Gugatan Perceraian di PN dan PA Jakarta Pusat.
Bab 7, pembahasan tentang hasil analisis, kesimpulan dan rekomendasi terkait dengan peran
serta tindakan dar para penegak hukum dalam menyelesaikan kasus-kasus kekerasan
terhadap perempuan.

Salah satu tujuan dari studi pustaka/literatur dalam penelitian ini, yaitu untuk
membetikan informasi yang memadai tentang pembahasan terhadap s‘uatu isu secara lengkap
dan utuh. Dengan adanya studi literatur dapat membantu éeﬁulis_ untuk menemukan sudut
pandang lain dalam menganalisa suatu 1su tertentt;, dalam hal ini isu atau tema penelitian
tentang KDRT, Fokus utama dari~pembahasan-~ini bukan hanya tentang-UU P—KDRT; tetapi
juga tentang peran dar para penegak hukum, khususnya dalam menangani kasus-kasus
KDRT ataupun kasus percerajan yang disebabkan karena édanya KDRT. Pg:ntigg untuk
melihat apakah peran yang telah dilakukan oleh par; .pcnegak hukum sudah mé;lcerminkan |

- adanya sensitivitas gender, ataukah masih bersifat legal formal dalam menangani kasus-kasus
KDRT

Studi ﬁterauu yang dilakukan dalam penelitian ini juga menggunakan data-
data kasus, yaitu yang berupa salinan putusan, baik untuk kasus-kasus KDRT yang ditangani
di PN ataupun kasus-kasus perceraian di PA. Jumlah salinan putusan tentang kasus KDRT
yang diperoleh dari PN Jakarta Pusat adalah sebanyak tiga kasus, dan dari ketiga kasus ini ada
dua kasus KDRT yang melibatkan perempuan sebagai pelaku KDRT, dan ada satu kasus
yang melibatkan laki-laki atau pihak suami sebagai pelaku. Data kasus yang diperoleh dari PA
Jakarta Pusat adalah sebanyak 13 (tiga belas) kasus perceraian, yang terdiri atas 11 (sebelas)

kasus gugat cerai dan dua kasus cerai talak.
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1.4.3 Tekhnik Pengumpulan Data

Bagian ini akan memaparkan metode atau tekhnik pengumpulan data di PN
dan PA, dan di beberapa instansi penegak hukum (sepertii Kejaksaan Negeri dan
UPPA/RPK di Polres) yang ada di wilayah Jakarta Pusat. Pengumpulan data di lapangan
paling banyak dilakukan dengan menggunakan metode wawancara mendalam, yaitu dengan
menggunakan pedoman terstandar yang terbuka’, dan juga melakukan obsetvasi langsung di
lingkungan PN atau PA, serta di masing-masing institusi penegak hukum, khususnya di
wilayah Jakarta Pusat. Hasil dari wawancara dan observasi itu kemudiaq ékan diolah dengan
melakukan transkrip verbatim tethadap semua hasil wawancara yag telah dllzkukan, dan juga
menyertai refleksi dati masing-masing pertanyaan dankjawaban. |

Subjek penelitiannya adalah penegak hukum, baik yang ada di wilayah PN
Jakarta Pusat, seperti: beberapa orang awak RPK/ UPPA i’oldé Métrb (ada dua orang yang
. diwawancara: Kanit Serse dan Wakilnya) dan RPK/ UPPA Polres Jakarta Pusat (Kamt Serse
beserta dengan Asistennya), pihak JPU (ada dua orang yang diwawanca;ai) dani Kejari Jakarta
.Pusat yang memang terlibat langsung didalam penanganan kasus KDRT, dan beberapa
Hakim yang ada di PN Jakarta Pusat (ada 2 orang hakim), dimana masing-masing dari hakim
ini juga sudah pernah menangani kasus-kasus KDRT. Untuk penegak hukum-di PA Jakarta
Pusat melibatkan panitera dan salah satu hakim yang sudah memasukkan ketentuan dari UU
P-KDRT sebagai pertimiaangan hukum di dalam putusan akhir dari suatu kasus pe'rcetaian.

Untuk data lapangan, didalam peneliian ini memiliki dua bentuk data

lapangan, yaitu: Data Pertama, data lapangan yang diperoleh langsung dari para penegak

5> Wawancara dengan pedoman terstandar yang terbuka: Dalam bentuk wawancara ini, pedoman wawancara
ditulis secara rinci. Lengkap dengan set pertanyaan dan penjabarannya dalam kalimat. Peneliti diharapkan dapat
melaksanakan wawancara sesuai konsekuensi yang tercantum, serta menanyakannya dengan cara yang sama
pada responden yang berbeda. Keluwesan dalam mendalami jawaban terbatas, tergantung pada sifat wawancara
dan ketrampilan peneliti. Bentuk ini akan efektif dilakukan bila penelitian melibatkan banyak pewawancara,
sehingga peneliti perlu mengadministrasikan upaya-upaya tertentu untuk meminimalkan vatasi, sekaligus
mengambil langkah-langkah menyeragamkan pendekatan tethadap responden (Poerwandari, 2005, hal. 128).
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hukum, baik yang berupa hasil wawancara ataupun keputusan-keputusan akhir yang telah
dihasilkan oleh para penegak hukum, khususnya para majelis hakim di PN araupﬁn PA. Data
lapangan yang kedua, adalah data tentang hasil observasi/pemantauan, baik selama sidang
dilaksanakan, ataupun pada saat korban melakukan lébby atau konsultasi dengan beberapa
orang penegak hukum, seperti: salah satu hakim di PN Jakarta Pusat, dan juga dengan JPU
dari Kejari Jakarta Pusat. Karena untuk memperoleh data hasil observasi/pemantauan
terthadap beberapa kasus KDRT dan juga kasus gugatan perceraian (khususnya di Pengadilan
Agama). peneliti bersama dengan rekan-rekan dan LBH APIK Jakafta mendampingi dua
orang perempuan kotban KDRT, dimana kedua orang perempuan korban ini mengalami
bentuk kekerasan yang betbeda. Kasus KDRT yang pertama, korbannya mengalami
kekerasan fisik, korban ditembak pahanya dengan senjata jenis Airsoft. Sedangkan, untuk
kasus KDRT yang ke-2 korban mengalami penelantaran dlam runh tanggé oleh suaminya,
dimana suaminya menikah lagi tanpa seizin istrinya, dan ‘sejal-{ saat itu sudah tidak pémail
mermbiayai kebufiban hidup dasi nak-anakaya. |

Hal yang menarik dalam mengumpulkan data lapangan, yaitu hasil obsetvasi

ter.hadap beberapa kasus KDR'f di PN, ataupun gugatan perceraian di PA di Jakarta Pusat,
pada saat melibatkan perempuan korban KDRT sebagai salah satu subjek penelitian (selain
para penegak hukum tentunya) peneliti harus dapat memposisikan diri sebagai seorang
pendamping korban. Bahkan, pada saat peneliti melakukan observasi langsung, yaitu untuk
mengumpulkan d.ata di PA Jakarta Pusat, peneliti juga sempat “dimata-matai” oleh pelaku
(suami korban) sebagai salah satu orang yang ikut “memanas-manasin” atau mengusulkan

kepada istrinya (korban/Penggl%at) agar mau terus melakukan perceraian® untuk dapat

6 Karena memang salah satu proses yang harus dilakukan oleh setiap hakim di Pengadilan Agama, terkait
dengan kasus-kasus Perceraian adalah selalu melakukan Upaya Damai/adanya Mediasi diantara pelaku dan
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berinteraksi secara langsung dengan para penegak hukum, dapat dilakukan melalui korban
dan bantuan dari Relawan Pendamping. Salah satu tujuan dar berinteraksi langsung ini,
adalah untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya (dan juga detail) seputar kasus yang
sedang dalam proses penanganan. Ini juga untuk mempermudah proses pencarian informasi
tentang kasus-kasus KDR;I' mana saja yang sedang di proses dalam persidangan atau di
pengadilan, untuk itulah peneliti melakukan keﬁasama dengan rekan-rekan LBH APIK
Jakarta 7 (terutama dari bagian Pelayanan Hukum/Pelhuk), yang sedang melakukan
pendampingan hukum atau advokasi terhadap beberapa kasus KDRT, khusﬁs‘nya di wilayah
Jakarta Pusat.

Keuntungan dan adanya data lapangan da‘lam.penelitian ini, adalah untuk
memperkaya jawaban serta hasil analisa yang akan dibangun di dalam penelitian kualitatif ini.
Selain itu dengan adanya data lapangan dapat memper]jhatk'anv» sécara laﬁgsﬁng tentang
hambatan-hambatan yang dihadapi oleh masing-masing pcnégék hukum dalam menangani |
kasus-kasus KDRT, dimana kemudian hambatan-hambatan ini menyebabkan putusan

Kendala atau hambatan didalam mengumpulkan vonis-vonis itu, adalah
sangat kuatnya budaya Korupsi &M birokrasi pengadilan. Hal m11ah yang kemudian
membuat peneliti harus mengeluarkan ‘vang’ atau dana ekstra untuk mendapatkan berkas

vonis (yang kebanyakan berkasnya hanya dalam bentuk salinan putusan/bukan dalam bentuk

korban. Sehingga, di setiap persidangan untuk kasus perceraian selalu ditawarkan agar antara pelaku dan korban
dapat berdamai.

" LBH APIK Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan, yang didirikan
oleh tujuh orang perempuan pengacara pada tanggal 4 Agustus 1995. LBH APIK Jakarta adalah lembaga yang
bertujuan mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan demokratis, serta menciptakan kondisi yang setara
antara perempuan dan laki-laki dalam segala aspekmkehidupan, baik politik, ekonomi, sosial maupun budaya.
Tujuan ini hendak dicapai dengan mewujudkan sistem hukum yang berperspektif perempuanyaitu sistem
hukum yang adil dipandang dari pola hubungan kekuasaan dalam masyarakat, khususnya hubungan perempuan
dan lakilaki, dengan terus menerus berupaya menghapuskan ketidaksetaraan dan keadilan gender dalam
berbagai bentuknya. '
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vonis/ bumsans). Budaya atau kebiasaan ini berlaku disemua instansi penegak hukum, baik di
PN ataupun di PA. Hal ini menunjukkan bahwa wajah dari para penegak hukum masih
belum terlepas dari pengaruh budaya KKN, yang kemudian bentuk-bentuk seperti ini
dilanggengkan dalam suatu sistem hukum dan kerja dari masing-masing instansi penegak |
hukum.

Data dokumen yang diperoleh dari masing-masing penegak hﬁkum masih
petlu diolah atau diproses lagi, dimana sebelum melakukan pengolahan terhadap data-daﬁ
dokumen itu peneliti telah menyusun sebuah daftar pertanyaan panduan dalam mehgaqalisa
tentang hal-hal apa saja yang akan peneclin ambil datanya. Data yang sudah diolah ini
kemudian akan peneliti sandingkah dengan hasil data lapangan yang telah peneliti i)etoleh,
yaitu hasil dari wawancara dan observasi langsung di lapangan. Untuk menganalisis data
dokumen yang telah peneliti peroleh datanya akan menggunakan konsep penﬂkiran aad teori
hukum feminis. Hal ini penting untuk dilakukan karena dengan. meﬁggqnakan‘ konsep
'pemikiran dari teoti feminis maka hasil analisisnya akan sangat tajam membahas tentang hal- -
hal apa saja yang masih menjadi hambatan tetbesar dari para penegak hukum dalam
menangani kagus—kasus kekerasan terhadap -perempuan (dalam hal ini kasus KDRT).

Keuntungan dan adanya data dokumen ini adalah akan mempermudah
proses analisa, yaitu dalam melihat tingkat sensitifitas gender dari masing-masing penegak
hukum yang telah menangani kasus-kasus KDRT. Sehingga lewat data dokumen ini juga
dapat menjadi sebagai bukti otentik tentang kasus KDRT yang dipahami oleh penegak

hukum atau instansi penegak hukum tersebut.

8 Vonis, adalah putusan akhir yang memuat identitas dari Terdakwa/Pelaku, memasukkan tentang Surat
Dakwaan (Primair dan Subsidair), yang akan membahas tentang beberapa unsur penting dari pasal yang akan
dijatuhi kepada pihak Terdakwa. Pada bagian akhir dari Vonis akan dicantumkan tentang hal-hal penting apa
saja yang akan dijatuhkan kepada pihak Terdakwa atau biasa disebut dengan Bagian Mengadili, yaitu seperti:
Sanksi Pidana Penjara beserta dengan dendanya. Sedangkan, kalau Petikan atau Keterangan Pidana/Salinan
Putusan, hanya memuat bagian Mengadili yang menjelaskan tentang putusan akhir tethadap suatu kasus Pidana.
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1.5 Ets

Penelitian kualitatif tentang sensitifitas gender di kalangan para penegak
hukum dalam menangani kasus-kasus KDRT di PN dan PA, adalah merupakan suatu
penelitian penting di bidang hukum dan gender, karena penelitian ini bertujuan untuk
mengkaji secara lebih jauh lagi tentang proses penanganan kasus-kasus KDRT, khususnya di
PN dan PA. Responden dari penelitian ini adalah para penegak hukum, baik yang ada di PN
ataupun PA, khususnya di wilayah Jakarta Pusat, dan pihak korban KDRT. Fokus dart
penelitian ini adalah tentang pengalaman dari masing-masing penegak hukum dalam |
memahami suatu bentuk kekerasan térhadap perempuan, lalu bagaimana mereka kemudjgn
menanganinya secata proporsional, 'ygitu dengan memperhatikan pemenuhan serta
petlindungan hukum terhadap para perempuan korban KDRT (khususnya). Oleh karena itu
semua nama dat para penegak hukum yang menjadi responden dalam peheﬁdan ini .a‘ka.n'
ditulis inisial namanya saja. Sedangkan untuk para perempuan kor_baﬁ KDRT yang juga
merupakan responden dari penelitian ini, khusus untuk namanya juga hanya akan ditulis
inisial namanya. |

Serﬁua dokumen tentang saliﬁan putusan akhir, surat tuntutan, surat
dakwaan, bahkan juga dokumen tentang Berita Acara i’emeriksaan Perkara (BAP) di tingkat
kepolisian akan disimpan sebagai dokumen penting yang perlu dijaga kerahasiaannya. Bahwa
seluruh dokumen yang telah peneliti peroleh tersebut akan disimpan, atau dimasukkan
kedalam folder khusus. Dan jika dari data-data tersebut akan digunakan kembali sebagai
bahan referensi atau bahan kajian untuk penelitian yang lainnya, maka harus meminta
persetujuan langsung kepada pihak yang bérsangkutan, yaitu untuk meminta izin. Semua hal
ini penting untuk dilakukan menginga£ semua data tersebut adalah berupa kronologis kasus

dan juga transkrip verbatim hasil wawancara langsung dengan para objek penelitian dengan
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peneliti. Selain itu ini juga untuk menjaga tali silaturahmi antara peneliti dengan para pihak

tersebut agar tetap terjaga dengan baik...
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BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA KONSEPTUAL

2.1 Pengantar

Bab yang kedua ini menjelaskan beberapa hzltl pokok yang menjadi dasar
pemikiran dan pembahasan terkait dengan penelitian tentang sensitivitas gender di kalangan
para penegak hukum. Tujuan dan adanya tinjauan pustaka yang dipaparkan disini adalah
untuk mémberikan gambaran tentang penelitian yang terdahulu, dengan isu atau tema yang
sama dengan penelitian ini. Melalui ﬁﬁjamn pustaka ini dapat melihat perbedaan hasil
penclitian yang tetdahulu dengan penelitian ini. Sedangkan,' kerangka konseétual yang
-dipaparkan' dalam bagian ini terdiri atas beberapa konsep dasar yaﬁg saling betkaitan satu
dengan lainnya. kDan konsep dasar yang akan dibangxm dalam penelitian ini adalah
merupakan sebuah upaya dari masing-masing penegak hukum dalam membangun sistem
penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan yang sensitif gender, dimana dengan
adanya sistem penanganan kasus yang sensitif gender diharapkan dapat memberikan
petlindungan terhadap para perempuan korban KDRT secara maksimal.
2.2 Tinjauan Pustaka

Penelitian tentang sensitivitas gender di kalangan para penegak hukum,
khususnya dalam konteks Pengadilan Negeri ataupun Pengadilan Agama dalam menangani
kasus-kasus kekerasan tethadap perempuan di lingkup Kajian Wanita memang belum terlalu
banyak. Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian yang tetdahulu, yang baru berfjumlah dua
buah penelitian. Penelitian pertama, dilakukan pada tahun 1993, oleh Masyithah Umar, judul

penelitiannya adalah tentang: “Perempuan dalam Perspektif Hukum Acara Peradilan Agama:
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Kajian Norma dan Kasus-Kasus Hukum di Pengadilan Agama Jakarta Selatan”. Secara
khusus penelitian ini melakukan studi naskah terhadap peraturan perundang-undangan, yaitu
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang No. 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama, dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta beberapa
dokumen penting lainnya, seperti: kumpulan dati catatan-catatan sidang di DPR-RI. Tujuan
dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran secara jelas tentang perlindungan
hukum bagi wanita. Lewat penelitian ini ditemukan beberapa hal penting, seperti: (1) bahwa |
agar kelompok perempuan secara juridis dapat mempefoleh petlindungan hukum yang s@a
dengan kelompok laki-lé.ld, maka ini sangat tergantung kepada muatan dari peraturan -
perundang-undangannya yang mengatur hukum acara di lingkungan peradilan agama; ('2)-
bahwa dengan adanya wewenang hukum yang bersifat absolut dan relatif, yang dimiliki oleh
badan peradilan agama, maka petlu bagi pithak Pengadilan Agama untuk membuka secara
lebar untuk menerima serta menyelesaikan semua jenis petkara sesuai dengan prinsip umum
peradilan; (3) tinggi - rendah a.tm; optimal — kurangnya peﬂindungan hukum kepada kaum
perempuan, terkait dengan'beberapa faktor-faktot, seperti: peraturan perundang-undangan,
lingkungan dari peradilan agamanya, subjek hukum yang terkait dengan kasus ini. Sehingga
untuk mencapai tingkat perlindungan hukum yang optimal bagi kaum perempuan dalam
- beracara di lingkup Peradilan Agama masih dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya yang
bersifat kompleks. Penelitian kedua dilakukan pada tahun 1999, yaitu oleh Yusnani
Hasjimzum, dalam penelitiannya yang berjudul: “Hak Petrempuan Bercerai: Studi tentang
Pelaksanaan Nafkah Iddah dan Nafkah Terhutang (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas I

A Tanjung Karang, Kotamédya Bandar Lampung)”. Isi dari penelitian yang telah dilakukan
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adalah tentang pengalaman perempuan setelah bercerai yang mempunyai’ hak nafkah. Dan
hasil peneliﬁan tersebut ditemukan hal yang mendasar, berupa beberapa alasan dasar istri
mengajukan perceraian tethadap suaminya, seperti: (a) suami tidak bertanggung jawab kepada
keluarga, baik terhadap istri maupun anak karena keadaan ekonomi; (b) suami tidak jujur
karena melakukan perselingkuhan dengan wanita lain. Oleh karena itulah rekomendasi akhir
dari penelitian ini, adalah petlunya mengatur secara tegas sanksi terhadap pelanggaran hak
nafkah iddah terhutang dan nafkah anak dalam Undang-Undang Perkawinan.

Fokus pembahasan dari kedua penelitian di atas lebih banyak membaﬁas
tentang bagaimana posisi dati seorang istti ketika berhubuﬁgan dengan pengadilan agama
sebagai sebuah institusi hukum. Kebanyakan pengalaman dari pihak perempuan (istri) ketika
bethubungan dengan institusi hukum seperti pengadilan agama belum memperoleh keadilan
© . atau belum memperoleh pen‘mganari yang maksimal. Ini semua disebai)kan karena berbagai
hal, atau bukan hanya dati pengadilan agama sebagai sebuah institusi hukum, tapi juga ada
faktor dari undang-undangnya atau kebijakannya, dan juga dari para penegak hukum, serta
pengaruh dari budaya yang berkembang dalam masyarakat. |

Sedangkan, fokus dari penelitian ini adalah lebih kepada peran yang selama
ini telah dilakukan oleh para penegak hukum, baik para penegak hukum yang ada di
pengadilan Vnegeri dan pengadilan agama, sehingga dari segi objek penelitiannya lebih luas
dibandingkan penelitian-penelitian terdahulu. Dan dari segi kebijakan yang digunakan sebagai
alat untuk melakukan kajian juga telah menggunakan ketentuan dari Undang-Undang No. 23
Tahun 2004 tentang Pengahapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), selain
Undang-Undang tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang tentang Peradilan

Negeri/Umum. Pada penelitian tentang sensitivitas gender di kalangan para penegak hukum
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dalam penanganan kasus-kasus KDRT ini juga menggunakan teori hukum feminis sebagai
konsep berpikir, yang bertujuan agar hal-hal yang menjadi persoalan dasar dari pihak
perempuan ketika berhadapan dengan sebuah institusi hukum, seperti pengadilan agama dan
pengadilan umum dapat terpetakan secara lebih rinci dalam sebuah kajian feminis yang
sensitif gender.
2.3 Kerangka Konseptual
Pembahasan tentang kerangka konseptual ini akan membahas dua hal
penting, yaitu pembahasan tentang konsep-konsep dasar yang saling mempengaruhi proses
penelitian tentang sensitifitas gender di kalangan para. penegak hukum. Hal penting yang
akan dibahas .dalam sub bab ini adalah tentang kerangka berpikir yang akan digunakan dalam
penelitian ini, dimana halhal pokok yang akan digunakan sebagai dasar untuk
mengembangkan kerangka berpikirnya adalah tentang teori feminis (khususnya pemikiran
dari Teori Feminis Radikal), dan teori hukum feminis. Kedua teori ini memiliki kedalaman
dan ketajaman berpikir dan menganalisis permasalahan yang dihadapi oleh pihak perempuan
(dalam hal ini persoalan tentang penanganan £erhadap kasus-kasus KDRT d1 PN dan PA).
2.3.1 Konsep-Konsep Dasar
Beberapa konsep dasar yang penting dan sangat betkaitan dengan penelitian

ini, adalah sebagai berikut:

1. KDRT di arena atau tingkatan kebijakan nasional;

2. KDRT di arena internasional;

3. KDRT sebagai salah satu bentuk pelanggaran tethadap HAM;

4. Sensitifitas gender;

5. Inisiatif para penegak hukum
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Alur pemikiran dari konsep-konsep tersebut di atas dapat digambarkan ke dalam suatu alur

pemikiran, sebagai berikut:

Alur Pemikiran tentang Konsep-Konsep Dasar

5. Inisiatif ~ * l,” 1 KDRTdi
Penegak Ar.fana
par:l ukumg Kebijakan
- Nasional: UU
No. 23 Tahun
2004
2. KDRT di
Arena
4. Sensitifitas Internasional:
Gender _ Konvensi
Anti
Penyiksaan
terhadap
Perempuan
3. KDRT
sebagai salah
satu Bentuk 0
Pelanggaran /
HAM '

Konsep-konsep di atas ini merupakan konsep-konsep yang berkembang di dalam masyarakat
Indonesia (khususnya), yang juga terkait dengan proses penanganan tethadap kasus-kasus

KDRT. Ke-5 konsep di atas mempengaruhi proses penanganan tethadap kasus-kasus
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KDRT, baik yang ada di PN ataﬁpun PA, karena konsep-konsep tersebut muncul karena
adanya reaksi terhadap UU PKDRT, dimana dengan adanya UU PKDRT dapat membuat
KDRT sebagai salah satu bentuk pelanggaran terhadap HAM. Dan semua konsep itu saling
mempengaruhi satu dengan yang lainnya.
2.3.1.1 KDRT di Arena Kebijakan Nasional

KDRT sebagai salah satu bentuk pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia
juga sudah diakui di dalam ketentuan dari UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan
terﬁadap KDRT (disingkat UU PKDRT). Definisi KDRT dalam ketentuan pasal 1 ayat (1),
adalah: “;... setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat
timbulnya kesengsaraan atau pegdedman secara ﬁslk, seksual, psikologis, dan/atau
peﬂehnmran rumah tangga _tetmasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, ataﬁ
perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”. Sementara
bentuk KDRT menurut ketentuan pasal 5 UU PKDRT: “Setiap orang dilarang melakukan
kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:
a. Kekerasan fisik; b. Kekerasan psikis; c. Kekerasan éeksual; atau d. Penelantaxan’ru.mah
tangga”. Selanjutnya, ketentuan mengenai ruang lingkup KDRT, diatur dalam pasal 2 (1) UU
PKDRT: “lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi: a. Suami, isteri, anak;
b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud
pada huruf a, karena hubungan darah, perkawinan, petsusuan, pengasuhan, dan perwalian,
yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau; c. Orang yang bekefja membantu rumah
tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut; Tentang tujuan dari UU PKDRT, yaitu
pada ketentuan dari pasal 4 yang menyebutkan tujuannya:

1. mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga;
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2. melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga;
3. menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; dan
4. memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Bahwa, keberadaan UU PKDRT secara nasional sangat berarts, selain karena
adanya sebuah UU yang mer.nberikan petlindungan secara spsesifik terhadap perempuan dan
anak, juga menjadi payung hukum bagi UU atau kebijakan yang lainnya, yang terkait deﬁgan
pemberantasan terhadap kasus-kasus kekerasan tethadap perempuan. Lahirnya UU PKDRT
membuat peran dari semua pihak, khususnya pihak penegak hukum menjadi lebih optimal
lagl, khususnya untuk mencegah terjadinya suatu kasus KDRT, dan penangahan secara
profesional. !

o 2312 KDRT di Arena Internasional ‘

Bahwa isu KDRT di tingkat internasional bukan lagi hanya seb:;ga.i isu lokal |
atau domestik, tapi isu ini sudah menjadi isu internasional, dimana KDRT sudah menjadi
bentuk dari salah satu pelanggaran Hak Asasi Manusia (khususnya Hak Asasi Perempuan).
Hal ini juga merupakan suatu hal baru di dalam perkembangan HAM, yaitu deng;‘ln
diratifikasikannya Deklarasi Vienna pada tahun 1993, suatu deklarasi tentang pelaksanaan
Aksi terthadap perlindungan untuk Hak Asasi Petempuan dan Anak Perempuan. Hak Asasi
ini secara tegas ditetapkan, agar menjadi suatu hak yang tidak dapat dicabut, utub, nyata
(artinya keberadaan dari semua hak dasar ini dapat dirasakan keberadaannya) dan merupakan
bagian dari HAM. |

Pengesahan Deklarasi Vienna ini merupakan tindak lanjut dari konferensi
PBB, yaitu suatu konferensi internasional yang membahas tentang Kesetaraan,

Pembangunan dan Perdamaian terhadap Perempuan, yang diadakan di Copenhagen, pada
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tahun 1980. Dan pada tahun ini juga isu KDRT ditetapkan sebagai isu publik, atau bukan
hanya sebagai isu privat. Sehingga, segala hal yang terkait dengan pencegahan ataupun
penanganan terhadap kasus-kasus KDRT sudah menjadi tanggung jawab dari pihak
pemerintah (bukan lagi menjadi tanggung jawab dari pihak masyarakat saja). Hal ini juga
disesuaikan dengan pendapat dari salah satu tokoh, Morvai yang kemudian mencoba
menegaskan bahwa berdasarkan ketentuan dari PBB terkait dengan KDRT, adalah bahwa
ad; 3 tahapan penting yang kemudian membawa isu KDRT bukan lagi menjadi sebagai
sebuah isu privat, yaitu:

(1) pada tahun 1980, isu KDRT dijadikan sebagai suatu isu publik;

(2) tahapan yang kedug, adalah pada tahun 1993, KDRT dijadikan sebagai salah
satu bentuk pélanggaran tethadap HAM;

(3) tahapan yang ketiga, yaitu dari pihak PBB sudah memulai mengembangkan
strategi dan framework untuk meminimalisir bentuk-bentuk diskriminasi
yang terkait dengan kasus-kasus KDRT.

Situasi penanganan tethadap kasus-kasus KDRT di dunia atau di negara lain
(selain vdj Indonesia), juga masih menjadi persoalan tersendini bagi masing-masing negara
tersebut. Persoalannya adalah karena ketidaksiapan para penegak hukum dalam menangani
| kasus-kasus KDRT. Hal ini juga karena masih kuatnya pengaruh budaya patriarki di masing-
masing penegak hukum. Sehingga, masih banyak dari para penegak hukum yang beranggapan
bahwa KDRT bukan sebagai suatu bentuk kekerasan yang serius. Oleh karena itulah maka di
dalam penelitian ini juga membahas tentang pengalaman dati negara lain dalam memahami

serta menangani kasus-kasus KDRT.
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2.3.1.3 Konsep tentang KDRT sebagai salah satu bentuk Pelanggaran Hak Asasi
Manusia
Semenjak disahkannya Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan

dalam Rumah Tangga (disingkat menjadi UU PKDRT), maka jelaslah bahwa KDRT bukan
lagi hanya sebagai bentuk pelanggaran pada umumnya, tapi, KDRT sudah diakui sebagai
bentuk kekerasan tethadap petempuan. Bahkan, KDRT sudah menjadi sebagai salah satu
bentuk pelaﬁggaran tethadap Hak Asasi Manusia. Secara jelas, di dalam bagian menimbang
dari UU PKDRT telah disebutkan: “bahwa segala bentuk kekeras;n, terutama kekerasan
dalam rumah tangga, mérupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap.
martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus”.
2.3.14 Seqsitivitas Gender

| Pemahaﬁmn tentang sensitif gender disini, adalah bagaimana para peneg*;k'
‘hukum yang menangani kasus KDRT atau kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan
memiliki empati tethadap korban, serta mengedepankan hal-hal apa yang menjadi kebutuhan
dari korban. Banyak dari para penegak hukum masih bersifat positivistik, yaitu masth
mengedepankan aturan hukum formil dalam menangani kasus-kasus kekerasan yang berbasis
gender (seperti: kasus KDRT). Selain itu, banyak dati para penegak hukum yang'menangani
kasus-kasus KDRT lebih mementingkan keutuhan keluarga dari masing-masing pihak
tersebut, tanpa melihat situasi yang ada selama ini seperti apa kondisinya. Dan kebanyakan
dari para penegak hukum juga masih melihat bahwa tujuan dati UU PKDRT adalah lebih
kepada proses penyadaran terhadap semua petlakuan yang telah dilakukan oleh pihak pelaka
(bisa suami atau istri), atau bukan hanya untuk mencari kesalahan dari masing-masing pihak.

Proses pengajuan dan suatu kasus KDRT ke tingkat PN melewati proses panjang. Artinya,
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korban sudah pernah melakukan upaya damai atau rekonsiliasi, tapi tidak berhasil sehingga
pada akhirnya mengambil putusan untuk membawa kasus ke pengadilan. Atau, perbuatan
dari pihak pelaku sudah sangat membahayakan keselamatan, tidak hanya keselamatan dari
pihak korban tapi juga keselamatan dari anak-anaknya.

Bagian ini juga akan sedikit menjelaskan tentang konsep dari gender itu
séperli apa, dan apakah pembahasan tentang gender itu hanya sebatas kepada peran
petempuan yang sudah terkonstruksikan di dalam masyarakat, ataukah juga sudah mencakupi

"perubahan cara berpikir masyarakat yang lebih memahami kondisi atau kebutuhan dari
‘masing-masing petempuan. Karena masing-masing perempuan memiliki pengalaman dan
kesernpatﬁn yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya.
_ _Pgndangén yang bias gender berpengaruh terhadap cara pandang serta
tindakan dan I;ara penegak hukum terhadap kasus-kasus KDRT. Adanya bias gender di
kalangan para penegak hukum membuat perempuan (khususnya perempuan kotban)
-menjadi korban untuk kedua kalinya. Oleh karena itu penting untuk melihat kembali peran
yang telah dilakukan oleh masing-masing penegak hukum di dalam menangani beberapa
kasus KDRT yang ada di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama.

Bias gender sendiri harus dilihat sebagai salah satu bagian dari budaya dan
sistem sosial yang berkembang dalam masyarakat. Menurut DR. Mansour Fakih di dalam
bukunya yang betjudul: “Analisis Gender & Transformasi Sosial”, bahwa gender merupakan
sifat yang melekat pada laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun
kultural. Oleh karena itu gender sebagai suatu konstruksi sosial dan budaya menjadi suatu hal

yang tidak bersifat baku. Maksudnya, budaya dari masing-masing daerah di Indonesia
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(khususnya) itu berbeda-beda satu déngan yang lain. Jadi, gender sangat bersifat fleksibel atau
sesuai dengan budaya dan sistem sosial dari masyarakat setempat.

Pembahasan tentang bias gender dalam konteks penanganan terhadap kasus- |
kasus KDRT disini adalah lebih kepada pola berpikir termasuk juga tindakan dari para
penegak hukum dalam memandang KDRT sebagai suatu bentuk kekerasan terhadap HAM.
Oleh katena itu fokus pembahasan yang akan dijabarkan dalam bagian’ini adalah tentang
| respon dan juga perlakuan atau tindakan yang telah dilakukan oleh para penegak hukum,
dalam hal ini respon yahg diberikan oleh para penegak hukum belum memberkan
perempuan tempat yahg layak, yang sesuai dengan hak asasinya sebagai seorang manusia
karena terpengaruh dengan pandangan terhadap laki-laki dan perempuan yang mengacu pada
peran gender tradisignal yaﬁg baku. Semenma itu sensitivitas gender yang diharapkan
dimiliki oleh pa;r'a penegak hukum sendiri, adalah tentang peran dan sifat dari penegak
hukum yang peka atau berempati terhadap situasi korban kekerasan tethadap perempuan,
khususnya untuk kasus-kasus KDRT. Konsep sensitivitas gender juga tidak semata
menunjukkan apakah dalam proses penanganan terhadap kasus-kasus KDRT'oleh para |
setiap penegak hukum sudah memberikan perlakuan yang sama antara perempuan dan laki-
laki, tapi dimungkinkan pula ada perlakuan yang khusus demi petlindungan yang
komprehensif terhadap korban perempuan yang seringkali memiliki kerentanan betbeda
dengan laki-laki akibat ‘gender’-nya.
2.3.1.5 Inisiatif para P’enegak Hukum (dalam konteks penanganan terhadap kasus-
kasus KDRT)

Peran penegak hukum dalam penanganan kasus-kasus KDRT sampai saat ini

belum terlalu optimal. Hal ini disebabkan karena penegak hukum yang juga sebagai salah satu
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bagian dari suatu sistem hukum belum tﬁempriotitaskan penyelesaian hukum dan kasus-
kasus KDRT yang ada. Para penegak hukum juga masih sangat dipengaruhi dengan budaya
serta kebiasaan hukum yang bersifat légaﬁsdk formal. Maksud dar sifat legalistik formal
dalam peran para penegak hukum disini, adalah bahwa para penegak hukum masih sangat
terpatok dengan aturan-aturan tertulis yang ada di dalam ketentuan hukum formal. Sehingga
aturan hukum yang ada itu telah menjadi suatu ‘harga mati’ terhadap tindakan dan masing-
masiﬁg peﬁegak hukum dalam menyelesaikan kasus-kasus KDRT. Kondisi atau situasi
seperti inilah yang kemudian membuat peran serta fungsi dari masing-masing penegak
bukum, baik yang ada di lingkungan Pengadilan Negéri ataupun Pengadilan Agama menjadi
sangat kaku dan kurang sensitif tethadap persoalan-persoalan perempuan.

| | Pémahgma_q tentang inisiatif dari para penegak hukum disini adalah mengenai
kgbgrpﬂlakan dari pa‘t‘a-[-)ene'gak hukum terhadap perempuan korban, khususnya perempuan
kotban KDRT. Meskipun, secara prinsip para penegak hukum harus bersifat netral dalam
menjalankan tugasnya, tapi khusus untuk kasus-kasus kekerasan yang berbasis gender
membutuhkan penegak hukum yang sensitif gender, yang dapat mengakomodir kebu@han
dan keinginan dari perempuan korban KDRT. Peran yang harus dimainkan oleh para
penegak hukum harus dapat memenuhi kebutuhan dari seorang perempuan korban. Peran
yang dimainkan oleh masing-masing penegak hukum tidak hanya sebatas kepada aturan-
aturan yang ada di dalam suatu Undang-Undang ataupun kebijakan. Peran yang dimainkan
atau dijalankan oleh para penegak hukum harus lebih) luas dan fleksibel lagi. Sehingga

terwujudlah inisiatif-inisiatif yang sensitif gender dati para penegak hukum.
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2.3.2 Kerangka Berpikir

Teori feminis radikal menjadi salah satu teoni penting dalam membangun
kerangka berpikir dari penelitian tentang sensitivitas gender di kalangan para penegak
hukum, karena dengan adanya pemikiran dari teori feminis radikal ini dapat melihat secara
kritis persoalan pérempuan di bidang hukum. Bahwa pada dasarnya hukum dibentuk bukan
untuk melindungi kebutuhan perempuan. Hukum juga menurut pendangan atau pendapat
dani teoﬁ feminis radikal justru sebagai alat untuk mengopresi perempuan, Hal ini dapat
terlihat dari pendapat salah satu tokoh feminis radikal, Catherine Mackinnon, yang
- menyatakan bahwa hukum tidak netral dan objektif, karena hukum - dibentuk untuk
memenuhi kei)endngan dani kelompok tertentu saja (dibaca kelompok laki-laki).

‘ Konsep. tentang _Feminisf Legal Theoty atau Teori Hukum Feminis (biasa -
d.isingkat‘ FLT), adalah suatu teori hukum kntis yang secara spesifik membahas hukum
berdasarkan pengalaman ‘perempuan, karena pengalaman perempuan memiliki nilai penting
di dalam suatu proses hukum. Dasar-dasar pemikiran dari FLT juga dapat memperkaya
wacana hukum dan para penegak hukum, khususnya dalam penanganan kasus—kasusb
kekerasan terhadap perempuan. Untuk mempertjelas ketetkaitan pemikiran diantara teoti
feminis radikel dengan teoti hukum feminis maka pada bagian ini akan digambarkan sebuah

bagan tentang kerangka berpikir dari penelitian ini, sebagai berikut:
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Kerangka Berpikit

[ Teori Feminis Radikal ]

—
Teori Hukum |
Feminis |
\.
1. Hukum telah gagal\ : 2. Menerapkan 3. Kasus-kasus pengalaman
memperhitungkan metode kritis perempuan scfbagni unit analisis
pengalaman terhadap penerapan untuk melihat hubungan
perempuan hukum kekuasaan antara perempuan
Y, dan laki-laki

Alut .d.ati kerangka berpikir di ;IMS mempetlihatkan bahwa teori feminis
radikal adalah pusat pemikiran dari penelitian, karena téori feminis radikal memiliki
pemikiran yang kritis tentéhg,pbsiéi"perempuan di dalam masyaﬁkat, khususnya ketika
berhadapan deﬁgan persoalan hukum. Oleh katena itu éebagian dani pemikiran dasar ;eoﬁ
feminis radikal ini juga menjadi dasar pemikiran bagi teoti hukum feminis, karena keberadaan
dari teori hukum feminis juga menjadi pelnc-e.rahzlmr bagi perjuangan perempuan dalam
memperoleh keadilan dan kesetaraan.

Tujuan dasar dari kerangka berpikir yang digambarkan di atas, adalah untuk
.mernperlihatkan bahwa keberadaan dari teori feminis radikal dan teori hukum feminis
sebagai dasar pemikiran dari penelitian teﬁtang seﬁéiﬁvitas gender d:i(a-langan para penegak
hukum dalam menangani kasus-kasus KDRT, baik yang ada di pengadilan negeri ataupun
pengadilan agama. Hal ini terkait dengan inti atau gagasan utama dari teori feminis radikal,
yang menekankan bahwa kesetaraan antara perempuan dan laki-laki di bidang hukum tidak
petnah setara, karena dari pihak laki-laki mendefinisikan perempuan secara berbeda, dan laki-

laki mendominasi petempuan. Bahkan, sejak dulu pria telah menguasai diskursus hukum,
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maka teoti-teori dan norma-norma hukum tidak pernah mampu merumuskan pengalaman
petempuan. Dan oleh teori hukum feminis kembali ditetapkan, khususnya persoalan-
persoalan hukum yang terkait dengan isu perempuan (dalam hal tentang penanganan
tethadap kasus-kasus KDRT), sebagai berikut:
2. Mempersoalkan perempuan dalam hukum, mengakui bahwa hukum telah
gagal memperhitungkan pengalaman perempuan;-
3. Mémpersoalkan perempuan dalarn hukum adalah dalam rangka
menerapkan metode kritis tethadap penerapan hukum;
4. Sebagai konsekuensi fﬂetodologis, yaitu digunakannya kasus-kasus
pengalaman perempuan sebagai unit analisa untuk melihat hubungan
| kékuasaan antara perempuan dan laki-laki.
Ke-3 point dasar hasil pemikiran dari t.éoti hukum yang berperspektif feminis menekankan,
bahwa pada dasarnya hukum tidak bersifat netral dan objektif, dikarenakan adanya
- ketimpangan posisi antara perempuan dengan laki-laki. Hal inilah yang juga mempengaruhi
sistem hukum serta perundang-undangan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
2.3.2.1 Pandangan Klasik Tentang Feminis Legal Theoty Sebagai Kerangka Berpikir
- Feminist Legal Theory atau teori hukum yang berprespektif feminis, adalah
merupakan suatu teori hukum yang muncul untuk menggambarkan secara lengkap dan kritis
tentang pengalaman dan pemahaman yang terkait dengan masalah hukum dan gender.
Gender sendini dapat dipahami sebagai sekelompok atribut dan perilaku yang dibentuk secara
kultural yang ada éada laki-laki atau perempuan (Humm, 2005:177). Masih dalam tulisannya
tentang gender, Humm juga mengutip pendapat dati dua orang Feminis, yaitu pendapat dari

Millet dan Firestone yang menyodorkan pemikiran gender kontemporer yang lebih bersifat
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radikal. Dalam Dialectic of Sex, yang ditulis oleh Firestoné, disebutkan bahwa gender
membedakan struktur setiaI; aspek kehidupan kita dengan kerangka yang tak terbantah.
Pembedaan tersebut adalah bagaimana masyarakat memandang laki-laki dan perempuan. Dia
menyatakan bahwa perbedaan gender merupakan sistem yang kompleks yang mempertegas
dominasi laki-laki. Tugas teoritis feminisme adalah bagaimana mengakhirinya - (Humm,
2005:178). |

Kém_udiaﬁ di dalam teori hukum yang berprespektif feminis, pembahasan
tentang gender dijelaskan kerﬂbaﬁ, yaitu untuk melihat bagaimana relasi diantara perempuan
dengan laki-laki di dalam masyarakat. Secara tega; di dalam teon hukum yang berprespektif
feminis dapat merepresentasikan hal-hal penting apa yang menjadi kebutuhan dari
perempuan @ususnyé). rKe_l')ebradaah‘dad suatu teori hukum yang berprespektif feminis 1m
masih menjadi taritangar_l, terutama tantaﬁ'gat; dalam memasukkan pemikiran-pemikiran dari
teoti ini kedalam sistem dan institusi hukum yang ada sekarang (Bartlett & Kennedy, tidak
ada tahun: 1-2).

Dalam tulisannya Bartlett dan Kennedy, tahun 1991 tentang “Introduction
in Feminist Legal Theoty”, dijelaskan tentang kesejarahan FLT, dimana dasar kemunculan
dani teori hukum feminis (FLT) adalah karena adanya gerakan dati sekelompok perempuan
yang memperjuangkan hak-hak mereka pada abad ke-19. Gerakan ini dipelopori oleh
kelompok perempuan yang mempetjuangkan hak untuk memilih, hak untuk memiliki harta
dalam lingkup perkawinan, dan juga perjuangan untuk memperoleh akses hukum dalam
kaitannya dengan pengontrolan kelahiran. Pada tahun 1970-an, kelompok feminis kembali
melanjutkan upaya advokasi mereka melalui jalur kebijakan yaitu mendorong adanya

reformasi di bidang hukum, yang kemudian menghasilkan lahirnya beberapa undang-undang
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yang memberikm dampak positif terhadap kehidupan perempuan pada masa tersebut
(sekitar tahun 1970-an), di wilayah Amerika Serikat. Beberapa undang-undang tersebut,
seperti: UU tentang Keluarga, UU tentang Ketenagakerjaan, dan UU tentang Petkosaan.

Pada akhir tahun 1980-an, situasinya berubah, proses reformasi yang sudah
dicapai oleh para feminis pada tahun-tahun yang lalu mengalami kegagalan, yaitu dalam hal
memperhitungkan serta memasukkan pengalaman-pengalaman perempuan kedalam sistem
hukum yang baku’. Secrlangkan,‘ kelompok feminis di bidang hukum pada saat itu memilih
untuk fokué kepada asumsi yang bersifat teoritikal, yang melekatkan kepada teori-teon
hukum modern. Akibat, dari masih banyaknya pengaruh dari kelompok feminis yang
konvensional, yang tidak mendasarkan pemikiran kepada pengalaman perempuan, maka .
banyak kebutuhan dasar dari péret,hpuan yang belum dapat diai(omodasi secara baik.

Menuruf ‘tulisz_m dari Ir:ianto; tahun 2000, téntang “Pendekatan Hukum -
Berperspektif Perempuan” dalam buku yang bejudul “Penghapusan Diskriminasi terhadap
Wanita”, dijelaskan bahwa:

- Gagasan dari pendekatan hukum berperspektif perempuan ini bermula dari suatu asumsi

dasar mengenai hubungan antara perempuan dan hukum. Kenyataan menunjukkan bahwa
hukum diinformasikan oleh laki-laki, dan bertujuan memperkokoh hubungan-hubungan
sosial yang patriatkis. Hubungan yang dimaksud adalah yang didasarkan pada norma,
pengalaman, dan kekuasaan laki-laki, dan mengabaikan pengalaman perempuan. Dengan
demikian, hukum dipandang telah menyumbang kepada penindasan terhadap perempuan.
Dengan mengungkapkan citi-ciri hukum yang tidak netral ini dan bagaimana hukum tersebut
“dioperasikan”, diharapkan dapat ditemukan saran-saran untuk mencapai perubahan dan
petbaikan. Pada dasarnya, pendekatan hukum feminis ini mengacu pada suatu bidang teors,
pengajaran, dan praktek mengenai bagaimana hukum berdampak kepada perempuan.

Pemikiran di atas ingin menegaskan bahwa hukum sendiri tidak dapat memberikan

petlindungan dan kepastian hukum kepada petempuan, karena hukum pada dasarnya tidak

® Karena, di dalam salah satu artikel yang ditulis oleh Sulistyowati Irianto, M.A., yang berjudul: “Pendekatan
Hukum Betperspektif Perempuan”, disebutkan bahwa mempersoalkan petempuan dalam hukum adalah
menguji apakah hukum telah gagal memperhitungkan pengalaman perempuan, atau betapa standar ganda dan
konsep hukum telah merugikan perempuan.
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bersifat netral dan objektif. Dapat dikatakan bahwa hukum dibentuk untuk memperjuangkan
kepentingan dari kelompok laki-laki saja. Oleh karena itulah penting bagi kelompok
petempuan untuk mempertanyakan kembali keabsahan dari hukum itu sendiri, dimana secara
prinsip hukum harus bersifat independen dan dapat memberikan keadilan kepada semua
pihak (termasuk pihak perempuan).

Baru kemudian sekitar akhir tahun 1970-an atau awal tahun 1980-an
muncullah pendekatan hukum berperspektxf petempuan, dimana pemikiran dasar dari
pendekatan hukum berpetspektf perempuan meliputi beberapa hal, sebagai berikut:

Pertama, mempersoalkan perempuan dalam hukum adalah mengakui apakah
hukum telah gagal memperhitungkan pengalaman perempuan, atau betapa standar
ganda dan konsep hukum telah merugikan perempuan. Kedwa, mempersoalkan
petempuan dalam hukum adalah dalam rangka rnenerapkan metode kritis terhadap -
penerapan hukum. Dengan kata lain, pendekatan ini mempertanyakan tentang
implikasi gender dari hukum yang mengabaikan perempuan. Doing law bagi seotang
feminis adalah melihat ada apa di balik rumusan-rumusan hukum yang ada, untuk
dapat mengidentifikasi implikasi jender dari peraturan-peraturan hukum serta
mengamati asumsi-asumsi yang. mendasarinya dan membantu memecahkan
persoalan. Ketiga, konsckuensi metodologis, yaitu digunakannya kasus-kasus
pengalaman perempuan sebagai unit analisis untuk melihat hubungan kekuasaan
antara perempuan dan laki-laki.

Ciri ketiga inilah yang menjadi ciri khas dari pendekatan hukum berperspektif
perempuan, yang membedakannya dari aliran mainstream pada umumnya yaitu tidak
berasal dari teori yang muluk-muluk, tetapi berdasarkan pengalaman-pengalaman
perempuan, melihat bagaimana perempuan dapat menikmati hak-hak dasarnya dan
memperoleh perlindungan hukum (Inanto, 2000:94).

Dalam tulisan tentang Pengenalan terhadap Teotri Hukum yang Berprespektif
Feminis, masih oleh Iranto, disebutkan bahwa pada @s#nya kelompok feminis telah
menyusun suatu proses yang penting dalam rangka untuk membuka wacana terhadap hukum
yang bersifat androsentris'’, di mana sistem hukum yang ada pada saat itu masth didominasi

oleh kepentingan-kepentingan dari laki-laki, yang kemudian menyebabkan pengalaman

10 Androsentris, adalah keterpﬁsatan pada laki-laki, yang merupakan rangkaian nilai budaya dominant kita yang
didasarkan pada norma laki-laki. Charlotte Perkins Gilman pertama kali menggunakan istilah ini untuk
membahas bias laki-laki (Gilman 1911) (Humm, 2002:17-18).
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ataupun  kebutuhan dari perempuan menjadi terabaikan. Perspektif feminis ini dapat
membantu perkembangan pemikiran yang ada di sekolah-sekolah hukum, dan juga yang ada
di dalam pengadilan. Dapat dikatakan bahwa kebethasilan dari perkembangan pemahaman
tentang hukum yang betprespektf feminis ini dapat membawa dampak yang baik, terutama
dalam kaitannya dengan pemberdayaan terhadap para penegak hukum.

Dalton, pada tahun 1987, menjelaskan beberapa hal seputar perkembangan
dan pemahaman tentang FLT. Sa]ah satﬁ pc_:rﬁbahasan yang disampaikan Dalton, adalah
bahwa pada dasarnya dia mempertanyakan kembali tentang keberadaan dari pencerahan
feminis, yaitu dalam menguatkan atau berkontribusi terhadap terjadinga keburukan dalam
bidang ilmu pengetahuan, terutama dalam kénteks ilmu pengetahuan dan pendidikan. Dan
Jlewat ini juga akan dijelaskah ‘pernahaman téritang Feminist Legal Thought beserta dengan
kegiatan-kegiatannya. Pad; kesémpatag i Dalton ;ugamgm memperlihatkan bagaimana
-pemikiran dan praktek hukum feminis sangat bersifat menantang dan provokatif secara
intelektual. Dengan menggunakan pola pemikiran dari hukum feminis, maka dapat dilihat
secata jelas tentang aturan-aturan hukum ataupun undang-undang yang sudah ‘ada
merupakan produk yang dibuat dalam perspektif patriarki dan dengan demikian lebih
melindungi pria datipada perempuan. Bahkan hukum-hukum seperti ini justru membenarkan
ketidaksetaraan pria dan perempuan, termasuk berbagai bentuk penindasan terhadap
perempuan itu sendiri (Danardono, 2006: 7).

Dalton, membahas secara khusus pemahaman tentang feminisme, yaitu
bahwa untuk menjadi seorang feminis maka harus memiliki pemahaman yang sama tentang
posisi dati seorang perempuan di dalam masyarakat, di mana perempuan selalu

tersubordinasi oleh laki-laki. Feminisme, juga merupakan suatu wilayah aktivitas penelitian
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untuk menggambarkan posisi dari perempuan. Perlu secara lebih dalam lagi untuk

mempertanyakan tentang mengapa dan bagaimana hal itu terjadi, oleh karena itu perlu

melakukan perubahan. Jawaban tethadap pertanyaan-pertanyaan itu adalah dengan sistem

hukum yang lebih luas, termasuk di daIamhya peraturan-peraturan hukum formal dan

termasuk diskursus di mana hukum itu ditempatkaﬁ dan melalui apa hukum-hukum itu

dielaborasi dan diartikulasikan. |

Dalam tulisannya itu, Ijalton ]uga t_nénjelaskan tentang sistem hukum yang

harus dipahami sebagai suatﬁ insu'tus} yang dapat mengubah dan memodifikasi hukum, yaitu

| pada saat hukum tersebut akan diimplementa'sikan. Dan kemudian ini akan menjadi budaya
hukumn, dimana pelakunya a&al‘ah para pengacara, pekerja sosial, klien, penegak hukum, dan

juga pihak pemerintah/eksekutif. Sedangicén, pefnbahasan. tentang _Feminis Jurisprudence

atau pendekatan hukum yang be;rperspektif feminis terhadap prdduLk—produk hukum (sepert:

 aturan-aturan hukum atau kebijakan hukum), disebutkan bahwa pendekatan hukum yang
berperspektif feminis merupakan suatu gerakan yang muncul sebagai suatu reaksi terhadap
petkembangan teori hukum secara umum. Feminis Jutisprudence dibutuhkan untuk
mengembangkan pendekatan batu tethadap petmasalahan perempuan dalam -memahami
persoalan hukum dan kaitannya dengan kehidupan di dalam masyarakat. Jadi, pemahaman
tentang Feminis Jurisprudence, merupakan suatu pemaham;n khusus tentang perempuan
dan hukum, khususnya yang terkait dengan produk-produk hukum, di mana produk-produk
hukum yang dihasilkan oleh hukum, baik secara sistem ataupun institusi dapat
mengintegrasikan pengalaman dari perempuan. Sehingga Feminist Jurisprudence adalah juga

merupakan bagian dari teori hukum feminis.
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Savitri, pada tahun 2006 pernah menulis tentang “Feminist Legal Thedry
dalam Teori Hukum”, dimana dalam tulisannya ini ingin dijelaskan tentang keterkaitan antara
teori feminis dengan FLT. Hal ini disebabkan karena teori feMs dengan FLT sama-sama
memiliki tujuan untuk memberikan perempuan posisi yang adil di seluruh bidang kéhidupan,
baik dalam kehidupan bermasyarakat ataupun bernegara. Pada dasarnya teori hukum feminis
ini dalam mengembangkan pemikirannya menggunakan dasar pemikiran dari beberapa teori
feminis, seperti salah satu teori feminis yang banyak membahas mengenai hak-hak hukum
yang harus diperoleh pihak perempuan, -agar bisa tercapai kesetaraan antara perempuan
dengan laki-laki. Bentuk kesetaraan‘y;ng harus dicapai, adalah kesetaraan di ruang publik,
yaitu lewat pembentukan beberapa kebijakan yang pro-perempuan; yang dapat memberikan
perempuan tempat ataupun kesempatan yang samavdengah yang diperoleh laki-laki.

2322 Teori Feminis Radikal * |

Menurut penganut dari féminis radikal, alitan ini sangat mengandalkan
hukum sebagai tema pokok yang akan selalu ditujuk (Savitri, 2006:44). Menurut pendapat
Stanton"', séperti dikutip oleh Tong (2006:68), menyebutkan bahwa: “Kebanyakan hukum
disusun hanya berdasarkan pola pikir dari kelompok laki-laki. Semua gagasan pembentukan

hukum itu berdasarkan “gagasan ideal patriarkal”, bahwa perempuan diciptakan dengan

1 Elizabeth Candy Stanton, adalah salah satu tokoh Feminis Liberal pada abad ke-19, dia adalah salah satu
tokoh perempuan yang aktif mempesjuangkan hak pilih (dalam bidang politik) antara perempuan dan laki-laki
kulit hitam. Tapi, memang Stanton juga banyak menyampaikan pemikiran tentang feminis radikal, khususnya
dalam tulisannya yang berhubungan dengan kritiknya tethadap ajatan Ktisten. Bahkan, dalam buku The
Woman’s Bible, Stanton menyatakan bahwa secara jelas “doktrin, kode, kitab suci (bibel) dan hukum (Kristen),
semuanya adalah berdasarkan “gagasan ideal patriatkal, “bahwa perempuan diciptakan dengan mencontoh laki-
laki, dani laki-laki, dan untuk laki-laki, makhluk yang inferior, yang tunduk pada laki-laki.”” Stanton sangat
menyadari bagaimana sistem seks/gender mengopresi perempuan, tetapi karena kebanyakan perempuan pada
masanya---termasuk mereka yang paling aktif dalam gerakan perempuan pada masanya---termasuk mereka yang
paling aktif dalam gerakan perempuan---tidak bersedia atau tidak mampu untuk melihat apa yang secara jelas
dilihat Stanton, Stanton mendedikasikan dirinya terutama pada program-program reformis-liberal, dan bukan
pada program-program tindak yang radikal-revolusioner (Tong, 2006:68).
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mgncontoh laki-laki, dari laki-laki, dan untuk laki-laki, makhluk yang inferior, yang tunduk
pada laki-laki”. Bahkan, menurut Rubin bahwa: “Feminis radikal akar dari pengopresian
tethadap perempuan adalah pada seks dan jender, dimana seks atau gender adalah: “suatu
rangkaian pengaturan yang digunakan oleh masyarakat untuk mentransformasi seksualitas
biologis menjadi produk kegiatan manusia” (2006:72).

Feminis radikal, pada dasarnya memiliki pemikiran dasar tentang
ketidaksetaraan antara perempuan dengan laki-laki adalah ka:ena perempuan, baik secara
seks (biologi) ataupun gender (kelas sosial) memiliki ketergantungan terhadap pihak laki-laki.
Dan, se[;erti yang telah disampaikan oleﬁ Elizabeth Candy Stanton, bahwa perempuan |
diciptakan untuk mencontoh laki-laki, dari laki-laki, dan untuk laki-laki. Sehingga penting
bagi seorang feminis radikal harus yakin l;ahwa siste;n “seks/ gender adalah penyebab
ﬁnidarﬁénml dari opresi terhadap perempﬁaﬁ. | | .-

Tokoh feminis radikal lainnya, yaitu Alison ]aggaf dan Paul Rothenberg,

» menjelaskan tentang perempuan, sebagai berikut, bahwa secara historis, opresi terhadap
- petempuan adal#h paling menyebar, dan ada di dalam hampir setiap masyarakat yang
diketahui. Opresi tethadap petempuan adalah yang terdalam, yang berarti bahwa oprest ini
merupakan bentuk opresi yang paling sulit dihapuskan, dan tidak dapat dihilangkan dengan
perubahan sosial yang lain, misalnya dengan penghapusan masyarakat l;elas. Adanya opresi
terhadap perempuan menyebabkan penderitaan yang paling buruk bagi korbaﬂnya, baik
secara kualitatif maupun kuantitatif, meskipun penderitaan yang ditimbulkan muncul dengan
tidak disadari karena adanya prasangka seksis, baik dari pihak optresor maupun dad pihak
korban. Opresi tethadap petempuan memberikan model konseptual untuk memahami

bentuk opresi yang lain (Tong, 2004:69).
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Feminis radikal juga menganggap perempuan sebagai sebuah kelas, yakni
kelas yang didominasi oleh kelas lain (pria). Feminis Liberal menganggap kesetaraan
(equality) perempuan dan pria hanya mungkin diwujudkan berdasarkan konsep kesamaan
(similarities) pria dan perempuan, sedangkan Feminis Radikal berargumentasi bahwa
kesetaraan tersebut hanya mungkin dicapai bila kita mengakui perbedaan (differences) antara
pria dan perempuan. Persoalannya, menurut Feminis Radikal, berbagéi petbedaan tersebut
dikonstruksikan sedemikian rupa sehingga. berakibat éada ketidaksetaraan (inequality) yang
merugikan perempuan. .. |

| Chatérine MacKinnon, yang juga ﬁerupakan salah satu tokoh feminis radikal,
lewat tulisannya Feminism Unmodiﬁed”.‘ Menurutnya, karena laki-laki mendefinisikan
perempuan berbeda, perempuan tidak akan pernah ;lap;t' m;:ncééai kesetaraan. Selain itu
karena laki—iéki mendominasi perempuan, péﬁnasélahannya berkaitan déng;ﬁ masalah
kekuasaan (power) (2006: 44). Sehingga, argumentasi kesamaan (sameness) yang dJa)ukan
oleh Feminis Liberal tidak akan pernah berhasil. Menurut MacKinnon, pria mendominasi
perempuan. Bahkan kérena sejak dulu pria telah menguasai diskursus hukum, maka teori-
teori dan norma-norma hukum tidak pernah mampu merumuskan pengalaman perempuan
(Danardono, 2006:3).
2.4 Refleksi Akhir

Fokus pembahasan dari bagian atau bab yat;g kedua adalah tentang Telaah
Pustaka, dan Kerangka Konseptual. Untuk telaah pustaka peneliti mencoba melihat kembali
peneliu’an—penelitiax; -terdahulu yang telah dilakukan, terkait dengan tema penelitian yang

sedang diteliti. Telaah konseptual menjadi salah satu hal yang penting dari penelitian ini,
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karena lewat telaah konseptual dapat diketahui hal-hal apa saja yang sudah pernah dilakukan
atau yang diteliti. |

Tentang kerangka konseptual yang dibangun dalam penelitian ini adalah
sebuah tahapan berpikir dalam mengkaji proses penanganan tethadap kasus-kasus KDRT,
baik yang ada di PN ataupun di PA. Proses pembentukan kerangka konseptual ini diawali |
dengan pembahasan tethadap beberapa konsep dasar, dimana konsep-konsep dasar tersebut
terdiri atas beberapa isu penting terkait dengan penangam;n terthadap kasus-kasus KDRT.
Selain itu ada juga hal dasar yang menjadi faktor utama dar terbentuknya kerangka
konseptual itu, ya;ifu_teoﬂ feminis (khususnya teori feminisme Radikal) dan teori hukum
feminis. Kedua teor ini merupakan dasat berpijak dalam menganalisis proses penanganan
kasus-kasus KDRT oleh para penegak hukum. Keberéd;an dad'teoﬁ hukum feminis sangat
membantu dalaxﬁ memberikan arahan untuk mengéria]i ﬁndakan—tindakan mana édja.yang

sensitif gender dari masing-masing penegak hukum.
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BAB 3
PENGALAMAN MALAYSIA, SINGAPURA DAN FILIPINA DALAM

PENANGANAN KASUS-KASUS KDRT

Pada bagian ketiga ini akan dibahas mengenai pengalaman dari beberapa
negara di wilayah Asia Tenggara dalam menangani kasus-kasus KDRT. KDRT sebagai suatu
pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (Perempuan) juga menjadi persoalan sertus dan
beberapa negara (di luar dati negara Indonesia). Proses penanganan secara hukum juga
menjadi persoalﬁn tersendiri bagi para penegak hukum di masing-masing negara tetsebut.

Ada Uga negara yang akz;m“(iiAjadikan seBagai pembanding dalam kaitannya
dengan proses penanganan terhadap kasus-kasus KDRT, yaitu Maléysia, Singapura dan-"
Filipina. Meskipun di masing-masing negara tersebut telah memiliki aturan-aturan khusus
tentang KDR’I'-,Wtapi tetap saja menganggap isu KDRT bukan sebagai sebuah bentuk
pelanggaran terhadap HAM (belum menjadikannya sebagai prioritas atau isu penting).

3.1 Pengalaman Beberapa Negara di Asia Tenggara: Filipina, Malaysia, dan.
Singapura dalam Menangani Kasus-Kasus KDRT

Pada dasarnya 3 negara, yaitu Filipina, Malaysia dan Singapura telah memiliki
UU khusus tentang KDRT, beserta dengan pengadilan khusus yang akan menangani kasus-
kasus KDRT. Kenyataannya, dalam penyelesaian tethadap kasus KDRT tetap masih menjadi
persoalan, terutama terkait dengan sistem budaya dari masing-masing penegak hukum di
masing-masing negara tersebut. Budaya yang betkembang di masing-masing institusi para

penegak hukum masih bersifat patriatki dan sangat legal formal.

43

Sensitivitas Gender..., Danieiie Johanna P. Samsoeri, PPS Ul, 2008



Bagian ini akan dibahas mengenai respon dan masing-masing negara
terhadap kasus KDRT, terutama tentang peran dari para penegak hukum dalatn memberikan
petlindungan hukum kepada perempuan korban. Untuk membantu pembahasan atau
penjelasan tentang konteks dari masing-masing negara ini, maka pada sub bab ini akan
dipaparkan beberapa pertanyaan yang dijadikan sebagai panduan dalam menganalisis situasi
dari masing-masing negara, sebagai berikut:

1. Adakah instrumen hukum tentang Domestic Violence di ﬁlasing—
masing negara (Filipina, Malaysia, dan Singapura) ? Bagaimana
letak kesejarahannya ?

2. Apakah instrumen hukumnya digunakan atau tidak digunakan ?
Jika, digunakan maka seberapa jauh instramen h@ itu dapat
diguiakan.? |

3. Masalah-masalah apa sajakah yang timbul di dalam Domestic
Violence Act di ke-3 negara itu ?

4. Bagaimanam masalah-masalah ketiadaan gender perspektf
menghalangi para penegak hukum di dalam menangani kasus-
kasus KDRT dengan tujuan akhit mewujudkanl Sistem Peradilan
yang Berdimensi Gender ? |

Semua pettanyaan di atas menjadi alat untuk menganalisis situasi dari masing-masing negara
(ketiga negara) dalam menangani kasus-kasus KDRT. Dan dari hasil analisis itu juga dapat

melihat peran dari para penegak hukum di masing-masing negara tersebut.
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3.1.1 Tinjauan Kritis terhadap Kebijakan KDRT di Filipina

Dalam sub bab tentang tinjauan kritis terhadap kebijakan dan
pengimplementasiannya di Filipina menjelaskan tentang usaha-usaha yang telah dilakukan
oleh Filipina dalam menekan jumlah kasus-kasus KDRT, serta proses penanganan secara
hukum. Filipina telah memiliki sebuah Undang-Undang khusus tentang Kekerasan dalam
Rumah Tangga (KDRT), yaitu House of Bi/l No. 5080, yang diundangkan dengan Undanng
Undang No. 8552 tahun 1998 tentang KDRT. Selain itu d;sana juga telah memiliki
pengadilan khusus untuk keluarga yang dibentuk .lewat Undang-Undang No. 8369 tahun
1997 tentang Pengadilan Keluarga. Salah satu tujuan dari pembentukan Pengadilan Keluarga
ini adalah untuk menangani kasus-kasus KDRT di Filipina. Jadi, Flhpma sebagai salah satu
negata yang tetletak di wilayah Asia Tenggara, yang memiliki wilayah rberdekatanv déngan
Indonesia telah memiliki kesiapan dalam menangani kasus-kasus KDRT éebagai salah satu
bentuk kekerasan tethadap perempuan, dan sebagai bentuk pelanggaran terhadap HAM.
Meskipun hal yang terpenting dari itu semua adalah bagaimana proses pengimplementasian
dani kesemua aturan atau undang-undang tersebut. Hal yang terpenting adalah tentang
penanganan terhadap perempuan korban KDRT, yang telah sesuai dengan ketentuan-
ketentuan hukum yang berlaku disana.
3.1.1.1 Gambaran Umum tentang Kondisi dari Filipina dalam Menangani Kasus-
Kasus KDRT

Filipina memiliki banyak jumlah kasus kekerasan térhadap perempuan,
terutama kasus-kasus KDRT. Data tentang jumlah kasus KDRT yang terjadi di Filipina
menurut laporan dan Pelapor Khusus untuk PBB, Radhika Coomaraswamy, pada tahun

1998, adalah sebanyak 5,287 (Lima Ribu Dua Ratus Delapan puluh Tujuh) kasus pada tahun
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1995; tahun 1996 sei)anyak 7,425 (Tujuh Ribu Empat Ratus Dua puluh Lima) kasus; tahun
1997 sebanyak 7,850 (Tujuh Ribu Delapan Ratus Lima Puluh kasus), dan untuk tahun 1998,
yaitu data kasus pada 4 bulan pertama terdapat 850 (Delapan Ratus Lima Puluh) kasus.

Kebanyakan pelaku kekerasannya, adalah orang-orang yang memiliki
hubungan emosi yang dekat dengan korban, seperti: ayah, suami, pasangan, paman, atau juga
ayah tiri, saudara laki-laki, dan juga sepupu lak-laki. Akibat dari adanya KDRT, maka
berdampak pada dua hal, baik secara fisik ataupun secara psikologi, dimaﬁa dampa.k
psikologi terhadap kbrban KDRT lebih dominan jika dibandingkan deﬁgan daﬁpak fistknya.
KDRT membuat martabat perempuan sebagai seorang manusia menjadi tidak berarti,
mereka menjadi trauma, menjadi tidak be¥daya, dan mereka merasa saﬁgét ketakutan.

Akibat dan semakin banyaknya kasus kekerasan terhadaﬁ pere@pﬁaﬁ,
terutama kasus KDRT yang menimpa masyarakat perempuan (khususnya), makadan pihak
pemerintah Filipina mengambil suatu tindakan nyata, yaitu tindakan pencegahan terhadap
segala bentuk KDRT, sehingga tindakan pencegahan itu bisa melindungi semua anggota
keluarga (khususnyal pihak perempuan) dari segz;la bentuk kekerasan yang akan menimpa

mereka. Hal ini j.uga merupakan salah satu implikasi dari adanya Beijing Paltform'? yang

12 Beijing Declaration Platform for Action atau dalam bahasa Indonesta disebut sebagai Landasan Aksi -
Deklarasi Beijing tahun 1995, adalah merupakan hasil dari Konferensi Perempuan ke IV di Beijing, China, yang
dxselenggatakan pada- tanggal 4-15 September 1995. Konferensi yang bertema: Persamaan, Pembangunan,
Perdamaian ini telah menghasilkan sejumlah rekomendasi yang harus dilaksanakan oleh negara-negara anggota
PBB dalam upaya meningkatkan akses dan kontrol kaum perempuan atas sumber daya ekonomi, politik, sosial
dan budaya. Seluruh rekomendasi dan hasil konferensi tertuang dalam Deklarasi Beijing dan Landasan Aksi.
Adapun, ke-12 bidang kritis yang ditetapkan dalam konferensi tersebut, sebagai berikut:

Perempuan dan Kemiskinan

Pendidikan dan Pelatihan bagi Petempuan

Perempuan dan Kesehatan

Kekerasan tethadap Petempuan

Perempuan-perempuan dalam Konflik Senjata

Perempuan dan Ekonomi

Perempuan dalam Kedudukan Pemegang Kekuasaan dan Pengambilan Keputusan
Mekanisme-mekanisme Institusional untuk Kemajuan Perempuan

PN A BN
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melindungi perempuan dari segala tindakan kekerasan, disamping upaya penerapan tethadap
beberapa Konvensi PBB yang mengatur tentang Hak Anak dan Perempuan, yang telah
diratifikasi oleh Filipina.
3.1.1.2 Instrumen hukum untuk Menangani Kasus-Kasus KDRT di Filipina
Sebagai bentuk tanggung jawab dati pihak pemerintah Filipina terhadap

petempuan korban KDRT, maka pada tahun 1997, dibentuklah suatu Pengadilan Khusus
yang akan menangani kasus-kasus keluarga, termasuk di dalamnya kasus KDRT. |
~ Pembentukan Pengadilan khusus untuk Keluarga ini ditetapkan dalam kefetapan RA No.
8369 Tahun 1997 (Feliciano, Myrna.S., et.al. hal9). Pada tahun 1998, ditetapkan suatu UU
tentang KDRT, yaitu House of Bill No. 5080 yang mengatur. tentang peﬁdeﬁnisian dant
KDRT dan penetapan sanksi dan juga perlindungan serta hal-hal lainnya yang terkait dengéh _
KDRT. i :

~ Tujuan utama dan dibentuknya suatu pengadilan khusus, yaitu pengadilan
kéluarga adalah untuk mengakomodir penanganan terhadap kasus-kasus kekerasan terhadap
anak, karena proses pcﬁbenmhn peraturan tentaﬂg anak hampir bersamaan dengan
pembentukan pengadilan keluarga. Terkait dengan ini maka dapat dilihat bahwa baik dari
pibak pemerintah ataupun pihak penegak hukum disana lebih memprioritaskan penangahan
terhadap kasus-kasus kekerasan terhadap anak, dibandingkaﬁ kasus-kasus kekerasan terhadap

perempuan.

9. Hak-hak Asasi Perempuan
10. Perempuan dan Media Massa

11. Perempuan dan Lingkungan
12. Anak-anak Perempuan.

(http://www.Ibh-apik.or.id/fac-25him, 12/2/2007)
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3.1.1.2.1 UU No. 8369 Tahun 1997 tentang Pengadilan Keluarga

Pengembangan konsep tentang Pengadilan Keluarga hampir bersamaan
dengan pengembangan konsep tentang Pengadilan Anak di Filipina. Peraturan tentang
Pengadilan Keluarga disahkan pada tanggal 28 Oktober 1997, yaitu lewat UU No. 8369, yang
kemudian lebih dikenal dengan UU Pengadilan Keluarga (Family Courts Ac)). Sejak adanya
pengadilan keluarga, jumlah kasus yang ditangani di seluruh Pengadilan Keluarga di Filipina
sampai bulan Agustus 2004, adalah sebanyak 38,998 (tiga puluh delapan ribu sembilan ratus
sembilan puluh delapan) kasus yang terdiri dari beberapa jenis kasus, seperti: 24,789 (dua
puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan) kasus kriminal, 9,864 (sembilan ribu
delapan ratus enam puluh empat) kasus perdata, dan sebanyak 4,345 (empat nbu tiga ratus
emp;at puluh lima) kasus yang lain. v.

Pada salah satu bagian dari UU ini discbutkan bahwa Pengadilan Keluarga
juga harus didirikan di setiap propinsi atau kota. Kualifikasi dari para penegak hukum,
terutama para hakim di Pengadilan Keluarga juga harus sama dengan kualifikasi para hakim

yang ada di Pengadilan lainnya di beberapa wilayah di Filipina.

Definisi tentang KDRT jika mengacu kepada ketentuan atau definisi dan . .

Deklarasi PBB, yaitu ketentuan dari Deklarasi Penghapusan Kekerasan terthadap Perempuan,
yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tangga 20 Desember 1993, yaitu ketentuan dari

pasal 2, secara tegas menyebutkan, bahwa kekerasan terhadap perempuan, khususnya yang

13 Lihat ketentuan dad Pasal 2 Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan: “Kekerasan terhadap
perempuan harus dipahami mencakup, tetapi tidak hanya terbatas pada, hal-hal sebagai berikut:

a. Tindakan kekerasan secara fisik, seksual dan psikologis tetjadi dalam keluatga, termasuk pemukulan,
penyalahgunaan seksual atas anak-anak perempuan dalam keluarga, kekerasan yang berhubungan
dengan mas kawin, perkosaan dalam perkawinan, pengrusakan alat kelamin perempuan dan praktek—
praktek kekejaman tradisional lain terhadap petempuan, kekerasan di luar hubungan suami-istri dan
kekerasan yang berhubungan dengan eksploitasi;
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terkait dengan KDRT disini mencakupi beberapa bentuk kekerasan, seperti: kekerasan fisik,
seksual dan psikologi yang menimpa perempuan korban kekerasan.

Para penegak hukum yang ada di dalam Pengadilan Keluarga memiliki
kekhususan, yaitu dalam hal penanganan terhadap kasus-kasus yang masuk kedalam wilayah
Pengadilan Keluarga. Beberapa kasus yang ditangani di pengadilan keluarga, seperti: kasus-
kasus kriminal yang telah diproses (lanjutan) dari pengadilan di wilayah lain di Filipina, kasus—‘
kasus yang terkait dengan anak (seperti: perwalian dan adopsi), kasus-kasus tentang
pembatalan pernikahan, perceraian, dan kasus-kasus yang berkaitan dengan pembagiaﬁ harta
warisan. Diharapkan para penegak hukum yang ada di dalam pengadilan keluarga ini telah
memiliki pemahaman yang baik tentang penanganan kasus di pengadilan, khususnya kasus-
kasus k_el«vierasan yang betbasis gender. Untuk mengasah pemahaman dari para penegak
hukum itu maka dilakukan pelatihan-pelatihan yang terkait dengan isu-isu atau kasus—_kaéué
yang-akan ditangani di pengadilan keluarga.
3.1.1.2.2 UU No. 8552 Tahun 1998 tentang KDRT

' KBekin tentang KON TP asaiateh sncrupakat Gl cat kebijakan
penting, sebagai upaya tindak lanjut untuk mengatasi KDRT. Hal peating lainnya yang
menjadi latar belakang pembentukan UU KDRT, ada&h karena KDRT bukan lagi hanya
merupakan masalah dalam keluarga saja, tapi kasus KDRT di Filipina juga sudah menjadi

salah satu masalah sosial, sehingga membutuhkan tanggung jawab serta pemahaman dari

b. Kekerasan secara fisik, seksual dan psikologis yang tetjadi dalam masyarakat luas, termasuk perkosaan,
penyalahgunaan seksual, pelecehan dan ancaman seksual di tempat ketja, dalam lembaga-lembaga
pendidikan dan di manapun juga, perdagangan perempuan dan pelacuran paksa;

c.  Kekerasan secara fisik, seksual dan psikologis yang dilakukan atau diabaikan oleh negara, di manapun
terjadinya.”

(Sumber: Kelompok Kerja Convention Watch, 2007:158-159).
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semua pihak masyarakat dalam upaya penghentian atau pencegahan terhadap kasus-kasus
KDRT. |

Kebijakan tentang KDRT ini mengambil atau mengadopsi beberapa
ketentuan dasar dari Konvensi-Konvensi Internasional PBB, seperti: Deklarasi PBB tentang
Kebijakan Sosial dan Hukum yang terkait dengan Petlindungan terhadap Anak. Ketentuan
tentang UU KDRT ini juga disesuaikan dengan kebijakan dasar atau ketentuan internasional ‘
yang terkait dengan persoalan KDRT. Mengenai definisi atau pemahaman dari KDRT juga
dikaitkan dengan ketentuan dasar dari Konvensi CEDAW, yang menyebutkan bahwa pthak
negara atau pemerintah berkeWajiban untuk meningkatkan harkat dan martabat setiap orang
sebagai suatu bentuk penghargaan tethadap HAM. Dalam ketentuan itu dijelaskan juga
tentang bentuk-bentuk pelanggaran tethadap harkat séorang manusig (dalam hal ini KDRT)
vang telah berakibat kepada fisik, psikis dan seksual. |
3113 Implementasi dari UU KDRT dan UU Pengadilan Kel@tga

Pengimplementasian kedua UU tentang KDRT di negara Filipina bisa
dibilang cukup berkembang dan banyak rr-xendapatkan tanggapan yang positif dari masyarakat
Filipina. Hal ini bisa dilihat dari jumlah kasus-kasus kekerasan yang berbasis gender yang
ditangani di Pengadilan Keluarga. Selain itu terkait dengan adanya satu ketentuan didalam
UU tentang Pengadilan Keluarga, yang menyebutkan bahwa dengan adanya UU ini maka
diharapkan setiap provinsi di setiap kota, di Filipina harus mendirikan satu Pengadilan
Keluarga yang dapat menangani kasus-kasus KDRT.

Para penegak hukum yang ada, atau yang akan ditempatkan di dalam
Pengadilan Keluarga juga memiliki status yang sama dengan para penegak hukum yang

bertugas di Pengadilan Negeri. Sehingga syarat-syarat untuk menjadi penegak hukum dari
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Pengadilan Keluarga ini juga sama dengan sayarat-syarat untuk menjadi penegak hukum di
Pengadilan Negeri pada umumnya. Mengenai kasus-kasus yang menjadi fokus pembahasan
atau penanganan di Pengadilan Keluarga di Filipina, adalah kasus-kasus tentang kekerasan
terhadap anak yang banyak mendominasi kasus-kasus disana.
Tentang profil atau peran dan para penegak hukum di dalam Pengadilan
Keluarga, selain mereka harus memiliki pengalaman dalam beracara di pengadilan, mereka
juga harus mengikuti pelatihan-pelatihan tentang kasus-kasus yang berhubungan dengan isu
keluarga, seperti: KDRT dan KTA (kekerasan terhadap anak). Pihak Mahkamah Agung yang
ﬁxenjadi penanggung jawab dati pelaksanaan pelatihan terhadap pém hakim di Pengadilan
Keluarga. :
3.1.1.4 Permasalahan yang Timbul
Terkait dengan penerapan UU KDRT sérta pembentukan Pengadilan
Keluarga di Filipina, maka ada beberapa akibat yang timbul, seperti: (dan terkait dengan
peran dari para penegak hukum)
1. Tidak diberikan atau disediakan. cukup waktu untuk meﬁdengarkan atau
mengadakan pertemuan di lingkungan Pe'ngadilan Keluarga. Padahal, hal penting
di dalam Pengadilan Keluarga adalah bagaimana mengatur tali silaturahmi
diantara keluarga;
2. Belum cukup tersedianya tenaga untuk pengadilan keluarga;
3. Proses pemeriksaan kasus yang masih belum teratur;
4. Proses untuk invesdgasi terhadap kasus-kasus yang akan diputus di dalam

Pengadilan Keluarga ini masih sangat lama.
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Mengenai respon dati para penegak hukum dalam menangani kasus-kasus
KDRT di Filipina, yaitu mereka juga masih memiliki pemahaman yang bias terhadap kasus-
kasus kekerasan terhadap perempuan (termasuk juga kasus-kasus KDRT). Hal ini bisa dilihat
dari hasil survey yang dilakukan oleh kelompok atau organisasi perempuan di Filipina, yang
menyebutkan bahwa bias gender di dalam sistem peradilan di Filipina sudah menyebar
sampai ke pihak i)enegak hukumnya. Oleh karena itu untuk mencegah agar tidak semakin
banyak lagi pihak penegak hukum yang bias gendet, maka para penegak hukum diberikan
pelatihan-pelatihan yang dapat meningkatkan sensitivitas gender. Disamping itu, petlu
melakukan pembauran diantara para penegak hukum yang telah memiliki sensitivitas gender
dengan para penegak hukum yang belum memiliki sensitivitas gender (dalam buku tentang
“Gender Sensitivity in the Court System”, 2002: 11-25). ‘

Bahkan, di dalam salah satu buku hasil dokumentasi tentang Sensitivitas
Gender di dalam Sistem Peradilan di Filipina, dipaparkan tentang kelemahan dari masing-
masing penegak hukum dan kaitannya dengan pemahaman metreka terhadap gender. Sebagai
contoh pemahaman tentang bias gender di kalanga.n para pengacara perempuan.juga masih

tethalang dengan lemahnya pendapat hukum tentang permasalahan hukum yang dialami oleh

perempuan korban kekerasan/KDRT (2002:28). Selain itu, sistem hukum yang ada di dalam .

sistem - peradilan juga sering menjadi penghalang bagi para penegak hukum dalam
memberikan keadilan kepada perempuan korban kekerasan. Karena sistem hukum yang ada,
khuéusnya tentang sistem hukum acaranya belum sensitif gender.
3.1.2 Tinjuan Kritis terhadap Kebijakan tentang KDRT di Malaysia

Negara Malaysia juga telah memiliki perangkat hukum yang lengkap dalam

menangani kasus-kasus KDRT, yang terlihat dari adanya UU khusus tentang KDRT, yang
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disebut deﬁgan Akta Keganasan dalam Rumah Tangga serta rencana pembentukan
Pengadilan Keluarga yang akan menangani kasus-kasus yang terjadi dalam keluarga, yang
salah satunya adalah kasus KDRT. Pada bagian ini banyak membahas tentang isi dari Akta
Keganasan dalam Rumah Tangga yang banyak mengatur peran dari pihak penegak hukum
dalam menanggapi dan menangani kasus-kasus KDRT.
3121 .Gambatan Umum tentang Kondisi Malaysia dalam Menangani Kasus-Kasus
KDRT

Malaysia sebagai salah satu negara yang berada di kawasan Asia Tenggara,
' juga banyak menangani kasus-kasus KDRT. Bahkan, menurut pendapat salah satu aktivis
petempuan di Malaysia, Ivy Josiah, di dalam artikelnya yang berjudul: “Shining a Bright Light:
Monitoring a Domestic Violence Law in Malaysia”, mengatakan bahwa:

“Domestic Violence is the biggest violation of bodily integtity, but it takes place in private
sphere, which is the last stronghold of the concervative, traditional way of tlnn.l-mng While

we’re gammg nghts in the public sphere, the notion of the wife and famﬂy roles is still veryh H

' strong and men continue to say that we don’t have rights at home in the private sphere”.
Www.ﬁnifcm.or ender_issues/voices from the field/story.php?StoryID=329,

page 2 of 3, 10/12/2007).

Pernyataan di atas ingin menjelaskan, bahwa KDRT merupakan salah satu bentuk kekerasan
yang banyak terjadi di Malaysia, dimana tempat terjadinya KDRT ada di ruang-ruang privat
yang sarat dengan nilai-nilai pemikiran dan budaya yang bersifat konservatif atau tradisional.
Kondisi yang seperti ini membuat petjuangan perempuan untuk mendapatkan keadilan serta

petlindungan hukum menjadi sangat panjang dan melelahkan.
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Data tentang jumlah kasus KDRT yang dihimpun dari pihak Kepolisian

Malaysia, yang ada di Penang, data dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2004, sebagai

berikut:
Tabel 3
Data Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kepolisian Malaysia
Tahun 2000 s/d Tahun 2004
TAHUN 2000 2001 2002 2003 2004
TOTAL | 3,468 3,107 2,755 2,555 1,207

(Sumber: http:/ [wrwrw.weepenang.org/ dvstats.html, 10/16/2007)
Data di atas menunjukkan bahwa tentang jumlah kasus KDRT yang ditangani, di tingkat

kepolisian sudah mengalami penurunan antara 3,6 % (tiga koma enam persen) sampai
~dengan 2 % (dua persen) seiap tahunnya. |
3.1.2.2 UU No. 521 tahun 1994, tentang Akta Keganasan Rumah Tangga
Dalam Akta Keganasan Rumah Tangga dibahas tentang definisi serta ruang
lingkup dan Keganasan Rumah Tangga. Definist dari Keganasan Rumah Tangga adalah:

“keganasan yang dilakukan ke atas anda oleh ahli keluarga anda sendiri. Keganasan ini
termasuk menampar, menendang, mencekik, menghantuk kepala anda ke dinding,
mengadakan hubungan seks secara paksa atau menyebabkan anda hilang harga diri, bodoh
dan merasa tidak berguna”

12/2/2007: page 1 of 5).

Sedangkan, ruang lingkup dari Akta Keganasan Rumah Tangga ini adalah perkara biasa,
dimana kategori dari perkara biasa disini adalah kasus-kasus yang terjadi dalam lingkup
rumah tangga (atau tidak termasuk kedalam kategori kasus terotis, atau kasus-kasus kejahatan
lainnya). Ruang lingkup kekerasan dalam rumah tangga hanya dilakukan oleh laki-laki atau

pihak suami terhadap wanita atau istri dan anak, tetapi ia juga boleh berlaku kepada siapa saja
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yang berada dalam lihgkup rumah tangga. Definisi tentang pelaku dan KDRT, menurut
ketentuan yang ada di dalam Akta Keganasan Rumah Tangga, yaitu: “Orang yang melakukan
keganasan ini akan menguasai mangsanya”. Jadi, baik definisi tentang apa itu keganasan
rumah tangga dan juga ruang lingkupnya memiliki kesamaan dengan ketentuan darn UU
PKDRT yang ada di Indonesia, khususnya bagian atau pasal tentang definisi KDRT.

Akta Keganasan Rumah Tangga juga mengatur mengenai ‘Prosection Order”,
dimana maksud dan “protection order” ini adalah tentang suatu perintah penanganan atau
petlindungan terhadap perempuan korban kekerasan. Untuk proses pengajuan agar ada.
perintah petlindungan (Protection Otder/PQ), yaitu melalui pengadilan. PO memberi lebih
banyak lagi perlindungan tethadap kotban, dibandingkan dengan Interim Protection Order
IPO /Perintah Petlindungan Sementara, dari pihak Mahkamah boleh mengeluarkan petintah- .
peﬁ;mtah smnpmgm. Misalnya, PO memberi hak kepada korban untuk tinggal di rumah tanpa
pihak pelaku, menetapkan agar pelaku tidak mendekati rumah, tempat ketja atau sekolah, dan

menghalang ~ pelaku = bercakap = atau  menulis  surat  kepada  kotban

wes 12/2/2007: page 3 of 5).

Aturan lainoya yang diatur di dalém Akta Keganasan Rumah Tangga adalah
tentang petan dari pihak pemerintah; dalam hal ini adalah pihak Departemen Sosial, dan juga
dari pihak Kepolisian. Pihak-pihak inilah yang bertanggung jawab terhadap pencegahan dari
KDRT/keganasan fmnah tangga. Mengenai keberadaan dari Shelter atau “Rumah Aman”
untuk melindungi para korban keganasan rumah tangga juga sudah secara jelas disebutkan
didalam UU/Akta ini. Keberadaan Shelter ini menjadi tanggung jawab dari Departemen

Sosial.
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3.1.2.2.1 Implementasi UU No. 521 Tahun 1994 ten@ Akta Keganasan Rumah
Tangga

UU No. 521 tahun 1994 Akta Keganasana Rumah Tangga adalah merupakan
suatu UU yang dapat memberikan perlindungan terhadap perempuan dari segala bentuk atau
tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pasangannya (bisa suami, istri, teman laki-laki atau
| perempuan, dan juga bisa pacar, atau bisa juga dati pihak keluarga). Berkaitan dengan sudah
disahkannya Akta Keganasan Rumah Tangga ini, maka bersama itu pula beberapa otganisasi
perempuan yang bergerak untuk penanganan serta pemulihan tethadap perempuan korban
Keganasan Rﬁmah Tangga juga mulai mendirikan tempat untuk menangani para kotban A
KDRT, atau biasa disebut dengan istilah Women Crisis Centre (WCC), atau biasa juga
disebut _denggn Shelter. Shelter atau WCC yang diditikan ini bertujuan untuk memulihkan
keadaé-rl'.psikologis dari para perempuan kotban KDRT. Pihak WCC juga berkew;jibari‘

untuk memberikan konseling kepada perempuan kotban KDRT/keganasan rumah tangga

(uttp:/ /www.weepenang.org/wec/index.phpPoption=com content&task=view&id=147&...
12/2/2007). |

Berkaitan dengan perlu adanya penanganan yang serius tethadap para kotban
KDRT, maka dari pihak Pemerintah Malaysia sampai saat sekarang ini sudah mendirikan
kuraﬁg lebih 5 lembaga atau organisasi penyedia layanan pemuliban terhadap perempuan
korban KDRT. Dan ke-5 lembaga ini akan menyediakan tempat aman bagi perempuan
korban KDRT yang memang sangat membutuhkan tempat perlindungan khusus, yaitu baik
dari intimidasi pihak pelaku ataupun bentuk penganiayaan yang lainnya

www.weepenang.org/wee/index.php?option=com _content&task=view&id=147&...

12/2/2007).
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3.1.2.2.2 Permasalahan yang Timbul di Malaysia Terkait dengan Adanya Akta
Keganasan Rumah Tangga

Banyaknya kasus KDRT yang timbul di Malaysia disebabkan antara lain
masih begitu kuatnya budaya Patriarki yang ada dalam sistim masyarakat Malaysia.
Dfsamping itu masih kuatnya tafsir terhadap ajaran agama islam yang bersifat konservatif di
Malaysia. Akibatnya, pengaruh budaya Islam yang konservatif ini kemudian membuat pola
pikir perempuan di Malaysia menjadi kurang berkembang atau kurang kntis dalam
menanggapi permasalahan-permasalahan yang menimpa mereka (Amirathalingam, 2003:16).

Perr;lasalahan yang kedua, adalah terkait dengan sistem hukum yang ada. di
Malaysia, dimana sistem yang ada ini kurang membantu para perempuan korban dalam
mengakses pgrﬁndmgan hukum Akibat dari kurang kooperatifnya sistem hukum disana,
kemud'ian’ me#nbuat perempuan kotban KDRT mengalami kekerasan lagi. Menurut pendapat
dari salah satu aktivis perempuan dan juga Sekretaris Eksekutif dari “Women’s Aid
Otganisation” (WAQO), Ivy Josiah dalam tulisannya yang berjudul “Shining a Bright Light:
Monitoring a Domestic Violence Law in Malaysia”, yaitu: bahwa hM di Malaysia
masih memiliki banyak celah, dan jika kemudian mengartikan hukum dan kekerasan hanya
sebagian, atau melihat definisi dari kekerasan tanpa melihat apa saja bentuk-bentuk
kekerasan, maka definisi tentang kekerasan menjadi kurang bermakna.

Hal lain yang juga masih membuat implementasi UU atau Akta Keganasan
Rumah Tangga belum dapat betjalan secara sempurna. Sistem kerjasama diantara pihak
pemerintah dengan kelonipok atau organisasi perempuan yang menyediakan fasilitas untuk
penanganan terhadap petempuan korban KDRT belum‘terbangun. Hal ini juga disebabkan

karena pihak pemerintah Malaysia belum menyusun suatu standard atau patokan khusus
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terhadap penanganan dan pemulihan untuk korban KDRT. Akta Keganasan Rumah Tangga
juga belum memasukkan pengaturan mengenai kekerasan psikis, dimana bentuk kekerasan
ini yang paling banyak dialami oleh para korban KDRT. Akibat dari adanya kekerasan psikis
ini juga dapat merusak mental dan kepribadian dari para perempuan korban KDRT.
3.1.2.3 Pengadilan Keluarga di Malaysia
‘Sistem peradilan untuk permasalahan keluarga di Malaysia menggunakan
désar‘ Hukum Islam atau Syariah. Meskipun pada bulan September tahun 2000, pemerintah
Malaysia mengumumkan bahwa ada pemisahan untuk pengadilan keluarga, khusus untuk
pengadilan keluarga akan didirikan terpisah dar P'engadilan Syariah. Hal ini juga untuk
membuka akses atau kesempatan bagi semua warga negara Malaysia, terutama kelompok
péréﬁxpuan untuk fiapgt menga.-kses ‘hukum (Hukum Keluarga) secara maksimal. Karena jika
pengadilan kelila.x‘ga- masth beraaa dalam bagian dari pengadilan syariah, maka ini berarti
hanya dapat diakses oleh masyarakat yang beragama Islam saja. Padahal, di Malaysia sendiri
sekarang ini sudah banyak masyarakat atau penduduk yang bukan beragama Islam. Hal inilah
yang menjadi pertimbangan dari pihak pemerintah Mysh. |
Keberadaan dan Pengadilan keluarga sendini di Malaysia masih belum tuntas
dibicarakan. Karena ada kecenderungan ‘Family Court” atau Pengadilan Keluarga yang akan
dibentuk di Maiaysia lebih fokus untuk kasus kekerasan tethadap anak. Karena kondisi dari
pengadilannya sendiri sangat mengakomodir kebutuhan dari anak sebagai korban kekerasan.
Misalnya, salah satu ptosedl;r pemeriksaan di pengadilan, yaitu bahwa saksi tidak harus
datang ke pengadilan untuk bersaksi, tapi cukup dilakukan melalui kamera ‘saja
(teleconfetence). Hal ini secara psikologis dapat membantu korban untuk lebih leluasa

dalam menyampaikan pendapat dan kesaksiannya. Selain itu juga, dengan adanya Pengadﬂan
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Keluarga, diharapkan pengadilan tersebut dapat mengakomodir semua hal-hal yang terkait
dengan masalah keluarga, seperti: kasus perceraian, hak pemeliharaan atau perwalian.
Termasuk juga mengintegrasikan prinsip-prinsip penanganan terhadap kasus-kasus KDRT.
3.1.3 Tinjauan Kiritis terthadap Kebijakan tentang KDRT di Singapura

Singapura, sebagai salah satu negara di wilayah Asia Tenggara, yang juga telah
memiliki perangkat hukum terhadap penanganan kasus-kasus KDRT. Hal ini terlihat dari
sudah disahimnnya kebijakan khusus tentang KDRT pada tahun 1995, dan ini juga didukung
dengan dibentuknya sebuah Pengadilan Keluarga, yaitu pada tahun 1995 yang membuat
negara Singapura menjadi salah satu negara yang peduli terhadap pencegahan dan
penanganan kasus-kasus KDRT.
3.1.3.1 Gambaran Umum tentang Kondisi Smgaputa dalam Menangani Kasus-Kasus
| Kekerasan yang berbasis gcndet (dalam hal ini kasus KDRT)

Singapura adalah salah satu negara di wilayah Asia Tenggara, yang juga telah
memiliki aturan khusus tentang KDRT/Domestic Violence yang disahkan pada tahun 1995,
pada tahun yang sama pemerintah Singapura meratifikasi salah satu Konvensi dari PBB, y;u'tu
CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) sebagai
salah satu UU atau kebl)akan disana. Hal lain yang juga dilakukan oleh pemerintah Smgapura
pada tahun 1995 itu, adalah mendirikan sebuah Pengadilan Khusus, yaitu Pengadilan
Keluarga/”Family Court”, pada tanggal 1 Maret tahun 1995. - - -

~ Pihak kepolisian Singapura atau yang lebih dikenal dengan istilah the

“‘Singapore Police Force” (SPF) dan pihak Kementerian untuk Pengembangan Komunitas
merupakan inisiator dari pembentukan UU KDRT di Singapura. Disamping itu, peran dari

kelompok atau organisasi-otganisasi perempuan yang ada disana juga sangat besar. UU ini

59

Sensitivitas Gender..., Danieiie Johanna P. Samsoeri, PPS Ul, 2008



diinisiasikan karena jumlah kasus-kasus KDRT yhng terjadi atau yang dilaporkan juga cukup
banyak, sementara sistem penanganan hukum bagi para perempuan kotban juga masth
terbatas. Hal ini disebabkan karena budaya yang ada di dalam masyarakat Singapura,
terutama dari pemerintah dan para penegak hukum juga masih bersifat otoriter, paternalistik,
dan patriarkal.

Perﬁahaman tentang KDRT sendiri di Singapura masih sangat beragaﬁm,
sebagai akibat dﬁ bias gender, baik di kalangan para penegak hukum, pemerintah, ataupun
juga masyarakatnya sendiri. Tetapi, meskipun demikian mereka (masyarakat Singapura,
khususnya kelompok perempuan) menyatakan bahwa pthak yang paling rentan terhadap
KDRT, adalah pihak perempuan/istr. Data kasus KDRT yang bethasil dikampulkan di
Singapura pada tahun 1995 menurut tulisan dari Amirthalingam, sa]ah seorang mahasiswa
dari Fakultas Hukum di National Ui Bt W s+~ Feminist
Critique of Domestic Violence Laws in Singapore and Malaysia”, yang menyatakan
bahwa ada sebanyak 3,639 kasus, dan 90% dari kasus-kasus itu, atau sejumlah 3,245 kasﬁs
kotbannya adalah perempuan/istr:i. (Amirthalingam, 2003:17). Jadi, memang pada dasarnya |
pihak yang paling banyak menjadi korban dan kasus-kasus KDRT di Singapura adalah dari
pihak istri (dalam hal ini pihak perempuan).

Tentang proses penanganan kasus KDRT di Singapura dengan Malaysia
memiliki kesamaan, tapi ada perbedaan pemahaman dari segi budaya dan filosofi. Selain itu
ada pendapat dari beberapa penegak hukum yang ingin melakukan perubahan atau reformasi
dalam hal pemahaman tentang KDRT, baik yang ada di Malaysia ataupun di Singapura, yang
menyatakan bahwa KDRT adalah merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap hak asasi

perempuan sebagai seorang manusia, atau bukan hanya merupakan kekerasan dalam
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keluarga. Oleh karena itulah maka para pelaku KDRT harus dikriminalisasikan, sehingga
KDRT juga harus sebisa mungkin menjadi pembahasan di semua lapisan masyarakat, atau
bukan hanya pembahasan diantara pihak pemerintah saja.
3.1.3.2 Peranan dari Domestic Violence Bill of 1995, Women Charter, dan Pengadilan
Keluarga

Permasalahan mendasar terkait dengan isu tentang KDRT di Singapura,
adalah rﬁengenai pemahaman tentang KDRT. Bahwa KDRT bukan hanya merupakan
persoalan didalam keluarga saja, tapi KDRT juga merupakan suatu permasalahan besar, yang
dlalarm oleh perempuan. Sehingga KﬁRT bukan lagi hanya éebagai suatu isu domestik
(KDRT), tapi juga sudah menjadi salah satu isu yang terkait dengan Hak Asasi Perempuan.
Per.nz.iha;nan ini sahgat terkﬂt d%:ngg_n dasar. filosofts serta budaya 'y.ang ada di negara
Sihgapma. Karena dasar ﬁlosblﬁ‘sv dan budayé Singapura, secara umum mmasith sangat
" mengedepankan apa yang menjadi kepentingan keluarga, tanpa melihat kebutuhan yang
dibutuhkan oleh seorang perempuan (korban KDRT). Sehingga, dengan adanya UU tentang
KDRT di Singapura membuat persoalaﬁ atau kasus KDRT yang semula hanya dianggap
sebagai persoalan keluarga biasa menjadi suatu persoalan penting yang memetlukan
penanganan khusus, serta perhatian khusus, baik oleh pihak pemerintah ataupun oleh pata .-
penegak hukum (2003:22-23). -

Dasar dari pengesahan UU KDRT, dan penditian Pengadilan khusus untuk -
Keluarga di Singapura adalah sebagai salah satu bentuk implementasi dari Women’s Charter'*

atau Piagam Perempuan di Singapura. Piagam Perempuan sendiri ini disusun sejak tahun

14 Women’s Charter, atau Piagam Perempuan adalah suatu Piagam yang dibentuk oleh Federasi dari Kelompok
Perempuan di Afrika Selatan pada tahun tanggal 17 Apnl tahun 1954. Dan ini sebagai hasil akhir dan
pertemuan, dimana isi dati Piagam Perempuan ini adalah merupakan ekspresi dati kebutuhan dasar perempuan,
yaitu kebutuhan dasar di bidang Politik, Hukum, Ekonomi dan Sosial.
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1961, yang bertujuan untuk melindungi Hak Asasi dari perempuan dan anak perempuan.

Piagam Perempuan ini merupakan dasar dari adanya pembaharuan atau reformasi terhadap

hak-hak perempuan, khususnya hak-hak perempuan di Singapura.

Menurut salah satu artikel yang ditulis oleh salah satu organisas perempuan di

Singapura, Otganisasi Dewan Perempuan Singapura tentang Piagam Perempuan yang

diamandemen oleh pemetintah Singapura pada tanggal 27 Agustus tahun 1996, dapat

menjadi dasar hukum dalam mencapai suatu hubungan yang adil antara suami dengan ister,

serta kaitanﬁya dengan masalah KDRT, sebagai berikut:

B

2.

Poligami menjadi illegal;
Mengetahui bahwa seorang istri memiliki hak yang berbeda dalam

"~ hal tempat tinggal dengan suaminya;

T, | yilly dimbaggiliEpads suaBlA tateri dalam
menghtm rumah tarigga, serta dalam memelthara anak;
Menekankan kewajiban dari pihak suami untuk selalu memelihara
kehidupan istti dan anak-anaknya, yaitu pada saat menikah
ataupuan setelah bercera;

Baik pihak suami atau istti bethak untuk mendapatkan vharta
bersama yang diperoleh selama perkawinan;

Pihak yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga berhak
memperoleh perlindungan hukum dari pelaku kejahatan;
Menyiapkan hukuman atau sanksi bagi para pelaku kekerasan

tethadap perempuan (istri) atau anak perempuan.
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Amandemen Piagam Perempuan di Singapuia oleh pihak Parlemen

Singapura pada tanggal 27 Agustus tahun 1996, dan kemudian disahkan oleh Perdana

Menteri Singapura pada tanggal 27 September 1996, dimana tujuan pokok dari Amandemen

Piagam Perempuan tersebut adalah untuk memberikan perlindungan tethadap perempuan

dan anak, sehingga dapat mencapai suatu keluarga yang utuh. Ada beberapa hal pokok yang

termuat di dalam Piagam Perempuan ini, yaitu:

1.

Adanya suatu resolusi yang bersifat harmonis terhadap perselisihan keluarga,
sehingga &apat mencapai suatu hubungan yang rukun di dalam keluarga;

Adanya pembagian yang adil terhadap harta bersama yang diperoleh selama menikah;
Pengajuan permohonan untuk 'pemeliharavan anak atau adopsi anak oleh siapapun
harus déngan ferséﬁjﬁan dari pihak per_nerintah; jika pihak keluarga, peridamping

atau saudara kandung yang berusia diatas 21 tahun tidak memperoleh untuk

- mendapatkan hak perwaliannya;

Perintah  Perlindungan/”Profection  Order” harus dapat mengantisipasi dari
kemungkinan adanya kesulitan ataupun keluhan tentang pelaksanaannya nanti di
lapangan;

Perluasan dari Perintah Perlindungan juga dapat mencakup anggota keluarga lain,
diluar dari lingkup keluarga pelaku kejahatan;

Adanya usaha dati pihak pelaku atau korban dari KDRT tethadap anak-anaknya
untuk mendelegasikan perawatz{n atau konselingnya képada pihak pemerintah yang
didasarkan pada keputusan dati pengadilan; dan

Pengakuan terhadap pernikéhan yang mengalami pendaftaran kembali atau

pengakuan kembali yang sesuai dengan prosedur yang ada.
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Hal-hal di atas inilah yang menjadi bagian dari Piagam Perempuan di Singapura. Cakupan
pengaturan dati Piagam Perempuan ini cukup luas dalam memberikan perlindungan terhadap
para perempuan, dan juga anak yang ada di negara Singapura.

Aturan dasar Piagam Perempuan bagian ke-4 membahas tentang
Perlindungan tethadap Keluatga, termasuk membahas beberapa point penting >untuk
pembentukan UU khusus tentang KDRT di negara Singapura, yaitu Ketentuan dari pasal 64,
yang bérisi: |

» definisi ter;tang Pengadilan, yaitu bisa sebagai Pengadilan Daerah atau Pengadilan
yang diselenggarakan oleh Kementrian Kehakiman; |
» perintah untuk memperéepat proses pemetiksain di pengadilan.

Sltua31 yang kadAa di Singapura, terutama sikap dari masyarakat di sana
terhadap. KDR’I; -cukup. membctikan per_hat‘i'at-l' yang baik, dimana mereka sudah dapat
melihat bahgra keberadaan dari satu unit keluarga adalah juga merupakan suatu gambaraﬁ'
sosial dalam masyarakat Singapura. Karena seperti kita ketahui bersama bahwa jika dilihat
dari segi jumlah penduduk di Singapura-berdasarkan data yang diperoleh dari IWRAW",
yang menyebutkan bahwa jumlah populasi di Singapura periode Juli tahun 2000, adalah
sebanyak kurang lebih: 4,151,264 (empat juﬁ seratus lima puluh satu dua ratus enam puluh
empat) orang, dimana jumlah ini jika dibandjﬁgkan dengan jumlah populasi di Indonesia,
yaitu sebanyak 227,485,273 (dua ratus dua puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh lima
rbu dua ratus tujuh puluh tiga) orang. Dan pada dasarnya keluarga adalah merupakan unit

terkecil dari masyarakat. Sehingga tidak aneh jika kemudian keluarga menjadi bagian penting

15 TWRAW: Intemnational Women’s Rights Action Watch, adalah sebuah organisasi perempuan yang didirikan
pada tahun 1985, di Nairobi, Kenya. IWRAW dibentuk untuk mendeklarasikan Hak Asasi Perempuan, yang

‘merupakan salah satu bagian dari CEDAW (http://iwraw.igc.org/abouthtm,... 25/05/08).
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dalam perkembangan di masyarakat. Karena jika kemudian di tataran keluarga sudah merasa
paham akan fungsi dari UU KDRT ataupun Pengadilan Keluarga, maka itu berarti
pemahaman tentang kedua hal itu sudah menyusup sampai ke tingkat yang paling rendah
dalam masyarakat.

Tetapi, kadang-kadang situasi ini juga masih menjadi suatu masalah sendin,
yaitu tentang tujuan yang akan dicapai ole_ﬁ sebagian masyarakat Singapura yang belum
mencerminkan kondisi nyaté di dalam masyatrakat (kondisi masyarakat Singapura pada
umumnya). Sebagai contoh, dani suatu artikel yang ditulis oleh seorang Peneliti, yang
bernama Kumatahnga.m Amirthalingam dan Fakultas Hukum di National University of
Singapore, yaitu dalam sebuah tulisan tentang “4 Feminist Critique of Domestic Violence Laws in
Singapore and. Malaysia”, babwa _pad; waktu itu dari pihak Kementrian Pembangunan |
Komunitas dan Olah Raga sﬁd@h melakukan survei (.yanlg juga merufakan salah satu upaya
dati pihak pemerintah Singapura untuk mensosialisasikan tentang isu KDRT) tentang
pemahaman masygrakat Singapura terhadap masalah-masalah sosial yang ada di sana,
termasuk juga masalah KDRT. Hasil atau risalah dan suﬁe,i yang dilakukan oleh pihak
pemerintah Singapura itu tidak menuliskan tentang KDRT. Meskipun pada tahun yang sama
sudah dikeluarkan suatu kebijjakan resmi dan Kementnan Hukum tentang perlunya
melakukan pencegahan terhadap penyebab dari tim-bulnya kasus-kasus kekerasan, termasuk
di dalamnya kasus KDRT. | |
3.1.3.3 Implementasi UU KDRT dan UU tentang Pengadilan Keluarga

Implementasi UU KDRT dan UU Pengadilan Keluarga di Singapura
mengalami perkembangan yang cukup maju jika dibandingkan dengan kondisi yang ada di

negara Malaysia. Meskipun, di lain pihak ada juga persamaan dengan Malaysia, yaitu dalam
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hal pemahaman atau pola pikir baik dari pihak pemerintah, termasuk juga para penegak
hukum dan masyarakat pada umumnya, yang masih menganggap bahwa KDRT bukanlah
suatu kasus yang spesifik/khusus. Sehingga pola pikir ini akan mempengaruhi sistem
hukumnya, yaitu masih melihat bahwa KDRT adalah semata hanya sebagai suatu masalah
keluarga saja, atau bukan menjadi persoalan khusus perempuan.

Situasi yang ada di Singapura, terutama sikap dari masyarakat di sana
tethadap KDRT cukup rnembeﬁkan péthaﬁgﬁ yang baik, dimana mereka sudah dapat
melihat bahwa kebera&m dari satu unit keluarga adalah juga merupakan suatu gambaran
sosial dalam masyarakat Singépura., Karena seperti kitaketahui bem@a bahwa ]1ka dilihat dari
segi jumlah penduduk di Singapura berdasarkan data yang diperoleh dari IWRAW', yang
menyebutkan bahwa jumlah pdi)ulasi d1 Si;gipura petiode Juli tahun 2000, adalah sebanyak
kurang lebih: 4,151,264 (empat iuta_seratus' lima puluh sat'u> Aua' ratus eﬁam puluh empat)
orang, dimana jumlah ini jika dibandingkan dengan jumlah populasi di Indonesia, yaitu
sebanyak 227,485,273 (dua ratus dua puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh lima ribu
du; ratus tujuh puluh tiga) orang. Dan pada dasatnya keluatga adalah merupakan unit
terkecil dari masyarakat. Sehingga tidak aneh jika kemudian keluarga menjadi bagian penting
dalam perkembangan di masyarakat. Katena jika kemudian di tataran keluarga sudah merasa
paham akan fungsi dari UU KDRT ataupun Pengadilan Keluarga, maka itu berarti
pemahaman tentang kedua hal itu sudah menyusup sampai ke tingkat yang paling rendah

dalam masyarakat.

1 IWRAW: International Women’s Rights Action Watch, adalah sebuah organisasi perempuan yang
didirikan pada tahun 1985, di Nairobi, Kenya. IWRAW dibentuk untuk mendeklarasikan Hak Asasi
Perempuan, yang merupakan salah satu bagian dari CEDAW (http://iwraw.igc.org/about.htm,... 25/05/08).
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Tetapi, kadang-kadang situasi ini juga masih menjadi suatu masalah sendiri,
yaitu tentang tujuan yang akan dicapai oleh sebagian masyarakat Singapura yang belum
mencerminkan kondisi nyata di dalam masyarakat (kondisi masyatakat Singapura pada
umumnyé). Sebagai contoh, dari suatu artikel yang ditulis oleh seorang Peneliti, yang
bernama Kumaralingam Amirthalingam dan Fakultas Hukum di National University of
Singapore, yaitu dalam sebuah tulisan tentang “A‘ Feminist Critique of Domestic Violence
Laws in Singapore and Malaysia”, lbahwa. ‘padg. waktu itu dari pihak Kementrian
Pembangunan Komunitas dan Olah Raga sudah melakukan survei (yang juga merupakan
salah satu upaya dar pihak pemerintah Singapura untuk mensosialisasikan tenté.ng isu
KDRT) tentang pemahaman .masyarakat Smgapufa tethadap masalah-masalah sosial yang
~ada disana, termasuk juga masalah KDRT Hasil atau tisalah dani survel yang dilakukan oleh
~ pihak pemerintah Singapura itu udak menuhskan tentang KDRT Mesklpun pada tahun yang
sama sudah dikeluarkan suatu kebijakan resmi dati Kementrian Hukum tentang perlunya
melakukan pencegahan terhadap penyebab dari timbulnya kasus-kasus kekerasan, termasuk
di dalamnya kasus KDRT. '
3.1.3.4 Permasalahan yang Timbul

Permasalaban yang masih terus d1hadap1 oleh masyarakat Singapura, yaitu
. yang._terkait dengan penerapan dan UU KDRT dan juga keberadaan dani Pengadilan
Keluarga sebagai suatu pengadilan khusus adalah tentang pola pikir serta pemahaman dari
masyarakat disana yang masih saja menganggap bahwa kasus KDRT merupakan urusan
pribadi masing-masing keluarga. Oleh karena itu ada upaya untuk menetapkan KDRT
sebagai suatu bentuk kejahatan yang bersifat spesifik yang membutuhkan penanganan yang

serius, terutama tentang peran-peran yang harus dijalankan oleh polisi sebagai salah satu
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penegak hukum dalam melakukan investigasi terhadap kasus-kasus KDRT yang selama ini
masih dianggap tabuh atau haram untuk dilakukan investigasi. Meskipun di lain pihak
Kementrian Pengembangan Komunitas dan Sosial Singapura sudah menyusun suatu konsep
tentang KDRT, dimana di dalam konsep yang telah disusun itu ditegaskan tentang konsep
keluarga dan kaitannya dengan KDRT yang sudah menjadi bagian dari persoalan publik.

Kebanyakan masyarakat Singapura masih melihat bahwa keberadaan dad
kasus-kasus KDRT ini adalah merupakan ténggung jawab masing-masing orang atau ini
hanya akan menjadi urusan pribadi dari masing-masing keluarga. Padahal, seperti diketahut
bahwa dampak dan adanya KDRT akan juga berkaitan dengan keamanan dan negara.
Karena dengan semakin banyaknjra kasus KDRT yang terjadi, maka itu akan sangat
mempengaruhi kondisi masyarakat dan juga negara. Oleh karena itu, pihak pefnetintah
Singapura sangat menekankan, bahwa péntiﬁgnya semua elemen_masyarai{at Singapura untuk
-mendukung prinsip dasar tentang penanganan terhadap kasus-kasus KDRT, dan juga
- penguatan terhadap keluarga-keluarga yang sedang mengalami kasus KDRT.
3.2 Undang;Undang KDRT Sebagai Salah satu Upaya Hukum Untuk Mencegah
KDRT

Kondisi dan situasi penanganan terbadap kasus-kasus KDRT di negara
FEilipina, Malaysia dan Singapura memiliki persamaan, yaitu bahwa jumlah kasus KDRT di
ke-3 negara ini mengalami peningkatan, dan ke-3 negara ini juga telah memiliki UU khusus
tentang KDRT. Bahkan, dari ke-3 negara itu, dua negara, Filipina dan Singapura telah
memiliki Pengadilan Keluarga, yang secara khusus akan menangani kasus-kasus KDRT.

Pengadilan Keluarga dan UU KDRT yang dimiliki oleh negara Filipina

adalah merupakan jawaban terhadap banyaknya jumlah kasus KDRT yang terjadi disana
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setiap tahunnya. Hal ini juga menunjukkan adanya peran yang dilakukan oleh Pemerintah
Filipina di dalam menangani serta melindungi perempuan korban kekerasan, terutama
perempuan korban KDRT.

Singapura sebagai salah satu negara di wilayah Asia Tenggara yang juga
memiliki Pengadilan khusus untuk Keluarga/”Family Court”, dimana pembentukan Family
Court sama dengan pengesahan UU KDRT, yaitu pada tahun 1995. Situasi di Singapura
menjadi lebih kohdusif untuk penanganan terhadaﬁ kasus-kasus KDRT dan juga kasus-kasus
Kekerasan tethadap Perempuan, disébabkan karena di Singapura sudah meratifikasi
CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Agajnst; Woman)
dan juga telah mengamandemen Piagafn Perempuan. Kedua UU inilah yang kemudian
menjadi dasar dari pembentukan UU KDRT &n juga p'ember_it(lkan Family Court.

Situasi yang ada di Malaysia agak sedikit berbeda dengan apa yang ada di dua
negara sebelumnya. Karena Malaysia adalah salah satu negara muslim, maka sistem hukum
yang diterapkan di sana pun adalah hukum Islam. Kenyataan yang ada menunjukkan bahwa
sistem hukum yan.g seperti inilah yang banyak mendiskriminasikan kelompok perempuan,
terutama kelompok petempuan muslim. Oleh karena itu pada tahun 1994 pemerintah
Malaysia mensahkan UU No. 521 tentang Akta Keganasan Rumah Tangga. Salah satu tujuan
dat1 UU ini adalah untuk membenkan perﬁndungan kepada perempuan korban.

UU KDRT di 3 negara ini memiliki tujuan yang sama, yaitu ingin melindungi
dan mengatur agar penanganan terhadap kasus-kasus KDRT menjadi semakin sistematis. |
Adanya UU KDRT dibarapkan dapat memberikan petlindungan terhadap perempuan

kotban. Permasalahan yang dihadapi oleh ke-3 negara ini hampir sama bentuknya, yaitu
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tentang pemahaman terhadap KDRT yang bukan hanya sebagai suatu permasalahan keluarga

saja.

Untuk memudahkan melihat kondisi penerapan tentang UU KDRT, serta

juga penanganan terhadap kasus-kasus KDRT di ke-3 nagara ini, maka dibentuk suatu

matriks, sebagai berikut:

Tabel 4

Matriks Tentang Penanganan KDRT di Filipina, Malaysia, dan Singaputa

Kategorisasi Filipina Malaysia Singapura
1. - -~ Bentuk-bentuk | 1.1 kekerasan fisik, | 1.1 - kekerasan  fisik, | 1.1 Kekerasan fisik dan
Kekerasan seksual, psikologi, dan seperti: kekerasan psikis.

kasus-kasus Perdata; menampar,

1.2 Kebanyakan dari menendang, . -

para korban KDRT - mencekik,

mengalami. kekerasan menghantuk

psikis. kepala anda
(kotban) . ke |’
dinding;

1.2 kekerasan seksual,
yaitu mengadakan
hubungan  seks
secara paksa;

1.3 kekerasan psikis,
sepertt:
menyebabkan
anda  (korban)
hilang harga din,
bodoh,  dan |
merasa tidak
berguna.

2. Ruang Lingkup dari

2.1 Kewenangan dari

2.1 Fokus penanganan

2.1 Ruang lingkup dari

Pengadilan Keluarga pengadilan keluarga di | kasus-kasus di | Pengadilan Keluarga di
Filipina adalah kasus- | Pengadilan Keluarga di | Singapura, yaitu
kasus tentang [ Malaysia, adalah | menyangkut  semua
kekerasan terhadap | terfokus untuk kasus | anggota keluarga;
anak, yang banyak | kekerasan  terhadap | 22 Tentang kasus-
mendominasi  kasus- | anak; kasus kekerasan yang
kasus kekerasan disana; | 2.2 Pengadilan | akan  ditangani  di
2.2 Para penega hukum | Keluarga akan | Pengadilan  Keluarga,
yang ada atau yang | didirikan secara | yaitu:

terpisah dari | a. Kasus Adopsi,

akan ditempatkan di |
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dalam

Pengadilan | Pengadilan ~ Syariah. | b. Kasus Perceraian

Keluarga juga memiliki | Sehingga dapat | atau pembatalan

status  yang  sama | membuka akses atau | pernikahan,

dengan para penegak | kesempatan bagi | c. Kasus pembagian

hukum yang bertugas | semua warga negara | harta warisan,

di Pengadilan Negeri. | Malaysia. d. dan, kasus-kasus
lainnya yang terkait
dengan KDRT, seperti:
Perintah Perlindungan
untuk  para  korban
KDRT, tentang
pemeliharaan terhadap
pasangan  (istri/suami)
dan anak.

3. Penanganan dan | 3.1 Tentang hakim | 3.1 Di dalam proses | 3.1 Bentuk
Mekanisme yang  bertugas  di | penanganan terhadap | penanganan kasus di
Penyelesaian ~ Kasus | Pengadilan  Keluarga | kasus-kasus ~ KDRT | dalam Pengadilan
KDRT | memiliki  kualifikasi | (khususnya) terdapat | Keluarga di Singapura,

sama dengan hakim
yang ada di Pengadilan
Negeri;

3.2 Untuk menambah

wawasan dalam
menangani kasus-kasus

keluarga, maka oleh
pihak Mahkamah
| Agung diselenggarakan

pelatihan tentang isu-
isu keluarga;

3.3 Kebanyakan kasus-
kasus yang ditangani
adalah kasus-kasus
kekerasan terhadap
anak dan kasus adopsi;
34 Ada
permasalahan yang
timbul akibat adanya
UU tentang KDRT
dan juga Pengadilan
Keluarga, terutama
terkait dengan peran
dari para penegak
hukum, yaitu:

a. Tidak disediakan
cukup waktu untuk

mendengarkan  atau
mengadakan
pertemuan di

lingkungan Pengadilan
Keluarga. Padahal, hal

beberapa |

‘Protection Otrder’ atau
Perifitah Perlindungan.
Ini adalah suatu

perintah . - penanganan

atau perlindungan
tethadap.  perempuan
kotban kekerasan. Dan

untuk proses
pengajuan  Perintah
Petlindungan /PO

adalah melalut
pengadilan. PO

memberi lebith banyak
petlindungan terhadap
korban, jika
dibandingkan dengan
Interim Protection
Otder/TPO/Perintah
Perlindungan

Sementara.

adalah dengan bentuk
atau sistem Pengadilan
Keluarga yang ada di
negara Australia dan
Amerika, yaitu dimana
ruang persidangannya

‘hanya terdiri dari satu

dan

proses

ruang  sidang,
kebanyakan
penyelesaiannya
dilakukan dengan cara
Mediasi. Sehingga
bentuk atau proses
seperti  ini  lebih
membuat nyaman para
pihak yang bersengketa
atau yang terlibat di
dalam  suatu  kasus
(terutama bagi pihak
korban).

-
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Pengadilan  Keluarga
ini  adalah  perlu
| menjaga tali

| masih terbatas;

yang terpenting dati

silaturahmi  diantara |
pthak penegak hukum
dengan korban;,

b. SDM
Pengadilan  Keluarga
c. Proses pemeriksaan
kasus

teratur;
d. Proses investigasi
terhadap  kasus-kasus
yang akan diputus di
dalam Pengadilan
Keluarga masih sangat
lama:

untuk |

masth  belum |-

4. Respon dari para

penegak hukum
tentang KDRT dan
juga Pengadilan |
Keluarga

4.1 Tentang :espoh

dati  para  penegak
hukum dalam
menangani kasus-kasus

KDRT di Filipina,

4.1 Dalam penanganan
terhadap  kasus-kasus
KDRT di Malaysia,
juga melibatkan peran
dari pihak Pemerintah,

4.1 T'enténg respon
dari para penegak

hukum, khususnya
respon dari  pihak
.kepolisian sebagai salah |

yaitu mereka masih | Departemen  Sosial, | satu. ‘penegak hukum,
memiliki pemahaman | dan dardi pthak penegak | yaitu  kepolisian  di
| yang  bias  gender | hukum Polisi, dimana | Singapura atau yang
tethadap  kasus-kasus | peran  yang  akan | lebih dikenal dengan
kekerasan terhadap | dilakukan adalah lebih | istilah Singapore Police
petempuan (termasuk | kepada ~ pencegahan | Force (SPF), dan pthak
kasus-kasus ~ KDRT). | terthadap KDRT; Kementerian

Sebagai contoh, | 42  Dan,  untuk | Pengembangan
pemahaman  tentang | menangani para | Komunitas merupakan
gender di kalangan | kortban KDRT juga | inisiator dari
para pengacara | disediakan pembentukan Uuu
perempuan belum | Shelter/Rumah KDRT di Singapura;
jelas, dikarenakan | Aman/WCC, yang | 4.2 Tentang jumlah
masih terhalang | keberadaannya diakui | kasus yang dilaporkan
dengan lemahnya | secara sah oleh pihak | juga cukup banyak, tapi
pendapat hukum | pemerintah Malaysia. [ memang sistem
tentang permasalahan [ Dan terkait dengan | penanganannya masih
hukum yang dialami | upaya untuk | sangat terbatas. Hal ini
oleh perempuan | memulihkan para | disebabkan karena,
korban kotban KDRT, maka | batk  dari  pihak
kekerasan/KDRT; sekarang ini di | Pemerintah, Penegak
4.2 Selain itu, sistem | Malaysta sudah ada 5 | Hukum ataupun
hukum yang ada di | lembaga/organisasi Masyarakat masih
| dalam sistem peradilan | penyedia layanan | bersifat otoritet,
juga sering menjadi | pemulihan  tethadap | paternalistik, dan
penghalang bagi para | perempuan korban | patriarkal. Hal ini
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penegak hukum , yaitu
dalam memberikan
keadilan kepada
perempuan kotban
kekerasan.

KDRT;

4.3 Tentang
permasalahan yang ada
juga masih terkait
dengan, masih kuatnya
pengaruh dari budaya
Patriarki yang
berkembang di dalam
sistim masyarakat
Malaysia. Selain  itu
juga karena pengaruh
dari ajaran agama Islam
yang masth bersifat

konservatif, yang
menyebabkan pola
pikir para pemepuan
Malaysia menjadi
kurang  berkembang
atau  kurang  keitis
dalam menanggapi
permasalahan-

permasalahan yang

menimpa mereka.

membuat
pemahaman  ataupun
pandangan tentang
KDRT sebagai suatu
bentuk kekerasan
masih beragam (masih
banyak - yang
berpendapat  bahwa
KDRT bukanlah suatu
kekerasan yang penting
untuk dibahas),
meskipun di kalangan
kelompok perempuan
sudah menyadari
bahwa KDRT adalah
merupakan suatu
bentuk kekerasan yang
selalu menjadikan
perempuan - sebagai
korbannya (khususnya
pihak istri).

jugalah

3.3 Pembelajaran dari Pengalaman ke-3 Negara di Asia Tenggara dalam Menangani

Pada dasarnya masing-masing negara di atas, Filipina, Malaysia dan
Singapura, telah memiliki perangkat hukum yang lengkap dalam menangani kasus-kasus
KDRT. Karena ketiga negara tersebut, selain telah memiliki Undang-Undang tentang KDRT
sebagai dasar hukumnya, juga telah memiliki alat hukum untuk menangani atau memutuskan
kasus-kasus tersebut, yaitu dengan dibentuknya Pengadilan Keluarga (Family Court). Hal ini
juga dapat menjadi bukti bahwa pemerintah di masing-masing negara tersebut sudah sadar
bahwa untuk menangani kasus-kasus KDRT membutuhkan suatu mekanisme atau cara yang
khusus pula. Meskipun, demikian ada beberapa hal yang juga masih menjadi petsoalan di

hampir semua negara, khususnya di ketiga negara itu, yaitu tentang masih kuatnya pengaruh
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budaya Patriarki. Hal ini dapat tetlihat dari ketiga negara tersebut, dimana perjuangan dari
masing-masing kelompok atau organisasi perempuan yang ada di masing-masing negara
untuk terus menyadarkan pihak pemerintah, penegak hukum dan juga masyarakat bahwa
KDRT bukan lagi sebagai persoalan domestik tapi juga sudah menjadi persoalan publik yang
membutuhkan penanganan yang spesifik dan serius.

‘Mengenai anggapan tentang kasus KDRT hanya sebatas persoalan pribadiv‘
dari masing-masing keluarga juga merupakan persoalan yang terkait dengan .pola p1k1r serfa
budaya yang berkembang di masing-masing negara, yaitu bahwa budaya patriarki masih
menjadi hambatan berat dalam meﬁgangkat persoalan perempuan (khususnya kasus-kasus
KDRT). Tapi, pengalaman dari ketiga negara ini cukup memB_erikan masukan kepada
Indonesia dalam menangani kasus-kasus KDRT, katena péngalaman dan negara Filipina
dalarn mengy SRR Fipma. it perthaldhialty, yaogilgiukan SRBEIER Mahiamah
Agung (yang juga bekerjasama dengan kelompok perempuan dan akademisi), adalah
mengadakan pelatihan di berbagai institusi penegak hukum, khususnya pelatihan bagi para
hakim di peng;adilan keluarga. Proses pelaﬁhannya juga dilakukan secara bertahap (akan
dirolling) agar semua penegak hukum memperoleh pencerahan tentang isu-isu kekerasan
gender. Pihak pemerintah Filipina, yaitu dalam hal pembentukan pengadilan keluarga, di
mana pembentukan pengadilan keluarga diusahakan dapat dilakukan di semua wilayah di
negara Filipina.

Pengalaman dari negara Malaysi; dalam menyikapi kasus-kasus KDRT, juga
membutuhkan perjuangan yang panjang dan lama. Pembentukan undang-undang atau Akta
tentang Keganasan Rumah Tangga memakan waktu yang lama, oleh karena itu setelah

disahkannya Akta atau UU ini maka menjadi harapan baru bagi perjuangan kelompok
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petempuan di Malaysia. Menurut pendapat dan salah satu aktivis perempuan, bahwa hal yang
penting dari itu semua adalah terus melakukan pengawasan terhadap implementasi dari Akta
atau kébijakan tentang KDRT tersebut. Diyakini bahwa pantauan ataupun tekanan dar
masyarakatlah merupakan hal yang paling penting.

Situasi dari negara Singapura mungkin lebih baik dibandingkan dengan
negara Malaysia, dimana negara Malaysia masih sangat dipengaruhi oleh budaya ataupun -
aturan yang sangat bernuansa Islamiyah. Aturan hukum yang digunakan oleh negaré Malaysia
adalah aturan dari hukum Islam. Sehingga situasi ini semakin mengkotak-kotakkan antara
kelompok muslim dan yang non muslim. Tapi, situasi dani negara Siﬁgapufa agak berbeda,
karena hukum ataupun budaya yang ada disana tidak didominasi oleh vbudaya atau sistem
hukum dari agama tertentu. Oleh karena itu penerapan aturan atau pembenfukan peraturaﬁ A
serta pengadilan khusus untuk keluarga tidak terlalu sulit. Tapi, memang’ p.ar.adig-m.a berpikir
dari para penegak hukum pada awalnya masih sangat kental dengan budaya patriarki, yang
masih mengkotak-kotakkan mana yang merupakan masalah privat dan publik. Dan khusus
untuk masalah keker;san dalam rumah tangga (KDRT) oleh sebagian masyarakat Singapura
(tapi juga oleh sebagian besar masayarakat di dunia) masih dianggap sebagai persoalan
domestik yang tidak memerlukan penanganan yang spesifik. Sehingga, kebanyakan kasus
yang ditangani di pengadilan keluarga masih didominasi oleh kasus-kasus tentang anak.

Meskipun, ketiga negara di atas masih menunjukkan bahwa persoalan KDRT
adalah meupakan persoalan domestik, tapi di ketiga negara itu sudah berusaha untuk
membentuk suatu wadah hukum khusus atau lebih tepatnya Pengadilan Keluarga yang akan
menangani kasus-kasus keluarga, termasuk di dalamnya kasus-kasus KDRT. Dan untuk

melengkapi Pengadilan Keluarga itu maka dipersiapkan tenaga-tenaga hukum yang
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profesional di bidang igu, dimana tenaga-tenaga -profésional ini adalah para penegak hukum
yang telah dipetsenjatai dengan berbagai pengetahuan mengenai isu-isu perempuan atau
aturan-aturan yang sensitif gender. Sudah sepantasnyalah negara Indonesia dengan jumlah
penduduk kurang lebih dua ratus juta lebih, juga memiliki data tentang jumlah kasus KDRT
yang setiap tahunnya mengalami peningkatan terus, juga mendirikan atau membentuk suatu
wadah khusus, seperti Pengadilan Keluarga yang memang secara spesifik dapat menangani

kasus-kasus KDRT sampai tuntas.
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BAB 4

PENANGANAN KASUS-KASUS KDRT DI INDONESIA

Fokus pembahasan pada bab keempat ini adalah tentang penanganan kasus-
kasus KDRT di Indonesia, baik penanganan yang ada di PN ataupun PA, khususnya di
wilayah Jakarta Pusat. Penanganan terhadap kasus-kasus KDRT di Indonesia memiliki pola
penanganan yang sedikit berbeda dengan penanganan kasus KDRT di Malaysia, Filipina dan
Singapura. Hal ini disebabkan karena di Indonesia tidak memiliki pengadilan khusus untuk
keluarga yang akan menanganiAkasus—kasus tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak
secara. spesifik. Meskipun dari segi ketentuan atau aturan hukum di Indonesia telah mermhkl
sebuah undang-undang khusus tentang KDRT, yaitu UU No. 23 Tahun 2004 tentang
PKDRT. Oleh karené itu penanganan terhadap kasus-kasus KDRT di Indonesié masth
ditangani secara bersama-sama dengan kasus-kasus kekerasan pada umumnya..

Pada bab ini dibahas juga tentang peran dan masing-masing penegak hukum,
yaitu tentang peran dati para penegak hukum yang ada di PN dan penegak hukum yang ada
di PA. Ada perbedaan peran, khususnya yang tetkait dengan lingkup tanggung jawab diantaﬁ |
para penegak hukum yang ada di PN dengan di PA, dimana untuk para penegak hukum yang
ada di PN memiliki lingkup tanggung jawab yang lebih besar dibandingkan dengan para
penegak hukum yang ada di PA. Pada dasamya lingkup tanggung jawab dati para Majelis
Hakim (khususnya) di PA hanya sebatas menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan
persoalan diantara orang-orang yang beragama Islam saja. Sédangkan, lingkup tanggung
jawab dari para penegak hukum di PN mencakupi hal-hal pokok yang diatur di dalam

ketentuan dari KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), yaitu semua bentuk
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pelanggaran dan kejahatan. Alur pembahasannya juga akan menjelaskan secara detail tentang
tahapan penanganan kasus di PN, yang akan dimulai dari tahap pelaporan kasus kekerasan
dalam rumah tangga (KDRT) pada pihak kepolisian dan akan berakhir di pengadilan, yaitu
dehgan ditetapkannya putusan akhir oleh pihak majelis hakim. Dan untuk proses
penanganan kasus KDRT di tingkat PA, yaitu akan dimulai langsung dengan proses
pelaporan dari pihak penggugat terhadap tergugat kepada pihak panitera, sampai dengan
tahap penetapan putusan akhir oleh pihak majelis hakim PA. Semua tahapan proses
penanganan kasus-kasus KDRT, baik yang di PN ataupun di PA disesuaikan dengan
ketentuan dari UU No. 8 Tahun 1981 tentang. Hukum Acara Pidana, dan untuk proses |
penanganan kasus KDRT di PA akan disesuaikan dengan aturan dari UU No. 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama.

Hal lainnya yang juga dibahas pada bagian ini adalah tentang peran daﬁ |
masing-masing penegak hukum dalam menangani kasus-kasus KDRT, beserta dengan
hambatan-hambatannya yang timbul pada saat proses penanganan terhadap kasus-kasus
KDRT, serta bagaimana respon daa t;aasing-masing penegak hukum terhadap UU PKDRT,
dan juga terhadap proses penanganannya, baik di PN ataupun di PA. Pada bab sebelumnya
telah dijelaskan tentang pengalaman dari tiga negara, yaitu negara Filipina, Malaysia dan
Singapura. Seperti diketahui bahwa ketiga negara tersebut telah memiliki perangkat hukum
yang lengkap dalam menangani kasus-kasus KDRT, baik dari segi undang-undangnya
ataupun dari segi perangkat hukumnya, seperti tetbentuknya sebuah Pengadilan Keluarga.
Masing-masing dari negara tersebut telah melihat isu KDRT sebagai suatu isu penting yang
memerlukan penanganan yang serius, karena KDRT adalah salah satu bentuk dari

pelanggaran terhadap HAM.
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Mengenai proses penanganan tethadap kasus-kasus KDRT di tingkat
Peradilan Umum (atau Pengadilan Negeri) menggunakan ketentuan dari KUHAP (Kitab
Hukum Acara Pidana), sedangkan penanganan kasus KDRT di Pengadilan Agama
menggunakan ketentuan dari Kitab Hukum Acara Perdata'’. Jadi fokus pembahasan dari bab
ke-4 ini, adalah térdiri atas empat hal pokok, yaitu: (1) proses penanganan terhadap kasus-
kasus KDRT di PN; (2) penanganan kasus-kasus KDRT di PA; (3) pembahasan tentang
hambatan yang sering ditemui oleh masing-masing penegak hukum dalam menangani kasus-
kasus KDRT; dan (4) respon dari masing-masing penegak hukum terhadap UU PKDRT.
4.1 Kedudukan dan Kewenangan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama dalam
Penanganan Kasus-Kasus KDRT di Indonesia
~ Pembahasan pada bagian ini adalah mengenai kewenangan dari Pengadilan -
Negeri (PN) dan Pengadilan Agama (PA) dalam menangani kasus-kasus KDRT. Fokus
pembahasan pada bagian ini adalah mengenai penanganan terhadap kasus-kasus KDRT di
PN dan PA, dimana proses penanganan tethadap kasus-kasus KDRT baik di PN ataupun

PA memiliki tahapan yang berbeda-beda. Ada perbedaan Kewenangan yang dimiliki oleh PN

17 Hukum Acara Perdata adalah ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang bagaimana caranya untuk
menjamin ditaatinya hukum perdata material dengan bantuan hakim. Jadi Hukum Acara Perdata adalah
sekumpulan ketentuan yang diadakan untuk menjamin pelaksanaan hukum perdata matexil.
Sumber-sumber dari hukum acara perdata di Indonesia, adalah sebagai berikut:
a. Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR), Stb. 1848 No. 16 dan Stb. 1941 No. 44 untuk daerah
Jawa dan Madura.
b. Rechtsreglement Buitengewesten (Rbg atau Reglement daerah seberang) Stb. 1927 No. 227 untuk luar

Jawa dan Madura. _

c. Reglement od de Burgelijke rechtsvordering (Rv), Stb. 1847 No. 52, Stb. 1894 No. 63 untuk golongan
Eropa. .

d. Reglement op de Rechterlijke Organisatie in het beleid der Justitie in Indonesia (RO) Stb. 1847 No.
23.

e. Burgelijke Wet Book, buku ke I'V.
£ Undang-undang No. 14 tahun 1970 LN No. 74 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan
Kehakiman.
- g Undang-undang No. 20 tahun 1947 untuk daerah Jawa dan Madura.
h. Junsprudensi.
(Asri, 1989: 1, 3-4).
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dan PA dalam penanganan kasus-kasus kekerasan, khususnya kasus KDRT. Hal ini dapat
tetlihat dari kewenangan yang dimiliki oleh PN yang lebih luas dan lebih kompleks tanggung
jawabnya, yaitu dari mulai proses penyelidikan dan penyidikan di tingkat Kepolisian, tahap
penuntutan umum yang akan dilakukan oleh Jaksa, dan tahap penetapan putusan akhir oleh
- para Majelis Hakim. Dan prosles seperti ini juga berlaku bagi penanganan terhadap kasus-
kasus KDRT. Semua prosedur penanganan kasus di PN sesuai dengan ketentuan dari UU
No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.

Penanganan kasus di tingkat PA adalah sesuai dengan ketentuan dari Hukum
Acara Perdata, dan khusus terhadap kasus-kasus perceraian ('khususnya bagi pihak
masyarakat yang'beragama Islam) akan ditangani di Pengadilan Agama. Untuk itulah maka
proses penanganannya akan disesuatkan dengan ketentuan dari UU No. 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama. Proses penanganinnya atau pemeriksaan perkara di pengadilan
dimulai sesudah diajukannya suatu permohoﬁan atau gugatan terhadap suatu perkara dan
pihak-pihak yang berpekata (sesuai ketentuan dati pasal 55 UU No. 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama) kepada pihak petugas di PA. 'Penegak hukum atau petugas di PA, terdiri
atas Panitera dan para Majelis Hakim. Tentang waktu penanganan tethadap kasus perceraian
(dalam hal ini kasus KDRT) juga lebih singkat jika dibandingkan dengan waktu penanganan
kasus KDRT di PN, karena tahapan penanganannya tidak tetlalu banyak dibandingkan
dengan proses penanganan di PN. Suasana penanganan terhadap kasus-kasus perceraian di
PA juga sangat bersifat kekeluargaan, karena proses mediasi menjadi hal penting yang
ditawarkan dalam proses hukum di PA. Dan untuk menjelaskan tentang semua proses

penanganan terhadap kasus-kasus KDRT dan petceraian, maka pada bagian ini djjelaskan
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tentang .kedu‘dukan dan kewenangan dari masing-masing pengadilan, PN dan PA dalam
penaganan kasus-kasus KDRT.
4.1.1 Pengadilan Negeﬁ

Pengadilan Negeri berfungsi sebagai sarana hukum atau mekanisme hukum
yang menerjemahkan aturan-aturan hukum yang ada, khususnya aturan-aturan tentang
KDRT, yaitu ketentuan tentang UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT. Pengadilan
diharapkan menjadi tempat untuk memperoleh keadilan. Pengadilan juga menjadi proses
akhir dalam penyelesaian hukum terhadap suatu kasus, oleh karena itu pengadilan petlu
dﬂenghpi dengan tenaga pendukung yang baik agar proses hukum yang akan dijalani dapat
terlaksana secara maksimal.

]enis kasxl_s;kasus yang ditangani di lingkup pengadilan neger, adalah kasus-

kasus perdata’® dan juga pidana'. Sehingga lingkup tanggung jawab dari pengadilan negeri

18 Hukum Perdata ialah aturan-aturan hukum yang mengatur tingkah laku setiap orang terhadap orang lain yang
betkaitan dengan hak dan kewajiban yang timbul dalam pergaulan masyarakat maupun pergaulan keluarga.
Tentang ruang lingkup dari Hukum Perdata, menurut ilmu pengetahuan bahwa hukum perdata terbagi dalam
empat bagian, yaitu:
(1) Hukum tentang orang atau hukum perorangan yang antara lain mengatur tentang:
a.  Orang sebagai subjek hukum.
b. Orang dalam kecakapannya untuk memiliki hak-hak dan bertindak sendm untuk
melaksanakan hak-haknya itu.
(2) Hukum kekeluargaan atau hukum keluatga yang memuat antara lain:
a. Perkawinan, perceraian beserta hubungan hukum yang timbul di dalamnya seperu hukum
harta kekayaan antara suami dan istri. -
b. Hubungan hukum antara orangtua dan anak-anaknya atau kekuasaan orang tua.
c.  Perwalian.
d. Pengampuan.
(3) Hukum kekayaan atau hukum harta kekayaan yang mengatur tentang hubungan-hubungan hokum
yang dinilai dengan uang, meliputi:
a.  Hak mutlak ialah hak-hak yang berlaku tethadap setiap orang.
b. Hak perorangan adalah hak-hak yang hanya betlaku terhadap seorang atau suatu pihak
tertentu saja.
(4) Hukum waris mengatur tentang benda atau kekayaan seseorang jika ia meninggal dunia.
(Daliyo, 1995: 103,106)
19 Hukum Pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan
umum. Pelanggaran dan kejahatan tersebut diancam dengan hukuman yang merupakan penderitaan atau
siksaan bagi yang bersangkutan. Macam-macam pelanggaran adalah:
a. Pelanggaran tethadap keamanan umum bagi orang, barang dan kesehatan umum.
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menjadi lebih luas jika dibandingkan dengan lingkup dan tanggung jawab dar pengadilan

agama. Ada beberapa hal pokok yang menjadi kewenangan dari suatu pengadilan negeri,

sebagaimana disebutkan dalam pasal 77, salah satunya adalah tahap Praperadilan yaitu

P mo pn o

i

Pelanggaran terhadap ketertiban umum.
Pelanggaran terhadap kekuasaan umum.
Pelanggaran tethadap kedudukan warga.
Pelanggaran tethadap orang yang perlu ditolong.
Pelanggaran terhadap kesopanan.

Pelanggaran tethadap polisi daerah.

Pelanggaran dalam jabatan.

Pelanggaran dalam pelayaran.

Kejahatan adalah perbuatan pidana yang berat. Ancaman hukumannya dapat berupa hukuman denda, hukuman
penjara dan hukuman mati, dan kadangkala masih ditambah dengan hukuman penyitaan  barang-barang
tertentu, pencabutan hak tertentu serta pengumuman keputusan hakim. Kejabatan yang dilakukan oleh
seseorang dapat digolongkan menurut sasatannya sebagai berikut:

a.
b.
c.

BOMPNYRgIE TP NOD OB RN IR MmO

Kejahatan terhadap keamanan negara.

Kejahatan terhadap martabat kedudukan presiden dan wakil presiden.

Kejahatan terhadap negara yang bersahabat dan kejahatan terhadap kepala negara atau wakil kepala
negara. , :

Kejahatan terhadap ketertiban umum.

Kejahatan tentang perkelahian satu lawan satu.

Kejahatan yang mendatangkan bahaya bagi kemanan umum manusia atau barang.

Kejahatan tethadap kekuasaan umum.

Kejahatan tentang sumpah palsu atau keterangan palsu.

Kejahatan tentang pelamsuan mata uang dan mata uang kertas negara serta uang kertas bank.
Kejahatan tentang pemalsuan materai dan merek.

Kejahatan tentang pemalsuan surat-surat.

Kejahatan tethadap kedudukan warga.

. Kejahatan terhadap kesopanan.

Kejahatan tentang meninggalkan seseorang yang memerlukan pertolongan.
Kejahatan tentang penghinaan.

Kejahatan tentang membuka rahasia.

Kejahatan terhadap kemerdekaan seseorang.

Kejahatan terhadap jiwa orang.

Kejahatan tentang penganiayaan.

Kejahatan tentang kesalahan yang mengakibatkan luka atau matinya seseorang,
Kejahatan tentang pencurian.

Kejahatan tentang pemerasan atau ancaman.

Kejahatan tentang penggelapan.

Kejahatan tentang penipuan.

Kejahatan tentang merugikan penagih utang atau orang yang berhak.
Kejahatan tentang pengrusakan barang atau penghancuran barang,
Kejahatan yang dilakukan dalam jabatan.

Kejahatan dalam pelayaran.

Kejahatan tentang pertolongan jahat.

. Kejahatan yang dilakukan berulang-ulang.

Ada jenis kejahatan lainnya yang diatur di luar KUHP, dikenal dengan ”tindak pidana khusus”, misalnya tindak
pidana korupsi, subversi, natkotika, tindak pidana ekonomi.
(Daliyo, 1995: 89-90)
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tahapan dimana Pengadilan dapat memeriksa dan memutuskan pengajuan tentang. beberapa
hal sebagai berikut:
(1) Tentang sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau
penghentian perkara; dan
(2) Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang berkara pidananya dihentikan
pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Hal lainnya yang juga menjadi kewenangan dari suatu pengadilan negen,
adalz;h mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah
hukumnya sesuai dengan ketentuan dari pasal 84 KUHAP, seb.agai berikut: -

(1) Pengadilan negeri berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak yang
dilakukan dalam daerah hukumnya;

@ PLIY e o1 il i N tingpal,
berdiam terakhir di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang
mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kedudukan pengadilan
negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu di]aimkan.

(3) Apabila seorang terdakwa melakukan beberapa tindak pidana dalam daerah
hukum pelbagai pengadilan negeri, maka tiap pengadilan negeri itu masing-
masing berwenang mengadili perkara pidana itu.

| (4) Tethadap perkara pidana yang satu sama lain ada sangkut pautnya dan dilakukan
oleh seorang dalam daerah hukum pelbagai pengadilan negen, diadili oleh
masing-masing pengadilan negeri dengan ketentuan yang kemungkinan

penggabungan perkara tersebut.
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Pengaturan mengenai kewenangan dari PN untuk mengadili suatu tindak
pidana, diatur di dalam ketentuan dari pasal 84 KUHAP, yaitu ketentuan tentang kekuasaan
relatif dari pengadilan yang berhak untuk mengadili suatu tindak pidana. Pada ayat (1)
mengandung asas bahwa yang berwenang mengadili adalah pengadilan negeri dimana tindak
pidana itu dilakukan diwilayah hukumnya, atau disebut juta prinsip locus delictie. Akan
tetapi prinsip locus delictie ini tidak dianut secara mutlak. Ayat (2) menyebutkan bahwa |
pengadilan négeti dimana terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir ditempat terdakwa
diketemulan atau ditahan, berwenang mengadili terdakwa dimaksud asal saja sebagian besar
dati saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada pengadilan negeri it daripada tempat
kedudukan pengadilan negeri didalam daerah tindak pidana itu dilakukan (Prodjohamidjojo,
_ 1990: 62). Hal lainnya yang juga xﬁasih _m?:njadi kewenangan dan suatu pengadilan negeri,
édﬂa}; terkait dengan proses penahanan®, baik untuk memperpanjang atau mengalihkan
masa dan jenis penahanan. .

Pengadilan juga memiliki ketentuan lain, selain hal-hal yang telah disampaikan
di atas, seperti: Menentukan jadwal sidang (pasal 152 KUHAP); Menentukan bahwa anak
yang belum mencapai umur tujuh belas tahun tidak diperkenankan menghadiri sidang (pasal
153 KUHAP); dan Memerintahkan dihadirkan terdakwa, termasuk dengan upaya paksa
(pasal 154 KUHAP).

Proses penanganan terhadap kasus-kasus atau peristiwa-petistiwa hukum di |

pengadilan negeri mencakup beberapa tahapan pokok, seperti: tahap pemeriksaan atau

2Beberapa kewenangan lain darti PN, terkait dengan proses penahanan, yaitu:
(1) Mengeluarkan penetapan penahanan tethadap tersangka dan terdakwa;
(2) Mengalihkan jenis penahanan satu dengan yang lainnya;
(3) Memperpanjang masa penahanan tersangka dan terdakwa;
(4) Mengeluarkan surat perintah penahanan.
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penyidikan di tingkat kepolisiim terhadap suatu kasus atau perkara, yang dilakukan oleh pihak
kepolisian (khususnya para awak UPPA”); kemudian dilanjutkan dengan taﬁap pemeriksaan
dan penuntutaﬁ umum yang dilakukan oleh pihak Jaksa Penuntut Umum (JPU), dimana
dalam tahap ini juga mencakup tahap pembacaan dakwaan dan tuntutan dari pihak Jaksa
Penuntut Umum. Dan, tahapan yang paling penting dati proses hukum yang ada di
pengadilan negeri, adalah tentang penjatuhan vonis akhir terhadap suatu kasus atau perkara
hukum, dimana vonis yang akan dijatuhi terhadap pihak terdakwa telah memiliki kekuatan
~ hukum tetap, yaitu suatu putusan yang telah memiliki dasar hukum yang jelas atau sesuai |
dengan aturan hukum |

Untuk penanganan terhadap kasus-kasus KDRT, khususnya di Indonesia
tidak ada vme’l;ani»sme khusus, karena di Indonesia belum memiliki pengadilan khusus yang
akan hiénéngam kasus-kasus KDRT. Sehingga penanganan terhadap kasus-kasus KDRT '
dilakukan di Pengadilan Negeri (PN). Proses penanganan terhadap kasus-kasus KDRT telah
diatur secara 1engkap dan khusus di dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT.
Beberapa ketentuan yang mengatur tentang proses penanganannya, yaitu sesuai dengan
ketentuan dari pasal 16 sampai dengan pasal 55 UU PKDRT, dimana ketentuan dari pasal-
pasal tersebut menjelaskan tentang beberapa hal penting, seperti pemberian perlindungan
kepada pihak korban, pemulihan korban, ketentuan pidana, dan ketentuan lain-lain yang
menjelaskan tentang dua hal pokok, seperti: (1) tentang proses penanganan kasus KDRT
dilaksanakan menurut ketentuan hukum acara pidana, dan; (2) bahwa keterangan dari

seorang Saksi Kotban sudah dapat menjadi salah satu alat bukti yang sah.

21 UPPA atau Unit Pelayanan Perempuan dan Anak, yang dibentuk betdasarkan kepada Peraturan Kepala Polri
" Nomor 10 Tahun 2007. Uni ini menggantikan Ruang Pelayanan Khusus (RPK) untuk melayani perempuan dan
anak, dan unit ini sudah ada di tingkat Polres, hanya belum masuk dalam struktur. Peraturan Kepala Pold itu
menempatkan PPA dalam struktur sehingga pengelolaannya dapat lebih optimal.
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4.1.1.1 Proses Penanganan Kasus APidana

Dalam penanganan terhadap kasus-kasus pidana, proses penanganannya
dimulai dari tahap pelaporan kepada pihak kepolisian, dimana pihak kepolisian selaku
penyelidik memiliki wewenang serta tindakan sesuai dengan ketentuan dari pasal 5 ayat (1)
KUHAP?. Dan secara khusus untuk pihak kepolisian dan kaitannya dengan penanganan
tethadap kasus-kasus KDRT maka telah disiapkan satu unit khusus yang akan menangani
kaéus—kasus KDRT tersebut, yaitu Unit Pelayanan terhadap Petempuan dan Anak Korban
Kekerasan (disingkat UPPA) diawaki oleh para Polwan. Tujuannya adalah ‘agar proses
penanganannya tebih detail meliat permasalahian yang sedang dihadapi oleh para perempuan
korban dan yang pasti lebih berempati jika dibandingkan dengan para polisi laki-laki.
Sehmgga unit 1mlah yang akan menangani dan juga memberikan perhndungan terhadap para
kotban dari kasus—kasus kekerasan terhadap perempuan, khususnya kasus-kasus KDRT.

Tahapan selanjutnya adalah tahap pemeriksaan di dalam persidangan, yang
akan dimulai dengan adanya pelimpahan Berkas Acara Perkara (BAP) dan pihak kepolisian
sebagai pihak penyidik kepada pihak kejaksaan (Jaksa Penuntut Umum/JPU) (s;:suai dengan

- ketentuan dari pasal 8 (2)° dan (3)* KUHAP). Dan kemudian dalam hal penyidikan sudah

22 Lihat ketentuan dari pasal 5 (1) KUHAP: Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 4:
a. karena kewajibannya mempunyai wewenang;
1. menerima laporan atau pengaduan dati seorang tentang adanya tindak pidana;
2. mencati keterangan dan barang bukt;
3. menyutu.h berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal
4. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
b. atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:
1. penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;
2. pemerksaan dan penyitaan surat;
3. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
4. membawa dan menghadap seorang pada penyidik.

2 Lihat ketentuan dari pasal 8 (2) KUHAP: Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut
umum”.
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dianggap selesai penyidik menyerahkah tanggung jawab atas tersangka dan barang bukt
kepada penuntut umum. Selanjutnya pihak JPU-lah yang akan bertanggung jawab
sepenuhnya terhadap keberadaan dari pihak korban.

Penuntut Umum, menurut ketentuan pasal 13 KUHAP, adalah Jaksa yang
diberi wéwenang oleh undang—undaﬁg ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan
penetapan hakim. Ada dua hal pokok y;ng akan menjadi tugas dat badan Penuntutan
Urnum/ Kejaksaan, yakni:

é. penuntutan; dan

b. melaksanakan penétapan hakim.
Kewenangan di atas hanya diberikan kepada Kejaksaan dengan tujuan untuk memperoleh
képaédan hukum, menjamin, mélindungi serta menjunjung tinggi hak asasi rakyat terhadap
penguasa yang diwaklkan kepada Jaksa (Prodjohamidjojo, 1990: 15-16).

Disamping itu sesuai dengan ketentuan dar pasal 14 KUHAP yang
menjelaskan tentang wewenang dafi seorang Penuntut Umum, salah satunya adalah:

a. menetrima dan memeriksa betkas perkara penyidikan dan penyidik atau éenyidik
pembantu;
b. mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan

memperhatikan ketentuan dari pasal 110 ayat (3)® dan ayat (4)*;

24 Lihat ketentuan dari pasal 8 (3) KUHAP: "Penyerahan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat
(2) dilakukan:
a. pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara;
b. dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai penyldnk menyerahkan tanggung jawab atas
tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum”.

3 Lihat ketentuan pasal 110 ayat (3) KUHAP:
”Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk melengkapi, penyidik wajib segera
melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum”.
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c. membernkan perpanjangan penahahan, melakukan penahanan atau penahanan
lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh
penyidik;

d. membuat surat dakwaan;

e. melimpahkaﬁ petkara ke pengadilan;

f. menyaﬁzpaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu
i)etkara disidangkan yang disertai surat panggilan baik kepada terdakwa maupun
kepada saksi untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;

g melakukan penuntutan;‘ : . .

h. menutup perkara demi kepentingan hukum; .

i méngadakan, tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut
umum menurut kéfentuan undang-undang ini; |

j. melaksanakan penetapan hakim.

Menurut sistem hukum acara pidana (KUHAP) proses penanganan terhadap
suatu kasus atau perkara hukum di tingkat pengadilan negeti dapat dibedakan dan dipisahk;m
4 tingkat acara pidana, yakni: |

1. tahap penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian RI.

2. tahap benuntutan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum.

3. tahap pemeriksaan disidang Pengadilan yang dipimpin oleh Hakim.

4. tahap pelaksanaan putusan pengadilan yang dijalankan oleh Jaksa dan

Lembaga Pemésyarakatan dengan Pengawasan/pengamat Ketua Pengadilan.

% Lihat ketentuan pasal 110 ayat (2) KUHAP:

"Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu empat belas hari penuntut umum tidak
mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada
pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik”.
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Terkait dengan proses penanganan kasus KDRT di PN, maka menurut
ketentuan dari beberapa pasal di dalam UU PKDRT, yaitu ketentuan dari pasal 28% yang
menjelaskan tentang kewajiban dari Ketua pengadilan untuk mengeluarkan surat penetapan
périntah petlindungan bagi korban dan anggota keluarga lain. Dan ketentuan dari pasal 31%
sampai dengan pasal 33 menjelaskan tentang beberapa alasan untuk memperpanjang
penetapan perintah Aperlindungan. Karena untuk penetapan perintah perlindungan harus
melalui kewenangan dari pihsk (MIRERRERINNS i bau Lkemudian perintsh
pérlindungan (biasanya disebut dengan Protection Order) itu dapat diberikan kepada pihak
korban KDRT. Jadi, pihak pengadilan negeri memiliki peran dan fungsi yang sangat pening
sekali dalam 'pénanganan tethadap kasus-kasus KDRT, yaitu selain penetapan vonis akhir
]uga penctapan perintah perlindungan. Untuk melihat secara lebih jauh lagi pihak mana saja
yang. berperan penting di dalam PN, maka pada bagian selanjutnya akan dibahas peran dan
fungsi dari masing-masing pihak penegak hukum yang terkait di PN.
4.1.1.11 Pihak-pihak yg terkait di PN (seperti: Polisi, Kejaksaan, Hakim, dan

Panitera Pengganti)

% Lihat ketentuan dari pasal 28 UU PKDRT: Ketua pengadilan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak
diterimanya permohonan wajib mengeluarkan surat penetapan yang berisi perintah perlindungan bagi korban
dan anggota keluarga lain, kecuali ada alasan yang patut.
2 Ketentuan dari pasal 31 UU PKDRT:
(1)-Atas permohonan korban atau kuasanya, pengadilan dapat mempertimbangkan untuk:
a. menetapkan suatu kondisi khusus;
b.  mengubah atau membatalkan suatu kondisi khusus dard perintah petlindungan.
(2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan bersama-sama dengan proses pengajuan
perkara kekerasan dalam rumah tangga.
Ketentuan dar pasal 32:
(1) Perintah pedindungan dapat diberikan dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun.
(2) Perintah perlindungan dapat diperpanjang atas penetapan pengadilan.
(3) Permohonan perpanjangan Perintah Perlindungan diajukan 7 (tujuh) hari sebelum berakhir masa
berlakunya.
Ketentuan dan pasal 33:
(1) Pengadilan dapat menyatakan satu atau lebih tambahan perintah perlindungan.
~ (2) Dalam pemberian tambahan perintah petlindungan pengadilan wajib mempertimbangkan ketetangan
dari korban, tenaga kesehatan, peketja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani.
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Seperti yang telah dijelaskan di atas, yaitu bahwa proses penanganan kasus di
lingkup pengadilan negeri, khususnya di pengadilan negeri Jakarta Pusat sangat terkait
dengan peran dari masing-masing penegak hukum, seperti: peran dari pihak kepolisian
sebagai penyidik, Kejaksaan sebagai piha‘k Penuntut Umum, dan peran dari para hakimnya
sendiri yang sampai sekarang masih belum dapat betkoordinasi secara baik. Sebagai contoh,
untuk penanganan tethadap kasus KDRT yang ke-2, atas nama Bapak SR, dimana
keberadaaﬁ dan pé.ra ‘penegak hukum, terutama pihak Jaksa Penuntut Umumnya lebih
.mengakomodir kebutuhan dari pihak pelaku/terdakwa. Pada umumnya dipahami bahwa
penégak hukum adalah pihak yang bert;lnggung jawab terhadap semua hal yang terkait
dengan penanganan ataupun penyelesaian tethadap suatu kasus, baik untuk kasus pidana
-atauplm perdata. .P.ar'a‘.penega‘k hukum juga meﬁapunyai peran penﬁng dalam memberikan
petlindungan hukum terhadap pﬁfé k;)rban dari sﬁatu kasus. tet@asuk kasus-kasus kekerasan
tethadap perempuan‘maupim KRR o M AR o Tangga (KDRT). Para penegak
hukum tersebut adalah Polisi (Polwan), Jaksa, dan Hakim. Sesuai dengan cakupan penelitian
ini juga akan menjelaskan tentang peran dati Polisi (khususnya peran dari para Polwan yang
berada di RPK/Ruang Pelayanan Khusus), Jaksa, dan Hakim, yang berada di wilayah Jakarta
Pusat.
4.1.1.1.1.1 Peran Pihak Kepolisi

Ketentuan UU RI No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolistan Negara RI
menunjukkan bahwa peran pokok yang harus dilaksanakan oleh Kepolisian adalah

pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom,

90

Sensitivitas Gender..., Danieiie Johanna P. Samsoeri, PPS Ul, 2008



dan pelayan masyarakat®. Pihak kepolisian juga memiliki fungsi sebagai seorang penyelidik
atau penyidik terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan
peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 (8) dan (9)
sebagai berikut:
Pasal 1 (8)
“Penyelidik adalah peiabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diber
Wewenéng oleh ﬁndaﬁg—undang untuk melakukan penyelidikan”.
Pasal1 (9)
“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan _penyelidik untuk mencari dan
* menemukan suatu petistiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan
dapat atau tldaknya dilakukan penyldlkan menurut cara yang dxatur dalam undang-
ﬁndang . .
Sehingga, polisi memiliki petan yang paling strategis dalam penanganan terhadap kasus-kasus
pelanggaran ataupun kejahatan, karena pihak kepolisian adalah garda pertama dari pihak
penegak hukum.
4.1.1.1.1.2 Peran pihak Kejaksaan (Jaksa Penuntut Umum/JPU)
Peran dari seorang Jaksa menurut ketentuan dari UU RI No. 16 Tahun 2004

tentang Kejaksaan R, yaitu ketentuan dati pasal 1, sebagai berikut:

2 Pada bagian Batang Tubuh, yaitu di bagian Menimbang, pada point b dari UU RI No. 2 Tahun 2002 tentang
Kepolisian Negara RI, disebutkan: “bahwa pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya
penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan
hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolislan Nega.ra
Repubhk Indonesia selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi
manusia”.
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(1) Bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan
pengadilan yang telah. memperoleh kekuatan hukum tetap serta
wewenang lain berdasarkan undang-undang.

(2) Sebagai Penuntut Umum, jaksa berwenang untuk melakukan
penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Penuntutan adalah
tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke
pengadﬂan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara
yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya
T T T T e

Mengenai peran dati pihak jPU dalam kaitannya dengan penanganan terthadap kasus-kasus
KDRT memang ;idak secara jcias disebutkan atau dijabﬁrkan, karena diharapkan peran serta
dan fungsi dan para‘JP_U spdah termasuk di dala.m proses Penanganan kasus di pengadilan
negeri. Bahkan, mengenai wewenang dari pihak JPU juga telah diatur secara lengkap di dalam
ketentuan dari salah satu pasal dari KUHAP, yaitu ketentuan dari pasal 14, yang salah satu
ketentuannya menjelaskan tentang kewenangan dari seorang JPU untuk menerima dan
memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu, dan hal yang
paling penting adalah membuat surat dakwaan dan melakukan penuntutan terhadap pihak
terdakwa.
4.1.1.1.1.3 Hakim

Hakim adalah sebagai seorang pejabat negara yang akan melakukan

kekuasaan kehakiman®. Pengertian tentang kekuasaan kehakiman sendiri menurut ketentuan

30 Sesuai dengan ketentuan dari pasal 31 UU No. 4 Tahun 2004, tentang Kekuasaan Kehakiman, yang
menjelaskan bahwa: “Hakim adalah pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-

undang”.
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dari pasal 1 dari UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, adalah: “kekuasaan
negara yang metrdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan
keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.
Jadi, hukum memiliki kekuasaan yang luas dalam memutuskan suatu perkara di Pengadilan
Negeri, dengan tetap memperhatikan atau menjaga kemandirian peradilan®. Putusan hakim
yang demikian menutut tulisan dari Ema Sofwan Sjuktie, di dalam artikelnya yang betjudul:
“Peran Hakim Dalam Mewujudkan Keadllan Gender”, dapat menjadi sumber hukum:

“Putusan hakim, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, baik Putusan Pengadilan
Negeri, Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung yang dinilai bénar dan adil serta dapat
diterima baik oleh masyarakat pencari keadilan yang selalu diikuti oleh Hakim-Hakim dapat
menjadi Yurisprudensi®? /Judge Made Law, Yuris?rudensi tetap dapat dijadikan sebagai
sumber hukum atau banyak diantaranya malah telah dijadikan Undang-Undang” (Sjukﬁe,
2006: 575).. - ¥ ‘

Peran yang selalu dimainkan oleh seorang hakim didalam persidangan, yaitu

melakukan pemeriksaan disidang pengadilaﬁ, baik di pengadilan negeri ataupun pengadilan
agama. Pada pasal 28 UU RI No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang

menyebutkan, bahwa:

(1) Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa
keadilan yang hidup dalam masyarakat.

(2) Dalam mempertimbangkan berat tingannya pidana, hakim wajib memperhatikan
pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.

31 Lihat ketentuan dar pasal 33 UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman: “Dalam menjalankan
tugas dan fungsinya, hakim wajib menjaga kemandirian peradilan.”

32 Yurisprudensi, adalah kumpulan atau sari keputusan Mabkamah Agung tentang berbagai vonis beberapa
macam jenis kasus perkara berdasarkan pemutusan kebijaksanaan para Hakim sendiri yang kemudian dianut
oleh para Hakim lainnya dalam memutuskan kasus-kasus perkara yang (hampir) sama, dengan adanya
Yurisprudensi itu para Hakim secara tidak langsung membentuk materi hukum atau yurisprudensi itu juga
merupakan sumber hukum. ' )
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Pada dasarnya hakim yang bertugas di Pengadilan Negeri memiliki 3
kewenangan pokok yang harus dijalankan, sebagai berikut:

(1) memeriksa dan memutuskan perkara yang disebut dengan praperadilan (pasal 77
KUHAP), yaitu:
a. Tentang sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau
penghentian perkara; ‘
b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya
dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.
(2) Mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah
hukumnya, dalafn hal ini |
a.. Memutuskan ganti kerugian yang dlajukan oleh tersangka atau
terdakwa;
b. Dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara ganti kerugian
kepada perkara pidana. '
(3) Berkaitan dengan taharian: )
a. Mengeluarkan penetapan penahanan terhadap tersangka dan terdakwa;
b. Mengalihkan jenis penahanan satu dengan yang lainnya;

Memperpanjang masa perahanan tersangka dan terdakwa;

A

Mengeluarkan surat perintah penahanan.

Selain adanya beberapa kewenangan di atas, diharapkan juga seorang hakim
harus bisa berkoordinasi dengan pihak penegak hukum lainnya terutama dengan pihak Jaksa
Penuntut Umum (JPU). Mesklipun, seperti kita ketahui bahwa hakim itu bersifat independen
dalam memutuskan suatu perkara, tapi itu bukan berarti hakim tidak memerluléan ketjasama
dengan pihak penegak hukum lainnya.
4.1.1.1.1.4 Panitera Pengganti

Pada dasarnya tugas dari seorang Panitera Pengganti di dalam sistem hukum
Pidana, jika dilihat ketentuan dari pasal 200 sampai dengan 2002 KUHAP, memiliki

beberapa fungsi, khususnya dalam melakukan hal-hal yang berhubungan dengan kearsipan
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perkara dan administrasi. Sebagai contoh, yaitu ketentuan dari pasal 200 KUHAP yang
menyebutkan bahwa: “Surat Putusan ditanda tangani oleh hakim dan panitera seketika
setelah putusan itu diucapkan”. Dan di dalam ketentuan dari pasal 202 (1) KUHAP,
disebutkan bahwa panitera juga membuat berita acara sidang dengan memperhatikan
persyémratan yang diperlukan dan memuat segala kejadian di sidang yang berhubungan dengan
pemeriksaan itu. Pada ayat (2)-nya dijelaskan bahwa berita acara sidang sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) memuat ]uga hal yang penting dari keterangan saksi, terdakwa dan
ahli kecuali jika hakim ketua sid;ng menyatakan bahwa untuk ini cukup ditunjuk kepada
keterangan dalam berita acara pemeriksaan dengan menyebut perbedaan yang terdapat antara
yang satu dengan lainnya. - v

4.1.2 Pengadilan Agama

Kewenangan dari Pétadilan Agama (PA), di dalam ketentuan dari Undang-

Undang No. 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, dijelaskan bahwa PA merupakan ... .

pengadilan tingkat pertama untk memétiksa, memutus, dan menyeleiaikm"perkara—perkara
anta.ra orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewansan, wasiat, hibah,
wakaf, dan shadaqah berdasarkan hukum Islam (Bagian Penjelasan atas UU RI No. 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Ag@a, 2006: 41-43). Dan, mengenai keterkaitannya dengan
persoalan KDRT adalah sama seperti yang telah dijelaska-n di dalam bagian latar belakang
dari bab pertama tentang pendahuluan, bahwa banyak dati kasus — kasus per;:eraian yang
diajukan ke PA disebabkan karena adanya KDRT. Untuk itulah maka peran dari sebuah PA,
_khususnya PA di wilayah Jakarta Pusat petlu untuk dianalisis. Meskipun, ketentuan atau UU
PKDRT telah secara tegas menetapkan bahwa kasus-kasus KDRT adalah merupakan kasus

yang bersifat kriminal atau masuk kategori kasus pidana, tapi tidak ada salahnya dari pihak
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PA juga dapat melakukan upaya preventif agar tidak ada banyak lagi kasus KDRT yang
terjadi.

Bidang perkawinan yang dimaksud disini adalah hal-hal yang diatur dalam
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bidang kewatisan adalah
mengenai penentuan siapa yang menjadi ahli watis, penentuan harta peninggalan, penentuan
bagian masing-masing ahli waris, dan pelaksanaan pembagian harta peninggalan tersebut,
bilamana pewatisan tersebut dilakukaniétdasatkan hu@m Islam (2006: 43-44).

Karena Peradilan Aga@a mgrupakan pe_radi]in khusus dengan kewenangan
untu.k mengadili perkara-perkara tertentu dan untuk golongan rakyat tertentu sebagaimana
yang ditegaskan dalam penjelasah Pasal 10 (1) Uhdang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, yaitu
mengenai perkara perdata tertentu antara orang;(;rdng yang beragama Islam, maka hukum
acara perdata pada Peradilan Umum (-)leh Undang-Undang 1m dinyatakan betlaku pada
Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Agama, kecuali mengenai hal-hal yang secara khusus
diatur oleh undang-undang ini. Pengadilan Agama adalah salah satu dari empat® lingkungan
peradilan .negara yang dijamin kemerdekaannya dalam menjalankan tugas sebagaimana diatur
dalam undang-undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (2006:
48-49).

4.172.1 Proses Penanganan Kasus secara Perdata
Hukum Acara di lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata

yang berlaku di pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang secara khusus

3 Yang dimaksud dengan empat lingkungan peradilan negara, menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun
1970 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman, yaitu:

a. Peradilan Umum,;

b. Peradilan Agama;

c. Peradilan Militer;

d. Peradilan Tata Usaha Negara.
(Lubis, ef al., 2006: 34). :
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diatur dalam undang-undang ini. Keberadaan dan suatu Pengadilan Agama hanya tetbatas
kepada pihak tertentu saja, yaitu mereka yang beragama Islam, oleh karena itu Peradilan
Agama hanya akan mengadili perkara-perkara perdata tertentu, yaitu perkara pada bidang
petdata Islam tertentu saja dan hanya untuk orang-orang Islam di Indonesia. Peradilan
Agama dapat disebut sebagai Peradilan Islam di Indonesia, yang pelaksanaannya secara
limitatif telah disesuaikan (demutatis mutandiskan/secara otomatis akan betlaku) dengan
keadsan di Indonesia (Lubis, ¢ al, 2006: 77). '
| Hukum Acara Per(iata diseBut pula sebagai proses hukum, sebab Hukum
Acara ini terdiri dari rangkaian cara-cara bertindak di depan pengadilan, mulai dari
memasukkan gugatan/permohonan vsarnpai selesai dipufus dan_dilaksanakan. Jadi, tujuan
suatu proses di muka pengadilan adalah untuk méthpéoléh kepastian bggaj;pana hukumnya
suatu kasus. | ) 7 5
Diibetican d depan Pengadilz;n Agama, ketentuan pasal 54 UU No. 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama™, yang menetapkan tentang Hukum Acara apa yang
berlaku pada iingkungan peradilan ini. Pasal ini menegaskan bahwa Hukum Acara yang
berlaku adalah Hukum acara Perdata yang berlaku pada lingkungan Peradilan Umum, kecuali
yang telah secara khusus diatur dalam undang-undang ini. Hal yang diatur secara khusus

dalam undang-undang ini disebutkan dalam pasal 65° sampai dengan pasal 88> UU No. 7

34 Lihat ketentuan dar pasal 54 UU No. 7 Tahun 1989, yaitu: “Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan
dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam
lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini”.

3 Lihat ketentuan dar pasal 65 UU No. 7 Tahun 1989, yaitu: “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan
sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah
pihak”.

36 Lihat ketentuan dani pasal 88 UU No. 7 Tahun 1989, yaitu: “(1) Apabila sumpah sebagaimana yang dimaksud
dalam Pasal 87 (1) dilakukan oleh suami, maka penyelesaian dapat dilaksanakan dengan cara lisan.

(2) Apabila sumpah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 87 (1) dilakukan oleh istri maka penyelesaiannya
dilaksanakan dengan hukum acara yang berlaku”.
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Tahun 1989 tentang. Peradilan Agama, yaitu pemeriksaan sengketa perkawinan berkenaan
dengan: cerai talak yang datang dati pihak suami, cerai gugat yang datang dari pihak istri
maupun dati pihak suami, dan cerai dengan alasan zina. Dari pasal-pasal ini dapat diketahui
bahwa undang-undang ini betupaya melindungi dan meningkatkan kedudukan wanita,
dengan memberikan hak yang sama kepada istri dalam memajukan gugatan dan melakukan
pembelaan di muka pengadilan (2006: 81).

Pengadilan Agama sebagai Pengadilan Tingkat Pertama berarti pengadilan ini
bertindak menerima, memeriksa, dan memugaskén setiap permohonan atau gugatan pada
—.-tahap awal dan paling bawah. Pengadilan Agama bertindak sebagai peradilan sehari-hari
menampung, memutuskan dan mengadili pada tahap awal setiap perkara yang diajukan oleh
setiap pencari keadilan. Jadi, terhadap permohonan étau gugatan perkara yang diajukan
kepadanys (ORI odukaamiii Mol Bhoodiiiiack Y o s
menerima, memeriksa, dan memutus perkara/permohonan tersebut. Pengadilan Agama
dilarang menolak untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara yang diajukan
kepadanya dengan ‘alasan apapun (pasal 56 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama®). Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan (pasal 57 (3) UU
No. 7 Tahun 1989).

Mengenat proses pgmedksaan di pengadilan agama .terhadap perkara
perceraian, dilakukan secara berurutan, yaitu sebagai berikut: |

1. Sidang pertama;

37 Ketentuan dari pasal 56 UU No. 7 Tahun 1989, yaitu: “(1) Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa
dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib
memeriksa dan memutusnya.

(2) Ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) tidak menutup kemungkinan usaha penyelesaian
perkara secara damai.”. , ]

-
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2. Proses perdamaian;

3. Perubahan atau pencabutan gugatan;

4. Pembacaan gugatan;

5. Jawaban Tergugat;

6. Putusan sela®®;

7. Replik Pemohon/ Penggugat3 %

8. Duplik Termohon/Tergugat‘o;

9. Pembuktian; |

10. Konklusi/kesimpulan para pihak;

11. Tahap putusan hakim;

12. Penawaran upaya hukum;

13. Eksekusi.
(Susilo, 2007:44-45)
Tahapan-tahapan beracara di PA, dalam kaitannya dengan perkara perceraian harus dilalui
oleh para pihak yang seciang berperkara. Untuk penetapan dan putusan Pengadilan, selain
harus memﬁat alasan-alasan dan dasat-dasarnya juga harus memuat pasal-pasal tertentu dari
peraturan-peraturan yang bersangkutan atau bersumber hukum tak tertulis yang dijadikan

dasar untuk mengadili (pasal 62 (1) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama).

38 Putusan Sela, adalah sebuah putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim di luar pokok perkara tethadap
eksepsi yang diajukan oleh Termohon/Tergugat, tethadap kompetensi mengadili yang dilakukan oleh
. pengadilan tersebut. (Susilo, 2007:67)

39 Replik Pemohon/Penggugat, yaitu apabila dalam putusan sela Majelis Hakim tersebut, hakim memutuskan
bahwa pengadilan yang memeriksa perkara perceraian tersebut berwenang mengadili, maka dilanjutkan dengan
pemberian kesempatan kepada Pemohon/Penggugat untuk menanggapi dan menjawab dalil-dalil
Termohon/Tergugat dalam surat jawaban. (2007:68)

4 Duplik Termohon/Tergugat, adalzh tangkisan yang diajukan oleh pihak Termohon/Tergugat tethadap
Replik yang diajukan oleh Pemohon/Penggugat. (2007:68) '
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4.1.2.1.1 Pihak-Pihak yang Terkait di Pengadilan Agama (seperti: Pimpinan, Hakim
Anggota, Panitera dan Sekretaris)

Mengenai peran dati masing-masing penegak hukum yang ada di lingkungan
Pengadilan Agama, seperti yang telah dijelaskan di atas terdiri atas hakim Ketua, Hakim
Anggota, Panitera, Juru Sita dan Staf Sekretaris. Masing-masing pihak penegak hukum
memiliki peran dan fungsinya yang telah ditentukan oleh Undang-Undang No. 7 tahun 1989.
4.1.2.1.1.1 Hakim Pengadilan Agaﬁa | |

Syarat el LR AR B 0 . Syacat ini metnang
diperlukan agar para pencari keadilan yang beragama Islam yang datang ke Pengadilan
Agama itu merasa mantap hati dan perasaannya melaksanakan ibadah umum berurusan
dengan orang yang seagama dengan dia. Ada syarat lainnya'.yax-lg )uga ‘ciitenfukan dalam pasal
13 UU No. yREBEPT29, zaxsmmeroathe Bhralfysns hamio: kumulatif, artinya semua
syatat harus dipenuhi, seperti: (a) warga negara Indonesia; (b) beragama Islam; (c) Bertakwa
kepada Tuhan Yang Maha Esa; (d) setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia; (¢) satjana Syariah dan/atau Sarjana Hukum yang menguasai
Hukum Islam; (f) sehat jasmani dan rohani; (g) berwibawa, jujur, adil dan bekelakuan tidak
tercela; (h) bukan bekas anggota organisasi terlarang PKI termasuk organisasi masanya, atau
bukan orang yang terlibat langsung dalam Gerakan 30 September/Partai Komunis
Indonesia.

Mengenai persyaratan yang dirinci dalam pasal 13 UU No. 7 Tahun 1989 jo
UU No. 3 Tahun 2006, ditinjau dari Hukum Islam adalah persyarakat secara tersirat akan
persamaan hak dan kedudukan antara laki-laki dan petempuan untuk menjabat sebagai

hakim. Persyaratan tersebut mengizinkan kaum perempuan memangku jabatan hakim di
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lingkungan Pengadilan Agama. Kebolehan seorang perempuan menjadi hakim di Peradilan
Agamé ini merupakan suatu pembaharuan Hukum Islam di Indonesia. Kenyataan di
masyarakat membuktikan bahwa pentingnya keberadaan dari hakim perempuan di
lingkungan Peradilan Agama. Hal ini wajar karena kewajiban utama Pengadilan Agama
adalah menyelesaiakan petkara-perkara termasuk sengketa perkawinan yang melibatkan kaum
perempuan/istri/ibu. Jadi, logis bila dari pihak perempuan lebih memahami masalah-masalah
yang betkaitan dengan masalah perempuan. Oleh karena itu, keberadéan dari hakim
petempuan merupakan» suatu keperluan mendesak, sesuai dengan tuntutan zaman dan
keadaan. Dengan.memperﬁmbangkan hal ini, maka timbullah gagasan yang semakin kuat
untuk menjadikan Pengadilan Agama menjadi Pengadilan Keluarga (family éourf) (2006: 92).

Pada uraian di atas telah dijelaskan tentang syarat-syarat fengmgkamn hakim.
Apabila sescorang telah el svo ol menurut pasal 15 (1) UU No. 7 Tahun
1989 jo. UU No. 3 Tahun 2006, yang berwenang mengangkat hakim di hngktmgan Peradilan
Agama adalah Presiden selaku kepala negara. Dalam kualitas kedudukan sebagai kepala
negara; presiden mengangkat ha% atas usul Ketua Mahkamah Agung. Dari prosedur ni
| tetlihat bahwa kedudukan hakim sangat tethormat. Oleh katena itu, wajarlah apabila para
hakim memuliakan kehormatan dan kepercayaan tersebut (Lubis, ez 4/, 2006).

Mengenai  pemberhentian  hakim, dapat dilakukan dengan a_lasém
pemberhentian tidak hormat, adalah karena beberapa hal sebagai berikut: (2) dipidana karena
ber_salah melakukan tindak pidana kejahatan; (b) melakukan perbuatan tercela; (c) terus-
menerus melalaikan kewajiba;n dalam menjalankan tugas peketjaannya; (d) melanggar sumpah

jabatan; (¢) melanggar latangan rangkap yang diatur dalam pasal 17 UU No. 7 tahun 1989.

101

Sensitivitas Gender..., Danieiie Johanna P. Samsoeri, PPS Ul, 2008



4.1.2.1.1.2 Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Agama

Syarat pengakatan dari Ketua dan wakil Ketua Pengadilan Agama adalah
sesuai dengan ketentuan dari pasal 13 (2) UU No. 7 Tahun 1989 jo. pasal 13 (3) UU No. 3
Tahun 2006, seorang hakim Pengadilan Agama baru dianggap memenuhi syarat untuk
diangkat sebagai ketua atau wakil ketua, sekurangkurangnya telah berpengalaman paling
tidak 10 (sepuluh) tahun sebagai Hakim Pengadilan Agama. Sedangkan, pejabat yang
berwenang mengangkat hakim menjadi ketua dan wakil ketua adalah-Ketua Mahkaﬁlah
Agung (pasal 15 (2) UU No. 3 .Tahun 2006). Ketua dan wakil ketua Pe@ﬂan diangkat dan
diberhentikan oleh Menteri Agama berdasarkan persetujuan Ketua 'Mahk,amah Agung (pasal
15 (2) UU No. 7 Tahun 1989).
4.1.2.1.1.3 Panitera

Agar seorang dapat diangkat seﬁagai Panitera Pengadﬂaﬁ Agama, ia harus.
memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 27, yaitu: () watga negara Indonesia;
(b) beragama Islam; (c) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; (d) setia kepada Pancasila
dan UUD i945; (e) jjazah serendah—reﬂdahnya satjana Syatiah atau Sarjana Hukum yang
menguasai Hukum Islam; (f) berpengalaman sekutang-kurangnya tiga tahun sebagai wakil
panitera atau lima tahun sevagai panitera muda Pengadilan Agama atau menjabat wakil
panitera Pengadilan Tinggi Agama; (g) sehat jasmani dan rohani.
4.1.2.1.1.4 Wakil Panitera

Mengenai syarat pengangkatan, pemberhentian, dan sumpah wakil panitera
sama dengan ketentuan yang betlaku bagi panitera. Mengenai pengangkatan dan

pemberhentian sama dengan panitera Pengadilan Agama, yaitu diangkat dan diberhentikan
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Mahkamah Agung. Demikian pula dalam pengambilan sumpah sama, yaitu dilakukan oleh
Ketua Pengadilan Agama.
4.1.2.1.1.5 Panitera Muda

Ketentuan tentang syarat-syarat pengangkatan, | pemberhentian, dan
penyumpahan panitera muda sama dengan ketentuan yang betlaku bagi panitera dan wakil
panitera. Perbedaan hanya tetletak pada masalah pengalaman ketja. Pengalaman ketja yang
harus dipenuhi untuk dapat diangkat sebagai panitera muda, sckurang—kurangﬁya dua tahun
sebagai panitera pengganti (pasal 31%). 1-
4.1.2.1.1.6 Panitera Pengganti

Tentang persyaratan pengangkatan Panitera Pengganﬁ-ini diatur dalam pasal
33. Semua persyaratan, pengangkamn, dan pemberhentian panitera penggﬁnti s@a déngﬁn
ketentuan yang berlaku bagi panite'rh, wakil panitera,' dan panitera muda. Perbgdaan hanya
dalam hal pengalaman kerja, yaitu sekurang-kurangnya berpengalaman kerja paling 4t1'dak tiga-
tahun sebagai pegawai negeri pada Pengadilan Agama.
41.2.1.1.7 Juru Sim |

Kedudukan Juru Sita dan Juru Sita Pengganti diatur dalam Bab II, Bagian
Kedua, Paragraf ke-3 UU No. 7 Tahun 1989 jo UU No. 3 Tahun 2006. Keberadaan Juru Sita
di Pengadilan Agama merupakan hal baru. Oleh karena itu dulu, Pengadilan Agama tidak
dapat melaksanakan eksekusi tethadap keputusannya sendiri. Eksekusi Pengadilan Agama

menjadi wewenang Pengadilan Negeri.

41 Lihat ketentuan dari pasal 31 UU No. 7 Tahun 1989, menyebutkan bahwa: “Untuk dapat diangkat menjadi
panitera Muda Pengadilan Agama, seotang calon harus memenubhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf 3, b, , d,dane;

b. berpengalaman sekurang-kurangnya tiga tahun sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama”.
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Tentang syarat-syarat juru Sita ditentukan dalam pasal 39 UU No. 7 Tahun
1989. Syarat-syarat yang ditentukan bagi Juru Sita ini sama dengan pe?syaxatan untuk
pengangkatan Juru Sita Pengganti. Petbedaan terletak pada pengalaman ketja, yaitu untuk
Juru Sita Pengganti, syarat pengalaman kerja minimal tiga tahun sebagai pegawai negeri pada
pengadilan agama.
4.1.2.1.1.8 Wakil Sekretaris

Panitera Pengadilan Agama dalam menjalankan tugas kepaniteraanv dibantu
oleh wakil panitera. Untuk melaksanakan tugas keskretariatan, sekretaris dibantu oleh
seorang wakil. Ketenituan tentang syatat—syérat sekretaris dan wakil sekretatis terdapat dalam
pasal I angka 33 tentang Perubahan pasal 45 UU No. 3 tahun 2006. Dan ketentuan dari pasal
47% mengatur tentang pengangkatan dan pemberhentian sekretaris dan wakil sekrethﬂé,'
dilakukan oleh Ketua Mahkamah Agung. \ '
4.2 Peran Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Menangani Kasus-Kasus KbRT-
beserta dengan Temuan di Lapangan
4.2.1 Peran Pengadilén Negeri Jakarta Pusat

Proses penanganan kasus-kasus KDRT di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
adalah merupakan suatu tahapan akhir dari proses hukum yang harus ditempuh oleh seorang
-petempuan' korban KDRT, yaitu pada saat dia akan menyelesatkan kasus KDRT yang
dialaminya lewat jalur hukum. Karena pengadilan negeri (kbususnya) sesuai dengan
mandataya di dalam KUHAP, yaitu ketentuan pasal 84 (1) dijelaskan bahwa: “Pengadilan
Negen berwenang mengadili segala perkara mengenai tindakan yaﬁg dilakukan dalam daerah

hukumnya”. Untuk itulah maka pada sub bab ini akan dijelaskan tentang jumlah kasus

42 Lihat ketentuan dari pasal 47 UU No. 7 tahun 1989: “Wakil Seksetaris Pengadilan diangkat dan diberhentikan
oleh Menteri Agama”. :
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KDRT yang telah ditangani d1 beberapa instansi penegak hukum, beserta dengan respon dari
masing-masing instansi penegak hukum (yang tetlibat dalam proses penanganan kasus di
PN) tethadap UU No. 23 Tahun 2004 tenténg Penghapusan Kekerasan dalam Rumah
Tangga (PKDRT). |

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat® memiliki kewenangan lebih besat jika
dibandingkan dengan pengadilan negeri lainnya di wilayah DKI Jakarta. Hal ini disebabkan
katena, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memiliki kewenangan khusus yang tidak d1m1hk1
oleh pengadilan negeri lainnya di wilayah 'la.inny'a. |

Mengenai proses penanganan tei:hgdap kasus-kasus KDRT di tingkat PN,
sesuai dengan aturan dati KUHAP, bahwa proses penanganannya akan dimulai dan tahap

pemeriksaan atau penyidikan di tingkap Kepolisian, yang dalam hal ini akan diwakilkan oleh

para Polwan (Polisi Wanita) yang ada di unit khusus, yaitu di UPPA, tahap pemeﬂkéaan oie_h o

pihak JPU, dan kemudian akan dilanjutkan dengan tahap persidangan di PN. Kesemua
tahapan ini akan dibahas secara lengkap dalam pembahasan berikut.
4.2.1.1 Tahap Penyidikan 'oleh Pihak Kepolisian (U Pi’A)

Pada dasarnya dari pihak kepolisian sudah memiliki mekanisme yang cukup
spesifik di dalam penanganan terhadap kasus-kasus KDRT, yaitu dengan membentuk suatu

sistem khusus yang dikenal dengan istilah RPK (Ruang Pelayanan Khusus®), yang kemudian

4 Kewenangan khusus dati Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, adalah bahwa PN Jakarta Pusat memiliki
kewenangan di dalam menangani kasus-kasus khusus, seperti: kasus-kasus pelanggaran HAM di daerah konflik
(Timot-Timur, Poso, dan Ambon), serta kasus-kasus tindak pidana yang dilakukan di Iuar negeri yang dapat
diadili di PN Jakarta Pusat (sesuai dengan ketentuan dari pasal 86 KUHAP). Pemilihan Pengadilan Neger
Jakarta Pusat yang berwenang mengadili seorang yang melakukan tindak pidana diluar negeri, adalah dipandang
dari kepraktisan, kemudahan fasilitas dan kelancatan proses peradilan (1990: 64).

44 Ruang Pelayanan Khusus (RPK), pertama kali dibentuk pada tahun 1998. Tempat pelayanan ini didirikan
dalam rangka memperingati hasi Kartini dan berditinya dimotos oleh DERAP Warapsari, sebuah organisasi
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pada tahun 2007 yang lalu ditubah namanya menjadi UPPA (Unit Pelayanan Perempuan dan
Anak), yaitu Berdasarkan kepada Peraturan Kapolti No. 10 Tahun 2007, tentang
Restrukturisasi UPPA kedalam Struktur Polr.

Beberapa hal pokok yang penting dilakukan pada tahap ini, adalah bahwa dari
pihak kepolisian, khususnya dalam menangani kasus-kasus KDRT memiliki peran yang
khusus, terkait dengan pemberian petlindungan kepada para korban KDRT, seperti pada
ketentuan dari pasal 16* sampai dengan pasal 20* dari UU PKDRT. Pada intinya tujuan dari
semua ketentuan tersebut adalah agar pihak korban dapat memperoleh perlindungah hukum
yang maksimal dari pihak kepolisian (dalam hal ini para awak UPPA). Pihak kepolisian juga
d?.lam memberikan perlindungan kepada pihak korban KDRT melakukan koordinasi atau
vbeke_rja sama dengan tenaga kesehatan, pékerja -sosial, ;elawan pendamping, dan/ atau |
pembimbing rohani (éesuai dengan ketentuan dari pasal 17 UU PKDRT). Untuk
memperjelas proses penanganan kasus KDRT pada tahap pemeriksaan di tingkat kepolisian
(yang dilakukan oleh UPPA), maka pada bagian selanjutnya akan dijelaskan pengalaman
penanganan kasus-kasus KDRT ;)leh pihak UPPA di Polda Métro Jaya dan UPPA di Polres

Jakarta Pusat.

yang didirikan oleh purnawirawan polisi perempuan. RPK ini disetujui oleh pimpinan kepolisian untuk
didirikan disetiap Polres di seluruh Indonesia (Layanan Yang Berpihak, Komnas Perempuan, 2001:64).
45 Lihat ketentuan dad pasal 16 UU PKDRT:
(1) Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan
kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada kotban.
(2) Petlindungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak
korban diterima atau ditangani.
(3) Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak pemberian perlindungan sebagmmana
dimaksud pada ayat (1), kepolisian wajib meminta surat penetapan petintah perlindungan dari pengadilan.
46 Lihat ketentuan dari pasal 20 UU PKDRT:
Kepolisian segera menyampaikan kepada korban tentang:

a. identitas petugas untuk pengenalan kepada korban;

b. kekerasan dalam rumah tangga adalah kejahatan tethadap martabat kemanusiaan; dan

c. kewajiban kepolisian untuk melindungi korban.
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4.2.1.1.1 UPPA Polda Metro Jaya

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) merupakan salah satu unit
ketja, yang ada di lingkup kepolisian di Polda Metro Jaya, dimana kewenangan dari UPPA
memang terfokus kepada penanganan terhadap kasus-kasus kekerasan perempuan dan anak..
Letak dari dari unit PPA berada di dalam kompleks Polisi Daerah (Polda) Metro Jaya,
Semanggi, Jakarta Pusat. Suasana dari UPPA Polda Metro Jaya tidak terlalu menonjol
dibandingkan dengan bagian atau unit ketja lainnya di Polda Metro (jika dibandingkan
dengan unit khusus untuk penanganan Terotis atau Narkoba). Karena memang secara
organisatoris UPPA ada di bawah kendali fungsi Reserse, diawaki oleh Polwan Reserse
sebagai kekuatan inti dibantu oleh Polwan Yanmas (Layénan Maéyarakat). Suasana dari
UPPA-nya sendiri sudah cukup memadai, dalam artian sudah dilengkapi dengan satu ruang
tunggu yang dengan seperangkat televisi dan pendingin ruangan, dan terdapat satu set sofa
yang cukup empuk, yang ditata secara apik dan cukup nyaman, tujuannya untuk mengurangi
kesan formal dati sebuah institusi penegak hukum.

Fungsi lainnya dan IjPPA sebagai sebuah bagia;l dari institusi penegak
hukum, yaita sesuai dengan ketentuan dasi KUHAP untuk melakukan proses penyelidikan,
agar dapat mengumpulkan semua data-data atau bukti-bukti terkait dengan suatu peristiwa
hukum (dalam hal ini kasus KDRT). Dan untuk mempercepat proses penyelidikan tersebut,
maka dari pihak kepolisian perlu melakukan ketjasama atau berkoordinasi dengan institusi
atau lembaga pemerintah lainnya. Bentuk kootdinasi lain (selain betkoordinasi dengan pihak
kejaksaan) yang juga sering dilakukan oleh pihak UPPA Polda Metro pada saat ini, terutama
dalam menangani para perempuan korban KDRT, adalah dengan pihak P2TP2A (Pusat

Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak). P2TP2A adalah pusat kegiatan
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terpadu yag menyediakan pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan di DKl
Jakarta yang meliputi: pelayanan informasi, konsultasi psikologis dan hukum, pendampingan
dan advokasi, serta pelayanan medis dan rumah aman (shelter) melalui rujukan secara gratis.

Mengenai respon tethadap UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT di
kalangan awak UPPA, khususnya para awak UPPA Polda Metro Jaya, yaitu menurut
pendapat dari Ketua Unit atau Kanit Setse, Ibu Mr, bahwa:

“Reberadaan dari UU PKDRT sangat baik dan sudah spesifik mengatur tentang bentuk-bentuk dari
KDRT. Tapi, UU ini juga masih memiliki banyak kelemahan. Kelemaban dari UU PKDRT, yatu
tentang batasan dari kekerasan psikis atau trawma yang dialami oleh korban yang masih membutwhkan
keterangan dari seorang saksi ahlif seorang psikolog. Tentang deﬁnﬁi dan juga batasan dari Penelantaran
Ekonomi atau Penélantaran dalam Ramah Tangga. Kelemahan lainnya adalah dalam penjelasan dari UU
PKDRT tidak secara rinci r}lery'elaxkaﬂ tentang modus operandinya. Dan juga dalam bagt'aln Dpenjelasan
kurang meryela.r/ean‘ tentang batasan-batasan dari beberapa bentuk KDRT, seperti: ketentuan dari pasal
tentang kekerasan psikis dan  penelantaran dalam rumab tangga/ kekerasan ekonomi. Tentang
pembuktian, dimana dalam ketentuan dari UU PKDRT dinyatakan babwa untuk pembuksian terhadap
saty kasus KDRT cukup dengan satu orang saksi. Padabal, dalam KUHAP (Kitab Hukum Acara
Pidana) kita menganut prinsip “ Nullus Testis Ullus Testis”, yang berarti satu orang saksi bukan sakst.
Sehingga, untuk proses selanjutnya akan mengalami hambatan.”

Pendapat dari Kanit Serse UPPA Polda Metro, Ibu Mt di atas, sangat tetlihat
pola pikit yang betkembang di kalangan penegak hukum, khususnya pihak kepolisian yang |
mengedepankan ketentuan hukumnya. Artinya, mereka para anggota kepolisian
membutuhkan satu aturan hukum yang jelas dulu, baru kemudian akan melakukan suatu

tindakan hukum.. Untuk melakukan suatu tindakan hukum mereka harus sesuai dengan apa

yang tercantum di dalam Undang-Undang.
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4.2.1.1.2 UPPA Polres Jakarta Pusat

UPPA Polres Jakarta Pusat adalah merupakan salah satu bagian dan tempat
penanganan tethadap kasus-kasus kekerasan, baik yang dialami oleh petempuan AMupun
anak. Di Polres Jakarta Pusat, secara organisatoris kedudukan dari UPPA berada di bawah
kendali fungsi Reserse. Keberadaan UPPA di Polres Jakarta Pusat juga menjadi suatu bagian
penting dalam memberikan pelayanan serta perlindungan hukum tethadap masyarakat,
khususnya kepada masyarakat perempuan dan anak sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu
ST, selaku Kanit UPPA Polres Jakarta Pusat, dalam wawancara singkat pada hari Jumat,
tanggal 13 Aptil 2007, di ruang tamu UPPA Polres Jakarta Pusat., beliau menyatakan bahwa:

“Kasus KDRT yang diterima oleb RPK Polres Jakarta Pusat sangat banyak sekals, atau kayak
Jamur kasus jang dilaporkan’.

Pernyataan Ibu ST didukung data kasus kekerasan yang diteﬁma oleh UPPA Polres
Jakarta Pusat, yaitu dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2007, sebagai berikut:: |

a. Pada tahun 2005 ada sebanyak 25 (dua puluh lima) kasus, yang
semua bentuk kekerasannya dalam bentuk kekerasan fisik:;

b. Data pada tahun 2006 ada sebanyak 35 (tiga puluh lima) kasus, yang
terditi atas 34 (tiga puluh empat) kasus kekerasan fisik, dan 1 kasus
kekerasan psikis;

c. Data pada tahun 2007 ada sebanyak 19 (sembilan belas) kasus, yang
terdiri atas 17 (tujuh belas) kasus kekerasan fisik, dan 2 buah kasus |

kekerasan psikis.

41 Alasan untuk memilih data dari tahun 2005, adalah untuk melihat perkembangan pelaporan tentang kasus-
kasus KDRT, yaitu setelah disahkannya UU PKDRT, pada tahun 2004. Untuk melihat perkembangan setelah
adanya UU PKDRT. :
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Ibu ST menilai bahwa salah satu penyebab banyaknya kasus KDRT yang
dilaporkan oleh masyarakat di UPPA Polres Jakarta Pusat, adalah karena sudah adanya UU
No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT sebagai “Payung Hukum® terhadap penanganan untuk
kasus-kasus KDRT. Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang sering dilaporkan
kepada UPPA Polrés Jakarta Pusat hampir 90% adalah kekerasan fisik. Bentuk kekerasan
lainnya yang juga sering dilaporkan adalah penelantaran dalam rumah tangga atau kekerasan
ekonomi, dan kekerasan psikis. Untuk proses pembuktian yang: paling mudah untuk
teridentifikasi adalah kekerasan fisik, jika dibandingkan bentuk-bentuk kekerasan yang
lainnya, seperti kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga. Inilah
beberapa hambatan yang sering dihadapi oleh pihak UPPA Polres Jakarta Pusat. dalam
penanganan kasus-kasus KbRT. A

Be;t)erapa hambatan lain yang juga sering ditemui oleh para awak UPPA
dalam menangani kasus-kasus KDRT, yaitu tentang batasan dar i(ekerasan psikis atau
trauma yang dialami oleh korban, yang masih membutuhkan keterangan dari seorang saksi
ahli atau seorang psikolog. Oleh karena itu, dan 20 .kasus yang dilaporkah atau fang ada,
hanya 5 kasus saja yang dapat diproses sampai ke Pengadilan Neger. Sedangkan, untuk 15
kasus lainnya dicabut atau hanya masuk kedalam kategori sebagai kasus tmdak pidana ringan
(Tipiting). Karena, kebanyakan korban dari kasus KDRT hanya mengalami kekerasan dalam
bentuk memar-memar, atau bentuk kekerasan yang dialaminya belum sampai menghalangi
korbaﬁ dalam melakukan aktifitasnya sehari-hari.

Mengenai batasan tentang suatu petbuatan itu termasuk keketasan berat atau
sebagai bentuk tindak pidana berat, khususnya dalam konteks KDRT/UU P-KDRT, yaitu

bahwa perbuatan tersebut akan menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan
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pekerjaan jabzitan atau mata pencahatian atau kegiatan sehati-hari (sesuai dengan ketentuan
dari pasal 44 dan 45 UU PKDRT). Khusus, untuk ketentuan tentang kekerasan seksual yang
diatur dalam pasal 48 UU P-KDRT, dijelaskan tentang luka yang tidak membeti harapan
akan sernbu_h sama sekali, yang ditandai dengan korban mengalami gangguan daya pikir atau
kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 minggu terus menerus atau selama 1 tahun tapi tidak
secara berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau bisa juga yang
mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi.

Menurut pernyataan dari Ibu ST, kasus-kasus tersebut kemudian kebanyakan
dicabut oleh pelapor. Untuk kasus-kasus KDRT yang dicabut, maka oleh pihak UPPA Polres
Jakarta Pusat kemudian melakukan proses mediasi terhadap pelaku dan korban pelaku dan

“korban KDRT, yang tujuannya‘ adalah untuk menanyakan kepada pihak pelaku tentang
perlakuannya tethadap pihak kotban, terutama tentang pernyataan dari pihak pelaku untuk
tidak melakukan perbuatannya lagi. Selain itu, tujuan dati proses mediasi yang dilakukan
adalah untuk menjelaskan kepada pihak kotban dan pelaku tentang proses hukum terhadap
kasus KDRT yang sedang dialaminya. Untuk menjamin agar pihak pelaku tidak melakulkan
kekerasan lagi, pthak UPPA mendorong agar ada petjanjian di atas kertas antara pelaku dan
korban.

Tentang proses ketjasama diantara pihak kepolisian dengan pihak JPU dalam
menangani kasus-kasus KDRT selama ini menurut keterangan dari Ibu ST, sudah ada

~ koordinasi sejak awal kasus diterima. Sehingga sangat jarang kasus-kasus KDRT yang ditolak

oleh pihak JPU dari Kejari (Kejaksaan Negeri) Jakarta Pusat, karena adanya koordinasi yang
baik antara pihak Kejari Jakarm Pusat dengan pihak UPPA Polres Jakarta Pusat. Dari

pernyataan ini ingin diperlihatkankan bahwa pada dasarnya komunikasi yang antara para
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penegak hukum, terutama komunikasi diantara pihak kepolisian (dalam halA ini dari
RPK/UPPA) dengan pihak JPU/kejaksaan sudah terbangun dengan baik. Bentuk
komunikasi yang baik ini juga akan mempengaruhi proses penanganan hukum selanjutnya.
Karena komunikasi menjadi faktor penting di dalam menangani kasus-kasus kekerasan
tethadap perempuan (khususnya).
4.2.1.2 Tahap Penuntutan Umum

Peran atau tugas dari seorang Jaksa Penuntut Umum (biasa disingkat menjadi
JPU) di dalam persidangan, yaitu baik menurut ketentuan dari pasal 1 butir ke2 UU No.16
Tahun 2004 tentang Kejaksaan R1, ataupun ketentuan dari pasal 13 KUHAP sama-sama
menyebutkan, bahwa: “Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang- '
undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim”. Jadi, seorang
| jPU memiliki. dua tugas pokok, yakni: - " A

a. penuntutan;
b. pelaksanaan penetapan hakim.

Kedua tugas ini hanya diberikan kepada kejaksaan, yang berarti ﬁdak ada lembaga lain yang |
diberikan wewenang oleh undang-undang. Hal tersebut bertujuan untuk memperoleh
kepastian hukum dan menjamin, melindungi serta menjunjung tinggi hak asasi rakyat
tethadap penguasa yang diwakilkan kepada jaksa (Prodjohamidjojo, 1990:15-16).

Mengenai hal-hal apa saja yang menjadi kewenangan dari seorang Penuntut
Umum juga sudah dijelaskan di atas, yaitu pada penjelasan tentang kondisi dati masing-
masing penegak hukum, dimana salah satu kewenangannya adalah menerima dan memetiksa
berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu (ketentuan dari pasal 14

butir a KUHAP). Bahkan, pada penjelasan di atas pun sudah sedikit menyinggung salah satu
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bentuk koordinasi yang harus dilakukan antara JPU dengan pihak Kepolisian (dalam hal ini
para awak UPPA), yaitu dalam melengkapi berkas perkara. Dan untuk mengantisipasi agar
dalam melengkapi unsur-unsur penting dari suatu berkas perkara, maka sudah menjadi hak
dasar dari seorang JPU untuk memberikan petunjuk-petunjuknya. Hal seperti ini juga sempat
disampaikan oleh seorang JPU dari Kejari Jakarta Pusat, Ibu VR, yaitu dalam wawancara
singkat yang dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2007, bahwa:

"Koordinasi diantara Polisi dengan Jaksa sejaub ini masib belum mulus. Karena, dari pihak kepolisian
masih memgelubkan tentang proses kerjanya atau pelaporannya yang masth harus bolak-balik. Sementara
di satu pihak jaksanya masih merasa kurang puas dengan hasil dari polisi. Ini disebabkan karena dulu
jaksa itu adalah sehagai penyidik juga (berdasarkan hukum HIR). Dan setelsh ada KUHAP, fungsi
tersebut menjads berwbah. Jadi, agak sulitnya disitu. Oleh karena itu bentuk koordinasi dengan pibak
kepolisian masib dirasakan kurang maksimal. karena masih banyak berkas perkara yang berstatus P-18
dan P-19. Tapi Kalau udah lengkap langsung di P-21. Tapi kalau aks sib daripada lama langsung di P-

21, nanti Ran pembuktian di sidang sajakan’ '
Salah satu pernyataan dari Ibu VR mengenai peran dan seorang Penuntut
Umum, yaitu bahwa dulu pada saat masih menggunakan ketentuan dari HIR (Herziene
Indonesische Reglement), pihak JPU juga dulu mempunyai kewenangan untuk melakukan
ptoses penyidikan terhadap suatu petkara pidana. Bahwa memang dulu, waktu masih
menggunakan sistem HIR, Jaksa/penuntut umum mempunyai tugas dan wewenang:

pengusutan dan penuntutan (Prodjohamidjojo, 1990:18).

Tentang respon terhadap UU No. 23 Tahun 2004, UU PKDRT sama dengan
respon para penegak hukum pada umumnya, yaitu merasa bahwa UU PKDRT sangat baik
dan spesifik dalam penanganan terhadap kasus-kasus KDRT. Bahkan, menurut pendapat

dati Ibu VR, yaitu bahwa:
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"UU PKDRT ini juga memiliki keunggulan dalam  pembuktian, yaitu ‘tidak
memerlukan saksi lain atau cukup dengan sakst korban saja’

Hal ini sebernanya menggambarkan terobosan hukum yang ada di dalam UU
P-KDRT. Terobosan hukum yang diciptakan oleh UU PKDRT ini memberikan dampak
positif bagi perempuan, teruatama untuk perempuan kotban.

Mengenai proses penanganan tethadap kasus-kasus KDRT, menurut Ibu VR,
kebanyakan pelaku dari kasus KDRT itu adalah otang-orang atau pihak-pihak yang memiliki
" hubungan emosional yang dekat dengan si-korban (pelakunya adalah pihak suami). Sehingga,
kebanyakan dari para pelaku KDRT tidak mau ditahan atau dipenjara oleh istrinya dengan
perﬁmbangar; penahanan suami akan mengganggu perasaan atau kondisi psikis dari anaknya.

Berkaitan dengan proses penanganan terhadap kasus KDRT yang menurut
pendapat dati salah seorang JPU dari Kejari Jakarta Pusat, Ibu VR, bahwa memang akan |
me;nimbulkau suatu kondisi yang sulit, baik dari pihak korbannya (istrinya) dan juga anaknya
di dalam memproses suatu kasus KDRT. Hal ini juga terkait dengan masih banyaknya
kelemahan dari UU PKDRT, misalnya: di dalam ketentuan tentang kekerasan fisik belum
mencantumkan secata jelas batasan dati kekerasan fisik. Mengenai sanksi hukumnya juga
tidak terlalu lama, jika dibandingkan dengan ketentuan dari KUHP (Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana). Sehiﬁgga, kalau ancamannya di bawah 4 bulan hanya masuk Tipiting dan
bentuk sanksinya hanya kurungan saja. Sedangkan, kalau menggunakan ketentuan hukum
dari KUHP maka sanksi hukumannya dapat ditambah 1/3 karena pelaku kejahatannya dari
pihak keluarga/anggota keluarga.

Bentuk kekerasan yang paling banyak diproses oleh pihak JPU Kejari Jakarta

Pusat adalah pasal tentang kekerasan fisik (pasal 6 UU No. 23 Tahun 2004 tentang
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PKDRT*) dengan sanksi pidananyé hanya selama 4 bulan. Tujuannya, agar si-pelaku (dalam
hal ini pihak suami) tidak dihukum terlalu lama, sehingga diharapkan masih bisa
mempertahankan keutuhan keluarganya. Karena tujuan dard UU PKDRT ini adalah untuk
menjera si-pelaku agar tidak membuat pelanggaran yang sama terhadap korban (pihak istri).
Atau, dengan kata lain tidak akan mengkriminalisasikan para pelaku KDRT.
4.2.1.3 Tahap Penetapan Putusan Akhir oleh Para Hakim

Peran yang harus dijalankan oleh pihak hakim dalam menangani kasus-kasus
KDRT sudah diatur secara jelas didalam ketentuan dari UU P-KDRT. Salah satu kewajiban
yang harus dilaksanak;n oleh seorang hakim yang ada di PN (dalam hal ini ketua pengadilan),
yaitu mengeluarkan surat penetapan yang berisi perintah perlindungan bagi kotban dan
anggota keluarga laiq” berdésarkan ketentuan.dari. pvas‘al 28 UU No. 23 Tahun 2004 tentang

" PKDRT:

- “Ketua pengadilan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya permohonan wajib
mengeluarkan surat penetapan yang berisi perintah perlindungan bagi korban dan anggota
keluarga lain, kecuali ada alasan yang tepat”.

Hal lin yang juga petlu dilakukan oleh seorang hakim di dalam menangani kasus-kasus
KDRT di PN adalah memberikan tambahan tethadap pembetian perintah perlindungan,

yaitu terkait dengan adanya kondisi tertentu. Kewajiban dari seoran hakim PN adalah untuk

mempertimbangkan Keterangan dari korban, tenaga kesehatan, peketja sosial, relawan

48 L ihat ketentuan dadi pasal 6 UU PKDRT:
“Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, -
jatuh sakit, atau luka berat”.

4 Lihat ketentuan dari pasal 28 UU RL No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT: “Ketua pebgadilan dalam
tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya permohonan wajib mengeluarkan surat penetapan yang berisi
perintah perlindungan bagi korban dan anggota keluarga lain, kecuali ada alasan yang patut”.
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pendamping, dan/atau pembimbing rohani®. Tujuan dari pemberian keterangan tambahan
ini adalah untuk mengetahui secara jelas tentang kondisi dari korban, dan tentunya juga
kondisi dari kasus yang dialami oleh kotban secara lengkap. Lihat ketentuan dari pasal 31
(1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT:
(1). Ketentuan tentang Penetapan Kondisi Khusus yang harus dipertimbangkan oleh pihak
pengadilan (dalam hal ini Ketua Pengadilan Negeri):
“Atas p¢ﬁnohonan korban atau kuasanya, pengadilan dapat mempertimbangkan untuk:
a. menetapkan suatu kondisi khusus;
b. mengubah atau meiﬁbatalkan suétu kondisi khusus dari perintah perlindungan™.
(2). Ketentuan tentang penetapan Perintah Perlindungan oleh Ketua Pengadilan: (pasal 32
UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT) Perintah pe;lindungan dapat diberikan dalam
waktu paling lama 1 ) gt
(1) Perintah perlindungan dapat diperpanjang atas penetapan pengadilan.
(2) Permohonan perpanjangan Perintah Petlindungan diajukan 7 (tujub) han
sebelum berakhir masa berlakunya. |
Hal-hal inilah yang merupakan kewenangan yang harus dijalankan oleh para hakim, terutama
Ketua Hakim yang ada di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (khususnya).
Terkait dengan akan dikeluatkannya surat penetapan ini maka sudah
sewajarnya dani pihak PN Earus berkoordinasi dengan kepolisian yang telah memberikan

petlindungan sementara tethadap kotban KDRT. Tujuan dari adanya komunikasi di sini

50 Lihat ketentuan dari pasal 34 (2) UU PKDRT, yang menyebutkan bahwa: “Dalam pemberian tambahan
kondisi dalam perintah perlindungan, pengadilan — wajib mempertimbangkan keterangan dari korban, tenaga
kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani”.
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adalah agar informasi yang diperoleh, baik dati kotban ataupun dari kepolisian dapat
terinformasikan secara baik dan jelas kepada para majelis hakim di PN.

Kondisi dari para penegak hukumnya sendiri (maksudnya keberadaan dari
para Hakim dan juga Panitera di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat) pada dasarnya sudah
mengetahui, dan juga memahami bahwa khusus untuk kasus-kasus KDRT harus sudah
menggunakan ketentuan hukum dari UU No. 23 Tahun 2004 tentang P-KDRT. Hal ini bisa
ietlihat dan hésil wawancara dengan salah satu Hakim Perempuan di PN Jakarta Pusat yang
 berinisial Ibu AN (yaitu pada tanggal 23 April 2007):

“Bahwa UU PKDRT ini bagus dan positif, karena hal semacam ini sudah
mencerminkan apa yang menjadi kebutuhan dari masyarakat. Dan keberadaan dari
kasus-kasus KDRT itu sudah bukan rahasia lagi karena masyarakat sudah tahu
tentang adanya UU PKDRT ini. Oleh karena itu sudah ada kampanye atau sosialisasi
tentang UU ini. Sedangkan, kelemahan dari UU PKDRT, yaitu bahwa tidak banyak
kasus yang dilaporkan kepada pihak penegak hukum. Hal ini karena dari pihak
wanitanya/korban tidak ingin ini ditampilkan. Tetapi, kita sudah sepakat bahwa jika
ada kasus seperti ini maka langsung menggunakan UU PKDRT. Tetapi, kita tidak
ada hambatan dalam menangani kasus-kasus KDRT.”
Pernyataan dari salah seotang hakim perempuan di PN, di atas pada dasarnya ingin
menekankén, bahwa meskipun di Indonesia telah memiliki UU khusus tentang KDRT, yaitu
UU PKDRT, tapi kenyataan di lapangan menunjukkan lain. Kenyataan yang . ada
menunjukkan bahwa masih sedikit dari masyarakat, khususnya masyarakat perempuan yang
mau dan berani melaporkan kasus-kasus KDRT yang mereka alami kepada pihak penegak
hukum. Hal ini menunjukkan bahwa budaya patriarkilah yang membuat pihak perempuan
kotban KDRT merasa takut dan segan untuk melaporkan kasus KDRT-nya kepada pihak
penegak hukum. Oleh karena itu jika ada kasus KDRT yang dilaporkan ke pihak penegak
hukum, atau sampai ke tahap PN, khususnya di PN Jakarta Pusat maka oleh para majelis

hakim kasus tersebut akan ditangani secara serius.
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Tentang keberadaan dari UU PKDRT sebagai suatu terobosan hukum, masih
menurut pendapat dari Ibu Andriani sebagai salah satu hakim di pengadilan negeri Jakarta
Pusat, yaitu:

“Iya, bahwa keberadaan dari UU PKDRT dapat menjadi payung hukumnya. Kita
juga kadang-kadang kesal, kok fingan ya? Tetapi, setelah adanya UU PKDRT maka
ini bisa menjadi payung hukumnya, sehingga hukumannya dapat diperberat.”

Hasil wawancara dengan salah seorang Hakim Perempuan di Pengadilan
Negéxi Jakarta Pusat, Ibu AD, diperoleh informasi bahwa pada dasarnya keberadaan dan UU
PKDRT sudah dapat menjadi payung hukum bagi para hakim dalam memperberat putusan
hukum bagi para pelaku kekerasan. Penerapan UU PKDRT di lingkup Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat juga sudah tidak mengalami kendala. Tetapi, memang keberadaan dari UU
PKDRT ini hanya berlaku untuk pernikahan yang resmi saja. Sementara, untuk pernikahan
yang dibawah.tangan (permkahan ‘tidak resmi) tidak dapat diproses dengan menggunakan
ketentuan dari UU PKDRT. Sehingga untuk kasus-kasus kekerasan yang terjadi dalam
kondisi bukan sebagai suami-istri yang sah, maka hanya akan diproses dengan menggunakan
ketentuan dari KUHP saja. Sejauh ini para hakim di pengadilan negeri Jakarta Pusat juga
tidak merasakan adanya hambatan di dalam menerapkan dan memahami ketentuan dari UU
PKDRT. Sedangkan, reaksi dati para Panitera Pengganti tentang UU PKDRT juga sangat
mendukung dan sangat bersifat positif. Arﬁnyé, mereka sangat mendukung
pengimplementasian dari UU PKDRT. Karena dengan adanya UU ini, maka penanganan
terhadap kasus-kasus KDRT akan menjadi lebih spesifik dan hukuman yang akan dijatubkan

kepada pihak pelakunya juga maksimal.
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Tabel 5

Data Laporan Kasus-Kasus KDRT di UPPA Polres Jakarta Pusat dan di Pengadilan

Negeri Jakarta Pusat
Tahun 2005 s/d Tahun 2007
Institusi Penegak Tahun 2005 Tahun 2006 Tahun 2007
Hukum

UDPA Dolres Jakarta | 25 kasus 35 kasus 19 kasus
| Pusat

Pengadilan Negeri | 3 kasus 7 2 kasus

Jakarta Pusat | -

Mengenai )umlah kasus-kasus KDRT yang ditangani di Pengadilan Negeri

]ékarta Pusat. tidak terlalu banyak, jika dibandingkan dengan jumlah laporan tentang kasus

KDRT yang diterima oleh pihak kepolisian (dalam hal ini pihak UPPA Polres Jakarta Pusat).

Hal ini disebabkan karena ada berbagai faktor yang mempengaruhi laporan terhadap suatu

kasus KDRT dapat diproses sampai ke tahap pemeriksaan di PN. Salah satunya adalah

tentang pembuktian, dimana masih banyak dari kasus-kasus KDRT tersebut yang tidak dapat

diproses sampai ke tingkat PN karena tidak memiliki pembuktian yang cukup. Dan faktor

terberat lainnya adalah terkait dengan faktor budaya yang bersifat patrarki, yang kemudian

membuat pihak perempuan korban merasa terpojokkan dengan laporan tentang kasus

KDRT yang dialaminya. Ada anggapan bahwa dengan melaporkan kasus KDRT yang

dialami berarti itu sama dengan membuka aib keluarga sendiri. Anggapan-anggapan seperti
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inilah yang membuat perempuan kotban KDRT merasa takut untuk terus memproses kasus
KDRT-nya.

| Di sisi lain justru menurut pendapat Ibu AD, sebagai seorang hakim di
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, bahwa ini akan membuat posisi perempuan sangat A
dirugikan, atau memiliki posisi yang sangat rentan di depan hukum. Hambatan lainnya, yang
juga sering menghambat proses'penanganann dan juga putusan terhadap kasus-kasus KDRT
di pengadilan, édalah fentang proses pemanggilan saksi dan tentang peran dari pendamping
korBan di dalarn persidangan. Karena pada dasarnya saksi-saksi yang diajukan dalam kasus
KDRT itﬁ membutuhkan pendampingan, baik dari seorang ahli atau psikolog, ataupun orang
yang berprofesi sebagai Pekerja Sosial.

-‘ Akibat, dan masih banyaknya hambatan yang ditemui atau yang dihadapi
oleh para 'penegak hukum (khususnya pér; hakim) di PN Jakarta Pusat, maka masih banyak
kasus yang diputus belum maksimal. Sebagai contoh kasus KDRT pertama, yaitu kasus
KDRT antara YL dengan RM yang dialami oleh YL, yang ditembak oleh suaminya dengan
menggunakan pistol mainan jenis airsoft, dimana putusan akhir yang ditetapkan oleh pihak
majelis hakim lebih rendah dari apa yang dituntutkan oleh pihak JPU, yaitu hanya selama 2
bulan hukuman penjara, yang setelah dikurangi dengan masa tahanan maka hanya sekitar satu
bulan lebih. Dan jika dibandingkan dengan lamanya waktu pemprosesan kasus ini lebih lama
dibandingkan dengan lamanya sanksi hukuman yang dijatuhkan kepada pihak terdakwa.
Artinya, keputusan akhir yang ditetapkan oleh pihak Majelis Hakim di PN Jakarta Pusat
(khususnya) tidak sebanding dengan perjuangan dari pihak korban, yang telah susah payah

membawa proses penyelsaian dari kasus KDRT-nya sampai ke tahap pengadilan.
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Peran dan seorang hakim sangat strategis dalam menangani suatu kasus atau
petkara, baik yang bersifat Pidana ataupun Perdata. Negara Indonesia menganut sistem
hukum Sipil atau Civil Law System®, yang sangat mengagungkan pendapat ataupun
keputusan yang ‘dibuat oleh seorang hakim di pengadilan. Bahkan, pendapat ataupun
keputusan akhir yang dibuat oleh seorang hakim ini dapat dianggap sebagai suatu terobosan
hukum. Oleh karena itu, putusan ya-ng telah dihasilkan tersebut dapat menjadi contoh bagi
hakim lainnya dalam ménahgfmi k;\sus yang sama dengan yang telah diputuskannya itu. Hal
ini disebﬁt dengan istilah Yut_isprudensisz. Kebanyakan Yurisprudensi ini sudah memiliki
kekuatan hukuﬁn tetap, sehingga dapat menjadi salah Satu sumber hukumn,

- . Pendapat dari .beberapa orang hakim yang ada di pengadilan nege@,
. khususnya pengaéilan négeti Jakarta Pusat, tentang“penanga..nan terhadap kasus-kasus KDRT
masth sangat béra@._ Masih banyak hakim di i’éngadilan Neger yang melihat kasus KDRT
hanya sebatas kekerasan fisik saja, tanpa mempethatikan bentuk-bentuk kekerasan yang
lainnya (misalkan kekerasan psikis, penelantaran rumah tangga atau kekerasan seksual). Atau,
kebanyakan dari para majelis hakim, khususnya di PN Jakarta Pusat hanya melihat suatu
kasus KDRT secara “partial” atau sebagian saja, tanpa melihat keseluruhan dari kasus KDRT

tersebut. Ini terbukti dari dua kasus KDRT yang dipantau langsung di PN Jakarta Pusat,

51 Civil Law System atau sistem Eropa Kontinental, adalah sistem yang cenderung memperlakukan hukum
sebagai kaidah-kaidah positif (yang terumus secara eksplisit dan terintegrasi secara konsisten) yang terorganisasi
di dalam suatu sistem normatif yang tertutup, dengan metodenya yang mornismus yang ternyata dimaksudkan
untuk hanya bisa mengenali prosedur-prosedut penalaran yang formal-deduktif saja. Sebagai sumber hukum
utama dalam sistem hukum Eropa Kontinental atau Civil Law System adalah undang-undang yang dibentuk -
oleh badan legislatif (Wignjosoebroto, 2002).

52 Yurisprudensi, adalah kumpulan atau sari keputusan Mahkamah Agung tentang berbagai vonis beberapa
macam jenis kasus perkara berdasarkan pemutusan kebijaksanaan para Hakim sendiri yang kemudian
dianut oleh para hakim lainnya dalam memutuskan kasus-kasus perkara yang (hampir) sama. Dengan
adanya Yurisprudensi itu para hakim secara tidak langsung membentuk materi hukum atau yurisprudensi
itu juga merupakan sumber hukum.
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dimana masing-masing dari Majelis Hakimnya hanya melihat bahwa kasus KDRT yang
dialami oleh masing-masing korban adalah kejadian yang sekarang saja, atau 'tanpa melthat
kejadian-kejadian yang lalu, yang juga memiliki keterkaitan erat dengan kejadian yang
sekarang ini.

Putusan yang dimaksud disini adalah suatu hasil akhir dari proses penanganan
kasus-kasus KDRT yang telah dihasilkén, baik oleh pengadilan negeri ataupun oleh
pengadilan agama, dimana kebaﬁyakan >da.ti putusan yang telah dihasilkan itu masih banyak
kekurangannya, temtax;la yang terkait dengan perempuan sebagai kotban. Kébanyakan
putusan yang diperoleh pihak perempuan korban KDRT masih sangat jauh dan harapan
yang ada. Hal ini disebabkan karena cara pikir serta budaya dari masing-masing penegak
hukum belum secara ;eﬁus fneﬁilat; bahwa KDRT adg.lah juga sebagai salah satu b_eﬁ@
pelanggaran terhadap Hak Asasi Perempuan. . .

4.3 Peran Pengadilan Agama Jakarta Pusat dalam Menangani Kasus-Kasus KDRT

Seperti yang telah dijelaskan pada sub bab yang kedua tentang peran dar
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam menangani kasus-kasus KDRT, maka pada bagian ini
juga akan membahas tentang peran dari Pengadilan Agama dalam memutuskan kasus-kasus
KDRT. Meskipun, ruang lingkup dati PA adalah untuk kasus-kasus yang bersifat Perdata,
tapi kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa.banyak kasus perceraian yang diajukan oleh
pihak perempuan/istri adalah merupakan akibat dari addnfa KDRT. Oleh katena itulah,
maka PA sebagai sebuah institusi hukum memiliki peran yang strategis dalam penanganan
'kasus—kasus KDRT.

Sebagian orang, khususnya perempuan/pihak istri merasa lebih nyaman

untuk memilih menyelesaikan kasus perceraian, yang disebabkan karena adanya KDRT lewat
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jalur Pengadilan Agama. Meskipun, memang fungsi dari sebuah Pengadilan Agama adalah
untuk menangani kasus-kasus perceraian, tapi khusus untuk kasus-kasus perceraian yang
disebabkan karena adanya KDRT lebih memilih untuk menyelesaikan kasus KDRT-nya
lewat jalur PA. Karena pada dasarnya penyelesaian terhadap kasus perceraian lewat jalur ini
lebih mengutamakan “win-win solution”, atau tidak mengkriminalisasikan pihak pelaku, tapi
hanya membuat jera. Walaupun, pada prosésnya tetap ada saja pihak yang dirugikan,
kebanyakan pihak perempuan.v Para haknn di PA masih sangat mengedepankan keutuhan
keluarga, yaitu dengan terus-menerus menawarkan perdamaian diantara para pihak yang
betpekara. Padahal, si@si yang dialami oleh pihak penggug;lt/ pemohonnya sudah tidak
memungkinkan ]agi. untuk dilakukan perdamaian, karena beban atau kesakitan yang
dialaminya sudah begitu berat. Ini ]ugatldak menunjukkan bahwa semua hakim di PA belum
memiliki sensitivitas g_eﬁcier, karena ada' juga beb'e'rapavd.a..d hakim di PA yang sudah sadar
betul, bahwa kebanyakan kasus perceraian yang diajukan oleh pihak perempuan di PA
(khususnya di wilayah Jakarta Pusat) adalah akibat dari adanya KDRT.
4.3.1 Peran Para Hakim PA

Tentang peran dari para hakim PAv dalam menangani kasus-kasus KDRT,
menurut hasil pengamatan dari peneliti dan juga hasil diskusi dengan beberapa orang hakim
PA, bahwa pada dasarnya para majelis. hakim PA tidai( secara khusus membahas kasus-kasus
Ki)RT, atau menjadikan isu KDRT sebagai fokus pembahasan. Kebanyakan dari para hakim
yang ada di PA masih menganggap bahwa kasus KDRT adalah kasus pidana sehingga ini -
bukan menjadi kewenangan dari PA. Meskipun, seperti yang sudah disebutkan tentang
kekuasaan dari PA, yang salah satunya di dalam bidang perkawinaﬁ (khususnya untuk

masalah-masalah petceraian, dimana kebanyakan penyebab dari kasus-kasus petcetaian itu

123

Sensitivitas Gender..., Danieiie Johanna P. Samsoeri, PPS Ul, 2008



adalah KDRT), tapi pada prinsipnya tidak mengatur tentang masalah KDRT. Karena bidang
atau ruang lingkup pembahasan tentang perkawinan disini hanya terkait dengan hal-hal
tertentu saja, seperti: izin untuk berpoligami dan pemberian izin bagi orang yang masth
dibawah umur (belum berusia 21 tahun), atau sesuai dengan ketentuan dari pasal 49 (2) UU
RI No. 3 Tahun 2006®. Jadi, memang isu KDRT di kalangan hakim PA belum menjadi

prioritas dalam pembahasan ataupun dalam penanganan di persidangan. Meskipun, seperti

53 Lihat ketentuan dad pasal 49 (2) UU RI No. 3 Tahun 2006:
Yang dimaksud dengan bidang perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan, antara lain adalah:

(1) 1zin beristri lebih dari seorang;

(2) izin melangsungkan petkawinan bagi orang yang belum berusia 21
(dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali atau keluarga dalam

_ gads lurus ada perbedaan pendapat;

(3) dispensasi kawin;

. (4) pencegahan perkawinan;

(5) penolakan perkawinan oleh Pegawzu Pencatat Nikah;

(6) pembatalan perkawinan;

(7) gugatan kelalaian atas kewapban suami atau istri;

(8) perceratan karena talak;

(9) gugatan perceraian;

(10) penyelesaian harta bersama;

(11) mengenai penguasaan anak-anak;

(12) ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilaman
bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya;

(13) penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada
bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istr;

(14) putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak;

(15) putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;

(16) pencabutan kekuasaan wali;

(17) penunjukan orang lin sebagai wali oleh Pengadilan dalam hal
kekuasaan seorang wali dicabut;

(18) menunjuk seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup
umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya
padahal tidak ada penunjukan wali oleh orang tuanya;

(19) pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah
menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang ada dibawah
kekuasaannya;

(20) penetapan asal usul seorang anak;

(21) putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk
melakukan perkawinan campuran;

(22) pernyataan tentang sahnya petkawinan yang tetjadi sebelum Undang-

 Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan
menurut peraturan yang lain.
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yang sudah dijelaskan di atas bahwa kebanyakan dan kasus-kasus perceraian yang dilapotkan
ke PA adalah akibat dari adanya KDRT.
Bagian ini akan menampilkan data tentang jumlah kasus perceraian yang

diakibatkan oleh KDRT, telah diputuskan di PA Jakarta Pusat, sebagai berikut:

Tabel 6
Data tentang Putusan tethadap Kasus-Kasus Perceraian di Pengadilan Agama,
Jakarta Pusat:
_ (2006 s/d 2007)
Tahun 2006 Tahun 2007 | Keterangan
7 kasus 5 kasus Tahun 2006:

» Data pada bulan Oktober, yaitu ada 5
kasus petceraian yang dapat dikategorikan
~ sebagai KDRT, dimana bentuk-bentuk
. kekerasan yang dialami oleh Penggugat,
yaitu: o
a. 6 Kasus yang diakibatkan oleh kekerasan |
_ fistk, = . ~ '
b. 4 kasus yang diakibatkan karena
kekerasan psikis, dan
c. 3 kasus vyang diakibatkan karena
penelantaran  rumah  tangga - atau
kekerasan ekonomi.

> data kasus perceraian pada bulan
Desember 2006, ada sebanyak 2 kasus,
dengan beberapa bentuk kekerasan yang |

dialami, seperti:
a. 1 Kasus yang disebabkan oleh kekerasan
fisik, dan ;
b. 2 kasus yang disebabkan karena adanya
kekerasan psikis.
Tahun 2007:

» Pada bulan Januari ada 1 kasus
petceraian yang disebabkan karena
adanya KDRT, yaitu penggugat di
dalam rumah tangganya mengalami 3
bentuk kekerasan, yaitu: kekerasan
fisik,  kekerasan  psikis, dan
penelantaran rumah
tangga/kekerasan ekonomi;
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» Pada bulan Februari, terdapat 4 kasus
perceraian  yang juga terdapat
beberapa jenis kekerasan, seperti:

a. ada 3 kasus perceraian yang
disebabkan karena adanya kekerasan
fisik;

b. ada dua kasus perceraian yang
disebabkan karena adanya kekerasan
psikis. Dan bentuk kekerasan psikis
disini  adalah  karena tergugat
berselingkuh dengan perempuan lain,
dan

- ¢c. ada 3 - kasus perceraian yang
disebabkan karena adanya
penelantaran rumah tangga atau
kekerasan ekonomi.

(Sumber: Bagian Administrasi Pelkurs di Pengadilan Agama, Jakarta Pusai)
Terkait dengan adanya data tentang hasil putusan terhadap beberapa kasus
perceraian yang diputus di PA Jakarta Puéat, maka penéliﬁ melakukan wawancara dengan
seoring hakim di Pengadilan Agama Jakarta Pusat tethadap UU PKDRT, Sapak EL, yang
menyaﬁxpaikan pendapatnya: | .
“UU PKDRT itu bersifat Pidana. sedangkan, ketentuan dari Pengadilan Agama adalah bersifat Perdata.
Sehingga ketentuan tentang UU PKDRT minimal bisa digunakan sebagai Shock Terapi bagi para pelaku
KDRT”.

Jadi, memang agak sulit untuk memasukkan UU PKDRT sebagai ketentuan
hukum atau pertimbangan hukum dari kasus-kasus yang ada di Pengadilan Agama. Karena,
secara prinsip sudah berbeda, dimana ketentuan dati UU PKDRT adalah terfokus kepada
Hukum Pidana, dan sistem hukum yang ada di Pengadilan Agama adalah terfokus kepada
aturan-aturan atau ketentuan Hukum Islam (Perdata).

Meskipun demikian dati hasil pengamatan baik langsung mengikuti

persidangan dari kasus Perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Pusat (kasus ke-3), ataupun
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lewat studi dokumen™ tentang putusan-putusan akhir dari kasus-kasus perceraian yang telah
selesai diproses di Pengadilan Agama ada hakim yang menggunakan UU PKDRT dalam
pertimbangannya.
4.3.2 Panitera Pengganti (PP)

Kedudukan dari Panitera Pengganti di dalam persidangan adalah sebagai
pencatat berita acara sidang sangat penting. Sesuai dengan keten@n dari pasal 225 (1) dan
(2) KUHAP, yaitu: | |

(1) Panitera meﬁyelenggamkan buku daftar untuk semua perkara.

(2) Dalam buku daftar itu dicatat nama dan identitas terdakwa, tindak pidana yang
didakwakan, tanggal penerimaan perkara, tanggal terdakwa mulai ditahan apabila ia
ada dalam tahanan, tanggal dan isi putusan secara singkat, tanggal penerimaan
permintaan dan putusan banding atau kasasi tanggal permohonan serta pemberian
grasi, amnest, abolisi atau rehabilitasi, dan lain hal yang erat hubgﬂgaﬁhya dengan
proses perkara. v . = '

Jadi, memang peran yang dilakukan oleh pihak Penitera Pengganti (PP) lebih bersifat

administratif, tapi juga seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa meskipun bersifat
administratif PP juga dapat menjadi penghubung atau pusat informasi tentang jadwal
persidangan bagi pihak kotban. Pada kenyataannya seorang PP juga memiliki otoritas
tersendiri dalam fungsi administrasinya itu, yaitu mengenai pembatasan akses informasi
tentang dokumen hasil dari persidangan. |
4.4 Refleksi Akhir

Di Indonesia, penanganan tethadap kasus-kasus KDRT sudah direspon
secara positif oleh pihak pemerintah dan juga pihak penegak hukum, yaitu dengan

menetapkan sebuah undang-undang khusus tentang KDRT, UU No. 23 Tahun 2004 tentang

54 Maksud dard Studi Dokumen disini adalah membuat kajian singkat terhadap beberapa putusan atau vonis
akhir dari kasus-kasus perceraian yang ditangani di Pengadilan Agama Jakarta Pusat.
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PKDRT. Pengalaman dari Malaysia, Filipina, dan Singapura sebagai negara tetangga yang
telah memiliki perangkat hukum lengkap untuk penanganan terhadap kasus-kasus KDRT,
juga masih menghadapi banyak kendala. Salah sa;tunya adalah kendala dalam budaya yang
masih sangat bersifat patriarki. Akibatnya, masih banyak kasus-kasus KDRT yang tidak dapat
terselesaikan secara maksimal. Situasi ini juga dialami oleh Indonesia, meskipun dar sisi
perundang-undangan Indonesia telah menetapkan suatu undang—undaﬁg khusus tentang
KDRT, yaitu UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, tépi masih sedikit kasus KDRT yang
dapat terselesaikan secara tuntas sampai ke lingkat. pengadilan. Pengaruh budaya dan
kesiapan dari para penegak hukum untuk mengimplementasikan aturan-aturan dari UU
PKDRT masih menjadi kendala terbesar di Indonesia.

Pada bab ke-4 ini juga dibahas mengenai proses.penzinganan_ kasus KDRT, |
baik di PN dan juga di PA, dimana pembahasan dasightitine. coo NN men@jukkm
petsoalan yang sama, yaitu bahwa dani pihak penegak hukumnya masih melihat bahwa kasus
KDRT adalah merupakan kasus yang hanya terjadi di hngkup privat (persoalan keluarga).
Sehingga proses penyelésaiannya juga tidak menjadi proritas. Meskipun, dari pihak
kepolisian telah memiliki mekanisme khusus untuk penanganan terhadap kasus-kasus
kekerasan perempuan dan anak, yaitu suatu Unit Pelayanan Perempuan dan Anak korban
kekerasan, tapi masih banyak dari pihak penegak hukum lainnya yang belu@ siap untuk
menangani kasusOkasus KDRT ini.

Situasi dari Pengadilan Agama sebagai salah satu institusi penegak hukum
juga mengalami hal yang sama, karena pada dasamnya seperti yang telah dijelaskan di atas
bahwa kewenangan dari PA sangat terbatas kepada persoalan-persoalan hukum yang terjadi

diantara pihak masyarakat yang beragama Islam saja. Persoalan-persoalannya juga hanya
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sebatas pada hal-hal yang terkait dengan perkawinan, harta warisan, dan hal-hal l;jnnya yang
terkait dengan itu. Jadi, keterlibatan dari PA sebagai sebuah institusi hukum yang juga mau
tidak mau harus berperan dalam mengakomodir persoalan tentang KDRT ini. Data yang ada
menunjukkan bahwa banyak dari para perempuan kotban KDRT yang memilih
menyelesaikan kasus KDRT-nya lewat PA. Oleh karena itu peran dar para majelis hakim
PA harus dioptimalkan atau diberdayakan, yaitu dengan membekali pemahaman tentang UU

PKDRT.
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BAB 5
ANALISIS TEKS PUTUSAN TERHADAP KASUS KDRT DI
PENGADILAN NEGERI DAN PENGADILAN AGAMA

5.1 Pengantar

Pada bagian ini akan dipapatkan hasil studi dokumen terhadap beberapa
salinan putusan tentang kasus-kasus KDRT yang ada di PN, dan kasus gugatan cerai ataupun
cerai talak yang ada di PA di wilayah Jakarta Pusat. Hal-hal yang dianalisis dalam dokumen
tersebut adalah mengenai peran dari para penegak hukum di PN, dan di PA dalam
ﬁlembetikan keaciilan tethadap kotban, yaitu lewat penyelesaién kasus-kasus KDRT
termasuk kasus-kasus gugat cerai ataupun cerai talak. Hal lainnya adalah mengenai aturan
‘hukum apa saja yang telah digunakan oleh para penegak hukum di dalam menyusun
pertimbangan hukum. Bagian tentang pertimbangan hukum ini mehjadi. éenting untuk
dianalisa, karena pada bagian ini dapat diketahui alur berpikir, serta tingkat sensitifitas gender
dari masing-masing penegak hukum dalam menangaﬁi kasus KDRT ataupun kasus
perceraian.

Jumlah salinan putﬁsan tentang kasus KDRT yang diperoleh dari PN Jakarta
Pusat betrjumlah tiga kasus. Dari ketiga kasus yang berhasil dikumpulkan hanya ada satu
kasus KDRT yang pelakunya seorang suami. Sedangkan dua kasus lainnya, melibatkan
perempuan sebagai pelaku, hal ini tidak berarti bahwa jumlah kasus KDRT hanya sedikit.
Bisa jadi, kebanyakan dari kasus KDRT tersebut ada yang masih berproses, atau masih dalam
tahap Banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Tidak banyak warga masyarakat
(khususnya perempuan) yang mau memilih jalur hukum sebagai penyelesaian terhadap kasus

KDRT yang mereka alami. Ada betbagai macam faktor yang menyebabkan masyarakat
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(dalam hal ini perempuan korban) enggan untuk memilih jalur hukum sebagai solusi
penyelesaiannya, yaitu karena masih kuatnya pengaruh budaya patriarki di dalam masyarakat
Indonesia, dimana KDRT masih dianggap sebagai bentuk kekerasan dalam lingkup rumah
tangga. Sehingga, penyelesainnya pun hanya lewat jalur kekeluargaan saja. Jika ada dari pihak
petempuan yang memilih jalur hukum sebagai bentuk penyelesaiannya, maka proses yang
akan ditempuhnya tidak samp';xi tuntas. Artinya, kemungkinan besar kasus yang
dilaporkannya akan kembali dicabut, dengan alasan bahwa korban masih mgm rujuk kembali
dengan pihak terdakwa, atau masih kurangnya bukti yang ditarripilkan.
Khusus, untuk kasus KDRT yang dijadikan sebagai subjek penelitian adalah
kasus-kasus yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, yakni kasus-kasus yang telah
diputuskan secara sah di PN Jakarta quat. Salah satu alasan pemilihan terhadép kasus-kasus
KDRT itu, adalah karena kualitas kekerasan yang telah m_enyebabkan dia tidak dapat.
‘beraktifitas sebagaimana mestinya, hingga sampai berdampak serius, yang méngakibatkaﬂ
meninggalnya perempuan korban.
| Penelitian ini juga menganalisa beberapa kasus perceraian yang di proses, di
PA Jakarta Pusat. Jumlah kasus perceraian (khususnya jumlah kasus gugat cerai) yang
diajukan ke PA setiap harinya meningkat terus. Catatan Tahunan Komnas Perempuan tahun
2007, mencatat bahwa jumlah kasus KDRT (biasanya dalam bentuk kasus gugat cerai atau
cerai talak) yang dilaporkan ke PA dari tahun 2006 sampai déngan tahun 2007 mengalami

peningkatan.
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Dari hasil observasi langsung di PA Jakarta Pusat, telah diperoleh sebanyak
13 (tiga belas) kasus™ perceraian yang dianalisis, dimana ke-13 kasus tersebut terdiri atas: 11
(sebelas) kasus Gugat Cerai, dimana pihak perempuanlah (istr) yang mengajukan
_ permohonan perceraian (sebagai pihak pemohon/penggugat), sementara itu 3 (tiga) kasus
lainnyav, adalah kasus Cerai Talak, dimana yang mengajukan permohonan untuk perceraian
adalah dari pihak suami (sebagai pihak pemohon). Banyaknya kasus KDRT (kasus
perceraian) yang dilaporkan ke PA Jakarta Pusat menunjukkan, bahwa kebanyakan
masyarakat (khususnya perempuan atan istri) lebih merasa nyaman untuk mélaporkan kasus _
petceraiannya ke tingkat PA. Hal ini menunjukkan perbedaan jumlah‘penax_lganan kasus
 antara PN dengan PA, dimana jumlah kasus KDRT yang diselesaikan melalui PA relatif lebih
banyak. Selain itw proses yang akan mereka tempuh juga tidak terlalu lamardibandingkari
dengan proses di tingkat PN pu. W W A" penggugat (inisial KR) di
‘PN Jakarta Pusat. Alasan lainnya, adalah bahwa sanksi yang akan dijatuhkan kepa&é pihak
tergugat/tetlapor (dalam hal ini pihak suami) tidak seberat dari sanksi yang akan dijatuhkan
di PN, karena bi;lsanya sanksi yang dijatuhkaﬁ oleh para Majelis Hakim PA lebih kepada
sanksi untuk ganti rugi (betupa materti) saja tethadap korban. Pada kenyataannya kebanyakan
dari para Hakim PA dalam mempertimbangkan putusan hukumnya lebih banyak
menggunakan ketentuan atau aturan-aturan dari Kompilasi Hukum Islam dan UU
Petkawinan. Sedangkan, ketentuan tentang UU PKDRT belum banyak menjadi rujukan bagi

pata hakim PA. Alasannya, adalah katena UU PKDRT lebih terfokus untuk persoalan

3 Untuk data kasus perceraian yang diperoleh dari PA Jakarta Pusat akan dilampirkan dalam tesis ini, yaitu
dalam bentuk matriks, khususnya tentang jenis putusan yang diteliti, dasar hukum yang digunakan terdiri
atas kebijakan atau UU apa saja, dan putusan akhlr
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pidana, schingga para Majelis Hakim PA menganggap bahwa UU PKDRT khusus untuk
kasus-kasus pidana saja.

Sebagian besar data yang diperoleh dari PA Jakarta Pusat adalah dokumen
putusan akhir dari kasus perceraian, yang meliputi: 6 kasus gugat cerai, yang disebabkan
karena adanya kekerasan fisik, psikis dan penclantaran dalam rumah tangga; 1 kasus gugat
cerai yang disebabkan karena adanya kekerasan fisik dan psikis; 1 kasus gugat cerai yang
disebabkan karena adanya kekerasan psikis; 1 kasus gugat cerai karena adanya pene;lantaran-
dalam rumah tangga; satu kasus gugat cerai karena adanya penelantaran dalam rumah tangga .
dan kekerasan fisik; 1 kasus gugat cerai karena adanya kekerasan psikis dan penelantaran
dalam rumah tangga. Sedangkan, untuk 3 kasus cerai talak (yang diajukan oleh pihak suami),
yaitu 1 kasus ceral talak yang disebabkan karena adanya kekerasan fisik, psikis dan
penelantaran dalam rumah tangga, dan 2 kasus karena adanya kekerasan -ﬁsik dan psikis
terhadap pihak suami.

5.2 Beberapa Posisi Kasus KDRT di Pengadllan Negeri Jakarta Pusat

Pembahasan pada bagian im adalah tentang posisi kasus terhadap beberapa
dokumen salinan putusan tentang kasus KDRT yang diperoleh dari PN Jakarta Pusat. Secara
umum posisi kasus ini merupakan keseluruhan gambaran tentang prosédur penanganan
. terhadap kasus KDRT, di PN, dimana prosedur dari penanganan kasus ini menjadi bahan
analisis dari penelitian ini. Hal ini penting untuk melihat secara cepat hal-hal apa saja yang
menjadi inti persoalan dari masing-masing salinan putusan tersebut. Dan khusus untuk data

kasus yang diperoleh dari PN, yaitu banyak yang melibatkan perempuan sebagai pelakunya.
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5.2.1 Kasus Ibu ML

Pada kasus ini yang menjadi korban adalah dati pihak suami, dimana bentuk
kekerasan yang dialami oleh kotban yang bennisial YR adalah kekerasan fisik. Akibat dan
petbuatan istrinya yang berinisial ML, YR mengalami luka-luka akibat kekerasan dari sebuah
benda tajam yang kemudian menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan
pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian untuk sementara waktu.

Ketentuan hukum yang digunakan, adalah ketentuan dan pasal 44 (1) UU
No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, yang menyebutkan bahwa: “Setiap orang yang
melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup mmah tangga sebagaimana dimaksud
dalam pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda
paling banyak Rp.15,000,000,00 (lima belas juta rupiah).” Betdasatkan ketentuan hukum ml,
maka putusan akhir yang dijatuhkan kepada ibu ML oleh para Majelis Hakim, adalah pia;ma
: penjéra selama 10 (sepulub) bulan (berdasarkan pada ketentuan dar Surat Petikan Putusan
Nomor: 086/Pid.B/2007/PN. JKT. PST).
5.2.2 Kasus Ibu UM

Kasus KDRT kedua masih melibatkan perempuan sebagai pelaku, dimana
pelakunya adalah seorang perempuan yang berprofesi sebagai Ibu Rumah Tangga, yang
betinisial UM. Bentuk kekeras;n yang telah dlakukan oleh Ibu UM terhadap suaminya,
adalah kekerasan fisik. Akibat dari perbuatannya itu kotban mengalami luka berat yang
mengakibatkan korban tidak dapat menjalankan profesinya atau pekerjaannya.

Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada ibu UM, adalah hukuman penjara
selama dua tahun dan enam bulan, yang masih akap dikurangi dengan waktu selama terdakwa

berada dalam tahanan, sebelum putusan ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap
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(berdasarkan Surat Petikan Putusan Nomor: 2573/Pid.B/2006/PN. Jkt. Pst). Penjatuhan
sanksi pidana ini didasarkan kepada ketentuan dan pasal 44 (2) UU RI No. 23 Tahun 2004
tentang PKDRT, sebagai berikut: “Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mengakibatkan kotban jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling
lama 10 (sepulub) tahun atau denda paling banyak Rp 30,000,000,00 (tiga puluh juta
rupiah).”
5.2.3 Kasus Bapak SC
Dan satu kasus KDRT lagi yang dilakukan oleh seorang suaxhi, yangf
berinisial SC terhadap istrinya (berinisial DA), dimana SC melakukan kekerasan fisik, berupa
pgmukulan pada bagian pelipis kiri korban dan pada bagian mata kanan korban. Akibat dan
pemukulan itu menyebabkan korban DA jatuh pingsan. Dan akhimya korban DA
meninggal dunia.
Putusan akhir yang ditetapkan oleh pihak majelis hakim terhadap SC, sebagai
pelaku KDRT, yaitu selama 10 (sepuluh) tahun penjara sesuai dengan ketentuan dari pasal 44
(3) UU No. 23 Tahun 2004 tent;ng PKDRT: “Dalam hal perBuatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15
(lima belas) tahun-atau denda paling banyak Rp 45,000,000,00 (empat puluh lima juta
rupiah).”
5.3 Posisi Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Pusat
-5.3. 1 Kasus Perceraian Ibu EK
Kasus ini mefupakan kasus perceraian yang diajukan oleh seorang istri, yang
berinisial EK tethadap suaminya. Alasan perceraian yang diajukan oleh EK sebagai pihak

penggugat, adalah bahwa tergugat sering melakukan kekerasan fisik dan penelantaran dalam
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rumah tangga. Bentuk dari kekerasan fisik yang dialami oleh penggugat, adalah tergugat
pernah memukul penggugat di depan orang tua penggugat karena menurut keterangan yang
ada di dalam Surat Putusan, tergugat merasa emosi akibat perselingkuhan antara penggugat
dengan teman laki-lakinya.

Beberapa pertimbangan hukum yang digunakan oleh para majelis hakim,
yang terkait dengan kasus ini, adalah ketentuan dari KUHPerdata, Hukum Acara
Perdata/HIR, UU No. 1 Tahun 1974, PP No. 9 Tahun 1975, dan ketentuan dari Kompilasi
Hukum Islam. Pada dasamya dalam sistem peradilan agama selalu melakukan upaya damm
diantara pihak penggugat dengan terguggat. Tujuannya adalah untuk membuat kedua belah |
pthak tersebut rujuk atau bersatu lagi, sehingga tidak terjadi perceratan. Dan untuk kasus ini
dari majelis hakimnya sudah mencoba mengajukan upaya damai tapi hubungan diantara
penggugat dengan tergugat sudah tidak dapat diupayakéh. Salah satu sebab dari retaknyé
hubungan diantara penggugat dengan tergugat adalah karena diantara penggugat dan tergugat
sudah pisah rumah sejak bulan Februari 2006. Hal lainnya yang menjadi alasan dari
pertceraian ini, adalah bahwa antara peﬁggugat dan tergugat sudah seﬁng terjadi pertengkaran.
Bahkan, penggugat pemnah dipukul oleh tetgugat di depan orang tuanya. Upaya‘ damai yang
dilakukan oleh pihak keluarga juga sudah tidak berhasil, maka Ketentuan hukum yang
digunakan, adalah ketentuan hukum tentang barang bukt didalam persidangan yang diatur
didalam ketentuan pasal 174 HIR jo. Pasal 1925 KUH Perdata, beberapa pasal dan KHI
(Kompilasi Hukum Islam) seperti: ketentuan dari pasal 3 UU No. 1 Tahun 1974 tentang
KHI, yang membahas tentang tujuan dari petkawinan, salah satunya adalah untuk

mewujudkan rumah tangga yang bahagia, dan juga ketentuan tentang penggantian biaya
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perkara yang diatur berdasarkan ketentuan dari pasal 89 (1) UU No. 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama. |

Keputusan akhir dari kasus perceraian yang diajukan oleh Ibu EK, adalah
dari pihak PA Jakarta Pusat mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, serta
menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat terthadap Penggugat. Hasil putusan akhir
juga memutuskan bahwa yang akan membayar seluruh biaya perkara adalah dati pihak
Penggugat (istri). |
5.3.2 Kasus Perceraian Ibu FM

Ibu FM adalah seorang Karyawati Swasta. PeMya dengan tergugat
yang tetjadi sejak tahun 2000 telah menghasilkan dua orang anak, yang berumur 5 dan 3
tahun.

Alasan perceraian yang diajukan oleh Tbu FM, adalah tergugat tidak memiliki
pekefjaan yang tetap, yang menyebabkan tergugat tidak bisa memberikan nafkah terhadap
keluarganya (penggugat dan anak-anak). Padahal, tergugat sudah memiliki dua orang anak.
Bentuk kekerasan lain yang juga dialami oleh penggugat, yaitu jika terjadi keributan atau
percekcokan tergugat sering mempetlakukan penggugat dengan kasar (berupa pemukulan)
dan mendorong penggugat sampai penggugat jatuh. Penggugat pernah melaporkan kejadian
tersebut ke kantor Polisi. Tergugat juga pernah mengusir penggugat sebanyak dua kali, dan
menyatakan cerai sebanyak tiga kali. Selain itu antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada
hubungan suami istri lagt sejak bulan Oktober 2005 sampai kasus ini diproses di PA Jakarta
Pusat.

Tentang ketentuan hukum yang ditetapkan oleh para majelis hakim di PA

Jakarta Pusat, yaitu bahwa untuk upaya damai diantara penggugat dan tergugat agar dapat
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merudkan keluarga yang Sakinah, Mawaddah dan Warramah sudah sulit akan terwujud
(sudah tidak akan sesuai lagi dengan ketentuan dari pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 jo. pasal 3
KHI). Ada beberapa hal yang telah ditetapkan oleh pihak Majelis Hakim PA Jakarta Pusat,
dimana mereka secara sah mengabulkan gugatan perceraian yang diajukan oleh penggugat.
Mereka juga setuju untuk menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat kepada penggugat.
Mengenai perwalian anak akan diserahkan kepada penggugat selaku ibu kandungnya, dengan
tidak mengurangi hak-hak tergugat sebagai ayah kandungnya. Dan hal terakhir yang
ditetapkan oleh pihak majelis hakim di PA Jakarta Pusat, adalah membebankan kepada
penggugat untuk membayar biaya perkara.

5.3.3 Kasus Perceraian Ibu FR

Kasus perceraian yang ketiga, adalah sebuah kasus perceraian yang diajukan
oleh seorang perempuan atau seorang istr (yang berinisial FR) terhadap suaminya. Ibu FR
adalah seorang ibu rumah tangga. Sedangkan, tergugat berprofesi sebagai buruh. Dari hasil
perkawinan antara penggugat dan tergugat telah menghasilkan dua orang anak, yang masing-
masing berumur 19 (sembilan belas) tahun dan 15 (lima belas) tahun.

Ada beberapa alasan yang menyebabkan penggugat FR mengajukan gugatan
perceraian tethadap suaminya di PA Jakarta Pusat. Salah satunya adalah karena tergugat suka
selingkuh dengan wanita lain. Apabila terjadi perselisihan atau pertengkaran, tergugat suka
ringan tangan kepada penggugat. Tergugat sejak tahun 1992 tidak mempunyai peketjaan,
sehingga ekonomi rumah tangga penggugat dengan tergugat sering dibantu (secara ﬁnansial).
dari keluarga tergugat. Bahkan, karena tergugat tidak bekerja maka kebutuhan dari anak-
anaknya (khususnya di bidang pendidikan) sering mengalami hambatan. Tergugat pada bulan

Oktober tahun 2006 pemah melakukan kekerasan fisik kepada penggugat, yaitu memukul
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penggugat. Akibatnya, penggugat kemudian melaporkan perbuatan tergugat itu kepada pihak
Polda Metro Jaya. Hal terakhir yang dilakukan tergugat, yaitu meninggalkan ramah bersama
mereka, dan semenjak 1tu tergugat sudah tidak menafkahi lagi keluarganya.

Beberapa keputusan yang ditetapkan oleh pihak Majelis Hakim PA Jakarta
Pusat terhadap gugatan cerai yang diajukan oleh Ibu FR, adalah mengabulkan gugatan
penggugat dengan Verstek. Pihak majelis hakim PA juga menjatuhkan talak satu baim sughro
dari tergugat kepada penggugat. Dan menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara
Sedangkan, untuk hak perwalian ataupun pengasuhan anak tidak dijelaskan secara lengkap di
dalam putusan yang ditetapkan oleh para majelis hakim di PA. Jakarta Pusat. Tapi, pada
dasarnya untuk anak yang masth dibawah umur (usia 18 tahun kebawa) masih berada
dibawah kekuasaan ibu. Sedangkan, anak yang sudah dewasa dapat memilih sendj::i dia akan
' berada dengan tergugat atau penggugat. |
5.3.4 Kasus Perceraian Bapak BD

Kasus perceraian yang ke-4 adalah kasus perceraian yang melibatkan laki-laki
(pihak suami) sebagai pemohon untuk perceraian (Cer?u' Ta.lak). Dan untuk kasus pérceraian
ini yang menjadi pemohonnya adalah Bapak BD, yang berprofesi sebagai karyawan swasta.
Sedangkan, pihak termohonnya berprofesi sebagai seorang ibu rumah tangga. Pihak
pemohon dan termohon belum dikauniai keturunan.

Beberapa alasan pengajuan gugatan cerai yang diajukan oleh pemohon
kepada pihak PA Jakarta Pusat, yaitu karena sejak menikah antara pemohon dengan
termohon selalu terjadi percekcokan dan petselisihan. Termohon setiap ada masalah selalu
ringan tangan tethadap pemohon. Keluarga termohon juga selalu ikut mencampuri masalah

tumah tangga mereka. Bahkan, keluarga termohon berkeinginan agar pemohon dengan
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termohon untuk bercerai setelah akad nikah. Termohon telah mengusir pemohon, sehingga
pemohon pergi meninggalkan rumah bersama (maksudnya rumah termohon dengan
pemohon), untuk pulang ke rumah orang tua pemohon. Dan sejak saat itu tidak ada lagi
komunikasi antara pemohon dengan termohon, dan tidak ada hubungan layaknya suami istri
antara termohon dengan pemohon.

Tentang ketentuan hukumnya, yaitu dari pihak majelis hakim mengabulkan
permohonan perceraian pemohon dengan Verstek. Menetapkan dan memberi 1zin kepada
pemohon untuk menceraikan talak terhadap termohon. Semua biaya perkara akén
dibebankan képada pihak pemohon.

5.3.5 Kasus Perceraian Bapak FS

Kasus permohonan perceraian yang kelims, juga masih melibatkan pihak
suami (léki-laki) sebagai pihak pemohonnya, berinisial FS ini berprofesi sebagai pegawai PT.
Pos Indonesia. Sedangkan, pihak istrinya (sebagai pihak termohon) yang berprofesi sebagai
katyawati swasta. Dari hasil perkawinan antara termohon dengan pemohon telah memiliki
dua orang anak, yang masing—masing berusia delapan tahun dan lima tahun. |

Tentang duduk perkaranya, yang juga merupakan alasan dan terjadinya
gugatan perceraian di PA Jakarta Pusat, adalah karena sejak menikah termohon dan
pemohon sering cekcok dikarenakan masalah ekonomi keluarga. Antara termohon dengan
pemohon sama-sama egois, dan sama-sama tidak mau mengalah atau mau menang sendiri.
Pemohon dan termohon selalu berbeda pendapat dan prinsip sehingga terjadi keributan, dan
pemohon sempat memukul termohon. Bahwa antara termohon dengan pemohon telah pisah
tempat tinggal sejak bulan Maret 2006. Sehingga antara termohon dengan pemohon sudah

tidak ada hubungan suami isteri lagi.
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Bahwa pemohon sebagai pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada
PT. Pos Indonesia, telah diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk mengurus 1zin atasan
langsung sebagaimana yang dikehendaki oleh PP Nomor 10 Tahun 1983 jo. PP Nomor 45
tahun 1990. Tapi pemohon menolak untuk mengurus izin atasan langsung (rekomendast)
dengan alasan pengajuan izin talak telah dimusyawarahkan secara kekeluargaan, baik dengan
istri/termohon, dimana keutuban dari rumah tangga mereka sudah tidak dapat
dipertahankan lagi.

Tentang pertimbangan hukumnya, terutama untuk izin dari atasan langsung
(terkait dengan penjatuhan talak dari pemohon tethadap termohon), yaitu baik deng;m izin
ataupun tidak dengan izin dari atasan langsung tidak akan menghalangi PA untuk
melan]utkan proses pemenksaan perkara yang dla)ukan oleh pemohon. Hakim menganggap
bahwa ketentuan dari PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 tahun 1990 tidak rnen;adl dasar
di dalam PA. Oleh karena itu, pihak majelis hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara
ini akan tetap dilanjutkan. Hasil akhir dari segala pertimbangan hukum ataupun pendapat
hukum dari pihak majelis hakim memutuskan untuk mengab‘ulkan petmohonan pemohon. |
Pihak. Majelis Hakim PA Jakarta Pusat juga memberi izin kepada pemohon untuk
menjatubhkan talaknya terhadap termohon. Dan untuk biaya perkara akan ditanggung
semuanya oleh pihak pemohon.
5.3.6 Kasus Perceraian Bapak WD

Kasus keenam adalah tentang perceraian yang diajukan oleh seorang suami
(yang berinisial WD) tethadap istrinya (yang berinisial FT). Bapak WD berprofesi sebagai
seorang karyawan éwasta, sedangkan istrinya adalah seorang ibu rumah tangga. Pasangan

bapak WD dan ibu FT telah dikaruniai satu orang anak yang baru berusia dua tahun.
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Pemohon WD juga menjelaskan beberapa bentuk kekerasan yang dialaminya di dalam rumah
tangga, yaitu bahwa Termohon sangat bersifat emosional dan membahayakan orang lain,
bahkan pemohon pernah digigit oleh termohon, yaitu pada bagian lengan sampai mengalami
luka dan berdarah. Termohon tidak mau diatur oleh pemohon dan selalu merasa dirinya
sudah benat. Jadi pemohon tidak bisa membimbing tetmohon bila diberi saran atau nasehat
bila termohon marah. Menurut pendapat penggugat WD, bahwa Termohon juga tidak bisa
menjadi ibu rumah tangga yang baik apalagi mengurus anak, karena anaknya sering dipukul
dan dicubit sampai memar. Termohon sering mengeluarkan kata-kata yang kasar dan kotor

kepada pemohon baik di depan umum maupun di depan keluarga. Bahwa antara termohon

dengan pemohon sudah pisah rumah sejak bulan Agustus 2006 sampai saat ini, dan sejak saat A

itu tidak ada hubungan suami isteri lagi sampai saat ini. Dan antara pemohon dan termohon
‘sering 'tei:iadi petselisthan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi
. dalam rumah tangga. Hal—hai milah yang ményebabkan ééﬁlohon mengajukan gugatan cerai
tethadap termohon.l

Antara pihak pemohon dengan termohon telah menyusun suatu kesepakatan
bersama, dimana pemohon bersedia memberikan naMh iddah kepada termohon sebanyak
Rp. 1,000,000 (satu juta rupiah) seluruhnya. Meﬁé;r;ai anal:r;ler'eka yang baru berusia dua
tahun akan dipelihara oleh termohon, yaitu dengan ketentuan tidak menghilangkan hak-hak
dan kewajiban-kewajiban tergugat kepada anak tersebut sebagaimana layaknya hubungan
orang tua dengan anaknya. Pemohon bersedia membayar nafkah anak tersebut melalui
termohon setiap bulan sebanyak Rp. 500,000,- (lima ratus ribu rupiah)

Tentang pertimbangan hukum yang digunakan oleh pihak hakim di PA

Jakarta Pusat, adalah bahwa baik pemohon ataupun tetmohon setelah mengalami kehidupan

142

Sensitivitas Gender..., Danieiie Johanna P. Samsoeri, PPS Ul, 2008

<



rumah tangga yang tidak rukun dan tidak bahagia, maka baik pemohon ataupun termohon
berkesimpulan tidak akan mempertahankan lagi kehidupan rumah tangga mereka. Akibat
dari itu maka berdasarkan ketentuan dari pasal 82 (1) dan (4) Undang-undang No. 7 tahun
1989 tentang Peradilan Agama, dalam hal ini pihak Majelis Hakim telah berusaha
mendamaikan pemohon dan termohon tapi tidak bethasil. Berdasarkan ketentuan dari pasal
76 UU No. 7 Tahun 1989 jo pasal 22 PP No. 9 tahun 1975, yaitu bahwa dari pihak majelis
hakim telah mendengar keterangan keluatga pemohon dan termohon yang menerangkan
antara lain, dari pihak keluarga masing-masing telah berusaha mendamaikan pemohon dan
termohon tapi tidak berhasil Dan seperti yang sudah disampaikan bahwa semenjak bulan
Agustus 2006 (4 bulan sebelum dilangsungkan perceraian) antara pemohon dan termohon
sudah tidak tinggal serumah lagi telah berpisah rumah Hal inilah yang merupakan puncak
pet_selis-ihan‘dan pertengkaran yang terus menerus antara tetmohon dan pemohon. Dengan
beberapa alasan di atas maka dari pihak majelis hakim kemudian menetapkan beberapa hal,
yaitu mengabulkan permohonan pemohon untuk bercerai dengan termohon. Pihak majelis
hakim juga memberikan izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu dari pemohon
kepada termohon. Mengenai perwalian dan pemeliharaan tethadap anak mereka diputuskan,
ya;tu bahwa akan diasuh oleh termohon (ibunya). Pihak majelis Hakim PA juga
memerintahkan kepada pemohon untuk memberikan nafkah anak dan iddah, serta mut’ah.
5.3.7 Kasus Perceraian Ibu FT

Kasus perceraian yang ke-7, adalah kasus perceraian yang diajukan oleh
seotang ibu yang bernisial FT, berusia 30 (tiga puluh) tahun terhadap suaminya yang berusia
32 (tiga puluh dua) tahun yang berprofesi sebagai seorang karyawan swasta. Alasan terjadinya

petceraian antara pemohon dengan termohon adalah babwa rumah tangga dari pemohon
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dan termohon tidak dikaruniai anak. Sehingga éemenjak awal tahun 2003, ketentraman
rumah tangga pemohon dengan termohon mulai goyah, yang kemudian menyebabkan situasi
rumah tangganya menjadi kacau. Termohon jika ada .permasalahan di dalam rumah tangga
suka mengucapkan kata-kata kasar. Antara termohon dengan pemohon selalu beda pendapat
dalam masalah rumah tangga. Sejak tahun 2004, termohon sudah pergi meninggalkan rumah.
Dan térmohon telah membuat surat talak III di bawah tangan dan sejak saat itu telah putus
| hubungan lahir dan bathin antara termohon dengan pemohon. Termohon juga telah
menikah lagi dengan wanita lain tanpa seizin pemohon.

Menurut para hakim PA Jakarta Pusat, bahwa alasan yang disampaikan oleh
pemohon dalam méngajukan gugatan petceraiannya telah sesuai dengan ketentuan dalam
pﬁsa.l 19 huruf (f) UU No. 7 Tahun 1989 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam,
oleh karenanya gugamn penggugat harus dinyatakan telah berlandaskan hukum dan tidak
melawan hak. Oleh karena itu maka dari pihak majelis hakim menyatakan termohon yang
telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dalam persidangan tidak hadir.
Sehingga para majelis hakim PA mengabulkan gugatan penggugat deng§n verstek.
menjatubkan talak satu khuli dari tergugat kepada penggugat. Membebankan kepada
pemohon untuk membayar biaya perkara.

5.3.8 Kasus -Perceraian Ibu RS

Kasus berikutnya adalah gugatan perceraian yang diajukan oleh seorang ibu
berinisial RS, berusia 27 tahun, berprofesi sebagai seorang karyawati swasta (selanjutnya
disebut sebagai Penggugat) tethadap suaminya yang juga berprofesi sebagai seorang
karyawan swasta (selanjutnya disebut sebagai tergugat). Dan menurut pengakuan dari kedua

belah pihak, yaitu penggugat dan tergugat, bahwa selama pernikahan tersebut penggugat
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dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suamt istri dan dikaruniai 1 orang
anak yang berusia kurang lebih 6 tahun.

Menurut keterangan yang diperoleh dari pithak Majelis Hakim di PA Jakarta
Pusat duduk perkaranya, adalah bahwa pada tahun 2000, antara penggugat dan tergugat
melangsungkan pernikahannya, dimana pernikahannya ini telah dicatat oleh Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gambir Jakarta Pusat. Kurang lebih sejak
bulén Ql;tober 2003, ketentraman rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah, yang
disebabkan tergugat sering memperlakukan penggugat kasar sampai tetjadi pemukulan,
akibat dari perbuatan itu menyebabkan penggugat mengalami luka-luka dan memar. Bahkan,
penggﬁgat pada tahun 2004 pernah dipukul pada bagian mukanya. Tergugat juga sering
méngﬁcapkan kata-kata cerai jika terjadi perselisihan dengan penggugat. Tergugat juga sering
;r;en'ceritakan_keburukimn penggugét kepada keluarganya. Antara penggugat dengan tergugat
sudah pisah rumah sejak tanggal 14 Januari 2006. Dan sejak saat itu tergugat sudah tidak
memberikan nafkah lahir dan batin kepada penggugat. Antara penggugat dan tergugat sudah
sering terjadi perselisihan dan petrtengkaran, sehingga sudah tidak ada harapan akan hidup
rukun lagi dalam rumah tangga.

Selama petsidangan dilangsungkan tergugat tidak pernah datang menghadap

di persidangan ataupun menyuruh orang lain sebagai kuasanya. Untuk itulah- maka dalam - - -

meneguhkan dalil-dalil gugatannya penggugat mengajukan alat-alat bukti berupa:
1. Surat, yaitu berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah;
2. Saksi, yaitu penggugat menghadirkan dua orang saksi, yaitu Ibu Kandung penggugat

dan adik kandung penggugat.
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Beberapa hal yang dijadikan sebagai pertimbangan hukum dari kasus gugatan
cerai ini, adalah bahwa berdasarkan ketentuan dati pasal 49 (1) dan pasal 73 UU No. 7 tahun
1989, yang kemudian telah diubah dengan UU No. ‘3 tahun 2006, yaitu tentang kewenangan
dari PA Jakarta Pusat dalam menangani kasus perceraian ini. Upaya perdamaian yang sudah
dilakukan oleh pihak majelis hakim juga sudah diupayakan, tetapi usaha tersebut tidak
bethasil. Berdasarkan pemeriksaan terhadap semua keterangan penggugat dan tergugat, serta

keterangén saksi-saksi di depan persidangan, maka pihak majelis hakim PA Jakarta Pusat
| menyatakan bahwa tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di
persidangan, tapi tergugat ternyata tidak hadit. Sehiﬁgga hakim mengabulkan gugatan
penggugat dengan verstek dan menjatuhkan talak satu b‘a’in sughra tergugat kepada
peﬁggt1gat. Hakim membebankan seiuruh biaya perkara kgpada pénggugat
539 Kasus Petceraian Ibu NA

Kasus perceraian yang diajukan oleh seorang ibu yang bernisial NA
(selanjutnya disebut Penggugat), berusia 44 (empat puluh empat) tahun, terhadap suaminya
yang berusia 31 (tiga .puluh satu) tahun, yang menurut keterangan yang ada tidak memi]ﬂ%i
pekerjaan tetap. Pada tahun 1999, penggugat dan- tergugat melangsungkan pernikabannya.
Dari hasil pernikahan penggugat dengan tergugat lahirlah seorang anak yang baru berumur 3
bulan (samf)ai gugatan lm diajukan ke PA Jakarta Pusat).

Beberapa bentuk kekerasan yang menjadi penyebab dari adanya gugatan cerai
yang diajukan oleh penggugat, yaitu seperti yang disampaikan di dalam sidang bahwa
ketidakcocokan antara penggugat dengan tergugat mulai tetjadi, yaitu pada saat penggugat
hamil. Selama penggugat hamil, penggugat selalu mendapat tekanan-tekanan dan tuduhan

dari tergugat. Tergugat juga seting mengucapkan perkataan-perkataan yang tidak pantas,
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seperti: tergugat menuduh penggugat telah betbuat selingkuh tanpa ada bukti yang jelas.
Percekcokan antara penggugat dengan tergugat terus saja terjadi sampai kelahiran seorang
anak. Bahkan, tergugat sampai tidak mengakui bahwa anak yang telah lahir itu bukan sebagai
anaknya. Penggugat juga selama kehamilan sampai kelahitan anak mereka tidak mendapat
perhatian dari tergugat. Tergugat sendiri sering meninggalkan rumah, dan tinggal di rumah
orang tuanya. Tergugat semenjak penggugat melahirkan anak sudah t1dak memperhatikannya
atau memblarkan penggugat. Selain itu juga tergugat selalu mengeluarkan kata-kata fitnah
dan hinaan yang membuat penggugat sakit hati dan perasaannya tersiksa, yaitu dengan tidak
mau mengakui anak yang telah dilahirkan oleh pedggugat. Sejak awal kehamilan penggugat
sampai kelahirén anak, tergugat sudah tidak petnah lagi memenuhi kebutuhan sehari-hari dari
penggugat dengan anak mereka yang mengakibatkan penggugat harus mengusahakan
sendm, dlmana penggugat harus beker;a sebulan setelah dia melahirkan. Tindakan tergugat
© yang meninggalkan penggugat telah mengakibatkan apa yang menjadi tujuan perkawinan
yang pada dasarnya merupakan ikatan lahir bathin antara pria dan wanita sebagai suami istri
dengan tujuan membentuk keluargar (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa (sesuai dengan ketentuan dari pasal 1 UU No. 1 Tzahun 1974
tentang Perkawinan) tidak tercapai. Akibat dari adanya percekcokan dan pertengkaran
diantara penggugat dengan tergugat menyebabkan tujuan perkawinan tidak akan pernah
tercapai. Akhirnya, penggugat sebagai istri sudah tidak sanggup lagi menjalani kehidupan
rumah tangga bersama tergugat. Penggugat merasa kehidupan rumah tangga antara
penggugat dengan tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena perbedaan sikap,

tindakan kasar, serta kata-kata yang tidak pantas diucapkan oleh tergugat kepada penggugat,
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yang mengakibatkan penggugat sudah tidak tahan dalam menjalani bahtera rumah tangga
bersama tergugat.

Berdasarkan semua keterangan atau pengakuan yang telah disampaikan oleh
penggugat di atas, maka dari pihak Hakim PA Jakarta Pusat telah menetapkan beberapa hal
yang menjadi keputusan akhir, yaitu mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
Menetapkan jatuh talak sétu Khul'ie tergugat terhadap penggugat. Membebankan kepada
pengg@t untuk mémbéyar biaya pekara.

5.3.10 K;lsus Perceraian Ibu RA

| Kasus gugatan perceraian yang dialami oleh ibu RA, sebagai ;eorang- ibu
rumah tangga (berinisial RA) terhadap suaminya yang berprofesi sebagai Karyawan Swasta,
adalah r'ngrupékan‘ kasus gugatan cerai pada umumnya, dimana perempugnlah yang menjadi

korban utamanya. Tbu RA .(disébut sebagai penggugat) melangsungkan pernikahannya

dengan tergugat, yaitu pada tahun 1991. Selama pernikahan tersebut penggugat dengan. -

tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 5 (lima)
orang anak.

Bahwa sejak tahun 2001 ketentraman rumah tangga penggugat dengan
tergugat mulai goyah, yang disebabkan karena antara penggugat dengan tergugat sering
timbul percekcokan, petselisihan dan pertengkaran disebabkan karena faktor ekonomi,
dimana tergugat kurang bertanggung jawab. Tergugat suka cemburu tanpa dasar, bahkan
kalau terjadi percekcokan suka kasar, bahkan tergugat suka menganiaya penggugat dan juga
suka merobek baju penggugat. Penggugat dan tergugat sampai sekarang masih satu rumah
tapi sudah pisah ranjang. Tergugat kembali memukul penggugat di depan umum sambil

berkata kasar, karena alasan cemburu.
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Tentang keputusan akhir yang telah ditetapkan oleh pihak Majelis Hakim PA
Jakarta Pusat terhadap gugatan cerai yang diajukan éleh ibu RA terhadap suaminya, bahwa
“mengabulkan gugatan penggugat. Menceraikan perkawinan tergugat dan penggugat.
Memerintahkan Panitera PA Jakarta Pusat untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA.
Menghukim penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara. Tentang pemeliharaan dan
hak asuh terhadap anak Bemd; dibawah penggugat (ibunya).
5.3.11 Kasus f’erceraian Ibu MA

Gugatan perceraian selanjutnya j;ang diajukan oleh seorang ibu rumah tangga
yang berinisial MA, berusia 48 (empat puluh delapan) tahun, selanjutnya disebut sebagai
Penggugat terl;.ladap .su;m'ﬁhya, dimana profesi dar suaminya adalah s,eba;gai seorang
karya,waﬁ éwas'té. Pernikahan antara Peﬁ@t dengan Tergugat dilangsungkan pada tahun
1984. Dan dari pernikahan tersebut mercka dikaruniai 3 (tiga) orang anak.

Tentang duduk perkara dari kasus gugatan cerai yang diajukan oleh Ibu MA
di PA Jakarta Pusat, adalah bahwa tergugat pada-tahun 1994, sering pergi ke tempat-tempat
hiburan malam, lalu dia berselingkuh dengan wanita lain, sampai wanita tersebut hamil
kemudian dinikahkan tanpa sepengetahuan Penggugat. Beberapa saat kemudian wanita
tersebut diceraikan oleh tergugat. Dan sejak Penggugat mengetahui perbuatan tergugat
tersebut, maka Tergugat mulai mempetlakukan Penggugat dengan kasar, seperti: bila‘terjadi
perselisihan sampai tetjadi pemukulan yang mengakibatkan Penggugat mengalami memar di
bagian muka dan mata juga di pelipis yang sampai berdarah. Tergugat juga sering menuduh
Penggugat berselingkuh dan berzina dengan orang yang tergugat kenal. Pada tahun 2005,

Penggugat datang ke BP4 dan memanggil Tergugat, tapi Tergugat tidak mau hadir dan hanya
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membuat surat pemyataan perdamaian yang disaksikan oleh dua orang keluarga sebagai saksi
dari tergugat. Isi dari surat pernyataan yang disusun oleh Tergugat pada dasarnya, adalah
Tergugat berjanii tidak akan berbuat kekerasan (pemukulan) dan tidak memfitnah Penggugat
lagi. Pada tahun 2007 Tergugat kembali melakukan kekerasan tethadap Penggugat. Antara
Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga sudah
tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga. Mengenai hak perwalian dan
pengasuhan anak, diﬁxana ke-3 anak dari penggugat dan tergugat masih kecil/berada dibawah
umur. Untuk itulaﬁ maka dari pihak penggugat memohon kepada pihak PA Jakarta Pusat
agar hak pengasuban mereka diserahkan kepadany;. Ke-3 oraﬁg anak hasil perkawinan
Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya untuk hidup sehari-hari, ya.itu:‘
biaya untuk pehdidjkan, kesél;atén, dan lain-lain, maka Penggugat mengajukan penpohonan
kepada PA ]ahrm Pusat agat menghukum .Te¥gugat untuk membayar nafkah ke-3 orang
anak tersebut sebesar Rp. 5,000,000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya.

Selama persidangan dilaksanakan, pihak Tergugat tidak pernah datang
menghadap di persidangan ataupun menyurub pihak lain sebagai kuasanya. Untuk
meneguhkan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat mengajukan alat-alat bukt berupa:

1. Surat, yaitu berupa: - - i R
a. Kutipan Akta Nikah, “
b. Surat Pernyataan Bersama,
c. Surat panggilan“kepada Tergugat oleh Ketua BP4 Jakarta Pusat.
2. Saksi, dimana ada dua orang saksi yang dihaditkan di dalam persidangan itu.
Pada bagian pertimbangan hukum, dari pihak Majelis Hakim PA Jakarta

Pusat menekankan, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah gugatan
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perceraian yang diajukan oleh Ibu MA/Penggugat terhadap Tergugat déngan alasan, bahwa
sejak awal tahun 2001 rumah tangganya dengan Tergugat mulai goyah, karena sering terjadi
percekcokan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan oleh sikap Tetgugat suami
yang suka memukul Penggugat selaku istrinya. ‘Tergugat juga menuduh Penggugat
berselingkuh dengan lelaki yang sebernanya telah dikenal oleh Tergugat. Tergugat juga
melanggar ketetapan yang telah d1tetapkan dalam Surat Pernyataan bersama, yang
menyebutkan bahwa Tergugat tidak boleh lagi memukul Penggugat. Berdasarkan fakta-fakta
hukum tersebut, maka dari pihak Majelis Hakim betkesimpulan bahwa rumah tangga
Penggugat dengan Térgugat telah pecah dikarenakan seting terjadi percekcokan. Hal inilah
kemudian membﬁat tu)uan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 UU
No. 1 Tahun 1974 jo. Pa;al 3 Korx;pﬂé,si Hukum Islam, yakni rumah tangga yang sakinah,
mawaddah, wa rahmah su&h sulit untuk dlwu]udkan '

Putusan akhir yang telah ditetapkan oleh pihak majelis hakim PA Jakarta
‘Pusat terhadap kasus gugatén perceraian yang diajukan oleh Ibu MA, adalah bahwa Tergugat
yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuvkvmenghadap persidangan tidak hadir.
Mengabulkan gugatan .Penggugat dengan verstek. Menjatuhkan talak satu ba’in sughta
Tergugat kepada Penggugat. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya
petkara. V
5.3.12 Kasus Perceraian Ibu SU

Kasus gugatan perceraian selanjutnya, adalah kasus yang diajukan oleh
seorang ibu yang berinisial SU (selanjutnya disebut sebagai Penggugat), yang sehari-harinya
berprofesi sebagai ibu rumah tangga terhadap suaminya (selanjutnya disebut sebagai

Tetgugat) yang berprofesi sebagai seorang karyawan. Penggugat dan Tergugat
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melangsungkan pernikahannya pada tahun 1990. Dan mereka telah dikaruniai tiga orang
anak. Semenjak bulan Mei tahun 1998 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat mulai mengalami guncahgan, yaitu bahwa Tergugat tidak bisa membimbing
Penggugat menjadi istri seorang muslim, dimana Penggugat dani agama lain yang pada
akhirnya Penggugat kémbali lagi keagama semula, yaitu agama Kristen Protestan. Hal inilah
yang menimbulkan percekcokan terus-menerus diantara Penggugat dengan Tergugat.
Apabila terjadi perselisihan, Tefgugat-s-eﬁngkaﬁ memukul Penggugat, yang menyebabkan
Penggugat mengalami luka-luka dan memar sehingga Penggugat menjadi trauma dengan
tingkah laku Tergugat tersebut. Sejak bulan Oktober tahun 2006, Tergugat sudah pergi
méninggalkan Penggugat dan anak-anaknya. Semenjak kepergiannya itu Tergugat hanya
- memberikan nafkah kepada anak-anaknya saja, sedangkan terhadap Penggugat tidak
diberikan nafkah, baik naﬂ;ah lah1r ataupun bathin.

Mengenai pertimbangan hukum yang digunakan oleh para Majelis Hakim di
PA Jakarta Pusat tethadap gugatan perceraian yang diajukan oleh Ibu MA, adalah upaya
aamai yang ditawarkan oleh pihak Majelis Hakim PA Jakarta Pusat sudah tidak dapat
- diupayakan lagi, yaitu sebagaimana dikehendaki oleh pasal 39 (1) UU No. 1 tahun 1974 jo.
Pasal 65 UU No. 7 tahun 1989 dan pasal 31 (1) PP No. 9 tahun 1975. Jika, kemudian tetap
mempertahankan ikatgn petkawinan tersebut tentu ;kan menyakitkan dan memberikan
kemudaratan bagi kedua belah pihak. Berdasarkan pertimbangaﬁ-perﬁmbangan yang telah
disampaikan oleh Penggugat, maka cukup. beralasan dalil-dalil yang disampaikan oleh
Penggugat itu, yaitu telah memenubhi ketentuan pasal 39 (2) UU No. 1 Tahun 1974, pasal 19
huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi

Hukum Islam. Berdasarkan semua pertimbangan hukum ini, maka oleh pihak majelis hakim
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PA Jakarta Pusat menetapkan keputusan untuk mengabulkan gugatan Penggugat.
Menjatuhkan talak satu dari Tergugat kepada Penggugat. Menghukum Penggugat untuk
membayar biaya perkara.

5.3.13 Kasus Perceraian Ibu NG

Kasus gugatan perceraian yang diajukan oleh Ibu NG (selanjutnya disebut
seBagai Penggugat), yang berprofesi sebagai seorang PNS terhadap Tergugat yang berprofesi
sebagai karyawan swasta. Pada tahun 2004, Penggugat dan Tergugat melangsungkan
pernikahan, dari hasil perkawinan térsebut dikaruniai seorang anak laki-laki.

Ada beberapa hal yang menyebabkan kondisi dari rumah tangga penggugat
dan tergugat menjadi kacau, yaitu bahwa Tergugét selalu menjadikan persoalan kecil menjadi
besar dan diakhiri déngan ucapan kasar serta -pemukulan (Tergugat nngan tangan), dan
tergugat bertempramen sangat tmgg1 Bahl_ﬁm, setiap hari anféra Penggugat dengan Tergugat
selalu timbul pétselisihan dan percekcokaﬁ terus menetus yang menyebabkan Penggugat
mengalami kekerasan psikis (merasa tertekan). Tergugat juga sangat bersifat cemburu
terhaciap teman-teman dari Penggugat. Bahkan, tergugat suka mengeluarkan kata-kata yang
tidak-senonohf seperti: selingkuh/berzinah. Tergugat sejak menikah kurang memperhatikan
masalah kebutuhan dalam rumah tangga, seperti: masalah keuangan yang hanya diberikan
oleh Tergugat seadanya saja, tanpa mempertimbangkan kebutuhan selama sebulan. Setelah
dua hari menikah, Tergugat pernah mengucapkan kata-kata cerai sebanyak tiga kali, dan juga
petnah mengembalikan Penggugat kepada orang tuanya dengan tujuan untuk
menceraikannya. Penggugat dan tetgugat telah berpisah rumah sejak bulan Februari tahun
2007, dimana Tergugat telah pergi ke rumah keluarganya dengan membawa anak serta

pembantunya tanpa kompromi. Dan sejak bulan Februari tahun 2007, Tergugat sudah tidak
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memberikan nafkah lahir, sedangkan nafkah bathin sudah tidak diberikan sejak bulan ]aﬁuari
2007. Tergugat pada bulan Januari tahun 2005, pergi bekerja keluar negeri selama 1 tahun
dan hanya memberikan nafkah lahir, yaitu dengan mengirimkan vang sebanyak Rp. 750,000,
/bulan untuk keperluan anaknya. Perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat ini tidak
sewajarnya dilakukan oleh seorang kepala rumah tangga. Perbuatannya ini tidak
mencerminkan rumah tangga yang sakinah. Penggugat mengajukan permohonan kepada para
Majelis Hakim di PA Jakarta Pusat, yaitu .agar anak hasil perkawinannya itu berada dalam
asuhan dan pemeliharaan Pengguggat. Batlvd karena anak tersebut masih membutuhkan
biaya hidup sehari-hari, biaya pendidikan, kesehatan dan lain-lain, maka dari pihak Penggugat
memohon agar menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak tersebut sebesar Rp.
5,000,000,-/bulan melalui Penggugat. | .

Tentang pertimbangah h&um yang diglmal_(anvoleh- pata Majelis Hakim
- dalam menangani gugatan perceraian dari Ibu MA, yang menurut ketentuan hukum dianggap
masih terlalu prematur. Penggugat adalah seorang PNS di salah satu Departemen, yang
apabila akan mengajukan gugatan perceraian harus tetlebih dahulu mendapatkan izin atau
petsetujuan dari atasan Penggugat. Menurut pendapat dari para majelis hakim di PA Jakarta
Pusat, yaitu bahwa pemberian izin atasan tethadap seotang PNS bukan merupakan syarat
formal atau hukum acara bagi PA. Sehingga ini tidak akan mengfxalangi seorang PNS untuk
menyelesaikan perceraiannya, karena izin atasan langsung bisa diperoleh sebelum maupun
sesudah perkara didaftarkan. Dan dari Majelis Hakim berpendapgt bahwa sangat
bertentangan dengan azas kebebasan hakim, apabila pemeriksaan perkara perceraian harus

diperhentikan (dicoret dari buku register) hanya karena tidak ada izin pejabat.
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Majelis Hakim juga telah berupaya memberikan penaschat kepada Penggugat '
dan tergugat agar rukun dalam membina rumah tangga kembali dengan Tergugat atau sesuai
dengan ketentuan pasal 82 (1) dan (4) UU No. 7 Tahun 1989, yéng telah diubah dengan UU
No. 3 Tahun 2006 jo pasal 31 (1), dan PP No. 9 Tahun 1975, tapi Penggugat/Tergugat tetap
pada gugatannya. Mengenai kemaslahatan anak, menurut pendapat dari Majelis Hakim, yaitu
bahwa ma.sing-rflasing pihak perlu mengendalikam dirinya. Téntang Hak Hadanah, yaitu
suatu hak yang semata-mata hanya menmjukkm kéﬁada_ hak, tapi juga ini merupakan
kewajiban untuk memelihara dan meﬁdidik anak-anak, yaitu agar masa depan dari anak-anak
- ini cemerlang atau sesuai dengan ketentuan dari pasal 3 UU No. 23 tahun 2002 tentang'
Perlindungan Anak, dan bahwa UU téntang Perlindungan Anak bertujuan untuk menjamin
terpenuhinya hak-hak anak agar dapat bidlip; . tumbt'lh,.t;erkembang, dan b_erpm_:ﬁsipasi secara
optimal sesuai dengan harkat dan martai)ét ke'm'anusiagn,' serta. mgndapét éerlindungan. dari
* keketasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak
mulia dan sejahtera semata-mata untuk kepentingan yang terbaik bagi anak tersebut™. Pada
bagian ini juga -dijelaskan, bahwa Tergugat selaku ayah kandungny‘ra juga masith memiliki
ikatan batin dengan anaknya sampai kapanpun tidak pernah putus, dan untuk menjaga
keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan psikologi anak, maka Tergugat/Penggugat
dapat berkunjung untuk memberkan kasih sayang kepada anéknya dengan tidak
mengganggu waktu dan kegiatan anak (sesuai dengan ketentuan dari pasal 41 huruf (2) UU
No. 1 Tahun 1974).

Pada bagian hukum ini juga sudah memasukkan aturan-aturan tentang

Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), dimana ketentuan-ketentuannya didasarkan

% Sesuai dengan ketentuan tentang Hukumnya, yang berdasarkan pada Putusan Nomor: 078/Pdt.
G/2007/PAJP. '
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kepada aturan dari UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, seperti: ketentuan tentang
definisi dari KDRT (sesuai dengan ketentuan dari pasal 1 angka (1); ruang lingkup dari
rumah tangga (ketentuan dari pasal 2 angka (1); bentuk-bentuk dari KDRT (ketentuan dari
pasal 5); penjelasan tentang definisi dari kekerasan psikis (pasal 7); penjelasan tentang
penelantaran dalam rumah tangga (pasal 9 (1); penjelasan tentang ketentuan pidana terhadap
kekerasan psikis dalam rumah tangga (pasal 45 (1) dan (2), dan penjelasan tentang ketentuan
pidana terhadap penelantaran dalam rumah tangga (pasal 49) Kesemua ketentuan tentang
KDRT (penjelasan terhadap beberapa pasal dari .iJU PKDRT yang terkait dengan kasus
porceraian yang dififc A YARIEIR. SO RO . B . ©yicucs
terhadap kasus perceraian ini. Perumbangan-perumbangan hukum yang dlsampalkan di atas,
adalah sesuai dengan kondisi yang dialami oleh Penggugat didalam kehldupan berkeluarga
dengan Tergugat Atau, ini bukan hanya berdasarkan kepada asumsi semata dari pihak
majelis Hakim PA Jakarta Pusat saja.

Keputusan akhir terhadap kasus gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat -
NG tethadap Tergugat, yang telah ditetapkan oleh para majelis hakim PA Jakarta Pusat,
adalah bahwa mereka mengabulkan gugatan Penggugat/Tergugat. Menjatuhkan talak satu
bain shugro Tergugat kepada Penggugat. Menetapkan seorang anak berada dalam asuhan dan
pemeliharaan Penggugat sampai anak tersebut menentukan pilihannya senciiri, dan tergugat
dapat berkunjung untuk memberikan kasih sayangnya kepada anak tersebut. Menghukum
Tergugat atau pihak lain atau keluarga Tergugat untuk menyerahkan anak mereka kepada
Penggugat. Menetapkan nafkah seorang anak perbulan sebesar Rp. 750,000, (tujuh ratus
lima puluh ribu rupiah). Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak perbulan Rp.

750,000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang diserahkan kepada Penggugat setiap
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bulannya. Menolak dan tidak dapat menerima gugatan Penggugat selebihnya. Membebankan
kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara.
5.4 Uraian Masing-Masing Kasus KDRT dan Perceraian di Pengadilan Negeri dan
Pengadilan Agama Jakarta Pusat

Pada bagian ini akan dijelaskan secara lebih rinci lagi mengenai proses
penanganan dar masing-masing data kasus yang bethasil dikumpulk;m, yaitu dalam bentuk
dokumen, baik data-data tentang kasus KDRT yang diperoléh dari PN Jakarta Pusat,
ataupun data tentang kasus gugat cerai atau cerai talak dar PA Jakarta Pusat. Data-data yang
diperoleh itu terdiri atas data tentang Surat Tunmt@ dan Surat Dakwaan yang disusun oléh
pthak JPU, beserta dengah putusan akhir yéng telah ditetapkan oleh majelis hakim.
Sedangkan, data yang telah diperoleh dari PA Jakarté ?usa-t,- ‘adarlah berupa data tentang
putusan akhir. F - | -

Mengenai aturan-aturan hukum yang digunakan, khususﬁyd data dari. PN. . .

- Jakarta Pusat, khususnya untuk kasus-kasus KDRT telah menggunakan aturan dari UU

PKDRT. Sedangkan, untuk data-data dani PA Jakarta Pusat kebanyakan kasus-kasusnya
masih menggunakan ketentuan dari Kompilasi Hukum Islam dan UU tentang Perkawinan.
Hanya, ada satu kasus gugat cerai yang telah menggunakan ketentuan dari UU PKDRT
sebagai pertimbangan hukumnya. |

Terhadap tiga kasus KDRT di PN Jakarta Pusat bentuk kekerasan yang
paling banyak adalah kekerasan fisik, bahkan ada satu kasus KDRT yang menyebabkan
kotbannya sampai meninggal dunia. Pelaku dati kasus KDRT tersebut adalah dari pihak
suami (yang berinisial SC). Dua kasus lainnya adalah masih kekerasan fisik yang dilakukan

oleh pihak istri, dimana satu kasus yang pertama, seorang istti yang berinisial UM, melakukan
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kekerasan fisik terhadap suaminya. Akibat dari perbuatannya itu membuat pihak suami dari
ibu UM mengalami luka berat. Sedangkan, kasus KDRT yang benkutnya, adalah kasus
KDRT yang masih melibatkan perempuan sebagai pelakunya, dimana bentuk kekerasan yang
telah dilakukan oleh ibu ML tethadap suaminya, adalah kekerasan fisik. Akibat dar
perbuatannya itu menyebabkan suaminya, yang berinisial YR mengalami luka-luka akibat dari
benda tajam. Dan, akibat dari petbuatannya ini ményebabkan YR tidak dapat ﬁxenjalankén
pekerjaan atau mata pencaharian untuk sementara waktu. | |

Data-data yang diperoleh dari PA Jakarta Pusat, dikategorikan kedalam dua
kelompok, yaitu kasus fentang gugat cerai dan cerai talak.‘ Dan dari segi jumlah kasus gugat
cerai memiliki jumlah yang lebih banyak jika dibandingkan dengan kasus cerai talak.
Kebanyakan alasan gugat cerai tersebut adath karena adanfra KDRT. Be_ﬁtuk KDRT yang
paling banyak dialami oleh para kotban, yaitu bentuk -penelantz_uan dalam rumah téngg;,
kekerasan fisik dan-kekerasan psikis. Aturan hukum yang digunakan oleh para hakim di PA
Jakarta Pusat, haﬁya terbatas kepada aturan-aturan dari Kompilasi Hukum Islam dan UU
Né. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Baru ada satu kasus gugat cerai yang hakimnya sudah
menggunakan aturan hukum dari UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, dan satu kasus
yang menggunakan ketentuan dari UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
5.4.1 Kasus KDRT di PN Jakarta Pusat |

Jumlah data dari kasus KDRT yang diperoleh di PN Jakarta Pusat, adalah
sebanyak tiga kasus. Dan ketiga kasus itu memiliki karakteristiknya masing-masing, sesuai
dengan persoalan yang ada. Kebanyakan kasus KDRT yang diperoleh dari PN Jakarta Pusat,

adalah melibatkan perempuan (pihak istt) sebagai pelaku KDRT-nya, yaitu ada dua kasus
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KDRT yang melibatkan perempuan sebagai pelakunya. Meskipun, pada dasarnya mereka
juga adalah korban.
5.4.1.1 Kasus Pembunuhan Suami SC terhadap Istri DA di Tanah Abang

Kasus ini mer;lpakan kasus pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa SC
terhadap istrinya DA, pada bulan Jﬁni 2006 yang lahy, dimana SC telah melanggar ketentuan
dari pasal 44 (3) UU PKDRT, sehingga ia dikenakan sanksi pidana penjara selama 10
(sepuluh) tahun. Bentuk kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa SC adalah kekerasan fisik.
Aturan hukum yang digunakan oleh para penegak hukum di i’N Jakarta Pusat dalam
menangani kasus KDRT, adalah sudah menggunakan ketentuan dari UU PKDRT. .
5.4.1.1.1 Kronologis Kasus ' |

Kronologis kasusnya, berawal dari kotban DA ﬁeminﬁ ué.ng jajan untuk
anak mereka sebesar Rp. 20,000,- (dua puluh ribu Rupiah).kepada‘ terdakwa SC. Nav.rnunv
" permintaan dari korban DA tidak dipenuhi. Kemudian korban mengatakan kepada terdakwa,
“kok tidak punya?” Mendengar kata-kata dari korban tersebut, membuat terdakwa marah
dan Ian;gsungamemukulv pelipis kiri e sebanyak.dua kali dengan menggunakan tangan

kanannya yang dikepal, sehingga kotban terjatuh ke lantai dengan posisi tetlentang. Dan -

ketika korban berusaba untuk berditi kembali, korban dipukul lagi oleh terdakwa -SC -.-. -~

sebanyak dua kali dengan menggunakan tangan kirinya, dan pukulan tersebut mengenai mata
kanan korban, yang menyebabkan korban tetjatuh lagi hingga tak sadarkan diri. Perbuatan
terdakwa tidak berhenti sampai disitu, karena terdakwa masih melakukan kekerasan terhadap
kotban, yaitu dengan menggunakan sebuah rotan sepanjang 1,5 m, terdakwa kemudian
memukul paha kanan korban sebanyak dua kali. Setelah selesai memukul paha korban,

terdakwa kembali memukul bagian dagu kotban dengan menggunakan tangannya sebanyak
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dua kali. Akibatnya, dagu korban mengalami robek. Setelah terdakwa melihat bahwa korban
masth tetap tergeletak tak sadarkan diri'di lantai, terdakwa lalu mengambil rotan yang berada
di atas lantai, dan kemudian membawanya bersama dengan tubuh dari kotban DA untuk
dibuang ke Kalimalang.

Berdasarkan hasil Visum et Repertum, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit
Dr. H. Maezoeki Mahdi, di Bogor, pada tanggal 29 Juni 2006, maka dijelaskan bahwa korban
pada saat dibawah ke ruma sakit sudah tidak sadar dengan kondisi umum yang sakit Berat.
Pada bagian tubuh korban ditemukan beberapa luka, seperti: pada daerah mata kanan korban
terdapat luka memar yang berukuran 4 cm x 2 cm; pada kaki kanan korban, yaitu di bagian
tulang kering ditemukan juga luka memar sebesar 5 cm x 4 cm; pada kaki kitinya, yaitu di
bagian tulang keting juga ditemukan luka memar yang berukuran 7 cm x 5 cm. D?ui semua
luké memat yang dialami oleh korban DA adalah akibat kekeras_aﬁ bendé tumpul: Korban
DA dipulangkan dalam keadaan meninggal dunia.
5.4.1.1.2 Surat Dakwaan

| Surat dakwaan yang teiah disusun oleh pihak Jaksa Penuntut juga

menjelaskan bahwa terdakwa SC telah ditahan oleh pihak penyidik sejak tanggal 29 Juni
sampai dengan 18 Juli 2006. Masa tahanan ini masih diperpanjang lagi oleh pihak Jaksa
Penuntut Umum, yaitu dari tanggal 18 Juli sampai dengan 26 Agustus 2006, dan terdakwa SC
mulai ditahan oleh JPU semenjak tanggal 14 Agustus 2006 sampai dengan kasus ini
dilimpahkan ke pengadilan. Jadi, terdakwa SC baru ditahan selama kurang lebih satu bulan
‘'setengah, baik oleh pihak penyidik ataupun JPU.

Di dalam surat dakwaan tersebut telah disebutkan bahwa, akibat dar

perbuatannya itu maka terdakwa SC telah melanggar ketentuan dari pasal 44 (3) UU RI No.
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23 Tahun 2004 tentang PKDRT. Isi dari ketentuan dari pasal 44 (3) tersebut dijelaskan,
bahwa: “Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya
korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling
banyak Rp. 45,000,000,- (empat puluh lima juta rupiah)”. Surat dakwaan yang telah disusun
oleh JPU ini dibacakan pada tanggal 31 Juli 2006 di PN Jakarta Pusat.
5.4.1.1.3 Tuntutan Pidana
Sama seperti dengan Surat Dakwaan di atas, yaitu disusun oleh pihak JPU,
dimana isi dari Surat Tuntutan ini leBih detail menjelaskan tentang situasi dan kasus KDRT
ini. Pada surat tuntutan ini juga sudah mencantumkan beberapa fakta yang terungkap selama
_proses pemeriksaan di dalam persidangan. Fakta-fakta tersebut, terdiri atas: keterangan saksi-
saksi, petunjuk, keterangan terdakwa dan barang bukti. Wi
Mengenai saksi yang sempat dihadirkan dalam pemeﬁkséan d1 pengadilan,
yaitu berjumlah lima orang saksi, tapi dari surat tuntutan yang disusun oleh pihak JPU, hanya;
terdapat keterangan dad satu orang saksi saja, yaitu saksi JR, dimana saksi JR ini adalah
tetangga dari terdaicwa SC dan kotban DA. Saks:1 JR ]uga menyampaikan kesaksiannya bahwa
antara terdakwa dengan korban masih pasangan suami istti yang sah. Dan, benar bahwa
antara saksi dan korban seting berselisih paham. Saksi menyampaikan bahwa ia memang
tidak melihat langsung kejadian tersebut, tapi saksi JR hanya mendengar teriakan minta
tolong dari korban DA. Saksi juga melihat kotban tergeletak di lantal dengan dagu korban
yang sobek. Sal:{si JR, juga pada tanggal 17 Juni 2006 yang lalu bersama dengan terdakwa SC
sempat mengantar kotban DA ke klinik, yaitu setelah terjadi pertengkaran hebat antara
terdakwa SC dengan korban DA. Kotban DA di Klinik itu diperiksa oleh sebrang paramedis

yang betinisial ES, lalu kotban diberikan obat merah dan disuntik. Pada saat korban DA

161

Sensitivitas Gender..., Danieiie Johanna P. Samsoeri, PPS Ul, 2008



meninggal, saksi JR kemudian diberi kabar, bahwa korban DA telah meninggal di rumah
sakit Dr. H. Marzuki Hadi. Saksi JR mendapatkan informasi, bahwa korban DA meninggal
akibat dianiaya oleh suatﬁinya dari pihak Polsek Tanah Abang. Untuk keterangan dan
keempat saksi yang lainnya, oleh pihak JPU tidak dijelaskan.

Tentang petunjuk dalam kasus KDRT ini, adalah diperoleh dan keterangan
saksi-saksi dan terdakwa, dimana saling terdapat persesuaian antara satu dengan yang lainnya,
sehingga ini dapat dijadikan sebagai alat bukti petunjuk, atau sesuai dengan aturan dan pas:ﬂ
188 KUHAP®'. Sedangkan, keterangan dari terdakwa SC di dalam persidangan, yaitu bahwa
ter_dakv;a mengaku pernah diperiksa di Kepolisian dan telah dibuatkan BAP. Seluruh isi dani
BAP adalah benar adanya. Menurut terdakwa SC, bahwa keterangan dari kelima orang saksi’
itu juga sudah benar semuanya. Terdakwa SC, juga mengakui bahwa pada tanggal 17 Juni
2006, terdil IS cocaigiMiielin Skl oo, TR s S dengan
menggunakan tangan kanannya yang dikepal, akibatnya korban DA terjatuh ke lantai dengan
- posist tetlentang. Pada kesempatan ini pihak terdakwa menjelaskan kepada para penegak
hukum yang ada di PN Jakarta Pusat mengenai kroﬁologis kejadiannya seperti apa (hal-hal
yang sama dengan yang ada di dalam Surat Dakwaan). Untuk barang buktinya, yaitu berupa

surat pernyataan dar terdakwa SC.

* 57 Lihat ketentuan dari pasal 188 KUHAP:

(1) petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu
dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendir, menandakan bahwa telah terjadi suatu
tindak pidana dan siapa pelakunya.

(@ Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari:

a. Keterangan saksi;
b. Surat;
c.  Keterangan terdakwa.

(3) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh
hakim dengan asf lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermataq dan
keseksamaan berdasarkan hati nuraninya.
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Mengenai pembuktian yang disampaikan oleh pihak JPU, yaitu terkait
dengan semua fakta yang sudah dimunculkan selama proses persidangan atau pemeriksaan di
dalam persidangan, bahwa unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa SC,
yaitu bahwa terdakwa SC didakwakan dengan ketentuan dari pasal 44 (3) UU PKDRT.
Sehingga, dari ketentuan pasal tersebut terdapat dua unsur penting yang harus dibuktikan
oleh pihak JPU, yaitu: (1) Unsur “Setiap Orang”; (2) Unsur “yang melakukan perbuatan
kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yz;ng mengakibatkan matinya korban”. Kedua
unsur inilah yang akan dijelaskan.

~ Unsur tentang “setiap orang”, adalah orang atau manusia dengan pengertian
setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan yang mampu bertanggung jawab atas
perbuatannya untuk mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, tentu saja c;rang- |
orang yang tidak terganggu ingatan atau jiwanya, bahwa sesuai dengan fakta-fakta y‘ax-lg
terungkap di persidangan, baik berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, maupun
keterangan terdakwa sendiri, bahwa pelaku perbuatan dalam tindak pidana sebagaimana yang
didakwakan kepadanya dan i)ada dini terdakwa tidak diteﬁmkan adanya alasan pemaaf atau
pembenar sehingga dianggap mampu bertanggung jawa. Oleh karena itu unsur yang pertama
ini telah terpenuhi.

Unsur atau hal kedua yang petlu-untuk dibuktikan di dalam persidangan ini, -
adalah tentang “yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang
mengakibatkan matinya korban”, yaitu bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan berupa
keterangan-keterangan saksi dan keterangan terdakwa sendiri yang menjelaskan bahwa benar
korban adalah istri sah dari terdakwa yang pada saat kejadian masih berstatus suami istri, atau

- sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama No. 779/08/Y 11/2001, tanggal
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16 Juli 2001, dan sesuai dengan Kartu Keluarga No. 474.4/105/2006 yang telah melakukan
petbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan meninggalnya
korban DA. Pada bagian ini kembali dijelaskan oleh pihak JPU tentang kronologis
kejadiannya, sampai kemudian kotban DA dibawah ke Rumah Sakit Dr. H. Marzuki Hadi,
Bogor, pada tanggal 28 Juni 2006 (11 hari setelah kejadian), untuk diperiksa, tapi korban DA
meninggal dunia. Dan hasil dati pemeriksaan itu disimpulkan, bahwa korban DA mengalami
kekerasan di beberapa bagian tubuhnya, sepetti: luka memar di daerah mata kanan, dan di
kedua kakinya yaitu pada bagian tulang kering juga mengalami luka memar. Dan dari pihak |
RS Dr. Marzuki Hadi, juga telah memberikan pertolongan dan tindakan pengobatan untuk
menyembuhkan semua luka dan sakit yang dialami korban. Tetapi, karena luka yang - |
dialaminya sudah terlalu lama, maka jiwanya sudah tidak dapat tertolong lagi. Sehingga;
kesimpulan akhir dari hasil Visum Et Repertum, yaitu bahwa pada pemeriksaan felah -
ditemukan luka memar di daerah sekitar mata kanan, daerah tulang kering kaki kit dan
kanan, akibat kekerasan dari benda tumpul. Pasien dipulangkan dalam keadaan meninggal - -
dunia. Sehingga, unsur ini telah teri)enuhi. -

Ada dua hal pokok yang menjadi salah satu bagian penting dari pihak JPU
dalam mengajukan Tuntutan Pidana terhadap terdakwa SC, yaitu mengenai hal-hal yang
memberatkan dan meringankan. Untuk hal-hal yang memberatkan, adalah: (1) Perbuatan
terdakwa mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, yaitu kotban DA (istri terdakwa); (2)
Terdakwa dalam memberikan keterangan di persidangan sangat betbelit-belit. Sedangkan,
untuk hal-hal yang meringankan, adalah: (1) Terdakwa belum pernah dihukum; (2) Terdakwa

mengakui terus terang petbuatannya; dan, (3) Terdakwa mempunyai dua aﬁak balita yang

merupakan tanggungannya.
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Tuntutan pidana yang dijatuhkan oleh pihak JPU terhadap terdakwa SC, yaitu
menyatakan bahwa terdakwa SC terbukti bersaiah melakukan tindak pidana “yang melakukan
kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan matinya korban”
sebagaimana diatur dalam pasal 44 (3) UU PKDRT. Menjatuhkan pidana penjara terhadap
terdakwa SC, yaitu déngan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun, yang akan dikurangi
dengan waktu selama terdakwa dalam penahanan sementara.
5.4.1.1.4 Putusan Akhir dari Majelis Hakim

. Sidang akhir terhadap terdakwa SC untuk kasus kekerasan fisik dalam rumah
— 8 0% N ¥ N NS
Desember 2006, ditetapkan bahwa terdakwa SC dijatuhkan hukuman penjara selama 1',0‘
(sepuluh tahun) penjara. Hukuman ini akan dikurangkan dengan waktu selama terdakwa
~ berada dalam tahanan atau sebelum putusan ini memperoleh kekuatan huk@ tetap, Majelis |
hakim memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5.4.1.2 Kekerasan Fisik yang Dilakukan oleh seorang Istri UM terhadap ‘Suaminya di
Tanah Tinggi |

Mengenai data kasus KDRT yang kedua, dari segi kelengkapan data masih
kurang. Data tentang Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidananya tidak ada. Berdasatkan
informasi dari bagian Kearsipan di PN Jakarta Pusat, bahwa berkas tentang Surat Dakwaan
dan Tuntutan Pidana sudah hilang. Dan ini menunjukkan bahwa keberadaan kasus KDRT di
PN Jakarta Pusat belum menjadi kasus yang diprioritéskan, baik dari segi penanganan
kasusnya, ataupun dari segi pengarsipannya. Padahal kasus KDRT adalah merupakan salah
satu kasus pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (khususnya perempuan). Hal lainnya,

adalah bahwa jumlah kasus KDRT di PN Jakarta Pusat masih sangat sedikit atau masih
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terbatas jumlahnya. Dan kebanyakan dari kasus KDRT tersebut ada yang masih berproses,
atau masih dalam tahap Banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Jadi, semua betkas
tentang kasus tersebut tidak bolel"1 diperbanyak. Selain itu, semua berkas kasusnya juga masih
berada di Panitera Penggantinya, atau belum diserahkan ke bagian atsip.

Untuk itu dalam kasus ini hanya membahas tentang hasil putusan akhir yang
telah ditetapkan oleh para Majelis Hakim PN Jakarta Pusat. Kasus ini diproses pada tahun
2006 yang lalu. Pelaku dari kasus KDRT ini adalah seorang istri yang berinisial UM, dimana
sehari-harinya berprofesi sebagai seorang ibu rumah tangga. Bahwa, terdakwa UM,
dinyatakaﬁ bersalah karena telah melanggar salah satu ketentuan pésal dari UU No. 23 Tahun
2004 tentang PKDRT, yaitu ketentuan dari pasal 44 (2) UU PKDRT *. Akibat dari
petbuatannya itu menyebabkan korban (pihak suami) mengalami luka berat, sehingga korban
tidak dapat melakukan aktifitasnya atau pekerjaannya. Dan dad pihak Majelis Hakim,
kemudian menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (emam) bulan. Dan
hukuman ini masih akan dikurangi dengan masa selama terdakwa UM ditahan.
5.4.1.3 Dendam Seorang Istri tethadap Sﬁaminya di Kemayoran |

Data untuk kasus KDRT yang ketiga, adalah sama kejadiannya dengan data
yang kedua, yaitu suatu kasus KDRT yang dilakukan oleh seorang istri yang berinisial ML
-terhadap suaminya, yang berinisial YL. Pada dasarnya ML melakukan itu semua karena ML

ingin membela diri dari semua ucapan serta perbuatan kasar dati suaminya YL. ML, adalah
merupakan korban KDRT yang selama menikah dengan YL selalu ditendabkan harkat dan

martabatnya sebagai seorang manusia dan juga sebagai seorang istti.

38 Lihat ketentuan dari Pasal 44 (2) UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, yang menyebutkan sebagai
berkut: “Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh
sakit atau hika berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak
Rp. 30,000,000, (tiga puluh juta rupiah)”.
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5.4.1.3.1 Kronologis Kasus

Pada hari Sabtu, tanggal 28 Oktober tahun 2006, ML telah melakukan
kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap suaminya YL. ML, telah melakukan
kekerasan fisik terhadap suaminya YL, yang mengakibatkan menyebabkan YL mengalami
luka sayat pada jan kelingking sebelah kiri, punggung tangan sebelah kin, lengan sebelah kini
bagian dalam akibat tergores pisau dapur bergagang besi dn luka pada bagian kepala sebelah
kiri dengan empat jahitan”. Dan perbuatannya ini melanggar ketentuan dan UU PKDRT,
yaitu ketentuan tentang kekerasan fisik, pasal 6 UU PKDRT®. Akibat dari petbuatannya itu
membuat ML dikenakan sanksi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan. Pasal yang
dikenakan terhadap terdakwa ML, adalah pasal 44 (1) UU PKDRT, yaitu tentang kekerasan
fisik. |

Kejadian itu berlangsung ketika saksi YR alias DA (Uda Ajo®) sedang tidur
-di kamarnya, tiba-tiba terdakwa ML melemparkan kayu balok dan batbel di depan pintu
‘rumah saksi YL. Akibatnya, saksi YL terbangun dan menegur terdakwa sambil marah-matah
dengan mengeluatkan kata-kata, seperti: “anjing; pelacur, tua bangka, bmg@”. Hal ini
membuat terdakwa emosi, padahal terdakwa masih istri dati saksi YL%. Pada saat itu
terdakwa ML juga sedang memegang pisau daput, yang lalu pisau tersebut digoreskan di
bagian tubuh saksi YL, yang kemudian akibatnya jari kelingking YL terkena goresan tersebut.
Kemudian, ML juga masih melemparkan sebuah batu cor dan mengenai bagian kepala dari

saksi YL.

% Resume dari Berkas Acara Perkara yang disusun oleh Polres Metropolitan Jakarta Pusat Nomor Polisi:
BP/323/8.1/X1/2006/Res.JP An. Tersangka Mailidar, tanggal 30 November 2006. Hal. 3.

60 Ketentuan dari pasal 6 UU PKDRT: “Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a adalah
petbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat”.

61 Uda Ajo, adalah istilah untuk memanggil suami atau kakak laki-laki di dalam masyarakat Minangkabau,
Sumatera barat. :

62 Meskipun, sudah selama kurang lebih delapan bulan belakangan antara ML dan YL telah pisah ranjang.
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Akibat dari semua perbuatan ML tersebut membuat saksi korban YL
mengalami luka-luka akibat adanya kekerasan dari benda tajam, yang menimbulkan halangan
atau i)enyakit bagi saksi kotban dalam menjalankan pekerjaannya atau jabatan untuk
sementara waktu. Saksi kotban juga sudah dibawa ke RS Dr. Cipto Mangunkusumo, Jakarta,
untuk dibuatkan Visum Et Repertum.
5.4.1.3.2 Surat Dakwaan

Surat dakwaan yang telah disusun oleh pihak JPU, sudah menjelaskan tentang
masa penahanan terhadap terdakwa ML, yaitu terdakwa ML sudah ditahan oleh Penyidik
sejak tanggal 8 November sampai dengan tanggal 27 November tahun 2008. Dan oleh pihak
JPU kembali diperpanjang masa tahannya, yaitu dari tanggal 28 November sampai dengan 6
Januari tahun 2007. Pada tanggal 4 Januari tahun 2007 kasus ini dilimpahkan ke PN Jakatta .
Pusat. Di dalam S@t Dakwaan ini juga dijelaskan secara detail tentang kronologis dari kasus
- KDRT yang dilakukan oleh terdakwa ML, dimana perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup
rumah tangga yang telah dilakukan oleh terdakwa ML telah melanggar ketentuan dari pasal 5
huruf a UU PKDRT®. Saksi kotban mengalami kesaki@ atau penyakit dalam menj'alankan
peketjaan atau jabatan saksi kotban YL dirujuk ke RS Dt. Cipto Mangunkusumo, dan di
rumah sakit tersebut mengeluarkan Surat Visum Et Repertum. Dakwaan jaksa adalah
perbuatan terdakwa ML diancam pidana dengan pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004

tentang PKDRT*.

63 Lihat ketentuan dari pasal 5 huruf a UU PKDRT: “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah
tangga terthadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

a. Kekerasan fisik;”

¢ Lihat ketentuan dard pasal 44 (1) UU PKDRT: “Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik
dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara
paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15,000,000,- (lima belas juta rupiah).
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5.4.1.3.3 Surat Tuntutan Pidana

Di dalam surat tuntutan pidana telah disebutkan bahwa akibat dan
petbuatannya itu, maka terdakwa ML telah melanggar ketentuan dan pasal 44 (1) UU
PKDRT. Mengenai fakta-fakta yang terungkap selama proses pemeriksaan di persidangan,
secara berturut-turut, yaitu berupa keterangan saksi-saksi, petunjuk, dan keterangan
terdakwa, beserta dengan barang bukti. Untuk saksi-saksi yang telah dihaditkan di dalam
petsidangan, yaitu berjumlah empat orang saksi (termasuk saksi korban YL). Semua saksi
yang dihadirkan itu adalah laki-laki, yang memiliki hubungan kekerabatan yang dekat dengan
ML dan YL. Pada dasarnya semua keterangan yang disampaikan oleh para saksi telah sesuai
dengan berkas perkaranya, dgn semua keterangannya dibenarkan oleh terdakwa.
| Untuk alat bukti yang berbentuk surat, yaitu Surat hasil Visum et Repertum
dikeluatkan oleh RS Dr. Cipto Mangunkusumo, tertanggal 9 November .tahun 2006.
Mengenai keterangan yang telah disampaikan oleh terdakwa ML, pada dasarnya dia
membenatkan semua dakwaan dari JPU, beserta dengan isi dati Berita Acara Pemeriksaan
(BAP) didalam berkas perkara. Barang bukt yang diajukan d1 dalam persidangan, yaitu sétu
buah kaos dalam yang berwarna putth dan ada betrcak noda darah, satu bilah pisau dapur
berkarat yang bergagang besi yang juga ada noda darah, satu bilah pisau dapur yang berwarna
putih tidak bergagang, beserta dengan satu buah batu. Semua barang bukt yang dla]ukan
dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat memperkuat
pembuktian. Ketua Majelis Hakim juga dalam persidangan sudah memperlihatkan semua
barang bukti tersebut kepada Terdakwa, dan atau para saksi, dan meteka semua telah
membenarkannya. Untuk itulah maka dari pithak Majelis Hakim telah mendakwakan

petbuatan terdakwa itu, dengan ketentuan dari pasal 44 (1) UU PKDRT.
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Beberapa unsur penting yang didakwakan kepada terdakwa‘ ML, yaitu sesuat
dengan ketentuan dari pasal 44 (1) UU PKDRT: (1) Unsur “Barang siapa”; (2) Unsur
“Melakukan petbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”. Kedua unsur pokok
dari dakwaan yang disusun oleh JPU kemudian dijabarkan secara detail di dalam Surat
Tuntutan Pidana. Untuk unsur yang pertama, yaitu unsur tentang “Barang Siapa”, dimana
unsur ini mgm menjelaskan bahwa terdakwa ML sebagai pihak yang mampu berbuat
tindakan tersebut. Sehingga perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan,
unsur yang kedua adalah unsur tentang “Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalamvlingkup
ru@h tangga”, dimana unsur ini adalah untuk menjelaskan bahwa tindakan yang. telah
dilakukan oleh terdakwa ML tersebut adalah telah melanggar ketentuan dari pasal 5 huruf a
UU PKDRT. Dan pada bagian ini juga dijelaskan tentang kronologis dari kejadian yang
.rrvl-enyebabkan rterdakwa_ ML dikenakan sanksi pidana penjara. Kesimpulan darilsemua
penjelasan dari kedua unsur pokok itu, adalah bahwa perbuatan dani terdakwa ML telah
terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004
tentang PKDRT. Bahkan, pada bagian ini oleh pihak JPU ditekaﬁkan supaya pihak Majelis
Hakim dapat menjatuhkan sanksi pidana yang setimpal terhadap terdakwa ML. Akibat
petbuatannya itu membuat saksi YL mengalami luka pada salab satu bagian tubuhnya.
Perbuatan terdakwa ML juga membuat resah masyatakat.
5.4.1.3.4 Pleidoi

Pada bagian Pleidoi atau pembelaan diti dari terdakwa ML, dijelaskan bahwa
terdakwa mengakui secara terus terang dan menyesali semua petbuatannya itu. Dan selama
sidang terdakwa juga selalu bersikap sopan. Terdakwa juga belum pernah dihukum. Oleh

karena itu tuntutan yang ditetapkan oleh pihak JPU tethadap terdakwa ML, adalah bahwa
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terdakwa ML terbukti bersalah melakukan tindak pidana KDRT, sebagaimana diatur dan
diancam pidana dalam pasal 44 (1) UU PKDRT. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ML
dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan yang dikurangi dengan waktu
selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah supaya terdakwa tetap
ditahan. Dan untuk semua barang bukti dirampas untuk dimusnahkan.
5.4.1.3.5 Putusan Akhir dari Majelis Hakim

Pada tanggal 6 Maret 2007, sidang akhir untuk kasus KDRT, dengan
terdakwa ML kembali digelar, dengan agenda kegiatannya adalah penetapan keputusan akhir.
Bahwa, terdakwa ML oleh pihak-Msjelis Hakim ditetapkan telah bersalah melakukan
kejahatan atau pelanggaran kekerasan dalam mmah tangga. Oleh karena itu dari pihak Majelis
Hakim r_ncnjatuEkan pidana penjara terhadap terdakwa ML selama 10 (sepuluh) bulgm. Dan
sepéﬁi yang telah disampaikan 'di dalam surat tuntutan pidana, bahwa hukuman ini ak;m
dikurangi dengan waktu selama terdakwa berada dalam tahanan.
-~ 5.4.2 Refleksi Akhir tentang Kasus-Kasus KDRT di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Data kasus KDRT yang diperoleh dari PN Jakarta Pusat terdiri atas tiga
kasus, dimana dari ketiga kasus tersebut, dua kasus yang melibatkan istri (pihak perempuan)
sebagai pelaku KDRT, dan satu kasus yang melibatkan laki-laki (seorang suami yang
berinisial SC) sebagai pelakunya. Dan khusus untuk kasus ini mengakibatkan pihak istri
meninggal dunia. Untuk putusan akhir yang telah ditetapkan oleh pihak Majelis Hakim juga
sudah cukup maksimal, yaitu hukuman penjara selama 10 (sepuluh) tahun. Meskipun vonis
akhirnya ini masih dibawah dari ketentuan hukumnya, yaitu hukuman penjara selama 15

(lima belas tahun).
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Tentang dua kasus lainnya, yang melibatkan perempuan sebagai pelaku,
dimana kedua kasus ini adalah sebuah kasus pembelaan diri dari seorang istri yang selama ini
| telah mengalami KDRT, atau korban dari tindakan kekerasan (KDRT). Khusus untuk kedua
data kasus ini, kembali menunjukkan bahwa perempuan selalu berada pada posisi yang
dirugikan, baik dalam lingkup keluarga ataupun masyarakat. Dari proses yang ada tidak
menunjukkan secara spesifik adanya pembelaan diri dati pihak terdakwa (Pleidoi) terhadap
segala dakwaan ataupun tuntutan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya. Pada dasarnya
jika seorang istri sampai melakukan kekerasan terhadap suaminya, maka itu pasti ada sebab
~atau faktor lain yang menyebabkan pihak istri atau perempuan melakukan perbuatan
tersebut. Kebanyakan faktor utama dari itu adalah karena dari pihak suami telah melakukan
| suatu benn‘lkv kekerasan atau tindakan yang membuat perempuan menjadi tertekan atau
terpojokkan. Sehingga, perbuatan yang dilakukan oleh pihak terdakwa (pihak istri) adalah
- untuk membela diri. Jadi, memang khusus untuk kasus-kasus KDRT para penegak hukum,
khususnya dari mulai pihak kepolisian (penyidik), jaksa penuntut umum dan para majelis
hakim perlu melihat historis dani kasus KDRT tersebut. Hal apa yang mem-buat si-istri mau
.. melakukan perbuatan tersebut. Hal ini juga'menunjukkan bahwa penanganan terhadap kasus-
kasus KDRT adalah sangat spesifik (atau tidak boleh disamakan dengan kasus-kasus
kriminal/pidana lainnya).

Khusus untuk kasus, yang terdakwanya bernisial ML, yaitu bahwa proses
hukum yang telah ditetapkan, baik oleh pihak jaksa penuntut umum ataupun para majelis
hakim di PN Jakarta Pusat, hanya melihat bahwa perbuatan ML itu adalah salah, tanpa
melihat apa yang menyebabkan ML melakukan perbuatan seperti itu tethadap suaminya YL.

Meskipun, dalam kasus ini ada proses Pleidoi atau pembelaan dari pihak terdakwa, tapi hanya
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sebatas pernyataan bahwa terdakwa tidak pemah melakukan atau terlibat dalam suatu kasus
pidana apapun. Peran dari masing-masing penegak hukum juga belum maksimal dalam
menangani kasus KDRT ini. Karena mereka masth sangat lggal formal, atau belum ada usaha
untuk menggali secara lebih jauh lagi tentang kejadian yang telah dialami oleh ML dan YL.
Meskipun, di dalam Berita Acara Perkara telah dijelaskan bahwa tersangka tidak ada maksud
dan tujuan apa-apa hanya pada saat suami tersangka akan mencekik leher tersangka saat itu
.tersangka melakukan pembelaan diri sebab saksi korban akan memukul saya dengan
menggunakan kayu®.

Untuk ‘bkasus yang. kedua, ya.itu atas nama UM berkas atau dokumen.
pérkaranya sudah hilang, yang menyebabkan proses analisanya menjadi tidak maksimal
(Hanya ada Salinaq Putusannya). Hal ini pula yang menjadi salah satu hambatan dalam
melaksanakan peﬁelitian terhaaap dokumen. Dan seperti dikatahui bahwa karena penelitian
ini hanya sebatas analisis tethadap dokumen atau berkas-berkas perkara, maka

. kekurangannya adalah peneliti tidak dapat melihat langsung proses pembelaan dari pihak
tergugat terthadap semua dakwaan serta tuntutan yang telah dijatuhkan kepada djﬁnya. Pada
dasarnya isi dati pleidoi itu belum memberikan ruang kepada pihak. terdakwa untuk
memaparkan kenyataan yang telah dialaminya selama hidup bersama dengan saksi YL. . -~
5.4.2 Kasus Perceraian di PA Jakarta Pusat

Proses penanganan terhadap kasus-kasus di tingkat PA, khususnya untuk
kasus-kasus petceraian lebih sederhana dibandingkan dengan proses yang harus ditempuh di

PN. Maksudnya, adalah bahwa proses penanganan di tingkat PA lebih singkat prosesnya.

¢ Berdasarkan kutipan dari BAP yang disusun oleh Polres Metropolitan Jakarta Pusat Nomor Polisi:
BP/323/S.1/X1/2006/Res.JP An. Tersangka Mailidar, tanggal 30 November 2006. Hal.10.
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Karena tahapan penanganan kasus di PA terdiri atas beberapa tahapan, seperti: untuk tahap
pertama dari pihak penggugat mengajukan permohonan perceraian kepada pihak PA, dimana
setelah itu surat gugatan atau permohonan yang telah dibuat didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Agama (Susilo, 2007:53). Tahapan selanjutnya adalah pemeriksaan dalam
petsidangan yang terdiri atas beberapa tahapan, sebagai berikut:

a. Sidang pertama;

b. _]lka tergugat tidak hadi, sedang epnggugat hadir, maka hakim dapat melakukan dua
hal, yaitu: dapat menunda persidangan untuk memanggil tergugat sekali lagi, atau
menjatuhkan putusah Verstek;

c. Tergugat tidak hadir tetapi mengirimkan surat jawaban, maka sutat itu tidak perlu

| diperhatikan dan‘ djanggap tidak pernah ada; |

d. Penggugat dan fergugat tidak sama-sama hédir, maka sidang harus ditunda dan para
pihak dlpanggll kembali, sampai dapat dijatuhkan putusan gugur, verstek, atau
perkara dapat diperiksa;

e. Penggugat dan tergugat sama-sama hadir dalam persidangan, maka hakim seBelum
memulai wajib berusaha mendamaikan para pihak yang berselisih.

Tahapan lainnya yang juga harus dilakukan adalah preses- perdamaian, dimana hakim
memiliki kewajiban untuk mendamaikan® para pihak yang berselisih. Tahap betikutnya
adalah perubahan dan pencabutan gugatan, ;}aitu jika hakim tidak dapat mendamaikan para
pihak yang berselisih, maka mﬁap Berikutnya adalah pembacaan gugatan. Pada tahap
pembacaan gugatan, pihak pemohon/penggugat diberi kesempatan untuk mengoreksi

gugatannya. Berikutnya adalah jawaban dari pihak tergugat. Tergugat dapat menyampaikan

6 usaha mendamaikan merupakan beban yang “diwajibkan” hukum kepada hakim dalam setiap penanganan
sengketa perceratan. (Susilo, 2007:60) :
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eksepsi atau keberatannya, baik terhadap permbhonan dari pemohon ataupun pendapat atau
keputusan dari para majelis hakim PA. Dilanjutkan dengan Replik, Duplik, lalu pembuktian,
kesimpulan, dan tahap yang tetakhir adalah putusan. Pada dasamya proses beracaranya harus
sesuai dengan prosedur Hukum Acara Perdata.

Hal linnya juga yang membuat proses penanganan kasus di PA lebih
sederhana, adalah karena pihak suami tidak akan dikenakan sanksi pidana berupa hukuman
pénjara. jadi, hubungan silahturahmi diantara kedua pihak masih tetap terjaga dengan aman.
‘Am'nya, dati pihak pelapor (istri) dan juga anak masih bisa berkomunikasi, dan dari pihak
tetlapor/tergugat (suami) juga ciapat membetikan bantuan finansial dan juga perhatian
terhadap anak. : |

. Pada dasarnya ]um]ah déta tentang kasus perceraian yang diperoleh dari PA
Jakarta Pusat adalah sebsztlnj‘(;k 14 (empat belas) kasus. Dan ada 13 kasus perceraian yang
~ hanya diperoleh dokumen atau berkas petkaranya saja, atau tidak dipantau langsung proses
penanganannya di dalam persidangan. Sedangkan, ada satu kasus perceraian yang dipantau
langsung proses penanganannya. Untuk pembahasan pada bagian ini akan mengambil uga
buah kasus perceraian yang akan dijelaskan secara rinci tentang proses persidangannya.
Meskipun, memang salah satu kendala dalam penelitian tentang dokumen ini adalah tidak
dapat melihat langsung i)roses penanganannya, atau mengetahui secara pasti tentang hal-hal
apa saja yang tetjadi selama proses penanganan di PA Jakarta Pusat.

Mengenai ketiga kasus pei:ceraian yang dijadikan sebagai alat untuk
menganalisa situasi penanganan kasus di PA Jakarta Pusat, adalah kasus gugatan percers;ian
yang diajukan oleh pihak istri, dimana masing-masing dari kasus-kasus tersebut memiliki

karakteristiknya masing-masing, dan ketiga kasus perceraian ini juga karena mereka (pihak
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istrd) telah mengalami KDRT dari pihak suami (tergugat). Sedangkan, data kasus perceraian
yang lainnya akan dilampirkan dalam bagian lampiran dari tesis ini.
5.4.2.1 Kasus Perceraian Ibu FR

Kasus gugat cerai yang diajukan oleh seorang ibu rumah tangga, yang
berinisial FR (selanjutnya disebut sebagai Penggugat) terhadap suaminya yang berinisial HR
(seianjumya disebut sebagai Tergugat), yang berprofesi sebagai seorang buruh. Pada tahun
1987, f)enggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan. Selama pernikahan tersebut
penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan
dikarumm 2 orang anak. Hasil analisa dan peneliti terhadap kasus perceraian ini, yaitu bahwa
jangka waktu pemprosesan dari kasus ini terbilang singkat, jika dibandingkan dengan proses
pénﬁeﬁksaan d1 PN, yang memakan waktu yang lama, karena waktu }v)enanganannya adalah
selamé kurang lebih tiga bulan. - |
5.4.2.1.1 Duduk Perkara

Kurang lebih sejak tahun 1993 ketentraman rumah tangga penggugat dengan
tergugat mulai goyah. Dan dari data yang ada menunjukkan bahwa salah satu sebab dar
adanya permohonan cerai dati penggugat FR, adalah karena tergugat HR suka selingkuh
dengan wanita lain. Apabila terjadi perselisihan atau pertengkaran tergugat suka ringan
tangan kepada penggugat. Térgugat,sejak tahun 1992 tidak mempunyai peketjaan, sehingga
ekonomi dari rumah tangga penggugat déng?m tergugat sering dibantu oleh keluarga tergugat.
Bahkan, akibat dari tidak beketjanya penggugat, menyebabkan kebutuhan sekolah dari anak-
anaknya menjadi tidak terpenuhi. Pada bulan Oktober tahun 2006, tergugat telah melakukan

“kekerasan fisik lagi kepada penggugat, yaitu memukul penggugat. Akibat dari pemukulan ini,

maka penggugat melaporkannya kepada Polda Metro Jaya. Pada bulan November tahun
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2006, tergugat telah pergi meninggalkan penggugat dengin anak-anaknya, dan sejak saat itu
dan sampai sekarang tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir bathin kepada
penggugat.

5.4.2.1.2 Proses Persidangan

Penggugat mengajukan beberapa permohonan kepada pihak Majelis Hakim,
seperti: mengabulkan gugafan penggugat untuk bercerai dengan tergugat; merﬁbebankan
biaya perkafa sepénuhnyz; kepada penggugat dan, menjatuhkan putusan lain yang seadil-
édilnya. |

| Pada hari sidang yang pem, penggu.gﬁ datang menghadap di persidangan.
Péda persidangan tersebut majelis hakim berusaha menasehati penggugat agar bersabar dan
rukun kémbali ;iengan .tergugat tapi tic_lak_berhasil. Namun tergugat tidak datang menghadap -
dan tidak nienyu:qh orang lain untuk aamng menghadap sebagai kuasanya. Tergugat tidak
datang menghadii sidang, untuk itulah maka majelis hakim mengabulkan gugatan penggugat
dengan verstek.

Untuk menguatkan dalil-dalil yang telah disampaikan penggugat mengajukan
bukti berupa surat, yaitu fo.tocopy buku Kutipan Akte Nikah, yang dikeluarkan oleh Kantor
Urusan Agama Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Pihak Majelis Hakim juga telah
mendengar keterangan dari kelu#ga penggugat, yang diwakilkan oleh paman dan bibi dan
- penggugat. Kedua saksi tersebut menjelaskan bahwa salah satu faktor dari terjadinya
pertengkaran di dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat, adalah karena faktor
ekonomi. Selain itu juga, karena tergugat suka ringan tangan atau suka memukul penggdgat.

Antara penggugat dengan tetgugat sudah tidak tinggal bersama-sama lagi, sejak bulan
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November tahun 2006 yang lalu. Alasannya, karena penggugat tidak tahan atas perlakuan
tergugat yang kasar kepadanya.
5.4.2.1.2.1 Pertimbangan Hukum

Pada dasarnya pihak majelis hakim peradilan agama memiliki tugas untuk
terus-menerus mendamaikan pihék penggugat dengan tergugat. Dan untuk kasus perceraian
ini juga dari pihak majelis hakim Berusaha menasehati penggugat untuk bersabar dan rukun
lagi dengan tergugat. Befdésarkan dengan keterangan dari penggugat yang dikuatkan dengan
bukti Akta NM, maka telah terbukti bahwa penggugat dan tergugat telah menikah secara
sah pada buian Februari tahun 1987, oleh karenénya kcduanya memp@yﬁ kualitas hukum
untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Tergugat selama sidang. dllakukan tidak pernah hadir, yang disebabkan karena
sesuatu halangan yang sah, dan oleh plhak majelis hakim kemudian mengabulkan gugatan
penggugat dengan Verstek. Pihak penggugat mengajukan talak terhadap tergugat dengan
alasan bahwa antara penggugat dengan tergugat sering tetjadi pertengkaran terus menerus,
disebabkan karena masalah ekonomi dan karena tergugat seting betlaku kasar kepada
penggugat. Antara penggugat dengan tergugat telah pisah rumah sejak bulan November
tabun 2006. '

Menurut penilaian dari pihak majelis hakim pengadilan agama Jakarta Pusat,
bahwa alasan gugatan penggugat telah sesuai dengan ketentuan dalam pasal 19 huruf (f)
Peraturan Pemetintah No. 9 tihun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.
Untuk itulah maka gugatan dari penggugat telah dinyatakan beralasan hukum dan tidak
melawan hak. Gugatan penggugat tidak melawan hukum, maka gugatannya itu sudah sesuai

dengan ketentuan dari pasal 125 HIR, sehingga gugatan penggugat ini juga dapat dikabulkan
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dengan Verstek. Dalil-dalil yang telah disampaikan oleh penggugat juga sudah dikuatkan oleh
keterangan dari dua orang saksi tersebut di atas. Dan berdasarkan pertimbangan-
perﬁmbangan tersebut, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya.
Berdasarkan ketentuan pasal 89 (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989, maka biaya perkara
akan dibebankan kepada penggugat. Pihak majelis hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat
juga akan memperhatikan semua pasal peraturan, perundang-undangan yang berlaku, serta
Hiukum Syarish yang berkenaan dengadi perkara ini.
5.4.2.1.2.2 Keputusan Akhir |
Pihak Majelis Hakim Pengadilan Agama jakarta Pusat, kemudian menetapkan

keputusan akhir untuk kasus perceraian antara penggugat FR dengan tergugat HR, sebagai
berikut: | | | |

1. Menya’ta.ké.n bahwa tergugat yang telah dipanggil ciengan patut untuk datang

menghadap persidangan tid';lk hadir;

2. Mengabulkan gugat penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu dari tergugat kepada penggugat;

4. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 255,000,- (dua

ratus lima puluh lima ribu rupiah). Gk .
5.4.2.2 Kasus Perceraian Ibu FT V
Kasus perceraian yang kedua.adalah suatu kasus perceraian yang diajukan

oleh seorang ibu rumah tangga, yang berinisial FT (selanjutnya disebut sebagai Penggugat)
tethadap suaminya yang bernisial KD (selanjutnya disebut sebagai Tergugat), yang
berprofesi sebagai seorahg karyawan swasta. Antara penggugat dengan tergugat telah

melangsungkan pernikahan pada bulan Oktober tahun 2002, yang telah dicatat oleh Pegawai
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Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Abang, ]ak:irta Pusat. Selama
pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya
suami istri, tapi belum dikaruniai anak.

5.4.2.2.1 Duduk Perkara |

Kurang lebih sejak awal tahun 2003, ketentraman rumah tangga penggugat
dengan tergugat mulai goyah, yang disebabkan karena tergugat jika ada permasalahan di
dalam rumah tangga suka ﬁengucapkm l;ata—kata kasar. Tergugat dengan penggugat selalu
beda pendapat dalam ma;alah rumah tangga. Contohnya, pada saat tergugat akan pulang
kampung penggugat @erasa keberatan. Sehingga, terjadi perc;,ekcokan dan perselisihan. Sejak
bulan Mei tahun 2004, antara tergugat dengan penggugat sudah tidak tinggal bersama lagi.
Tergugat e TR . g bawah tangan, dan sejak ifu telah putus
hubungan lahir dan bathin éémpai permohonan percér:;ian ini diajukan ke Pengadilan Agama
Jakarta Pusat. Pada tahun 2005, tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain tanpa seizin
penggugat.

Berdasatkan alasan atau dalil-dalil yang telah disampaikan di étas, maka dani
pihak penggugat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat,
agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini. Dan kemudian menjatuhkan putusan yang
amarnya berbunyi:  §

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. -Menceraikan penggugat dengan tergugat;
3. Membebankan biaya perkara kepada penggugat;

4. Atau, menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilaya.
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5.4.2.2.2 Proses Persidangan

Pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat datang menghadap
persidangan dan majelis hakim. Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan, tapi
tergugat menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya. Tapi, menurut
Berita Acara Panggilan yang telah disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama
Jakarta Pusat yang dibacakan di dalam sidang, Vbahwa tidak hadirnya tergugat di dalam
persidangan disebabkan kaxena. sesuatu halangan | yang sah. Dan untuk memperkuat
gugatannya terhadap gergugat, maka dari pihak penggugat mengajukan bukti surat berupa
Buku Kutipan Akta Nikah, byang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah
Abang, Jakarta Pusat. | '
5.4.2.2.2.1 Pembulktian di Persidangan |

A N il e I o ik
dua orang saksi, dimana untuk saksi yang pertama adalah kakak kandung dari penggugat dan
saksi yang kedua adalah tetangga dari penggugat. Kedua orang saksi tersebut di dalam
persidangan memberikan keterangan, bahwa i)ada dasarnya kedua orang saksi ini mengetabui
kondisi dari ramah tangga penggugat dengan tergugat rukun-rukun saja, walaupun belum
memiliki anak. Sejak tahun 2003 antara tergugat dengan penggugat sering cekcok karena
adanya perbedaan pendapat. Sampai akhirnya tergugat I;ergi meninggalkan penggugat, tanpa
memberikan nafkah léhir dan bathin. Upaya damai-juga telah dilakukan, baik dari pihak
keluarga ataupun dari pihak ketabat, tapi tidak berhasil.
5.4.2.2.2.2 Pertimbangan Hukum

Pihak Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat juga telah berusaha

menasehati penggugat untuk bersabar dan rukun lagi dengan tergugat namun tidak berhasil.
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Berdasarkan keterangan penggugat yang telah dikuatkan oleh bukt vAkta Nikah, maka telah
tetbukti bahwa penggugat dan tergugat telah menikah secara sah sejak bulan Oktober 2002,
oleh karenanya keduanya mempunyai kualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak
dalam perkara ini. Dan seperti yang telah disampaikan di atas, bahwa penggugat mengajukan
gugatan tethadap tergugat dengan alasan, bahwa antara penggugat dengan tergugat sering
cekcok yang disebabkan karena adanya perbedaan pendapat, tergugat juga sering
mengucapkan kata-kata kasar terh;adap .pénggﬁgat, yang akhimnya tergugat petgi
meninggalkan penggugat sejak tahﬁn 2003 sampai dengan sckarang tanpa memberikan
* nafkah lahir dan bathin. |

Alasan penggugat mengajukan gugatannya telah sesuai dengan ketentuan
dalam pasal 19 huruf (f) Undang—Url;dang No. 7 tabun 1989 Jo. pasal 116 huruf () Kompilasi
Hukum Islam oleh karenanya gugatan penggugat harus dmyatakan telah beralasan hukum
dan tidak melawan hak. Oleh karena itu gugatan pgnggugat telah berdasarkan ketentuan dari
pasal 125 HIR Jo. pasal 27 (1) Peratutan Pemerintah No. 9 tahun 1975, maka gugatan
penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek. Menurut pendapat dari para Majelis Hakim
Pengadilan Agama Jakarta Pusat, menyatakan bahwa berdasarkan pertimbangan-
pertimbangan tersebut, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya.
Berdasarkan ketentuan dari pasal 89 (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989, maka biaya
perkara dibebankan kepada penggugat. Pihak Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat
juga memperhatikan semua pasal Peraturan dan Perundang-undangan yang betlaku serta

hukum syarat yang berkenaan dengan perkara ini.

182

Sensitivitas Gender..., Danieiie Johanna P. Samsoeri, PPS Ul, 2008



5.4.2.2.2 Keputusan Akhir

Putusan akhir yang ditetapkan oleh pihak Majelis Hakim tethadap
permohonan perceraian yang diajukan oleh penggugat FT, adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap
dalam persidangan tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan Verstek;

3. Menjatuhkan talak satu khul’i dan tergugat kepada penggugat dengan iwald Rp.
10,000,- (sepuluh ribu rupiah);

4 Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.
335,000, (tiga ratus tiga puldh lima ribu rupiah).

5. 4 2.3 Kasus Perceraian Ibu FR ‘

Kasus perceraian yang ketlga, adalah suatu kasus percer:nan yang diajukan
oleh seorang istri, yang berinisial NG (selanjutnya disebut sebagai Penggugat), dimana
penggugat berprofesi sebagai seorang PNS (Pegawai Negeri Sipil) di salah satu Departemen
Pemerintah, sementata suaminya, yang berinisial DK, berprofesi sebagai seorang karyawal/l
swasta (disebut sebagai Tergugat). Antara penggugat dengan tergugat telah melangsungkan
pernikahan sejak bulan Januari tahun 2004 dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah,
Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat. .Selama pernikahan antara
tergugat dengan penggugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan
dikaruniai satu orang anak. |
5.4.2.3.1 Duduk Perkara

Awal mula tetjadinya perselisihan di dalam rumah tangga penggugat dengan

tergugat, yaitu dimulai kurang lebih sejak bulan Januari tahun 2004, yang disebabkan karena
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tergugat kalau ada masalah kecil di dalam rumah tangga selalu membuatnya menjadi masalah
besar, dan diakhiri dengan ucapan kasar serta pemukulan (ringan tangan). ’fergugat juga
sangat bertempramen tinggi, bahkan setiap hari timbul perselisihan dan percekcokan terus
menerus yang membuat psikis penggugat tertekan sampai saat ini. Tergugat juga memi]ﬂci
sikap yang sangat cemburu terhadap penggugat. Padahal, yang dicembufuinya hanya sebatas
teman, akan tetapi tergugat selalu tidak percaya bahkan suka mengeluarkan kata-kata yang
tidak senonoh, seperti: selingkuh atau berzinah. | e |

Tergugat juga sejak tﬁenikah kurang memperhatikan masalah ‘kebutuhan
dalam rumah tangga, seperti masalah keuangan. Jadi, dia banya memberikan serﬁaunya dan |
tidak pernah mencukupi untuk keperluan keluarga selama .sebulan. Tergugat'ju;ga setalah
menikah selama dua had dengén penggugat, pemah thenguéapkan kata-kata cerai sebanyak
tiga kali Bahkan, pernah mengembalikan pénggugat kepada orang tua deng;n tujuan untuk
menceraikannya.

Sejak bulan Februar tahun 2007, antara tergugat dengan penggugat telah
berpisah rumah, dimana tergugat telah pergi ke rumah kéluarganya dengan membawa anak
certa pembantu tanpa kompromi. Dan sejak awal bulan Febroasi tabun 2007 tidak
memberikan nafkah bathin, sedangkan nafkah lahir sudah tidak diberikan sejak bulan Januari
2007. Pada bulan Januari 2005, tergugat pergi bekerja ke luar negeri selama satu tahun, dan
hanya memberikan nafkah lahit, yaita mengirimkan uang sebanyak Rp. 750,000, (twju ratus
lima puluh ribu rupiah)/bulan untuk keperluan anaknya. Hal ini tidak menunjukkan
tanggung jawab yang baik dari serorang kepala keluarga.

Anak hasil perkawinan penggugat dengan tergugat masih kecil, serta masih

memerlukan kasih sayang dari seorang ibu, maka penggugat memohon kepada Majelis
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Hakim agar hak pengasuhan dari anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan
penggugat. Untuk biaya hidup dari anak mereka yang masih kecil, serta masih membutuhkan
biaya hidup sehari-hari, biaya pendidikan, kesehatan dan lain-lain, maka penggugat mohon
agar pihak Majelis Hakim menghukum tergugat untuk membayar nafkah anak tersebut
" sebesar Rp. 5,000,000, (lima juta rupiah) per bulan melalui penggugat.
Berdasarkan dalil-dalil atau alasan-alasan yang telah disampaikan di atas, maka
pihak penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama ]akarta Pusat segera memeriksa
dan mengadili perkara ini, dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:
1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menceraikan penggugat dengan tergugat;
3. Menyatakan dan menetapkan anak hasil l_ﬁerkawinari pénggﬁgat dan tergugat berada |
dalam asuban dan pemeliharaan penggu;gét; I '
4. Menghukum tergugat untuk membayar nafkah anak tersebut di atas sebesar Rp.
5,000,000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya kepada penggugat;
5. Membebankan biaya perkara kepada penggugat;
6. Atau menjatuhkan putu%an lain yang seadil—;di'lnya.
5.4.2.3.2 Proses Persidangan
Pada persidangan yang telah ditentukan benggugat konpensi atau tergugat
rekonpensi telah datang menghadap éendiri ke persidangan, sedangkan tergugat
konpensi/penggugat rekonpensi datang menghadap persidangan diwakili oleh kuasa
hukumnya. Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dan memberikan nasihat kepada
penggugat konpensi/tergugat tekonpensi untuk rukun kembali dengan tergugat

konpensi/penggugat rekonpensi dan kepada kuasa hukum tergugat konpensi/penggugat
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rekonpensi telah diperintahkan untuk menghaditkan tergugat konpensi/penggugat
rekonpensi principal dan kuasa hukum tergugat konpensi/penggugar rekonpensi menyatakan
bahwa tergugat konpensi/penggugat rekonpensi sudah berangkat ketja ke Dubai tidak dapat
menghadiri petsidangan perkara ini.

Selanjutnya  dibacakan surat gugatan penggugat konpensi/tergugat
rekonpensi yang maksud dan isi gugatannya tetap dipertahankan éleh penggugat
konpensi/ tergugat rekonpensi. Bahwa, atas gugatan penggugat ‘konpensi/ tergugat
rekonpensi tersebut di atas, tergugat konpensi/ éenggugaf rekonpensi mengajukan jawaban,
yang menjelaskan nga hal penting, yaitu: | |
5.4.2.3.2.1 Eksepsi

Bahwa, menurut pemmbangan Ma]ehs Haklm tentang gugatan yang dla)ukan
penggugat masth terlalu prematur, penggugat dalam menga]ukan Gugatan Aquo terhadap
tergugat adalah terlalu prematur. Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri pada
Departemen Agama, sehingga apabila seorang PNS akan mengajukan gugatan perceraian
maka harus terlebih dahuiu mendapatkan izin persetujuan dari atasan penggugat (Vide
Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi
Pegawai Negeri Sipil, dan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang Izin
Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil). Di dalam gugatan aquo,'penggugat
belum memperoleh izin dari atasan penggugat, maka sudah'selayaknya Ketua majelis Hakim
yang memeriksa dan perkara aquo berkenan untuk menyatakan gugatan yang diajukan oleh

penggugat tidak dapat diterima.
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5.4.2.3.2.2 Pokok Perkara

Mengenai hal-hal yang telah disampaikan oleh tergugat di dalam Eksepsi,
maka dianggap juga telah termasuk di dalam Pokok Perkara ini. Tergugat menolak dengan
tegas seluruh dalil-dalil gugatan penggugat, kecuali mengenai hal-hal yang secara tegas telah
diakui kebenarannya oleh tergugat. Benar, bahwa antara penggugat dengan térgugat telah
melangsungkan pernikahannya, dan telah dilangsungkan di Kantor Urusah Agama,
Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dari hasil perkawinan teﬁebut telah d1karuma1 satu
orang anak laki-laki. Selama pernikahan penggugat denganb tergugat telah hidup rukun
sebagaimana layaknya suami istri. Seperti yang telah djsamp;a.ikan di dalam penjelasan tentang
duduk perkara, yaitu bahwa dalil dari penggugat tentang kejadian setelah dua hari menikah,
dimana tergugat pernah mengucapkan kata-kata cerai sebanyak ga bl Sehingpa dalil dari
penggugat ini bersifat .saling kontradiktif, oleh karenan'ya. teré'ugat mensomier penggﬁga£
untuk membﬁktikan dalilnya itu. Tergugat juga menolak dalil dari penggugat, yaitu tentang
pernyataan dari pénggugat tentang sikap dari tergugat jika menghadapi persoalan di dalam
rumah (maksudnya persoalan kécil), yang kemudian menjadi besar, dan kemudian diakhiri
dengan ucapan kasat serta pemukulan tethadap penggugat. Hal ini disebabkan karena
tergugat memiliki tempramen sangat tinggi. Menurut tergugat, bahwa dalil yang disampaikan
oleh penggugat tidak berdasarkan hukum, sehingga perlu untuk memperﬁmbmghmya

berdasatkan alasan-alasan hukum sebagai berikut:
a. Pada tahun pertama pernikahan justru tidak terlihat adanya pertengkaran diantara
tetgugat dan penggugat. Bahkan, pada waktu itu telah disepakati oleh mereka berdua
untuk merealisasikan pembelian rumah tinggal yang pada nantinya akan ditempati

oleh tergugat dan penggugat. Dan untuk mencapai maksud tersebut, maka tergugat
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dengan persetujuan penggugat meninggalkan istri untuk mencari peketjaan di luar
negeri dengan harapan akan mendapatkan uang yang lebih besar;

. Pada tahun kedua perkawinan, yaitu saat tergugat cuti yang pertama dar
pekerjaannya di luar negeri, pada bulan Januari tahun 2005, tidak terjadi percekcokan
seperti yang didalilkan oleh penggugat. Bahkan, mereka hidup secara harmonis
selama tergugat menjalankan cuti dari pekerjaannya tersebut;

Pertengkaran yang besar terjadi antara tergugat dengan penggugat, yaitu ketika
tergugat cuti lliburan pada bulan Januari tahun 2007, dimana tergugat mendapatkan
informasi kalau penggugat di duga telah berselingkuh dengan pria lainnya, serta
penggugat sering pulang larut malam selama tergugat berada di luar negeri, sehingga
anak mereka ditelantarkan oleh penggugat. Oleh karena itu pada bulan Februari
tahun 2007, tergugat pergi meninggalkan rumah, serta mémbéﬁva pergi bersama anak B
mereka.

Tergugat juga menolak dengan tegas tentang dalil dari penggugat, mengenai

rasa cemburu yang betlebihan dari pihak tergugat, dimana dalil penggugat tersebut adalah

dalil yang tidak berdasarkan hukum untuk dipertimbangkan. Kalaupun, tergugat cemburu

tethadap penggugat itu merupakan suatu hal yang sangat manusiawi dan itu hal yang sangat

wajar. Hal itu menunjukkan sikap dari tergugat yang mencintai dan menyayangi penggugat.

Mengenai petnyataan dati penggugat, bahwa tergugat sejak menikah kurang memperhatikan

masalah kebutuhan rumah tangga éeperti masalah keuangan yang diberikan hanya semaunya

dan tidak pernah mencukupi untuk kepetluan sebulan, adalah merupakan dalil yang

mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum untuk dipertimbangkan karena tergugat selalu

mengirimkan uang pada setiap bulannya. Dan mengenai tidak mencukupi uang yang
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diberikan tergugat kepada penggugat, itu berarti menunjukkan penggugat tidak bisa
mengelola keuangan rumah tangga secara baik. Dalil atau pernyataan dari penggugat, bahwa
tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin, menurut tergugat itu adalah dalil yang
tidak berdasarkan hukum. Pada bulan Januati tahun 2007, dimana pada saat tergugat kembali
ke Indonesia untuk cuti liburan, tergugat telah menyerahkan sejumlah vang dan membelikan
sebuah handphone serta sejumlah pethiasan. Bahkan, tergugat masih memberikan nafkah
bathin kepada penggugat. Untuk dalil yang menyebutkan bahwa tergugat haﬁya memberikan
uang sebanyak Rp. 750,000,- (tujuh ratus lima puluh nbu rﬁpiah) perbulannya, adalah
merupakan dalil yang tidak benat dan mengada-ada. Tergugat setiap imlannya mengirimkan
uang kepada penggugat lebih dard Rp. 750,000~ (tujuh ratus lima puluh rbu rupiah).
Tergugat juga menolak keras tentang dalil yang menyebutkan bahwa anak yang diiahirkan
dari perkawinan antara tergugat déngan penggugat berada di bawah perwa.han penggugat. Ini
adalah merupakan permohonan yang tidak berdasarkan hukum, sehingga perlu untuk
dipertimbangkan. Karena ?enggugat sebagai ibu tidak.pernah bertanggung jawab. Dan
berdasarkan fakta-fakta yang terungkap, menjelaskan bahwa penggugat sering pulang hingga
larut malam. Akibatnya, pengasuhan terhadap anak mereka diserahkan kepada pembantu
saja. Alasan, mengapa penggugat sering pulang hingga larut malam karena penggugat sering
pergi dengan selingkuhannya.

Berdasatkan hal-hal di atas yang telah .disampaikan oleh pihak tergugat
képada para Majelis Hakim di Pengadilan Agama Jakarta Pusat, maka tergugat sangat
betharap agar para Majelis hakim dapat memeriksa perkara ini dan tidak mengabulkan
permohonan untuk diberikan hak perwalian yang diajukan oleh penggugat. Sehingga hak

perwalian atas anak mereka itu berada dibawah perwalian tergugat.
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5.4.2.3.2.3 Gugatan Rekonvensi”
Mengenai pembahasan dalam gugatan Rekonvensi, dijelaskan bahwa hal;hal
yang telah diuraikan, baik oleh tergugat rekonvensi/penggugat rekonvensi, juga dianggap
termasuk didalam gugatan rekonvensi ini. Menjelaskan juga bahwa benar antara tergugat
dengan penggugat telah melangsungkan pernikahan, yaitu berdasatkan Akta Nikah yang telah
dikeluarkan secara resmi oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta
Pusat. Dan hasil perkawinan antara tefgugat dengan penggugat telah d1karuma1 satu ofahg
anak laki-laki. Sejak penggugat bekerja sebagai PNS di salah satu Departemen Pemerintah,
maka v?aktu yang diberikan terhadap anak mereka menjadi berkurang. Jadi, menurut
penggugat rekonvensi, bahwa tergugat rekonvensi tidak memiliki waktu lagi dan sering
pulang hingga larut malam dari tempat bekesjanya, ditambah tergugat rekonvensi telah
melakukan selingkuh dengan pra lainriya. Bahwa tindakan tergugat x_ekonvensi yang sering
pulang larut malam itu dan berselingkuh dengan pria lainnya yang berakibat tidak
diperolehnya perhaﬁan dari sang anak. Ini merupakan bukti bahwa tergugat rekonpensi tidak
mempunyai tanggung jawab untuk mendidik, rneﬁgasuh dan membesarkan anak mereka yang
masih berusia kurang dati tiga tahun. Untuk itulah maka berdasarkan semua alasan-alasan di
atas, maka sudah patut dan sewajatnya apabila Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama,
menetapkan bahwa hak perwalian terhadap anak mereka berada di bawah perwalian
penggugat rekonvensi. |
Di dalam bagian Eksepsi, bahwa dari pihak Majelis Hakim Pengadilan Agama

Jakarta Pusat mengabulkan Eksepsi yang diajukan oleh tergugat trekonpensi untuk

67 Gugatan rekonvensi ialah gugatan balik dari tergugat tethadap penggugat dalam konvensi, karena tergugat
melihat adanya hak tertentu yang dapat dituntutnya dad penggugat dalam konvensi tersebut. Atau, suatu
tuntutan balasan dari tetgugat tethadap tuntutan dalam konvensi yang berasal dari penggugat. (Halim, 1988: 52-
53) '
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seluruhnya. Pada pokok perkara, dari pihak Majelis Hakim menolak gugatan penggugat
rekonpensi, yaitu sepanjang menyangkut pengasuhan, perawatan dan perwalian terhadap
anak mereka. Dan untuk hak pengasuhannya akan diserahkan atau berada dibawah asuhan
perawatan dan perwalian penggugat konvensi. Menghukum penggugat konvensi untuk
membayar biaya petkara yang timbul Pada bagian rekonvensi, ditetapkan bahwa pihak
Majelis Hakim mengabulkan gugatan rekonpensi yang diajukan oleh penggugat rekonpensi
tergugat konvensi untuk selurubnya. Menetapkan anak laki-laki hasil perkawman antara
penggugat rekonpensi dengan tergugat rekonpensi berada di bawah asuhan, perawatan dan
perwalian penggugat rekonvensi atau tergugat konvensi. Menghukum tergugat rekonvensi
 atau penggugat konvensi untuk membayar biaya perkara. »
5.4.2.3.3 Pembuktian di Persidangan |

Bahwa penggugat konvensi atau tergugat rekonvensi dalarﬁ meﬂdﬁkung
semua dalilnya telah menyertakan. bukti fotocopy dan surat bermeterai yang telah diperikéa
dan dicocokan dengan aslinya, seperti: Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh
Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Abang, ]ai;arta Pusat; Akta kelahiran dari anak
mereka; dan beberapa surat tugas atau lembur yang dikeluarkan oleh kantor tempat
penggugat beketja. Selain mengajukan bukti-bukti tersebut di atas, penggugat
konvensi/tergugat rekonvensi juga telah menghaditkan dua orang saksi keluarga atau orang
dekat, yaitu ibu kandung dan ibu mertuanya. Keterangan yang disampaikan oleh kedua orang
saksi yang dihaditkan oleh pihak penggugat konvensi atau tergugat rekonvensi, yaitu i)ada
dasarnya mereka mengetahui bahwa pada tahun-tahun pertama antara penggugat dengan
tergugat sering bertengkar. Penggugat sering memukul tergugat. Bahkan, pernah pada saat

tergugat berada di depan ibu kandung penggugat, mencekik dan menendang sampai
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penggugat jatuh tersungkur. Menurut keterangan dati ibu mertua pengugat, bahwa antara
penggugat dengan tergugat sudah tidak satu rumah lagi semenjak anak meteka lahir, dan
tergugat sudah tinggal di luar negeri untuk bekerja. Pada dasarnya, permasalahan yang
muncul diantara penggugat dengaﬁ tergugat adalah karena tergugat merasa cemburu kepada
pengugat.

Pihak tergugat juga mengajukan dua orang saksi untuk mendukung dalil-
dalilnya, yaitu seorang pembantu yang pernah bekerja dirumahnya dan pamannyé.
Keteraﬁgan atau kesaksian yang disampaikan oléh pihak pembantunya, pada intinya adailah
keterangan tentang seberapa sering penggugat pﬂlang terlambat ke rumah, karené harus
lembur untuk mengerjakan pekerjaannya. Sedangkan, ketetaﬁgan dari saksi yang kedua, yaitu
dari paman tergugat, lebih banyak mengenai seberapa serinng tergugat dan periggugét
menitipkan anaknya ke rumah saksi. Hal lain yang juga sempat ditanyakan oleh para majeﬁs
hakim adalah kebenaran tentang apakah tergugat masih memberikan bantuan biaya untuk
penggugat dan anaknya, yaitu pada saat tergﬁgat bekerja di luar negeri.
5.4.2.3.4 Pertimbangan Hukum ‘

Pada dasarnya menurut para majelis hakim di Pengadilan Agama Jakarta
Pusat, bahwa penggugat di dalam mengajukan gugatan tethadap tergugat masih terlalu
prematur. Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam mengajukan gugatan
perceraian harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari atasan penggugat. Tapi,
menurut Majelis Hakim tentang izin untuk melakukan gugatan perceraian bukan merupakan
syarat formal atau hukum acara bagi peradilan agama. Sehingga ini tidak menghalangi
seorang Pegéwai Negeri Sipil untuk menyelesaikan perceraiannya. Karena izin atasan

langsung dapat diperoleh sebelum ataupun setelah perkara didaftarkan. Sehingga dari pihak
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Majelis Hakim sangat merasa keberatan, dan menganggap ini sangat bertentangan dengan
asas kebebasan hakim apabila pemeriksaan perkara perceraian harus diberhentikan (dicoret
dari buku register) hanya karena tidak ada izin pejabat, hal itu merupakan campur tangan
pihak extra judicial, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas eksepai
dari tergugat ditolak. |

Tentang keputusan konvensi, telah disebutkan bahwa berdasarkan bukt-
bukti yang telah diajukan oleh penggugat, terbukti bahwa antara penggugat dengan tergugat
adalah suami isteri yang sah, yang pernikahannya telah sah, atau sebagaimana yang tertera di
dalam Bukti Kutipan Akta Nikah. Sehingga kedua belah pihak ini mempunyai kualitas
hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini. Dari pihak Majelis Hakim
telah berupaya memberikan nasihat kepada penggugat agar rukun untuk membina rumah
tangga kembali dengan tergugai, sesuai dengan ketentuan pasal 82 (1) dan (4) Undahg-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 jo pasal 31 (1) dan (2) PP No. 9 Tahun 1975, tetapi penggugat tetap pada
gugatannya. |

Pada pokoknya semua uraian dat penggugat mendalilkan bahwa rumah
tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak ada keharmonisan,; dikarenakan adanya
perselisihan dan pertengkaran yang dikarenakan tergugat cemburu. Tergugat juga kurang
memberikan nafkah. Tergugat sangat temptamen, sebagai bukt masalah kecil bisa menjadi
besar, yang mengakibatkan penggugat merasa sangat tertekan secara psikis. Selain menuntut
perceraian dari tergugat, penggugat juga menuntut agar dari pihak Majelis Hakim Pengadilan
Agama Jakarta Pusat menetapkan sebagai pihak yang merawat dan mengasuh anak mereka.

Dan tentang kewajiban untuk memberikan nafkah tethadap anak mereka harus menjadi
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tanggung jawab dari pihak tergugat, dimana jumlah nafkah sebulannya adalah sebesar Rp.
5,000,000,- (lima juta rupiah). Dan untuk mengabulkan semua permintaan dari pthak
penggugat, maka dari Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutannya ini.
Pihak Majelis Hakim dalam menanggapi dalil-dalil yang disampaikan oleh
pihak penggugat melalui kuasa hukumnya mendalilkan dalam jawaban dan dupliknya
sebagian membenarkannya dan sebagian lainnya dibantah. Mengenai bukti-bukti yang telah
* diajukan, baik oleh pihak penggugat étnupun tergugat, maka dari pihak Majelis Hakim hanya
akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan saja dan bukt lainnya yang tidak relevan
tidak akan dipertimbangkan. Tapi, bukti-bukti tersebut tetap inerupakan suatu kesatuan alat
bukti yang tidak dapat dipisahkan dalam perkara ini.
. Pada bagian pertimbangan hukum juga dijelaskan oleh para Majelis Hakim
‘mengenai makna dari perkawinan itu, dimana ikatan perkéwinan itu tidak hanya terbatas
pada hubungan fisik dan materiil, tapi sekaligus lebih menitik beratkan pada ikatan batin atau
ikatan jiwa yang mendalam, atau sesuai dengan isi dad Qs. 30:21% dan Qs. 2:187%. Suami
isteri haruslah betsama-sama berupaya melakukan pendekatan keA arah keserasian dan
pemahaman, bahwa isteri tak ubahnya sebagai busana bagi suami dan suami adalah busana

bagi isteri. Kalau masing-masing pihak sampai pada tingkat kesadaran timbal balik, bahwa

pasangan mereka adalah busana pelindung antara ‘mereka, maka-kewajiban dan tanggung .

jawab moral akan terpikul kepada masing-masing untuk menjaga dan memelihara keutuhan

pakaian (busana) tadi agar tidak luntur, lapuk atau tanggal dar badan mereka. Ternyata

6 Kutipan dad Qs. 30:21: “Perkawinan adalah bukan tindakan iseng, melainkan guna mewujudkan keluarga
sakinah, mawaddah dan rahmah”.

6 Kutipan dari Qs. 2:187: “Allah menciptakan bagi manusia pasangan jodoh (suami-isteri) dan perkawinan itu
hendaklah membawa kesenangan dalam kebersamaan (sakinah), bahkan lebih jauh Al-Qur'an mengibaratkan
Jekatnya hubungan ikatan jiwa antara suami isteri harus sampai pada pencapaian keharmonisan, tak ubahnya
* seperti pakaian”.
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bérdasarkan fakta-fakta dipersidangan dihubungkan dengan keterangan saksi keluarga, dalam
rumah tangga penggugat dan tergugat tidak terwujud sebagamana di uraikan di atas. Sehingga
Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa rumah tangga mereka telah pecah, dan tidak mungkin
untuk hidup rukun kembali.

Bahwa penggugat selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya
untuk bercerai. Sehingga dari pihak Majelis Hakim mengkaji lagi, apakah ada manfaatnya
perkawinan antara penggugat dengan tergugat ini dipertahankan lagi, jika ternyata dari salah
satu pfihak sudah tidak mau mempertahankannya. Karena mempertahankan perkawinan
yang seperti itu adalah suatu hal yang sia-sia, karena dapat mengakiba;kan ekses-ekses negatif
bagi semua pihak, dan dapat mengakibatkan akumulasi stress (yang betlebihan). Dan hal-hal
yang diutarakan di atas bukanlah . untuk mendramatisir suasana, tapi hgl—hal itu adalah hal
yang mungkin saja tetjadi. |

\ Penggugat yang juga adalah scorang Pegawai Neger Sipil  telah -
mempertimbangkan secara seksama tentang keputusan yang diambilnya, dan tidak mungkin
mengorbankan perkawinannya yang telah dikaruniai seorang anak jika ﬁdak ada hal-hal
mendasar dan prinsipil, yang membuat penggugat harus menentukan sikap betcerai. Dan jika
salah satu pihak telah tidak dapat mempertahankan perkawinannya lagi, maka telah terbukti
bahwa ikatan batin mereka telah putus, sehingga tidak ada harapan lagi untuk mereka berdua

rukun sebagai suami isteri dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut
di atas, maka telah terbukti bahwa telah tefjadi perselisihan dan pertengkaran antara
penggugat dan tergugat secara terus-menerus. Sehingga dari pihak Majelis Hakim

berpendapat, bahwa pettengkaran dalam suatu rumah tangga tidaklah selalu digambarkan
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adany; pertengkaran fisik maupun melalui kata-kata yang terucap sebagaimana yé.ng terjadi
dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, melainkan dapat saja suatu pertengkaran itu
berupa adanya sikap saling acuh tak acuh (tidak ada komunikasi) dan mendiamkan satu sama
lain yang menunjukkan tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk hidup rukun kembali
dalam rumah tangga. Oleh karenanya pihak Majelis Hakim berpendapat, bahwa perkawinan
antara penggugat dengan tergugat telah pecah, sesuai dengan ketentuan dari pasal 39 (2) UU
No. 1 Tahun 1974™ jo pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) KHI".
Telah terbukti bahwa penggugat telah bethasil membuktikan dalil-dalilnya,
oleh Karenanya permohonan penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu
bain shugro. Dan tentang penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil pada sebuah
D;tpartemen Pemerintah juga telah meinperoleh izin untuk melakukan perceraian. Sehingga
hal ini telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemeintah No. 10 Tahun 1983 jo Peraturan
Pemerintah No. 45 Tahun 1990, oleh karena itu Penggugat tidak melanggar ketentuan
' Peratutan yang betlaku. Mengenai permohonan pthak penggugaf mengenai hak pengasuhan
anak, yaitl; bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dt atas, rﬁaka majelis
Hakim berpendapat anak penggugat yang masih berada di bawah umur atau kecil, dan jika
dilihat secara psikologis maupun biologis anak yang masth kecil masih memerlukan belaian
kasih sayang ibunya, dan biasanya lebih dekat dengan ibunya. Hal ini sesuai dengan

ketentuan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dan harus ditetapkan berada dalam

70 Lihat ketentuan dari pasal 39 (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitw: “Untuk melakukan
perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami
isten”. :

71 Lihat ketentuan dari pasal 116 huruf (f) KHI, yang menyebutkan bahwa: “antara suami isteri terus menerus
terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.
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asuhan dan pemeliharaan penggugat sat;npai anak tersebut dapat menentukan pilihannya
sendiri.

Majelis Hakim berpendapat untuk mencapai kemaslahatan anak, masing-
masing pihak perlu mengendalikan dirinya. Pihak yang dinyatakm tidak berhak melakukan
hadanah tidak perlu merasa dikalahkan bilaman putusan ini memang untuk mendukung
tegaknya kemaslahatan anak. Sebaliknya, pihak yang dinyatakan berhak melakukan hadanah
tidak pula merasa menang sehingga memandang putus hubungan anak dengan pihak yang
dinyatakan tidak bethal melakukan hadanah. Janganlah sengketa anak seolah-olah sama
dengan sengketa harta, dimana dalam sengketa harta pihak yang me'nang akan menjadi
pemilik penuh dari harta tersebut, dan pihak yang kalah tidak berhak lagi atas harta tersebut.
Hal ini berbeda deﬁgan sengketa hadanah, dimana pihak yang melakukan hadanah sama
sekali tidak menggambarkan bahwa anak-anak hanya menjadi miliknya. Hak hadanah hanya
semata-mata menunjukkan kepada hak yang sekaligus merupakan kewajiban untuk

" memelihara serta mendidik anak-anak untuk mengantarkan mereka kepada masa depan yang
cemerlang sesuai dengan yang dikehendaki dalam ketcn@n pasal 3 UU No. 23 Tah@ 2002
tentang Perlindungan Anak, yang menjelaskan bahwa: “Perlindungan anak bertujuan untuk
menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan
berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta
mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia
yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera semata-mata untuk kepentingan yang tetbaik
bagi anak tersebut”. Tergugat selaku ayah kandung dari anaknya itu masih memiliki ikatan
batin dengan anaknya sampai kapanpun tdak pernah putus, dan untuk menjaga

keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan psikologis anak tersebut, maka tergugat
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dapat betkunjung untuk memberikan kasih sayang kepada anakaya dengan tidak
mengganggu waktu dan kegiatan anak tersebut atau sesuai dengan ketentuan dari pasal 41
huruf (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Mengenai pernyataan dari Majelis Hakim tethadap bentuk-bentuk kekerasan
yang dialami oleh penggugat dengan tergugat di dalam kehidupan berumah tangga, dimana
bentuk kekerasannya tidak harus selalu dalam bentuk kekerasan fisik, dimana situasi seperti
ini sudah sesuai dengan ketentuan pasal 1, pasal 2, pasal 5, pasal 7, pasal 9, pasal 45, dan
pasal 49 dari UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga
(diéingkat menjadi UU PKDRT). Jadi, dari pihak Majelis Hakim tidak mendramatisit suasana
seperti itu, namun yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat adalah memang |
demikian adanya. Untuk tuntutan dad penggugat berupa nafkah anak yang harus ditanggung
oleh tergugat perbulannya sebesar Rp. 5,000,000,- (lima juta rﬁpiah), dan untuk kémaslahatan
“anak dalam meraih masa depan yang cemetlang perlu ditetapkan biaya pengasuhan dan
pemeliharaan anak. Dan berdasarkan pengakuan penggugat, dan dihubungkan dengan
keterangan saksi-saksi dipersidangan bahwa tergugat memiliki peketjaan dan berpenghasilén
tetap, dan sewaktu rukun tergugat memberikan nafkah kepada penggugat sebesar Rp.
750,000, (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan.Oleh karena tu berdasatkan
perﬁmbangan-pertimbangan yang sesuai dengan ketentuan dari pasal 41 huruf (b) Undang-
Undang No. 1 Tahun 1974 jo pasal 105 huruf (<) KHI, adalah dipandang patut dan layak
untuk nafkah satu orang anak sebesar Rp. 750,000, (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per
bulan mengingat tergugat masih berada pada usia produktif, dan biaya tersebut dipandang
dapat memenuhi kebutuhan hidup minimal di Jakarta. Pada bagian ini juga dijelaskan tentang

isi dari pasal 77 huruf (b) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang
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menyebutkan, bahwa: -“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan penelantaran
terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan, baik fisik, mental,
maupun sosial dipidana penjara paling lama lima tahun dan/atau denda Rp. 10,000,000,
(sepuluh juta rupiah)”. Oleh karena itu Majelis Hakim memerintahkan kepada para pihak
untuk mentaati apa yang telah diputuskan dalam perkata ini.
5.4.2.3.5 Keputusan Akhir
| Keputusan akhir yang telah ditetapkan oleh pihak Majelis Hakim Pengadilan

Agama Jakarta Pusat terhadap kasus perceraian ini, adalah:

1. .Mengabulkm. gugatan penggugat sebagian;

2. Menjatuhkan thalak satu bain shugro tergugat kepada penggugat;

3. _Menet;pkan seorang anak berada dalam asuban dan pemeliharaan penggugat sampai
anak tefsebut menentukan pilihannya sendiri, dan tergugat dapat berkunjung untuk
memberikan kasih sayangnya kepada anak tersebut; |

4. Menghﬁkum tergugat atau pihak lain atau keluarga tergugat untuk menyerahkan anak
tersebut kepada penggugat; |
5. M‘enetapkah nafkah seorang anak perbulan sebesar Rp. 750,000,- (tujuh ratus lima
puluh ribu rupiah) yang &Mn kepada penggugat setiap tanggal 5 bulan berjalan;
6. Menolak dan tidak dapat menerima gugatan penggugat selebihnya.
5.4.2.4 Refleksi Akhir terhadap Kasué—Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Jakarta
Pusat
Proses penanganan terhadap kasus-kasus perceraian di PA Jakarta Pusat
masih bersifat Legal Formal. Hal ini terlihat dati tindakan yang dilakukan oleh para majelis

hakim, yaitu dati mulai sidang yang pertama sampai dengan sidang yang terakhir, yang selalu
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menawarkan upaya damai. Dan upaya damai yang ditawarkan oleh para majelis hakim ini,
secara khusus ditujukan kepada pihak penggugat (lebih tepatnya kepada pihak istri).
Sehingga, disini dapat terlihat bahwa para majelis hakim masih bias gender dalam melakukan
upaya damai. Pihak istri (dalam hal ini perempuan) yang dibebankan untuk mengalah.
Perempuan masih dianggap sebagai pihak yang lemah, yang tidak memiliki hak untuk

mengajukan gugatan cerai. Sedangkan, untuk pihak tergugat (suami) jarang yang dimintakan
kesediannya untuk melakukan perdamaian.

Mengenai ketentuan hukum yang digunakan oleh para Majelis Hakim PA
Jakarta Pusét, adalah a£uran—aturan dari Kompilasi Hukum Islam (bagian. tentang |
perkawinan), ketentuan dari UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan ketentuan dari
HIR (Hukum Acara Perdata). Tapi, ada satu kasus gugat cerai yang pada bagian
pe@bmgm hukumnya telah menggunakan ketentuan hukum dard UU No. 23 Tahun 2002
tentang Peﬂindungan Anak dan ketentuan dari UU No. 23 Tahun 2004 tentang KDRT. Hal
ini menunjukkan bahwa dari beberapa orang hakim di pengadilan agama Jakarta Pusat juga
telah menyadati bahwa masalah KDRT bukan lagi hanya sebagai peﬁoﬂan atau perkara
pidana saja, tapi ini juga telah masuk sampai ke wilayah pengadilan agama, yang notabene
hanya mengurusi kasu-kasus perdata saja. Oleh karena itu penting untuk memberikan
pemahaman kepada para hakim agama di Pengadilan Agama untuk juga paham dan mau
" menerapkan beberapa ketentuan pokok dati UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT,
khususnya aturan-aturan mengenai bentuk-bentuk KDRT.
5.5 Kesimpulan

Bahwa, dari kumpulan kasus-kasus di atas dapat dilihat bahwa proses

penanganan tethadap semua kasus KDRT yang ada di PN Jakarta pusat telah menggunakan
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ketentuan dari UU PKDRT. Tapi tidak semua kasus KDRT yang ditangani secara
proporsional oleh para penegak hukum, terbukti dari masih belum maksimalnya keputusan
hukum yang ditetapkan oleh para penegak hukum, dimana para penegak hukum belum
memperhitungkan pengalaman perempuan kotban, terbukti masih banyak dari para
perempuan korban yang kemudian divonis bersalah oleh para Majelis Hakim. Pada saat
perempuan mencoba untuk menempuh jalur hukum, maka perempuan kembali menjadi
korban untuk kedua kalinya. Ketidaksensitif para penegak hukum terhadap pgrsoalan KDRT
menyebabkan hukum (UU PKDRT) menjadi sebagai alat pengontrol (buk;n sebagai alat

untuk memperolel; keadilan daﬁ perhndungm hukum). Peran dari para penegak hukum juga
| belum berperan secara maksimal, karena kt_abanyakan dari para penegak hukum hanya
| menjadi “bu_da_k__hukum’ﬂ yang tidak memiliki kewenangan untuk melakukan perubahan

ataupun masukan yang berarti bagi para korban KDRT (khususnya perempuan).
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BAB 6
ANALISIS KASUS EMPIRIK KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA (KDRT) DAN GUGATAN PERCERAIAN DI

PENGADILAN NEGERI DAN AGAMA JAKARTA PUSAT

6.1 Pengantar
Fokus pembahasan pada bab ke-6 ini adalah tentang hasil observasi langsung
di lapangan yang dilakukan di dua lokasi penelitian, yaitu di PN Jakarta Pusat dan PA Jakarta
Pusat. .Observasi dilakukan terhadap dua kasus KDRT yang sedang ditangani di PN Jakarta
Pusat dimana perempuan sebagai kotbannya. Sedangkan di PA Jakarta Pusat, kasus yang
" diobservasi adalah kasus gugat cerai yang diajukan oleh éeorang istri tethadap suaminya.
 iinensciori adaga pengRarlandlons diapangsn, agaiainiil mtba
 secara langsung bagaimana proses penan-ganan tethadap kasus-kasus KDRT dan juga kasus
gugamn cerai. Masing-masing penegak hukum yang ada di dua lokasi penelitian, karena
dengan metode penelitian ini dapat melihat apakah penegak hukum telah menjalankan
perannya secara baik dalam rangka merpbcrikan keadilan kepada pihak perempuan yang
sedang menyelesaikan kasusnya di tingkat pengadilan.

' Mengenai pengamatan yang dilakukan di PN ataupun PA, disesuaikan dengan
prosedurnya masing-masing. Pengamatan di tingkat PN akan dimulai dari tahap pembacaan
Surat Dakwaan dari JPU, setelah itu mendengarkan keterangan dari para saksi-saksi, satu per
satu. Tahap selanjutnya adalah mélakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, khususnya
melakukan konfirmasi ulang dengan 'terdakwa mengenai semua keterangan yang telah

disampaikan oleh para saksi (tentang keberatan-keberatan dari pihak terdakwa). Proses
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selanjutnya adalah pengajuan Eksepsi atau keberatan dari pihak terdakwa atau penasihat
hukumnya mengenai surat dakwaan yang telah dibacakan oleh pihak jaksa penuntut umum.
Proses konfrontasi yang dilakukan oleh hakim adalah merupakan suatu proses dimana antara
terdakwa dengan saksi (saksi korban) dipertemukan kembali di dalam sidang tersebut. Tujuan
dari adanya proses konfrontasi atau konfrontir ini adalah untuk menguji apakah semua
keterangan yang telah disampaikan di dalam persidangan adalah benar adanya.

Tahapan selanjutnya, adalah pembacaan surat tuntutan dari pihak jaksa
penuntut umum. Isi surat tuntutan yang disusun oleh pihak JPU terdiri atas beberapa bagian
penting, seperti: tuntutan ptimair yang menjelaskan kembali tentang kronologis kasusnya
beserta dengan pasal yang akan dituntutkan kepada pihak terdakwa; tuntl;tan subsidair,
tentaﬁg kronologis kasusnya d1mana mengenai pasal yang dituntutkan, khususnya tentang
ancaman _hukumanﬁya .tidak terlalu berat dibandingkan dengan tuntutan primairnya. Hal
lainnya adalah pembahasan tentang bukt-bukti yang telah disampaikan pada sidang yang lalu,
yang terdiri atas beberapa unsur (seperti: surat-surat, keterangan terdakwa dan juga saksi
(saksi korban), batang bukti, serta petunjuk. Pada akhir dan surat tuntutan tersebut' juga
memaparkan tentang hal-hal aéa saja yang meringankan ataupun memberatkan terdakwa,
dan pasal yang dituntutkan kepada terdakwa. Tahap akhir dari proses di PN adalah tahap
mengenai penetapan putusan dati para majelis hakim. Pelaksanaannya dilaksanakan pada hari
yang sama dengan pembaéaan tuntutan oleh jaksa penuntut umum. Hal im untuk
mempersingkat waktu penanganan di PN.

Mengenai tahapan di PA juga terditi atas beberapa tahapan penting, yaitu
sesuai dengan proses dari Hukum Acara Perdata, dimana tahap awal dari pemeriksaan

perkara‘ di pengadilan agama, akan dimulai jika terdapat suatu permohonan ataupun gugatan
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dari pihak pelapor atau penggugat, dan setelah itu pihak-pihak yang berperkara dipanggil
menghadap ke pengadilan agama. Sidang pemeriksaan di pengadilan agama pada prinsipnya
tertutup untuk umum, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang yang betlaku atau jika
hakim dengan alasan-alasan penting yang dicatat dalam berita acara (sesuai dengan ketentuan
dari pasal 59 (1) UU No. 7 Tahun 1999 tentang Peradilan Agama).

Proses beracara di dalam PA, juga terdiri atas beberapa tata urutan yang akan
dlmulm dengan sidang pertama, dimana pada sidang yang pertama ini akan terdapat beberapa
kemungkinan, sebagai berikut: |

(1) Penggugat tidak hadir, sedangkan Tergugat hadir;

(2) Tergugat tidak hadir, Penggugat hadir;

(3) Tergugat tidak hadir tetapi mengirimkan surat jawaban;

@) Penggug# dan Tergugat sama-sama tidak hadir dalam sidang pertama,
maka sidang harus ditunda dan para pihak akan dipanggil kembali, sampai
dijatuhkan putusan gugur;

(5) Penggugat dan- Tergugat sama-sama hadir dalam persidangan.

(Susilo, 2007: 57-60)

Di dalam proses persidangan yang pertama terdapat proses perdamaian yang ditawarkan oleh
pihak Majelis Hakim PA. Jika, proses perdamaiannya bethasil dilaksanakan atau diantara para
pihak yang berperkara sudah sepakat untuk melakukan perdamaian, maka proses selanjutnya
dengan melakukan perubahan atau pencabutan gugatan. Sebaliknya, jika ternyata diantara
pihak tersebut tidak berhasil didamaikan maka sidang akan tetap dilanjutkan dengan agenda
persidangan tentang pembacaan gugatan. Proses selanjutnya adalah jawaban dari tergugat,

putusan sela, replik pemohon atau penggugat, duplik dar termohon atau tergugat,
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pembuktian, konklusi atau kesimpulan dari para pihak, tahap putusan hal;im, ada penawaran
upaya hukum dan eksekusi atau putusan.
Selain melihat proses penanganan, baik untuk penanganan terhadap kasus
KDRT di PN Jakarta Pusat ataupun penanganan terhadap kasus gugat cerai di PA Jakarta
pusat, hasil observasi ini ingin melihat peran yang dilakukan oleh masing-masing penegak
hukum, khususnya peran dari para hakim dan juga jaksa penuntut umum selama persidangan
berlangsung. Masih éangat sedikit penegak hukum yang memiliki kepekaan gender dalam
penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap petrempuan, atau bagaikan “mencari jarum
ditumpukan jerami”, artinya masih sangat sulit mencari penegak hukum yang telah memiliki
sensidﬁtas gender diantara para penegak hukum yang berperspektif patriarkis, dan tidak
berupaya mencxptakan terobosan—tetobosan hukum di dalam menangam kasus-kasus KDRT.
| Ketentuan hukum yang dlgunakan dalam penanganan kedua kasus KDRT di
PN Jakarta Pusat, adalah ketentuan dari UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT.
Disamping itu KUHP pasal 64 (1) masih digunakan untuk Surat Dakwaan Jaksa Penuntut
Umum. Kasus KDRT yang kedua, yaitu tentang penelantaran dalam rumah tangga yang
dilakukan oleh SR tethadap JY. Dalam Surat Dakwaan Primairnya menyebutkan pasal 64 (1)
KUHP tentang perbuatan berlanjut:
“Jika antara beberapa ‘perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau
pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu

perbuatan berlanjut (Voorsgezette Handeling’?), maka hanya dikenakan satu aturan pidana; jika

berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.”

& Voortgezet Delichten (Voortzetten = meneruskan), adalah delict-delict (perbuatan atau tindakan hukum)
yang terdiri atas beberapa perbuatan yang mempunyai pertalian erat dengan perbuatan-perbuatan yang
" terdahulu, hingga harus dianggap sebagai suatu perbuatan. (Kartanegara, tidak ada tahun: 141)
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Ketetapan yang telah ditetapkan oleh majelis hakimnya.sudah secara tegas menyebutkan
bahwa aturan hukum\ yang digunakan dalam menangani kasus KDRT ini, adalah ketentuan
tentang penelantaran dalam rumah tangga, atau dari pasal 49 UU PKDRT, yang mengatur
mengenai:

“Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp.

15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah), setiap otang.”
Sedangkan, ketentuan darivpasal 49 huruf (a) UU PKDRT, adalah:

“Menelantarkan o?ang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam

 pasal 9 ayat (1).” |

Situasi di atas ingin menggambarkan tentang situasi atau proses penanganan terhadap salah
satu k%lsus KDRT di PN Jakarta Pusat, dimana dari pihak penegak hukum,'khusu.snya dari
pihak JPU selain mgngglmakaﬁ ketentuan hukum dari UU. PKDRT, dan juga masih
mengguoskoibeicncuadlF K1 Sia Sl hodfikls be Wibis: pibaMlIPU masihs
merasa kurang lengkap 'penjelasan dari UU PKDRT. Oleh karena itu petlu memasukkan
aturan atau pertimbangan dari KUHP, yaitu ketentuan yang mengatur tentang perbuatan dari
kasus di atas tersebut.

Pada dasarnya para penegak hukum yang ada di PN Jakarta Pusat sudah
mulai menerapkan ketentuan dari UU PKDRT dalam menyelesaikan k;sus-kasus KDRT.
Meskipun, masih ada juga dari para penegak hukum yang menyelipkan aturan-aturan darl
KUHP dalam menyelesaikan suatu kasus KDRT. Tujuannya adalah untuk memaksimalkan
keputusan hukum yang akan dibasilkan. Kebanyakan pendapat dari para penegak hukum di

PN Jakarta Pusat masih merasakan bahwa UU PKDRT masih memiliki kelemahan, terutama

yang terkait dengan sanksi pidananya yang masih tetlalu ringan. Jadi, pada dasarmnya
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penggunaan atau penyelipan aturan-aturan dari beberapa pasal KUHP penting untuk
menguatkan lagi argumen hukumannya atau sanksi pidananya.

PA Jakarta Pusat, kaitannya dengan ketentuan hukum yang digunakan dalam
penanganan kasus-kasus gugatan perceraian menggunakan ketentuan dari KHI (Buku I, yaitu
tentang Hukum Perkawinan), UU No. 1 Tahun 1974 tentang Pekawinan dan ketentuan dari
UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

A&a 2 (ciua) kagus gugatan petceraian yang sudah menggunakan ketentuan
dati UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT (ketentuan dati pasal tentang ketentuan umum
atau definisi dari KDRT, ketentuan tentang ruang lingkup & B V—
bentuk-bentuk KDRT, dan ketentuan tentang definisi Penelantaran dalam rumah tangga
beserta dengan bentuk i pidm;nya), dan ketentuan tentang Perlindungan Anak yang
sesuai det;gén UU No. 23 Tahun 2002. rDari Asalah satu hsus perceraian di PA Jakarta Pusat,
yang nienggunakan ketentuan hukum tentang UU Perlindungan Anak dan UU PKDRT tidak
diobservasi langsung atau hanya dilakukan studi dokumen. Sedangkan, kasus perceraian yang
menggunakan ketentuan dari UU Petlindungan anak, atas nama KR dan SD yang dipantau
langsung proses penanganannya di PA Jakarta Pusat.

6.2 Gambaran Umum Terhadap Penanganan Beberapa Kasus KDRT di Pengadilan
“Negeri (PN) dan Pengadilan Agama .(PA) Jakarta Pusat

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah salah satu tempat yang dijadikan
sebagai lokasi penelitian untuk penelitian kualitatif tentang “Sensitivitas Gender di Kalangan
Penegak Hukum dalam Menangani Kasus-Kasus KDRT”. Jumlah kasus KDRT yang
diproses di PN Jakarta Pusat tidak tetlalu banyak jika dibandingkan dengan kasus KDRT

(dalam bentuk kasus gugatan perceraian atau cerai talak) di PA Jakarta Pusat. Hal ini antara
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lain karena masih banyak dari masyarakat (térutama perempuan) yang trauma atau takut
ketika berhubungan dengan para pene:gak hukum. Selain itu budaya yang kaku, yang kurang
memberikan perempuan (pihak istri) kesempatan untuk dapat memproses kasusnya secara
adil. Kondisi seperti ini juga tidak hanya datang dari pihak keluarga korban, tapi juga dan
pihak penegak hukum yang belum sensitif gender. Akibatnya, penanganan terhadap kasus-
kasus kekerasan terthadap perempuan (KDRT) tidak dianggap sebagai prioritas. Hal ini dapat
ditemukan pula oleh pt;,neliti éada saat peneliti melakukan observasi.
| Ada dua kasus KDRT yang dipantau langsung proses peradilannya di PN
Jakarta Pusat, di@a pelaku dari kedua kasus KDRT itu adalah dan pihak suami. Dan
bentuk kekefasan yang telah dilakukan oleh pelakunya, adalah kekerasan fisik, psikis dan
penelantaran dalam rumah tangga. Bahkan, untuk kasps KDRT yang pertama (kasus KDRT
atas nama YLA dan RM) pihak suaminya méﬁe;xlbak paha kanan istrinya, yaitu dengan
menggunakan senjata jenis airsoft. Sedangkan kasus KDRT yang kedua, adalah kasus
penelantaran dalam rumah tangga (kasus KDRT atas nama JY dan SR), dimana dari pihak
suami menikah lagi dengan perempuan lain (tanpa sepengetahuan istrinya/ibu JY). Dan
semenjak itu terdakwa SR tidak pernah lagi membiayai keluarganya, terutama membiayai
sekolah anaknya.
Proses pembahasan dari bagian ini adalah sesuai dengan Hukum Acara
Pidana untuk kasus-kasus yang ditangani di PN, dan untuk kasus-kasus yang ditangani di PA
akan menggunakan aturan dari Hukum Acara Perdata. Tuju#;;ﬂya, agar dapat melihat secara

seksama masing-masing tahapan penanganan dari kasus-kasus KDRT yang telah diobservasi.
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6.2.1 Posisi Kasus KDRT YL dengan RM

Kasus YL vetsus RM, adalah sebuah kasus KDRT yang dilakukan oleh
seorang suami (berinisial RM) terhadap istrinya (yang berinisial YL). RM, secara sengaja
menembak YL dengan menggunakan senjata mainan. Akibat dari perbuatannya ini YL
mengalami luka memar pada paha kanannya. Putusan akhir yang dijatuhkan kepada RM oleh
pihak majelis hakim, hanya dua bulan hukuman penjara yang masih akan dipotong dengan
masa dimana terdakwa | ditahan (bérdasarkan Surat Petikan Putusan Nomor:
842/Pid.B/2007/ PN.]KT:PST).

Putusaﬁ akhir yang ditetapkan oleh majelis hakim dirasakan masih sangat
kurang jika dibandingkan dengan tuntutan yang telah ditetapkan oleh pihak jaksa penuntut
umum, yaitu selama empat bulan. Meskipun, ketentuan hukum yang dijadikan sebagai dasar
hukuranys, adalah ketentuan dasi pasal 44 (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, yang
secara tegas menyebutkan bahwa: “Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik
dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a dipidana dengan
pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima
belas juta rupiah)”. Kenyataannya yang ada putusan akhir yang dijatuhkan kepada pihak
terdakwa, hanya 2 bulan penjara yang masih dipotong dengan masa tahanan.

6.2.2 Posisi Kasus KDRT JY dengan SR |

Kasus KDRT yang kedua, yang sempat dipantau proses penanganannya di
PN Jakarta Pusat oleh peneliti, adalah sebuah kasus KDRT yang dialami oleh seorang istri
yang masih berkewarganegaraan India (Ibu JY), dimana pelakunya adalah suami dati Ibu JY
yang masih keturunan India (berinisial SR) terhadap istrinya (yang berinisial JY), yang juga

masih keturunan India, tapi berkewarganegaraan Indonesia. Pada dasarnya Ibu JY mengalami
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dua bentuk KDRT selama ia berumah tangga dengan SR, yaitu: penelantaran dalam rumah
tangga dan kekerasan fisik.

Ketentuan hukum yang digunakan oleh para penegak hukum dalam
menangani kasus KDRT yang dialami oleh Ibu JY, yaitu UU PKDRT. Jaksa Penuntut
Umum (JPU) masih menggunakan ketentuan dari KUHP sebagai dasar penyusunan surat
dakwaannya, yaitu ketentuan dari pasal 64 (1) tentang perbuatan berlanjut. Putusan akhir
yang ditetapkan oleh pihak majelis hakim, adalah sudah sesuai dengan ketentuan dari UU
PKDRT, yaitu ketentuan tentarig Penelantaran dalam rumah tangga, pasal 49 (1) UU No. 23
tahun 2004. Sehingga putusan akhir yang berhasil ditetapkan oleh para majelis hakim, yaitu
pidana penjara selama tujuh bulan. .

-6.2.3 Posisi Kasus Gugatan Perceraian Ibu KR dengan SD : |

Gugatan i)érceraién yang ~ diajukan oleh ‘IAbu KR (Pénggugat) _terhadap
suaminya SD (Tergugat), disebabkan karena Tergugat SD tidak memiliki pekerjaan tetap.
Selain itu. Tergugat SD sering berjudi yang akibatnya dia seting meminjam uang kepada
ofang lain. Akibat dari semuanya itu Tergugat sebagai seotang kepala keluarga tidak pernah
bisa memenuhi kebutuhan keluarganya. Semua kebutuhan keluarga semua ditanggung oleh
Penggugat KR.

Keputusan akhir yang ditetapkan oleh pihak majelis hakim PA Jakarta Pusat
tethadap gugatan cerai yang disjukan oleh Penggugat KR, adalah mengabulkan semua
_perrﬁohonannya. Pengadilan juga memutuskan bahwa hak pengasuhan tethadap kedua anak
mereka diserabkan sepenuhnya kepada pihak Penggugat, yaitu sebagai ibunya. Ketentuan

hukum yang digunakan untuk kasus gugatan perceraian ini, yaitu selain ketentuan dari KHI
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dan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga menggunakan ketentuan dari UU No.
23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
6.3 Kisah Pencari Keadilan di Pengadilan Negeri

Pada bagian ini akan dibahas pengalaman serta cerita selama melakukan
pemantauan langsung di lapangan, dimana ada banyak kejadian penting yang menjadi bagian
dari proses untuk memperoleh keadilan bagi parai perempuan korban, ‘khususnsra di
pengadilan. Kejadian-kejadian itu juga menunjukkan bahwa faktor penegak hukum
(khususnya tentang cara ﬁandang dari masing-masing penegak hukum) menjadi faktor
penting dalam memberikan perl&dungan dan keadilan bagi pihak perefnpuan. Masih banyak
dari para penegak hukum yang belum mengaﬁggap penyelesaian tethadap kasus-kasus
kekerasan tethadap petempuan sébagai suatu hai pénting, yang pédu secepatnya diselesatkan.

Alur pembahasan’atau éna]isanya disesuaikan dengan proses yang ada di PN,
yaitu proses beracara yang sesuai dengan Hukum Acara Pidana. Proses awal dati penangaﬁan
terhadap kasus-kasus pidana (termasuk di dalamnya kasus KDRT), yaitu dimulai dari tingkat
penﬁ&n di kepolisian, dimana pihak kepolisian akan segera mendatangi Tempat kejadian
Perkara (TKP) untuk mengidentifikasi TKP, mengumpulkan barang bukti dan membawanya
ke kantor polisi. Polisi kemudian akan membawa korban ke Rumah Sakit untuk dilakukan
otopsi dan mendapatkan Visum et Repertum, melakukan penahanan terhadap tersangka,
serta membuat Berita Acara Pemetiksaan (BAP) tersangka maupun para saksi serta membuat
daftar barang bukti lainnya. Setelah semua berita acara dan berkas-berkas yang lain dianggap
sudah mencukupi, kepolisian membuat tesume atas perkara tersebut dan melimpahkan
berkas dan tersangka ke Kejaksaan. Pihak kejaksaan akan menilai jika berkas-berkas yang

diserabkan cukup lengkap, maka betrkas perkara akan dilimpahkan ke pengadilan Negeriv
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disertai dengan surat dakwaannya dan permintaan untuk segera dilakukan pemeriksaan atas
perkara tersebut. (Katjasungkana, et.al., 2004: 18)

Majelis Hakim akan meminta Penuntut Umum untuk membacakan surat
dakwaan dan menanyakan benar tidaknya dakwaan tersebut kepada terdakwa. Terdakwa
dapat menyangkal atau mengkonfirmasi kebenaran dakwaan tersebut. Setelah pemeriksaan
semua saksi dan barang bukti lainnya dianggap cukup, blz;lru]ah untuk kali yang terakhir
terdakwa dimintai keterangannya. Setelah pe@eﬁks';\ah terdakwa selesai dan tidak ada barang
bukti lain yang akan. diajukan, Majelis ‘Hakim akan meminta Penuntut Umum untuk
menjusun dan membacakan Surat Tuﬁtutan_nya. Atas Surat Tuntutan itu Penasehat Hukum
akan menyusun Nota Pembelaannja yang k‘emudian akan disambung dengan Tanggapan dari
Penuntut Umum (replik) dan kata akhir dibetikan ‘oleh Penasehat Hukum Terdakwa
(Duphk) Setelah proses ini selesai tibalah bagi Ma)ehs Hakim untuk memperumbangkan ,
semua fakta yang terungkap di persidangan dan seluruh dokumen yang telah disampaikan
baik oleh Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum untuk kemudian berdasatkan
ketentuan-kc;tentuan hukum yang ada dan keyakinannya sendiri Majelis Hakim menjatuhkan
putusannya. (2004:19)

Proses penanganan seperti di atas itulah yang akan dijelaskan didalam analisis
terhadap kasus-kasus empirik KDRT yang diamati di PN ]akal;ta Pusat. Masing-masing
proses tersebut memiuliki karakteristiknya masing-masing.

6.3.1 Kasus Penembakan Suami terhadap Istri

Pada tanggal 24 Maret tahun 2001, YL dan RM menikah secara resmi di

Palembang, Sumatera  Selatan  berdasarkan Kutipan Akta Petkawinan No.

148/Pkw/111/2001, dan hasil dati perkawinan tersebut mereka memperoleh seorang anak
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perempuan, yang berinisial PM, yang sekarang telah berumur 5 (lima) tahun. Dan meteka
berdua tinggal di kawasan Senen, Jakarta Pusat.
6.3.1.1 Kronologis Kasus YL Versus RM

Pada hari Minggu tanggal 19 November 2006, kira-kira jam 16.30 WIB,
bertempat di suatu tempat di daerah Bungur, Senen, Jakarta Pusat, RM telah melakukan
petbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga tethadap YL selaku istrinya. Adapun,
beberapa perbuatan yang telah dilakukan oleh RM, yaitﬁ bahwa-pada waktu itu YL sedang
bersamé dengan anaknya PM sedang menonton televisi. Kemudian, RM menghampiri
mereka dén mengajak saksi PM untuk bermain tembak-tembakan dengan pistol mainan jenis
aitsoft warna hitam. Kemudian RM méngajati saksi PM, yéitu tentang bagaimana caranya
memegang pistol, tapi saksi PM tidak mau. Lalu u‘ba.ﬁb; RM dengan jarak kurang lebih
setengah meter menembakan pistol deng‘aﬁ 1 (satu) p,elurv:uv kecil warna putith gersebut ke afah_
paha kanan saksi YL yang sedang tiduran tengkurap di atas karpet sambil menonton tv..
Karena sakit kemudian saksi YL berteriak “Aduh!”. Sampai mengeluarkan air mata dan
dijawab oleh tet(iakwa RM: “Ngadu sana!”. Terdakwa RM juga sebelumnya, yaitu kalau
mempunyai masalah di kantor sering pulang ke rumahnya dalam keadaan marah-marah dan
melakukan pemukulan terhadap YL. Akibatnya, YL mengadukan semua perbuatan terdakwa
RM tersebut ke Polres Metro Jakarta Pusat. |

Akibat kei(erasan fisik yang dilakukan terdakwa RM kepada YL, maka pada
paha sebelah kanan bagian belakang saksi YL terdapat memar berwarna kemerahan,
berukuran kurang lebih 5 (lima) sentimeter dibawah lipatan pantat dengan ukuran 0,5 cm x
0,5 cm (nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter) akibat kekerasan tumpul,

sesuai Visum et Repertum No. 3092/4/PKT/XI/06, tanggal 21 November 2006 dari
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Rumah Sakit Cipto Mangun Kusumo yang ditandatangani oleh Dr. Rika Susanti. Kesimpulan
dari Surat Visum et Repertum itu, adalah bahwa memar akibat kekerasan tumpul yang tidak
menyebabkan penyakit atau halangan dalam menjalankan peketjaan atau jabatan dan
pencaharian untuk sementara waktu. Akibatnya, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan
diancam pidana dalam pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT (sesuai
dengan ketentuan yang ada didalam Surat Dakwaan, bagian dakwaan Primair yang telah
disusun oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat). |

Kronologis di atas memperlihatkaﬁ bahwa kejadian penembakan yang
dilakukan oleﬁ terdakwa RM terhadap istrinya adalah merupakan “puncak gunung es” saja.
Kondisi sebelumnya terdakwa RM sudah seting melakukan kekéraéan, baik fisik ataupun
psikis terhadap saksi YL, terutama pada saat terdakwa RM se;ian'gvmenga].ami persoalan di
kantornya. Kejadian ini hanya merupakan pemicﬁ terhadap kejadian atau kekéras;an lainnya
yang selama ini saksi YL alami dalam kehidupan berumah tangga dengan RM.
6.3.1.2 Peran dari Pihak Kepolisian

Di bagian ini akan membahas secara lengkap tentang proses penanganan
kasus di tingkat Kepolisian, yang juga terkait dengan respon awal dari pihak kepolisian
tethadap kasus KDRT yang dialami oleh korban YL. Korban YL, agak malas untuk
melaporkan kasusnya ke pihak kepolisian, karena dia sudah membayangkan bahwa proses
yang akan dia tempuh sangat panjang dan berliku. Ia pada akhitnya memutuskan melaporkan
kasusnya, karena sudah tidak tahan dengan segala petlakuan atau perbuatan dari RM
(suaminya) tethadap dirinya, dan juga terhadap anaknya, yaitu dengan memaksa untuk

bermain tembak-tembakan dengan menggunakan senjata aitsoft tersebut. Pada saat YL
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untuk kedua kalinya datang ke kantor polisi, YL “ditekan™ oleh pihak kepolisian, yaitu oleh
salah satu anggota Polwan yang betinisial SR. Polwan SR, ingin mendamaikan YL dengan
RM. Dan masih menurut keterangan yang disampaikan oleh korban YL, bahwa tujuannya,
agar dia dapat memperoleh keuntungan berupa uang. Proses pemeriksaan kasusnya juga
sengaja dipérlambat atau dipersulit, yaitu dengan sengaja menyuruh mendatangkan anaknya
yang masih dibawah umur. Bahkan, pada saat pemeriksaan, yaitu saat untuk penyusunan
Berita Acara Perkara (BAP)-nya, pihak korban YL oleh Pélwan SR didudukkan bersama-
sama dengan seorang tukang copet yang juga sedang dalam penyusunan BAP, dimana si-
tukang copet ini kalau menjawab tidak sesuai dengan keinginan dan si-Polisi akan dipukui
sampai mengeluarkan darah. Kondisi seperti ini makin membuat YL merasa tertekan dan
takut. - |

Peneliti telah melakukan Wawancara‘ dengéﬁ korban ‘YL, mer.lgenai'respon
dari pil;ak Kepolisian dalam menangani kasus KDRT, dan korban YL mengatakan bahwa
pertama kali dia akan melaporkan kasusnya dari pihak Kepolisian Poltes Metro Jakarta Pusat
belum membetikan respon. Laporan dari korban tidak langsung diproses, tapi disuruh untuk
melaporkan kembali kasusnya pada hari dimana sudah ada polisi atau polwan (polisi wanita)
yang bertugas untuk menangani kasus-kasus KDRT (polisi yang bertugas di unit khusus
untuk penanganan perempuan dan anak korban kekerasan/PPA), dimana pemben&kan unit

khusus ini sudah ditetapkan dengan Surat Kapolri No. 10 Tahun 2006.

3 Maksud dad  kotban YL“ditekan” oleh pihak Kepolisian Metro Jakarta Pusat, adalah bahwa dar hasil
wawancara dengan pihak peneliti, yaitu bahwa kotban akan diombang-ambing terus dengan proses pemeriksaan
awal, yaitu pada tahap pengumpulan barang bukti. Karena Polisi lebih mengutamakan bagaimana dia dapat
memperoleh keuntungan dari kasus ini. (Transkrip hasil wawancara antara Peneliti dengan Korban YL dan
Tantenya LT, tgl. 28 Mei 2007, di Gajah Mada Plaza).
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YL sempat menghaditkan anaknya, PM, yang masih berusia 5 (lima) tahun,
dengan tujuan untuk memberikan keterangan seputar kejadian yang menimpa ditinya. Dan
oleh RM pada saat dilakukan pemeriksaan di Keolisian, PM disuruh mengaku bahwa dialah
yang menembak ibunya YL (yang bermain tembak-tembakan di dalam rumah, dimana
kemudian tembakan tersebut mengenai paha kanan dati korban YL). PM (anak dar korban
YL dan terdakwa RM) tidak mau mengatakan sama dengan apa yang disampaikan oleh RM.
PM, mengatakan kepada pihak kepolisian, bahwa bukan dia yaﬁg meneinbak ibunya, tapi
ayahnya, RM. Kemudian RM memaksa pihak kepolisian untuk mencabut pernyataan yang
disampaikan oleh anaknya tersebut. . '

Upaya damai sebernanya sudah sempat fercetus dari pihak korban YL, yaitu
lewat perantara tantenya, yang berinisial LT. Petmohonan niaaf mni 'dit<.)lak oleh te_rdakwg B
RM. Sebab RM tidak merasa bersalah atas petbuatannya .térhac'lép korban YL. Hal ini Bi'sa‘
jadi karena RM berasal dari keluarga yang sudah sering berurusan dengan pihak kepolisian,
katena keluarga RM, adalah usaha judi togel di Palembang, oleh pihak polisi, yaitu oleh SR
ini (iianggap sebagai “lahan..bagus.”wyang barus secepatnya “diolah”. Maksudnya, karena dart
pihak RM ﬁ&ak mau menerima tawaran damai dati kotban YL, maka oleh pihak kepolisian,
yaitu Terdakwa RM oleh Polwan SR langsung bertindak untuk memeras pihak terdakwa RM.

Bentuk pemerasan . yang dilakukan oleh pihak kepolisian, adalah deﬁgan
seringnyé mengundang atau memanggil terdakwa RM untuk diperiksa oleh pihak kepolisian.
Adanya pemeriksaan di tingkat kepolisian maka petlu memanggil saksi-saksi, dimana dalam
proses pemanggilan saksi petlu mengeluarkan biaya. Proses pemeriksaan di tingkat kepolisian
dilakukan selama 5 (lima) bulan lamanya. Selama 5 bulan diperiksa oleh pihak kepolisian,

terdakwa RM tidak ditahan.
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6.3.1.3 Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat
Tahap kedua dari proses penanganan kasus KDRT di tingkat PN, adalah

tahap pemeriksaan oleh pihak Kejaksaan, dimana seorang Jaksa akan memeriksa kelengkapan
berkas dan kemudian melakukan pemeriksaan tethadap Terdakwa RM. Dan selama Jaksa
melakukan pemeriksaan, maka Terdakwa RM ditahan.
Kasus KDRT yang dialami oleh Ibu YL ditangani oleh Jaksa Penuntut Umum/JPU, yang
berinisial VR yang juga menjabat sebagai Kepala Sub Seksi Penuntutan.di Kejak_saan‘Negeni
Jakarta Pusat. Pada sidang yang pertama selain .pembacaanA dakwaan oleh pihak JPU, juga
dari pihak JPU langsung mengsjukan kepada pihak Majelis Hakim untuk melakokan
pemeriksaan tethadap YL sebagai saksi korban. Pertanyaan yang disampaikan oleh pihak
JPU, baik pemeriksaan terh;dap saksi korban YL dan terdakwa RM vditariyakédmengenai
situasi pada saat terdakwa RM melakukan penembakan terhadap saksi korban YL. Hal ini B
terkait dengan keberadaan dari sebuah senjata mainan jenis airsoft yang dipergunakan oleh
terdakwa RM. Hasil pemeﬂksaan Terdakwa RM, yaitu dia menyangkal semua perbuatannya
itu. Terda-kwa RM mau menyatakan Bahwa yang melakukan semua perbuatan itu adalah
anaknya, PM. Semuanya ini dapat terlibat dati hasil pengamatan di persidangan pada waktu
itu, dimana pihak terdakwa secara tegas menjawab pertanyaan dari pithak JPU, sebagai
berikut: |

JPU : Jads, yang menembakkan pertama kali siapa?

Terdakwa RM : Anak saya yang mer-zembak, baik yang menembak ke arab dinding atanpun ke

arah saksi korban YL.

Terdakwa RM, secara sengaja ingin mengorbankan anaknya yang masih berumur 5 (lima)

tahun menjadi pelaku dari penembakan tersebut. Hal ini terlihat sangat ironis, karena pada
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dasarya RM sebagai ayahnyalah yang semestinya harus melindungi anaknya dari segala
macam tindakan yang tidak semestinya dilakukan oleh anak seumuran itu.

Hal linnya yang juga ditemui pada saat melakukan pemantauan di dalam persidangan
pertama dari kasus KDRT YL, adalah bahwa teman dari terdakwa RM, yang berinisial ED,
yang juga adalah anggota Mz.uinir,' merupakan orang yang pertama kali memperkenalkan
kepada pihak terdakwa tentang klub atau perkumpulan orang-orang yang senang tembak-
menembak dengan menggunakan senjata mainan jenis airsoft. Sehingga, pada Adasarrrlya
terdakwa RM menurut asumsi dati pihak JPU sudah mengetahui Betul akibat-akibat apa saja
yang akan ditimbulkan dari tembakan dengan menggunakan senjata §8is irsof: ini. Hal ini

terbukti dari hasil tanya-jawab antara JPU dengan terdakwa RM, sebagai berikut:

JPU : Apatkah anda tabu babhwa pelurn itu bisa melukai ora‘ﬂg. lain? Bé.ra
menyebabkan memar?

Terdakwa : Iya, itu memang bisa menyebabkan luka memar.

JPU : Bagaimana rasanya jika terkena tembakan atau peluru dari senjata
airsoft tersebut? '

Terdakwa  : Rasanya perib.

Jadi, pada dasarnya terdakwa RM sudah tahu secara jelas babwa akibat dari tembakannya itu

dapat. mengakibatkan rasa perih dan luka memar. Menurut terdakwa RM luka yang

ditimbulkan tersebut tidak perlu dipersoalkan. Akibat petbuatannya ini hanya luka biasa saja,

yang tidak akan menimbulkan kematian. Oleh karena itu pihak terdakwa juga terus mengelak

pada saat ditanyakan mengenai rasa sakit yang dialami oleh saksi korban YL, sebagai berikut:
JPU : Anda tidak tabu kalau istri anda mengadu kepada pihak Kepolisian,

_yang babkan sampai dibuatkan Visum et Repertum?
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Terdakwa : Karena saya anggap babwa ungkapan kata “adub’ yang sempat
diungkapkan oleh YL/ istri saya itu tidak serius atau tidak akan
mengakibatkan apa-apa.

Pada saat pihak majelis hakim menanyakan secara umum tentang kondisi dari
terdakwa RM. T;.ardakwa RM sudah ditahan oleh pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, sejak
berkas kasusnya diserahkan dari pihak kepolisian ke Kejaksaan. Semenjak korban YL
melaporkan kasus KDRT-nya kepada pihak penegak hukum, YL beserta dengan anaknfa
sudah tidak tinggal bersama lagi dengan RM. Mereka memilih untuk tinggal terpisah dengan
RM, karena mereka merasa lebib nyaman secara psikologis, dan juga dari segi keamanan.

Pihak JPU VR pada saat diwawancarai oleh peneliti cukup ramah dan terbuka
terhadap. masukan ataupun pertanyaan seputar penanganan kasus KDRT YL, khususnya
pertanyaan ataupun masukan yang terkait dengan penggunaan beberaﬁa pasai dan UU
PKDRT. Memang masih belum terbuka dalam melakukan perubahan terhadap isi dan
Tuntutannya. Salah satu contohnya, dalam penyusunan Surat Dakwaan, yaitu pada bagian
Dakwaan Primaimy; menyebutkan bahwa akibag dad perbuatan terdakwa RM yang telah
menyebabkan paha kanan YL mengalami luka memar. Hal lain yang juga disampaikan dalam
dakwaan ptimair itu, adalah bahwa jika terdakwa RM, khususnya jika di kantor sedang
mengalami masalah, maka kondisi ini akan merembet terus sampai ke rumah. Akibatnya, RM
akan memukul YL. Kejadian penembakan yang dialami YL pada bulan November tahun
2005 yang lalu adalah salah satu bagian dati beberapa kasus KDRT yang dialami oleh YL,
yaitu selama berumah tangga dengan RM.

Pada dakwaan ptimair dipaparkan tentang kronologis kasus KDRT yang

dialami oleh YL, dan akibat dari perbuatan RM tethadap YL, maka RM diancam hukuman
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pidana, yaitu ketentuan dari pasal 44 (1) UU PKDRT. Ketentuan dari pasal 44 (1) UU
PKDRT, menjelaskan bahwa akibat dari perbuatan RM yang telah menyebabkan YL
~ mengalami luka, maka RM akan dihukum dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun
atau denda paling banyak Rp. 15,000,000,00 (lima belas juta rupiah).

Setelah sidang pembacaan surat dakwaan, maka hakim melakukan
pemeriksaan tethadap saksi korban YL. Saksi dalam kasus KDRT ini hanya ada 1 (satu)
orang saksi saja, yaitu saksi korban meskipun saksi yang lainnya, adalah PM (yang mcmpM
anak dari YL dengan RM) melihat petistiwa dan sempat dimintai keterangan oleh polisi,
katena PM masih berada di bawah umur maka PM tidak dapat dijadikan saksi dalam kasus

.Dalam proses penuntutan ketika saksi sudah memberikan keterangan, 'yaitu
yang terkait dengan keterlibatan anak dari terdakwa dan saksi kotban YL, PM didalam kasus
KDRT ini. Terdakwa RM, menyatakan PM-lah yang menembak kotban YL dengan
menggunakan senjata jenis airsoft itu. Padahal, berdasarkan kenyataan yang ada
menunjukkan bahwa ddalg mungkin seorang anak usiar 5 (lima) tahun dapat menggunakan
senjata tersebut, dan ini dapat tetlihat dari pernyataan RM pada saat dia diperiksa atau
dimintakan kesaksiannya oleh pihak JPU, yang menyatakan sebagai berikut: ”anak saya yang
memegang pistol pada saat kejadian. Menurut pengakuan dari terdakwa RM, bahwa anaknya
PM sudah beberapa kali bermain dengan pistol ini”. Bahkan, dalam pemeriksaan ini terdakwa
RM terus mengatakan bahwa anaknyalah yang mempunyai keinginan untuk bermain-main
dengan senjata tersebut, dimana akibat dari tindakannya itu kemudian menyebabkan saksi
korban YL mengalami luka tembak di bagian paha kanannya. Meskipun demikian, dari hasil

visum yang telah dikeluatkan oleh pihak RSCM dapat disimpulkan, bahwa luka memat yang
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dialami oleh saksi YL tidak menyeBabkan penyakit ataupun halangan dalam menjalankan
peketjaan atau jabatan dan pencaharian untuk sementara waktu. Pendapat inilah yang
kemudian dijadikan sebagai dasar dalam menetapkan dakwaan ataupun tuntutan terhadap
terdakwa RM.

Selanjutnya pada sidang yang kedua, yaitu sidang tentang pembacaan tuntutan
oleh pihak JPU. Proses persidangannya sendiri sangat singkat, yaitu kurang lel‘aih 30 sampai
45 menit. JPU yang bertugas untuk membacakan tuntutan dalam sidang KDRT itu bukan‘
JPU VR (ketua tim JPU), tapi anggota tim JPU yang lainnya, yang berinisial SL. Isi tuntutan
yang dibacakan oleh jaksa SL, terdiri atas beberat)a‘ bagian, salah satunya adalah Bagian_
tentang tuntutan primair, dimana pada bagian ini kembali dijelaskan tentang kronologis
kejadiannya, kembali situasi atau kejadian yang dialami oleh saksi korban YL selama hidﬁp
" berumah tangga dengan terdakwa RM. Dinyatakan dalam tuntutan itu terdakwa RM telah
melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap saksi YL (istri
dari terdakwa RM).

Surat tuntutan itu juga membahas tentang Beberapa fakta yang terungkap
dalam pemeriksaan di persidangan, yaitu fakta-fakta dari satu orang saksi (saksi YL), surat
Visum et Repertum dari RSCM, keferangan terdakwa RM, barang bukti, serta petunjuk. Dan
keterangan yang disampaikan oleh saksi kotban YL, Jaksa menyimpulkan bahwa terdakwa
RM-lah yang menyuruh anaknya PM untuk menembak saksi korban YL. Jaksa juga
menyatakan bahwa RM tidak merasa keberatan. Secara tidak langsung jaksa menyimpulkan
bahwa te;dakwé RM mengakui bahwa memang dialah pelaku dari penembakan tersebut.
Perbuatannya itu menyebabkan saksi kotban YL mengalami rasa sakit khususnya pada bagian

paha kanan belakang, meskipun luka yang dialami oleh saksi YL tidak menyebabkan
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halangan dalam melakukan peketjaan ataupun kegiatan sehati-hari. Karena semua perbuatan
yang telah dilakukan oleh terdakwa RM telah melanggar ketentuan dari UU PKDRT, yaitu
ketentuan dari pasal 44 (1), tentang kekerasan fisik.

Terdakwa RM tethadap semua keterangan ataupun fakta-fakta yang
diungkapkan di dalam persidangan, menyatakan bahwa pada dasarnya dari pihak terdakwa
tidak merasa keberatan atas semua keterangan ataupun fakta-fakta yang telah diungkapkan di
dalam persidangan.

Barang bukti yang disampaikan dalam persidangan itu adalah sepucuk senjata
jenis airsoft, yang berwarna hitam. Senjata ini adalah salah satu koleksi senjata yang d1m1l1k1
oleh terdakwa RM di rumahaya. Karena terdakwa RM memiliki hobi menembak dengan
menggunakan senjata jenis airsoft. Dia bahkan sudah bergabung atau sudah menjadi anggota .’

tim dari salah satu Klub menembak di Jakarta. ok st o S Pactalsh: pars

Marinir (anggota TNI-AL), dan beberapa anggota TNI-AD. Jadi, pada dasarnya terdakwa
RM memiliki hubungan yang dekat dengan beberapa anggota TNI, antara keterangan yang
disampaikan oleh saksi YL dengan kéterangan dari terdakwa RM térdapat kesesuaian.

Bagian akhir dari surat tuntutan yang dibacakan oleh jaksa SL, adalah
mengenai hal-hal yang sekiranya dapat memberatkan tuntutan hukuman pihak terdakwa,
yaitu bahwa terdakwa RM selaku kepala rumah tangga seharusnya melindungi istri dan
_.anaknya bukan sebaliknya memperlakukannya dengan kasar atau tindakan-tindakan yang
membahayakan jiwanya. Sedangkan, untuk hal-hal yang meringankan, yaitu bahwa terdakwa
RM belum pernah dihukum.

| Akibatnya, pada bagian akhir dari surat tuntutan ini diputuskan, bahwa

terdakwa RM telah bersalah melakukan tindak pidana, kekerasan dalam rumah tangga
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(KDRT) dan telah melanggar ketentuan dari pasal 44 (1) UU RI No. 23 Tahun 2004. Untuk
itulah maka dijatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa RM selama 4 (empat) bulan, tapi
masth dxkutangl dengan masa penahanan sementara. Mengenai barang buktinya yang berupa
senjata mainan jenis airsoft warna hitam akan dirampas untuk dimusnahkan.

Menurut keterangan dari saksi korban YL, yaitu bahwa pada waktu yang
sama dia juga sedang memproses gugatan perceraiannya tethadap terdakwa RM. Saksi
korban YL sudah tidak dapat lagi hidup bersama dengan RM, yaitu selayaknya suami dan
istri. Saksi YL sudah merasakan sangat tidak nyaman lagi hidup atau tinggal bersama dengan
RM. Dan, memang untuk proses gugat cerainya masih mengalami kendala terkait dengan
kelengkapan berkas perkata, yaitu belum adanya surat kuasa dari pibak terdakwa RM.

Sebelum diadakannya sidang untuk pembacaan vonis akhir oleh pihak majelis
hakim di PN Jakarta Pusat, tetlebih dahulu diagendakan tentang Pembelaan atau Pleidoi oleh
terdakwa RM. Tujuannya adalah untuk meminta klarifikasi dari pihak terdakwa tethadap
surat tuntutan yang telah dibacakan oleh jaksa penuntut umum. Tanggapan pertama yang
disampaikan oleh terdakwa RM, adalah vmengenai hubungannya dengan saksi YL dalam
kaitannya dengan kehidupan sebagai suami dan istri, yaitu bahwa terdakwa RM sama sekali
tidak mempunyai niat untuk menyakiti saksi YL (istrinya). Disamping YL sebagai istri, juga
merupakan ibu dati anak RM.(PM). Terdakwa RM juga menyadari bahwa memang dia telah
melakukan kesalahan, yaitu dengan telah menyakiti istrinya. Oleh karena itu terdakwa RM
sangat menyesali atas semua perbuatannya itu, dan dia memohon kepada para majelis hakim
untuk memberikan keringanan di dalam putusannya nanti. Terkait dengan itu maka pihak

terdakwa juga secara pribadi masih mengharapkan agar rumah tangganya dengan YL bisa
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tefap utuh. Keutuhan rumah tangganya ini juga menjadi tanggung jawab dia sebagai kepala
keluarga.

Menurut pihak saksi korban YL merasa sangat tidak setuju dengan segala
keterangan ataupun tanggapan yang disampaikan oleh terdakwa RM, yaitu dalam pledoi.
Karena kenyataan yang ada menunjukkan, bahwa terdakwa RM tidak sebaik dan sesopan itu.
Menurut keterangan dari saksi YL, bahwa RM memiliki sikap yang kasat dan sangat
tempramental, baik terhadap saksi YL ataupun tethadap PM. Dan sikap atau kondisi yang
sepetti ini juga didukung oleh pihak keluarga RM. |
6.3.1.4 Vonis Akhir dari Majelis Hakim Jakarta Pusat .

Vonis akhir atau putusan akhir yang ditetapkan oleh pihak majelis hakim PN
Jakarta Pusat, juga kurang memberikan rasa keadilan bagi pihak perempuan korban. Vonis
akhir yang ditetapkan oleh pihak majelis hakim hanya 2 (dua) bulan hukuman penjara,
dimana vonis ini masih akan dikurangi dengan lamanya waktu ditabanan. Pada sutat putusan
telah dijelaskan juga tentang waktu penahanan dari terdakwa RM, baik waktu penahanan oleh
Penuntut Umum, yaitu sejak tanggal 12 Apx:ﬁ sgmpai dengan 10 Mei 2007. Kemudian,
terdakwa ditahan lagi oleh Pengadilan Negeti Jakarta Pusat sejak tanggal 24 Aptl 2007
sampai dengan pembacaan putusan akhit, yaitu tanggal 4 Juni 2007. Dan pada bagian ini juga
dijelaskan bahwa sampai kasus ini diputus, dari pihak terdakwa tidak didampingi oleh
penasthat hukum. Hal ini dikarenakan terdakwa RM merasa percaya diri untuk
menyelesaikan kasusnya ini senditi (tanpa bantuan dari seorang penasihat hukum).

D1 bagian dakwaan primair, kembali dijelaskan tentang kejadian kekerasan
yang dilakukan oleh terdakwa RM tethadap saksi kotban YL, dimana secara jelas disebutkan

bahwa terdakwa RM dengan jarak kurang lebih setengah meter menembakan pistol ke arah
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paha kanan saksi YL. Pada saat kejadian penembakan itu, saksi YL sedang tiduran tengkurap
di atas karpet sambil menonton TV. Akibat dari adanya tembakan itu saksi YL kemudian
berteriak “aduh” dengan nada kesakitan, sampai mengeluarkan air mata. Dan kemudian
terdakwa RM, secara spontan menénggapi reaksi dari saksi kotban YL itu dengan
mengatakan “ngadu sana!”. Biasanya terdakwa RM jika mempunyai masalah di kantor sering
membawanya sampai ke rumah (dampaknya), sehingga sering pulang dalam kondisi yang
marah-marah, yang berakibat pemukulan terhadap saksi YL. Oleh sebab itu, pada bagian
dakwaan ptimair ini juga disebutkan bahwa saksi korban YL berinisiatif untuk melaporkan
petbuatan terdakwa RM ini kepada Polres Metro Jakarta Pusat. Dan, oleh pihak Polres
]akarta Pusat, saksi korban YL disarankan untuk dibuatkan Surat Visum et Repertum di
RSCM Sehmgga hasil pemeriksaan tersebut dapat dijadikan sebaga.l bukt1 didalam
petsidangannya nanti. Dan seperti yang telah disebutkan di dalam surat dakwaan dari
Penuntut Umum, bahwa akibat dari perbuatannya itu maka terdakwa RM akan diancam
pidana, yaitu ketentuan dari pasal 44 (1) UU PKDRT.

Untuk dakwaan subsidairnya, yaitu‘masih menjelaskan tentang>perbuatan
yang dilakukan terdakwa RM kepada saksi korban YL, yang kemudian perbuatannya itu
berakibat saksi korban YL mengalami luka pada bagian paha kanannya. Oleh sebab itu saksi
kotban YL atas rekomendasi dari pihak kepolisian Poltes Jakatta Pusat melakukan visum di
RSCM. Dan hasil dari visum tersebut dijelaskan, bahwa luka yang dialami oleh saksi kotban
YL, adalah luka memar akibat kekerasan benda tumpul yang tidak menyebabkan penyakit
atau halangan Adalam menjalankan peketjaan atau jabatan dan pencaharian untuk sementara
waktu. Akibatnya, terdakwa RM di dalam dakwaan subsidair ini diancam dengan ketentuan

pidana dari pasal 44 (4) UU PKDRT, dimana ketentuan dari pasal ini adalah bahwa terdakwa
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RM akan dipidana dengan pidana penjara paling lama empat bulan atau denda paling banyak
Rp. 5,000,000,00 (lima juta rupiah). Ketentuan dari pasal 44 (4) UU PKDRT ini cukup
betbeda dengan ketentuan dari pasal 44 (1) UU PKDRT, yang menyebutkan bahwa pidana
penjaranya adalah paling lama lima tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000.00 (lima
belas juta rupiah). Hal ini disebabkan karena luka yang dialami oleh saksi korban tidak
menimbulkan halangan atau penyakit dalam menjalankan peketjaan ataupun jabatan dan
pencaharian untuk sementara waktu. Pernyataan inilah yang dijadikan pegangan ataupun
patokan, baik oleh pihak Jaksa Penuntut Umum ataupun oleh para Majelis Hakim.

Pada bagian menimbang dan surat putusan ini telah disebutkan secara jelas
oleh pihak majelis hakim, yaitu bahwa saksi kotban YL pada saat memberikan keterangan
atau .kesaksian di depan pengadilan didampingi oleh pendamping hukum (bukan sebagai
penasihat hukum ataﬁ pengacara), berinisial EK, dari Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi
Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) Jakatta. Tujuan dari adanya pendamping
hukum ini, adalah untuk memberikan dukungan bagi pihak kotban dalam menyampaikan
keterangan ataupun kesaksian seputar kejadian yang Maminya, terutama hal-hal aéa saja
yang telah dilakukan oleh terdakwa RM tethadap dirinya. Dan semua keterangan yaﬁg telah
disampaikan oleh saksi kotban YL itu diakui kebmmya oleh terdakwa RM. Salah satu
pernyataan dari saksi korban YL yang dianggap benar keberadaannya, adalah tentang peluru
yang ditembakkan dalam permainan antara terdakwa dengan anaknya tersebut benar
mengenai saksi YL, yang pada saat itu sedang rﬁenonton TV dengan posisi sedang
tengkurap. Bahwa memang diantaxai saksi korban YL dengan terdakwa RM sering tetjadi
keributan dalam rumah tangga dikarenakan terdakwa merasa keberatan dengan cara saksi YL

mendidik PM.
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Bagian menimbang ini juga dijabarkan tentang beberapa hal penting yang
dianggap sebagai fakta-fakta hukum, dimana ini juga terkait dengan semua keterangan yang
telah disampaikan, baik oleh pihak saksi korban YL ataupun oleh terdakwa RM di dalam
persidangan. Keputusan akhirnya, adalah bahwa karena bentuk surat dakwaannya adalah
bersifat alternatif maka para majelis hakim akan memilih dakwaan yang mendekati‘ fakta-
fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan. Jadi, para majelis hakim akan memilih
untuk meninjau dakwaan subsidair, yaitu telah melanggar ketentuan dari pasal 44 (4) UU RI
No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT. Terkait dengan itu maka pembahasan selanjﬁtnya akan
me@bahas unsur-unsur dati pasal 44 (4) UU PKDRT itu satu per satu. Dan dari pénjelasan
itu semua, maka para majelis hakim menetapkan bahwa terdakwa RM, telah terbukti secara
éah dan meyakinkan bersalah melz:vkukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga
tethadap YL. Akibatnya, terdakwa RM dijatuhkan pidana penjara selama dua bulan, terkait
dengan ini maka oleh majelis hakim ditetapkan masa tahanan yang telah dijalankan oleh
terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Terdakwa RM juga tetap
berada dalam tabanan. ' |

Situasi selama persidangan juga cukup ramai, karena banyak pengunjung lain
' yang juga ikut hadir dalam sidang KDRT ini. Mengenai susunan penegak hukumnya, baik
dari pihak jaksa penuntut umum ataupun majelis hakimnya juga lengkap, karena agenda dari
sidang kali ini adalah pembacaan putusan akhir bagi terdakwa RM.
6.3.1.5 Refleksi Akhir Kasus KDRT YL

Kasus KDRT yang dialami oleh YL adalah merupakan salah satu gambaran
kecil dari begitu banyaknya kasus KDRT yang ada. Pada kasus KDRT ini, kotban YL adalah

seorang istri sekaligus ibu bagi seorang anak perempuan yang berinisial PM. Bentuk
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kekerasan yang dialami oleh YL adalah kekerasan fisik. Bentuk kekerasa;l inilah yang paling
mudah untuk terdeteksi oleh para penegak hukum, dan masyarakat pada umumnya. Padahal,
kasus kekerasan yang dialami oleh korban YL tidak hanya kekerasan fisik, yaitu luka tembak
pada bagian paha kanannya saja, tapi juga bagaimana rasa sakit dan tertekannya perasaan dari
kotban YL selama berumah tangga dengan terdakwa RM. Hal inilah yang belum terungkap
di dalam persidangannya.

Kebanyakan dari para penegak hukum melihat bahwa KDRT masth
merupakan persoalan keluarga yang tidak perlu diketahui oleh orang lain. Apalagi, bentuk
kekerasan fisik yang dialami oleh korban YL juga tidak menimbulkan halangan bagi ditihya
untuk melakukan aktifitas sebagai seorang ibu rumah tangga. Dasar inilah yang terus
d1tekankan oleh para penegak hukum, yaitu baik dari pihak Kepolisian sebagai garda
pertama, pihak JPU sampai para Majelis Hakim di PN. Sehmgga putusan yang d1tetapkan
juga masih dibawah ketentuan dasar yang ada (ketentuan dari UU PKDRT). Hal ini juga
menunjukkan bahwa KDRT sebagai suatu bentuk kekerasan terhadap HAM (khususnya
petempuan korban) belum mendapatkan tempat sebagaimana mesﬁnya atau belum menjadi
ptioritas bagt pata pem;,gak hukum. Dan memang untuk kasus KDRT ini dari pthak JPU
masih kurang memperhatikan kondisi dari korban YL (agak berbeda dengan Majelis Hakim),
yang selalu sebelum memulai pefneriksaan di dalam persidangan selalu menanyakan tentang
kondisi d-ari pihak saksi kotban. Bahkan, pihak Majelis Hakim mempersilakan pihak
Pendampinga Korban dari LBH APIK Jakarta untuk mendampingi saksi korban selama
petsidangan. Padahal, pada dasarnya justru dari pihak JPU-lah semestinya lebih
memperhatikan kondisi serta keberadaan dari saksi korban. Karena JPU adalah pervs)akilan

atau representasi dari korban (saksi korban) di dalam persidangan di PN.
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Mereka masih menginginkan agar penyelesaian terhadap kasus KDRT secara kekeluargaan
atau tidak sampai ke tahap pengadilan. Keutuhan keluarga masih menjadi prioritas bagi para
penegak hukum di wilayah PN Jakarta Pusat. Untuk kasus KDRT yang melibatkan RM
sebagai seorang suami, yang juga terdakwa dari kasus ini pada dasarnya tidak memiliki
keprihatinan lagi sebagai seorang suami dan ayah terhadap anaknya. Terdakwa RM hanya
menganggap bahwa saksi 4‘korban YL bukan sebagai pihak yang harus dilindungi, dan
memerlukan perhatian. Dan ini juga menunjukkan bahwa pada dasarnya terdakwa RM tidak
tetbiasa dalam keluarganya yang dulu untuk saling peduli satu dengan yang lain. Terdakwa
RM dibesarkan didalam keluarga yang tidak normal, dimana kedua orang tuanya sudah pisah.
Dan kedua orang tuanya berprofesi sebagai “bandar judi togel”, di kota Palembang.
Sehingga, segala bentuk kekerasan atau tindak kriminal sudah seting dialami oleh terdakwa
selama d1a masih tinggal -betsamé dengan orang tuanya.
6.3.2 Kasus Seorang Suami yang Menelantarakan Istri beserta Kedua Anaknya

Kasus KDRT yang kedua, adalah kasus KDRT yang disebabkan karena pihak
suami (terdakwa), yang berinisial SR secara sengaja menikah lagi dengan perempuan lain.
Akibatnya, rumah tangga dari SR dengan JY menjadi berantakan. Dan kejadian ini kemudian
membuat SR, selaku kepala keluarga tidak dapat lagi menghidupi keluarganya. Akibatnya JY
dan iiedua anaknya ditelantarkan, atau tidak diberikan nafkah. Hal lainnya, adalah bahwa JY,
juga selama hidup berumah tangga dengan SR sering mengalami kekegasan fisik, yaitu dalam
bentuk pemukulan, baik dari pihak suami (SR) ataupun dari keluarga suaminya.

SR dan JY, sudah melangsungkan pernikaban sejak tahun 1995, di Bandung.
SR, adalah seorang laki-laki WNI, tapi masih memiliki keturunan India. Sedangkan, JY adalah

seorang perempuan, yang berkewarganegaraan India (WNA). Mereka melangsungkan
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pernikahannya di Bombay, India, yang kemudian didaftarkan di Kantor Catatan Sipil
Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung. Dari pernikahan tersebut telah
menghasilkan 2 (dua) orang anak laki-laki, ST (10 tahun) dan SB (6 tahun), dimana kedua
anaknya ini bersekolah di Gandhi Memorial School. Terdakwa SR, berprofesi sebagai
seorang pengusaha atau wiraswasta, yang memiliki usaha di bidang tekstl. Proses
persidangannya banyak mengalami penundaan dikarenakaﬂ, baik dari pihak Majelis Hakim
ataupun JPU memiliki banyak jadwal sidang untuk kasus-kasus yang lainnya.
6.3.2.1 Kronologis Kasus SR Versus JY

Semenjak tahun 1999, situasi rumah tangga SR dan JY banyak mengalami
masalah. Akibat dari adanya percekcokan yang terus menerus diantara SR dengan JY, maka
disepakatilah untuk dibuat sebuah surat perjanjian‘a‘ntara mereka berdua, yaitu pada bulan
" Desember 1999; Pada dasarﬁya isi dari surat petjanjian itu adalah ingin menerangkan bahwa
akhir-akhir ini situasi’ dalam rumah tangga SR dengan JY sedang mengalami kekacauan
(petcekcokan terus-menerus). Diantara mereka berdua tidak ada niat untuk bercerai, dan
untuk menghindari agar tidak terjadinya cekcok terus menerus, maka mereka telah sepakat
untuk sementara waktu akan tinggal secara terpisah, dimana SR akan tinggal bersama dengan
orang tuanya JY akan tetap tinggal dirumah yang sekarang mereka tempati, yaitu di wilayah
Cempaka ﬁutih, Jakarta Pusat. Anak mereka akan tetap tinggal dengan ibunya, JY, oleh
karena itu SR sesuai dengan kesepakatan bersama dapat datang ke rumah JY untuk melihat
dan merawat anak mereka. Hal lainnya yang juga diatur di dalam surat petjanjian itu, adalah
mengenai biaya hidup untuk JY dan anak mereka, dimana berdasarkan kesepakatan yang
telah dijabarkan didalam surat kesepakatan itu disebutkan, bahwa SR wajib membernkan

tunjangan biaya hidup kepada JY dan anak mereka sebanyak Rp. 1,000,000,00 (satu juta
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rupiah) setiap bulan, terhitung mulai bulan Januari 2000. Terkait dengan, bahwa sekarang JY
sedang dalam keadaan hamil anak mereka yang kedua, maka SR sebagai suaminya
betkewajiban untuk menanggung seluruh biaya pemeriksaan kehamilan beserta dengan biaya
melahirkannya. Pada surat petjanjian ini juga ditetapkaﬁ bahwa kedua belah pihak harus
wajib melaksanakan petjanjian ini. Penyusunan terhadap surat petjanjian ini juga disaksikan
oleh 2 (dua) orang saksi dari Petkumpulan Gandhi Seva Loka, Jakarta.

| | Puncak kejadiannya adalah pada bulan Januari tahun 2000, dimana SR
menelagtarkan JY beserta dengan kedua anaknya, ST dan SB. Sehingga pada tahun 2001, JY
dan kedua orang anaknya , dan atas bantuan dari perhimpunan Gandhi Seva Loka pulang ke
rumah otang tuanya di India, sampai tahun 2006. Kemﬁdian, orang tua dari SR, yaitu bapak
GT ﬁxenjemput dan membawa bu]ang kembali ké Indonésia dan menetap di rumah orang
tuanya SR, di dé.eréhrRaden Saleh, Cikini, Jakarta Pusat‘ Antara SR dengan JY sudah pisah
ranjang.
6.3.2.2 Pelaporan ke Polres Metio Jakarta Pusat

Pada tahun 2006, yaitu setelah JY dan kedua anaknya kembali 'lagi ke

Indonesia (Jakarta), JY dan kedua anaknya kemudian tinggal bersama di rumah keluarga SR,
di wilaya Raden Saleh, Cikiny, jakatta Pusat. Selama tinggal bersama-sama dengan kedua
otang tua SR, JY sering disiksa atau dipukuli oleh kedua orang tua SR. Dan, akibat dari
adanya kekerasan fisik yang dialami oleh JY, maka dati hasil pelaporan ke pihak kepolisian, di
RPK Polres Jakarta Pusat kemudian ditekomendasiksn kepada JY, agar memeriksakan
lukanya ke Pusat Krisis Terpadu (PKT) di RSCM, yaitu untuk dibuatkan surat Visum et
Repertum. Dan dari surat Visum tersebut diketahui, bahwa JY mengalami luka memar pada

bagian lengan atas kiri bagian dalam, pada bagian lengan kiri bawah juga terdapat luka memar
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‘kebiruan. Akibatnya, kedua lengannya merasa nyeri dan kram. Setelah JY beserta dengan
kedua anaknya kembali ke Jakarta, ternyata kondisi rumah tangga SR dengan JY semakin
kacau. Akibatnya, JY mengajukan laporan ke pihak kepolisian dengan mengatakan bahwa SR
(suaminya) telah melakukan penipuan dan juga telah melakukan penelantaran dalam rumah
tangga terhadap istri dan anaknya. Atas hal inilah maka SR akan dimasukkan kedalam
penjara. |

| Bulan Januari 2007, JY melaporkan kasus penelantaran dalam rumah tangga
yang dialaminya kepada pihak Kepolisian Polres Metro Jakarta Pusat. Menurut pengakuan JY
kepada pihak kepolisian, ke Ketua RPK (Ruang Pelayanan Khusus) Poﬁes Metro Jakarta
Pusat, Ibu ST, yaitu bahwa sémenjak Pelapor (JY) menikah dengan Tetlapor (SR), tetlapor
tidak. pernah memberikan .qafkah yang cukup. Kemudian, hal ini menyebabkan terjadilah
petcekcokan di dalam'x.'umah tangga SR dan JY, dimana Pelapor sering juga dianiaya oleh
Tetlapor. Akibat, dari ini maka Pelapor merasa disakiti terus-menerus. Sebagai tindak
lanjutnya, maka disusunlah sebuah Surat Petjanjian diantara Pelapor dengan Terlapor pada
tahun 1999. Tapi, dad pihak Terlapor tidak pernah mau menepati semua kewajiban yang a;da
di dalam surat perjanjian tetsebut.

.Oleh karena itulah, maka dari pihak JY sebagai Pelapor ingin agar dari pihak
kepolisian melakuka;l pengusutan tethadap laporannya ini. Atau, proses penanganan
terhadap kasus KDRT-yang dialami oleh korban JY di tingkat kepolisian memakan waktu
selama kutang lebih 4 (empat) bulan. Berkas kasus KDRT yang diajukan oleh JY, diserahkan
atau dilimpahkan kepada pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada bulan April 2007. Dan
selama itu pihak tetlapor (SR) tidak ditahan. Bahkan, SR merasa marah atas semua perbuatan

JY dan juga dari pihak Gandhi Seva Loka yang telah memberikan ide, serta masukan kepada
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JY untuk melapotkan semua perbuatan SR kepada pihak kepolisian. Akibatnya, SR ingin
menuntut pihak Gadhi Seva Loka.

Pada bulan Februari tahun 2007, SR mengirimkan surat kepada Pimpinan
Gandhi Seva Loka, dimana isi dari surat tersebut adalah tentang pengaduan dari pihak SR,
yaitu mengenai kondisi perkawinannya yang kurang berjalan mulus. Salah satu buktinya,
adalah dengan larinya JY (istrinya) beserta dengan kedua anaknya ke India tanpa
sepengetahuannya. Terkait dengan adanya hal ini maka dari pihak SR melaporkannya ke
pibak Polsck Menteng, yaita bahwa istrinya, JY telah melarikan anaknya. Sedangkan, dari
pihak SR juga sudah melakukan penipuan, yaitu yang terkait dengan izin untuk
melangsungkan pernikahan yang kedua dari SR. SR pada saat melangsungkan pernikahannya
sang keduh I izin kepada korban JY. Sehingga R o o
| &ksanghn oleh ]Y,»pac‘la‘ bulan Mei tahux; 2006 tidak sah. Schingga, ini rﬁasuk sebagai
bentuk dari penipuan.
6.3.2.3 Dakwaan dan Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum

Pada bulan Juni tahun 2007, yaitu ketika betkas perkaranya dilimpahkan dan
pihak Kepolisian Metro Jakarta Pusat ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, dimana di dalam
surat pelimpahan perkara disebutkan, bahwa dari hasil Penyidikan dapat dilakukan
penuntutan dengan dakwaan telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dan
diancam dengan pidana dalam pasal 49 huruf a UU No. 23 Tahun 2004™ Jo. Pasal 64 (1)

KUHP” atau Kedua pasal 304 KUHP™ Jo. Pasal 64 (1) KUHP.

74 Pasal 49 huruf 2 UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT: menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah
tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);

75 Pasal 64 (1) KUHP: Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau
pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa schingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut
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Sidang pertama yang dilakukan pada bulan Juni tahun 2007, yaitu dengan
- agenda sidangnya adalah pembacaan tentang Surat Dakwaan, dimana Jaksa Penuntut Umum
yang bertugas menangani ini adalah seorang Jaksa laki-laki, berinisial TH, atau betbeda
dengan Jaksa yang menangani kasus KDRT RM versus YL, yaitu seorang Jaksa Perempuan,
yang berinisial VR. Meskipun, seperti diketahui bahwa peneliti sebelumnya juga sudah
mengenal Jaksa TH ini, yéitu pada saat mewawancarai Jaksa VR, di Kejaksaan Negeri Jakarta
Pusat. Dan meﬁxang jaksa TH ini sudah memiliki “jam terbang” yang lebih banyak
dibandiﬂgkan dengan jaksa VR, khususnya dalam penanganan kasus-kasus kekerasan
tethadap perempuan. -

| Pada sidang yang pertama, yaitu dengan agenda sidangnya tentang
pembacaan suratrdakwaan dari pihak JPU sudah menggunakan ketentuaﬂ dari UU PKDRT
sebagai dasar hukumnya. Dan untukl kasus ini menggunakan ketentuan dari pasal 9 (1) UU
PKDRT”, yaitu tentang penelantaran dalam rumah tangga, padahal menurut hukum yang
berlaku baginya atau karena persetujuan atau pérjanjian ia wajib memberikan kehidupan,
perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Di bagian dakwaan yang pertama, oleh
pihak kejaksaan negeri Jakarta Pusat telah dijelaskan secara detail, yaitu tentang kejadiannya.
Dan dari hasil penjelasan itu kemudian oleh pihak JPU disimpulkan, bahwa petbuatan
terdakwa SR itu telah melangga-u ketentuan dari pasal 49 huruf a UU No. 23 Tahun 2004

tentang PKDRT jo. pasal 64 (1) KUHP. Dan untuk dakwaan yang kedua, dari pihak JPU

(voortgezette handeling), maka hanya dikenakan satu aturan pidana; jika betbeda-beda, yang dikenakan yang
memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.

76 Pasal 304 KUHP: Barangsiapa dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seorang dalam keadaan
sengsara, padahal menurut hokum yang berlaku baginya atau karena persetujuan, dia wajib memberi kehidupan,
perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan
bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

71 Pasal 9 (1) UU PKDRT: Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal
menurut hokum yang berlaku baginya atau karena petsetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan,
perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
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menjelaskan bahwa akibat dari perbuatan terdakwa SR yang dengan sengaja menempatkan
atau membiarkan seorang dalam keadaan sengsara, p’;ldahal menurut hukum yang berlaku
baginya atau karena persetujuan, dia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan
kepadg orang itu (saksi korban JY beserta dengan kedua anaknya ST dan SB). Seperti yang
telah digambarkan di atas, yaitu bahwa SR tidak pernah memberikan nafkah ataupun
memperhatikan istri dan anak-anaknya. Sehingga, akibat dari semua perbuatannya maka
diteta?kan dalam dakwaan_ yang kedua, yaitu bahwa perbuatan terdakwa SR itu telah
melanggar ketentuan dad pasal 304 jo. pasal 64 (1) KUHP.

Ketentuan hukum yang dijadikan sebagai acuan dalam menyusun dakwaan
terhadap kasus KDRT masih menggunakan ketentuan dari KUHP. Menurut pendapat dari
JPU, TH, bahwa ketentuan dari KUHP lebih mengakomodir kebutuhan dai kasus ini.
Meskipﬁﬁ, mémang dalam dakwaan pe@a (dakwaan Vprimair) telah memasukkan ketentuan
salah satu pasal dari UU PKDRT (pasal 49 huruf 2 UU PKDRT), ini menunjukkan bahwa
dari pihak JPU ingin agar penanganan terhadap kasus KDRT ini dapat tertangani secara
maksimal, yaitu dengan memasukkan salah satu ketentuan atau aturan hukum dar KUHP.

Selama sidang berlangsung terdakwa SR ditemani oleh tim pené.sihat
hukumnya. Sedangkan, saksi korban JY tidak didampingi oleh penasihat hukum manapun,
tapi dati pihak JPU berinisiatif untuk menghubungi rekan-rekan dari LBH Apik Jakarta
untuk dapat menjadi pendamping hukumnya (tapi bukan dalam konteks sebagai seorang
penasihat hukum/pengacara), atau sesuai dengan amanat dad salah satu pasal dari UU
PKDRT, yaitu pasal tentang perlunya melibatkan seorang pendamping hukum atau
pendamping sosial. Meskipun, dari pihak pethimpunan Gandhi Seva Loka juga sudah

menjanjikan akan memberikan seorang penasihat hukum kepada saksi korban JY. Hasil
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diskusi dengan pihak saksi korban JY, diketahui bahwa JY tidak merasa nyaman dengan
adanya penasihat hukum yang ditunjuk oleh perhimpunan Gandhi Seva Loka tersebut.
Menurut saksi korban JY pihak yang dijadikan sebagai penasihat hukum untuk dirinya tidak
tetbuka dalam memberikan ataupun menjelaskan mengenai proses peradilan yang sedang
dijalaninya. Ada banyak informasi yang tidak disampaikan kepada pihak saksi korban JY. Hal
inilah yang membuat saksi JY merasa keberatan untuk melibatkan tim penasihat hukum
tersebut. | | |

Paﬂa sidang yang pertama ini, selain pembacaan tentang surat dakwaan dari
pibak JPU, juga sudah mulai melakukan pemer.iksaén tethadap saksi korban JY. Dan pada
sidang yaﬁg pertama ini memang, baik dari pihak LBH Apik Jakarta ataupun dari p_eneliﬁ
senditi belum dilibatkan. Sepérti yang telah disampaikan babwa dari pihak sak;i‘ kotban
masih diterﬂaﬁivol&r-rekag dari perhjr.npﬁnét.; Gandhi Seva Loka. Hasil dari pemeriksaan
saksi kotban, juga menunjukkan bahwa sai:si korban memang telah mengalami penelantaran
dalam rumah tangga. Dan penelantaran ini dilakukan oleh suaminya, SR. Oleh majelis hakim,
sidang akan kembali dilakukan pada minggu yang akan datang dengan agenda sidangnya
masih tentang pemeriksaan tethadap beberapa orang saksi, seperti: mantan pembantu dari
SR dan JY dan orang yang mengkontrakkan rumahnya kepada terdakwa SR (dan ini adalah
saksi yang akan meringankan terdakwa SR).

Mengenai pemeriksaan terhadap saksi-saksi, baik saksi yang meringankan
terdakwa ataupun saksi yang memberatkan, semuanya mengatakan bahwa mereka
mengetahui tentang kejadian kekerasan yang dialami oleh JY, atau saksi korban selama hidup

bersama dengan terdakwa SR. Saksi JS, adalah saksi yang meringankan terdakwa SR, juga
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mengatakan bahwa terdakwa SR sering pergi keluar kota selama bethari-hari meninggalkan
istri dan anak-anaknya. Terdakwa SR keluar kota untuk beketja. Terdakwa SR memiliki usaha
di bidang tekstil jadi dia sering melakukan perjalanan ke luar kota.

Hal lainnya yang juga sempat diutarakan oleh saksi JS, adalah mengenai
kepergian saksi korban JY beserta dengén kedua anaknya ke India. Pada waktu itu saksi JS-
lah‘ yang disuruh untuk mengantarkan .suxat ke salah satu pimpinan dari perhimpunan
Gandhi Seva Loka. Pa& waktu itu ]uga saksi JS sempat disuruh untuk mengambil uang
kesana.

Pad; kenyataannya saksi JS ini juga cukup membantu saksi korban, terutama
terkait dengan vakees informasi deﬁgan pihak perhimpunan Gandhi Seva Loka. Untuk
pemeriksaan selan)utnya adalah pemenksaan terhadap satu orang saks1 lainnya, yaitu seorang
saksi yang dulunya bekas pembantu rumah tangga dari JY, waktu mereka tinggal d1 Cempaka
Putih. Hasil pengamatan selama sidang dapat tetlihat bahwa keberadaan dari saksi ini kurang
dapat memberikan informasi yang terkait dengan kasus KDRT yang sedang dialami oleh ibu
JY dengan bapak SR.

Proses selanjutnya adalah pembacaan tuntutan dari pihak JPU, dimana int
dati tuntutan yang telah disusun oleh jaksa penuntut umum/JPU menyatakan bahwa
terdakwa SR telah melakukan pelanggaran dalam rumah tangga terhadap istti dan kedua
anaknya, yaitu dengan melakukan penelantaran dalam rumah tangga (kekerasan ekonomi).
Oleh karena itu terdakwa SR telah melanggar ketentuan dari pasal 9 (1) UU PKDRT. Pihak
JPU masih menggunakan KUHP sebagai ketentuan hukumnya, yaitu ketentuan dari pasal 64
(1) KUHP atau sama dengan ketentuan dari Surat Dakwaan. Ketentuan dari pasal 64 (1)

KUHP ini menekankan, bahwa untuk hukumannya akan melihat ancaman pidana pokok
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yang paling berat. Jadi, jika dilihat ketentuan dari UU PKDRT tentang sanksi tethadap
penelantaran dalam rumah tangga, ketentuan dari pasal 49, maka terdakwa SR ak;ln
dikenakan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp.
15,000,000, (lima belas juta rupiah).

6.3.2.4 Putusan Akhir dari Majelis Hakim PN Jakarta Pusat

Sebelum menjalani sidang akhﬁ, pihak korban betsama dengan pendamping
hukum dari LBH APIK ]am, dan ;uga dengan peneliti sempat melakukan pertemuan
dengan Ketua Majelis Hakir‘r; untuk kasus KDRT ini, yaitu Bapak LX. Tujuan dari pertemua
itu adalah untuk mengklén'ﬁkasi beberapa hal yang terkait dengan kebutuhan dari korban JY
mengenai apa yang menjadi’ keinginan dati pibak korban JY itu berbeda dengan proses
hukum yang telah berlangsung selama ini: Keinginan dasi pihak korban JY, adalah dari pihak
terdakwa SR hanya peﬂu membiayai kebutuhan hidup d;,ri korban dengan kedua anaknya
secara rutin. Dia bahkan kurang begitu setuju jika kemudian terdakwa SR harus dimasukkan
kedalam penjara. Pihak majelis hakim sudah sangat prihatin dengan segala penderitaan yang
dialami oleh korban akibat dari perbuatannya terdakwa SR.

Tetapi, kenyataan yang ada ternyata berbeda dengan apa yang telah dibahas
bersama dengan Ketua Majelis Hakim, Bapak L.X, dimana beliag mengatakan bahwa untuk
terdakwa SR akan dikenakan sanksi pidana yang maksimal. Dan jika memang terdakwa SR
terbukti bersalah maka akan dikenakan sanksi pidana penjara. Kenyataannya, dai pihak
majelis hakim menetapkan terdakwa SR dikenakan sanksi pidana selama tujuh bulan.

Reaksi dari pihak terdakwa SR, adalah langsung mengajukan upaya banding.

Dan sampai sekarang proses bandingnya juga belum tuntas. Akses tethadap semua dokumen,
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khususnya salinan putusannya tidak dapat diakses. Hal inilah juga yang menghambat proses
penyusunan tethadap hasil penelitian ini.
6.3.2.5 Refleksi

Penanganan tethadap kasus KDRT yang dialami oleh Ibu JY juga belum
terlalu maksimal. Karena kasus KDRT, khususnya di PN Jakarta Pusat belum menjadi kasus
prioritas bagi para penegak hukum. Hal ini ditandai putusan yang ditetapkan oleh para
majelis hakim yang masih belum sesuai dengén standar hukum yang ada. Bentuk kekerasan
yang diproses pada sidang ini juga hanya terbatas pada penelantaran dalam rumah tangga
saja. Padahal, korban JY telaﬁ mengalami berbagai macam bentuk kekerasan dalam rumah
tangga selama dia berumah tangga dengan SR. Keadaan yang seperti ini menunjukkan bahwa
penanganan terhadap kasus KDRT i)elum nﬁénja&i pﬁoﬁtas bégi para penegak hukum. Dan,
khususnya dari pihak kepolisian deﬁgap pihak terdakwa, dalam imal ini keluarga dan terdakwa |
SR sudah memiliki hubungan yang cuimp dekat. Sehingga, ada banyak hal yang tidak
dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh pihak kepolisian. Misalnya, untuk proses investigasi
terh;adap kasus KDRT yang dialami oleh pihak korb@ JY tidak terproses secara cepat, atau
selalu mengalami penundaan. Dan menurut pengakuan dati kotban, serta juga dari hasil
pengamatan peneliti pada saat mewawancarai Kepala RPK Polres Metro Jakatta Pusat, yaitu
antara Ketua RPK, Ibu ST dengan mertua dari JY sudah memiliki hubungan yang sangat
kompak. Hal inilah yang membuat posisi hukum dari JY menjadi lemah. Faktor budaya
pattiatki juga menjadi hambatan dalam penyelesaian terhadap kasus-kasus KDRT.
Kebanyakan dari masyarakat masih menganggap bahwa penyelesaian terhadap suatu kasus

KDRT cukup dalam tataran keluarga, dan kalau bisa diselesaikan secara kekeluatgaan.
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Keberadaan dari UU PKDRT sebagai suatu UU yang bersifat Lex Spesialis,
yang sudah mengatur KDRT sebagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga tidak secara
maksimal diterapkan. Hal ini disebabkan masih banyak dan para penegak hukum yang belum
memahaminya. Sehingga, dari pihak JPU masih menggunakan ketentuan dari KUHP sebagai
salah satu pertimbangan hukumnya.

6.4 Kisah Pérempuan Kotban di Pengadilan Agama Jakarta Pusat

Kasus ke-3 yang peneliti amati pidses penanganannya di dalam petsidangan,
adalah kasus gugatan petceraian yang tetjadi di PA Jakarta Pusat. Kasus gugatan perceraian
yang diajukan oleh seorang istri, yang berinisial KR tethadap suaminya yang berinisial SD.
Salah satu alasan dari gugatan perceralan yang diajukan oleh KR, yaitu karena SD sebagal
seorang suami dan juga kepala keluatga yang tidak mem1hk1 peker)aan tetap, dan sering

‘berjudi. Akibat dari perbuatannya ini, mka SD tidak pernah lagi membiayai kebutuhan
keluarganya. Bahkan, hal puncaknya adalah rpada saat SD mengusit KR dari rumah
kontrakkan mereka. Padahal, yang membiayai semua kepetluan keluarga mereka adalah KR
(pihak isﬁi). Selain itu SD juga selalu bersikap curiga tethadap semua teman ketja dari KR.
Hal inilah yang sering memicu tetjadinya petkelahian atau cekcok antara pelapor KR dengan
terlapor SD.

6.4.1 Kronologis Kasus

Awal dari semua kejadian ini yaitu dad bulan Maret 2004 atau satu tahun
setelah dilangsungkannya pernikahan antara KR dengan SD. Selama berumah tangga KR .
kurang terbuka dengan SD, khususnya untuk masalah keuangan. Hal ini dikarenakan SD

' tidak memiliki peketjaan yang menentu. SD atau tergugat dengan sepengetahuan penggugat

atau KR sering meminjam uang pada orang lain untuk bermain judi. Tergugat tidak pernah
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mengembalikan uang pinjamannya itu. Sehingga yang harus mengembalikan uang tersebut
adalah penggugat KR. Dan seperti yang telah disampaikan di atas bahwa hal terakhir yang
memicu terjadinya perceraian antara KR dengan SD, adalah ketika SD membawa s;:cara
paksa semua pakaian KR ke rumah orang tuanya (dengan sengaja mengusir KR pergt dart
rumah kontrakan mereka). Untuk itulah maka sejak bulan April tahun 2007, antara KR
dengan SD sudah tidak berhubungan lagi.

Ada beberapa hal yang menjadi tuntutan atau permohonan dari penggugat
KR dalam guga@n perceraiannya terhadap: SD, salah satunya adalah mengenai hak asuh
penggﬁgat terhadap kedua anak mereka; Dari segi usia kedua anak mereka tersebut masih
berada dibawah umur. Oleh karena itu mercka masih sangat memetlukan asuhan dan
pemeliharaan dari ibunya atau penggugaf KR Da‘n' tefl;aif dengan hak asuh dan kedua anak
yang akan diserahkan kepada penggug;at' KR, maka sebagai konsekueﬁsiﬁya penggugét KR
hatus menanggung kebutuhan finansial dari kedua orang anaknya.
6.4.1.1 Peran dari Para Penegak Hukum di PA Jakarta Pusat

Pelapor atau penggugat KR tidak ditemani oleh seorang peng;.xcara ataupun
pendamping hukum, dari mulai melapotkan kasusnya ke PA sampai dengan putusan. Hal ini
disebabkan karena KR tidak memiliki informasi yang cukup mengenai proses penanganan
terhadap kasus gugatan perceraian di PA. |

Oleh karena itu KR juga merasa bahwa dia mengalami sedikit kendala,
terutama dalam hal menentukan pilihan hukum apa yang dapat dia ambil sebagai tujuan akhir
untuk kasus perceraiannya. KR sendiri selama mehja]ani sidang perceraiannya selalu ditemani

oleh keluarganya.
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Sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam UU No. 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama, yaitu ketentuan dari pasal 82 (1), disebutkan bahwa pada sidang yang
pertama dari pihak Majelis Hakim juga melakukan upaya damai kepada kedua belah pihak
yang sedang dalam proses pengajuan gugatan perceraian. Dan upaya damai ini selalu
ditawarkan kembali oleh pithak Majelis Hakim pada saat sidang akan dimulai. Bahkan, pada
sidang terakhir, yaitu sidang tentang pembacaan putusan akhir dari pihak Majelis Hakim
kembali menanyakan kepada kedua belah pihak apakah benar akan bercerai. Karena, jika
diantara pihak setuju untuk melakukan prerdamaia-n, selama perkara belum diputuskan maka
itu bisa sajaAdibatalkan. Upaya damai yang dimaksud disini, adalah bisa dalam bentuk>anjuran,
nasihat, penjelasan, dan memberi bantuan dalam perumusan sepanjang hal itu diminta oleh
kedua belah pihak (Lubis, hal. 65). Y

Upaya damai ini dirasakan rﬁésih -san_gat bias kepentingén, k;rén; bercerai
atau petceraian masih menjadi momok bagi sebagian besat masyarakat Indonesia. Masyarakat
(dalam hal ini pihak suami atau istri) masih dipaksa untuk terus hidup betsama di dalam satu
keluarga yang utuh; meskipun hubungan diantara kedua belah pihak sudah tidak harmonis
lagi. Keutuhan rumah tangga adalah suatu harga mati yang tidak dapat ditawar-tawar lagi.

Semua Majelis Hakimnya terdiri atas hakim laki-laki, sebanyak tiga orang.
Salah satu dari para hakim tersebut, yang berinisial EL adalah seorang hak1m yang sudah
menera[;kan beberapa ketentuan dari UU PKDRT kedalam kgtentuan hukum dan suatu
kasus gugatan perceraian di PA Jakarta Pusat. Khusﬁs untuk kasus perceraian yang diajukan
oleh KR, aturan hukum yang digunakan oleh para majelis hakim di PA Jakarta Pusat adalah
UU tentang Peradilan Agama, beberapa pasal dari Kompilasi Hukum Islam, UU tentang

Perkawinan dan UU tentang Perlindungan Anak. Sedangkan, ketentuan mengenai UU
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PKDRT tidak digunakan sebagai dasar hukum. Aturan mengenai anak menjadi fokus utama
dari para penegak hukum, karena kasus ini melibatkan dua orang anak dari KR dan SD yang
akan menjadi korban dari kasus perceraian ini. Padahal, seperti yang telah disampaikan dalam
ketentuan dari UU Perlindungan Anak, ketentuan darti pasal 3 yang menjelaskan tentang
tujuan dad perlindungan anak, yaitu untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat
hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan
martabat kemanusiaan, serta mendapat perhndungandaﬁ kekerasan dan diskriminasi, demi
terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhiak mulia dan sejahtera semata-mata
untuk kepentingin yang terbaik bagi anak tersebut. .

Para majelis hakim sangat merasa khawatir mengenai masa pertumbuhan dari
kedua anak KR dan SD. Menurut pandangan para hak1m yang menangan% kasus gugatan
perceraian ini, yaitu bahwa dari pihak suami atau térgugét SD sangat menginginkaﬁ supaya
kepemilikan ataupun pengasuhan terhadap kedua anaknya diserabkan kepada dirinya. Semua
petbuatan dari pihak tergugat selama berumah tangga dengan KR tidak sehatmonis seperti
yang dia utarakan kepada; pihak majé:lis hakim. Untuk pemenuban kebutuhan ekonomi masih
bergantung kepada pihak penggugat KR. Dari segi pekerjaan SD tidak pernah memiliki
peketjaan tetap atau selalu berpindah-pindah. Jadi, untuk kesejahteraan hidup dar anak-
anaknya lebih cocok berada dibawah asuhan dari pthak penggugat KR.

Penanganan terhadap kasus gugatan perceraian KR terhadap suaminya SD,
di PA Jakarta Pusat ditangani selama lima bulan. Dan selama itu pula penggugat KR harus
terus meminta izin dari pihak kantor tempat dia bekerja untuk dapat hadir didalam sidang
perceraiannya itu. Penggugat juga merasa bahwa waktu penanganan terhadap kasus gugatan

perceraiannya ini cukup lama, dan juga banyak menghabiskan biaya (khususnya biaya

243

Sensitivitas Gender..., Danieiie Johanna P. Samsoeri, PPS Ul, 2008



transportasi. Pihak majelis hakimnya juga tidak terlalu banyak membantu penggugat,
khususnya dalam menjelaskan proses hukum yang sedang dijalani oleh penggugat, yaitu
mengenai kehadiran dari beberapa orang saksi di dalam persidangannya, apakah kehadiran
dari para saksi tersebut banyak memberikan gambaran tentang situasi dari kasus gugatan
cerai yang diajukan oleh penggugat KR, ataukah tidak banyak membantu.

Peran yang telah dilakukan oleh pihak Panitera di PA Jakarta Pusat, dimana
seperti diketahui bahwa peran atau tugas dari seorang paniteré bersifat ganda, karena selain
dia harus menjalankan fungsi kepaniteraan, juga ilarus menjalankan peran kesekretariatan.
Terkait dengan kasus rgugatan perceraian yang disjukan oleh KR, maka pada awal KR akan
mengajukan gugatan petceraian, dia harus tetlebih dahulu melaporkarinya kepada pihak
panitera atau wakil panitera. Lewat panit,er;l atau wakil pahifera da[‘)at}diketa'.hui apakah semua
dokumen atau b_erkés yang disiapkan oleh para pihak Vyang bérpekara di PA sudah lengkap |
atau belum.' Kebanyakan pihak yang akan melaporkan kasus ;tz;u gugatan juga sering
betkonsultasi dengan pihak panitera. Hasil pengamatan selama berada d1 PA Jakarta Pusat
dapat dilihat bahwa pihak paﬁitera ataupun wakil panitera dapat menjadi mediator dan juga
konselor dalam proses pengajuan gugatan cerai. Hal inilah yang membuat suasana di PA
lebih bersifat kekeluargaan dibandingkan dengan suasana di PN. |
6.4.1.2 Refleksi Terhadap Kasus Gugat Cerai Seorang Istri i PA Jakarta Pusat

Peran yang telah dilakukan oleh pihak Panitera di PA Jakarta Pusat, dimana
seperti diketahui bahwa peran atau tugas dari seorang panitera bersifat ganda, karena selain
dia harus menjalankan fungsi kepaniteraan, juga harus menjalankan peran kesekretariatan.
Pada kenyataannya terkait dengan kasus gugatan perceraian yang diajukan oleh KR, maka

pada awal KR akan mengajukan gugatan petceraian, dia melaporkannya kepada pihak
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panitera atau wakil panitera. Pada posisi ini ada tetjadi konsultasi, apakah semua dokumen
atau berkas yang disiapkan oleh para pihak yang berpekara di PA sudah lengkap atau belum.
Dalam proses itu konsultasi tentang kasus itu penting karena kebanyakan pihak yang akan
melaporkan kasus atau gugatan lainnya. Hasil pengamatan selama berada di PA Jakarta Pusat
dapat dilihat bahwa pihak panitera ataupun wakil panitera dapat menjadi mediator dan )uga
konselor dalam proses pengajuan gugatan cerai. Hal inilah yang membuat suasana di PA
lebih bersifat kekeluargaan dibandingkan dengan suasana di PN. |

Jumlah kasus gugat cerai di PA Jakarta Pusat dabat dibilang cukup banyak,
jika dibandingkan dengan jumlah kasus cerai talak yang diajukan oleh seorang suami terhadap

istrinya. Hal ini dapat dilihat dari jumlah kasus yang disidéngkan oleh masing-masing hakim

PA Jakarta Pusat, sebagai berikut: jumlah kasus gugat cerai Yarig dltangam oleh hakim EL,

pada tanggal 12 Juli 2007 terdiri atas tiga kasus (termasuk didalamnya kasus gugat cerai dari
KR). Sedangkan, untuk kasus cerai talak’ sebanyak dua kasus. Bahwa, pada dasarnya dari
fenomena ini dapat dilihat bahwa sekarang ini sudah banyak perempuan (istti) yang sudah
.semal;m kritis memahami hal-hal ai)a saja yang menjadi haknya. Sehi mereka menuntut
apa yang telah menjadi hak mereka. Dan jika itu tidak terpenuhi maka mereka akan
menempuh jalur hukum, yaitu dengan mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya, baik di
PA ataupun PN.

Untuk kasus gugatan cerai yang diajukan oleh pihak KR dapat terlihat jelas
bahwa SD sebagai seorang suami sudah tidak mampu lagi membiayai kebutuhan rumah
tangganya. Dan ini disebabkan karena tergugat SD tidak memiliki pekerjaan tetap. KR-lah
yang menjadi pencari nafkah utama bagi keluarganya. Mengenai kepemilikkan hak asuh

terhadap anak mereka juga menjadi hal yang cukup rumit (khususnya bagi terdakwa), katena
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dati pihak SD juga menginginkan agar hak asuh dari kedua anaknya berada dibawah
asuhannya. Kenyataannya SD, sebagai seorang suami tidak memiliki pekerjaan tetap. Dan SD
juga mempunyai kebiasaan yang tidak baik, yaitu suka berjudi. Oleh karena itulah maka dari
pihak majelis hakim tidak menyetujui permohonannya itu.

Peran yang dimainkan oleh para majelis hakim dalam menangani kasus
gugatan cerai ini adalah masih sangat’kecil”, disamping hakim tidak memberi banyak
pethatian tethadap korban, hakim hanya menyimpulkan bahwa pihak yang akan paling
tertekan dari adanya perceraian ini adalah dari pihak anak saja. Padahal, jika dilihat dari pihak
istri, penggugat KR, yaitu bahwa Sb dari semenjak di awal pernikahan sudah tidak memiliki
kejalasan dalam hal pekerjaan. Dan untuk itulah maka KR beruéaha untuk dapat mensupport
’kelangsungan hidup keluarganya, yaitu dengan bekerja di salah satu kantor ma]alah di Wﬂayah
Jakarta Pusat (Hasil wawancara peneliti deﬁgan kotban). Kebanyékan dan para hakim di PA
juga masih melihat bahwa pengajuan dan gugatan perceraian itu hanya dikarénakan sudah
tidak ada kecocokkan lagi diantara pihak penggugat dengan tergugat. Padahal, dibalik itu
semua penyebab utama dari adanya gugatan perceraian itu adalah karena adanya KDRT. Hal
ini juga karena informasi tentang KDRT sebagai suatu isu tentang kekerasan terhadap
perempuan belum tersosialisasikan secara baik di kalangan para hakim PA.

6.5 Kesimpulan

Hasil pengamatan langsung telah dilakukan oleh peneliti terhadap proses
penanganan dari bebetapa kasus KDRT, baik di PN ataupun di PA, di wilayah Jakarta Pusat
menunjukkan ada betbagai hal yang membuat penanganannya menjadi tidak optimal. Salah
satu hal yang menghambat proses penanganannya, adalah dari segi perundang-undangannya,

UU PKDRT, khususnya jika dilihat secara legal formal maka tidak semua ketentuan
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pidananya mencantumkan sanksi minimal. Akibatnya masih banyak dari keputusan akhir
yang diputuskan oleh pihak majelis hakim belum maksimal, atau kebanyakan kasus KDRT
yang diproses masuk kedalam kategori Tindak Pidana Ringan (Tipiting). Jadi, keberadaan
dari UU PKDRT sebagai sebuah undang-undang khusus belum dapat memberikan
petlindungan yang maksimal, khususnya kepada para perempuan korban KDRT.

Kurang peka atau sensitifnya para penegak hukum dalam menangani kasus-
kasus KDRT, sangat terlihat jelas dari proses penanganan tethadap kasus—kasué KDRT, baik
di PN ataupun PA. Meskipun, §istem atau tahapan penanganah kasus di PN dan PA,
memiliki perbedaan, karena hukum acara yang digunakan betbeda, yaitﬁ hukum acara yang
digunakan di PN adalah hukum acara pidana, dan di PA menggunakan hukum acara perdata.
Sebagian besar perspektif atau cara berpikir dari masing-masing penegak hukum lebih
m’egutamakaﬁ keutuhan rumah tangga, dibandingkan keselamatan dan pihék korbannya.
Situasi seperti ini dapat terlihat jelas dalam persidangan di PA, dimana para majelis hakim
terus-menerus menawarkan upaya damai kepada pihak penggugat (istri yang juga merupakan
kotban KDRT, yang telah mengalami kasus p-enelantaran dalam rumah tangga) dan tergugat.
Padahal, penggugat sebagai seorang istri sudah mengalami petlakuan yang tidak
menyenangkan dari pihak suami atau tergugat, yaitu selama hidup bersama sebagai suami
istri. Sehingga upaya damai yang ditawatkan menjadi tidak relevan lagi. Dan upaya damai ini
hanya dijadikan sebagai suatu persyaratan hukum saja dalam prosés penanganan dati suatu
kasus perceraian di PA. Sedangkan, situasi di PN juga hampir sama, khususnya mengenai
" pola penanganan tethadap kasus-kasus KDRT dan penetapan keputusan akhir. Terkesan,
bahwa proses penanganan terhadap kasus-kasus KDRT di PN belum menjadi prioritas,

karena masih banyak dari para penegak hukum yang belum memiliki sensitifitas gender. Hal
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ini tetbukti dari cara pandang masing-masing penegak hukum di PN, yang melihat bahwa
sanksi pidana yang dijatuhkan tidak perlu terlalu lama, karena akan mengganggu hubungan
atau relasi dari suami-istri tersebut. Harapannya, adalah bahwa keutuhan rumah tangga dan
pihak korban dan terdakwa masih bisa diselamatkan.

Termuan lain dari hasil pantauan langsung di lapangan, adalah kebanyakan
dari para penegak hukum belum memahami bahwa suatu kasus KDRT tidak hanya terjadi
pada kejadian sekarang ini, tapi kebanyakan kasus KDRT sudah terjadi jauh sebelum kasus
tersebut dilaporkan kepada pihak penegak hukum. Artinya, khusus untuk menangani kasus-
kasus KDRT dari pihak penegak hukum hatus bisa melihat kronologis dari kasus KDRT itu

secara lengkap, yaitu dari awal terjadinya kasus KDRT tersebut sampai dengan tahap akhir.
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BAB 7

ANALISIS DAN KESIMPULAN

“... UU PKDRT ini bagus dan positif, karena UU ini sudah menjawab kebutuhan dari
masyarakat. Meskipun begitu masih sedikit masyarakat yang mau melaporkan kasus KDRT-
nya. Dan kebanyakan dari pihak wanita yang enggan untuk melaporkannya”.

“Keberadaan dari UU PKDRT dapat menjadi payung hukum. Sehingga hukumannya dapat
diperberat”.

(Hasil wawancara dengan Ibu AD, hakim di PN Jakarta Pusat, pada bulan April tahun 2007)

Pernyataan di atas merupakan salah satu kutipan dari hasil wawancara peneliti
dengan Ibu AD, seorang hakim perempuan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dimana
pernyataan di atas juga mewakili pendapat sebagian besar dari para penegak hukum,
khususnya penegak hukum yang a‘da di Pengadilan Negeni Jakarta Pusat mengenai
keberadaan dari UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT. Pada dasarnya pafa penegak
hukum menyarﬁbut baik kehadiran dari UU PKDRT, dan sebagai bentuk pethatiannya, maka
para penegak hukum mengimplementasikan ketentuan-ketentuan dari UU PKDRT kedalam
setiap pertimbangan hukum ataupun keputusan-keputusan hukum terhadap kasus-kasus
KDRT.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan
dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), telah disahkan dengan tujuan untuk melindungi
perempuan dari tindakan kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga. Keberadaan
dati UU PKDRT juga menjadi alat kontrol dalam kehidupan bermasyarakat, dimana pihak
masyarakat dan pemerintah memiliki tanggung jawab untuk tidak melakukan kekerasan
terthadap istri, suami dan anak atau anggota kelurga lainnya, yaitu ketentun dari Bab V, pasal

11 sampai dengan pasal 15. Selain itu ada beberapa pasal yang juga menetapkan kewajiban
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dari pihak penegak hukum dalam memberikan perlindungan dan menangani kasus-kasus
KDRT.

Bahkan, pengalaman dati beberapa negara, seperti Filipina, Malaysia, dan -
Singapura yang telah memiliki Undang-Undang khusus tentang KDRT, dan juga telah
menyiapkan secara khusus mekanisme penanganah terhadap kasus-kasus KDRT, yaitu dalam
bentuk pengadilan keluarga, juga belum dapat secara maksimal menyelesaikan kasus-kasus
KDRT. Hal ini disebabkan karena masih banyak dari para penegak hukum dan pihak |
pemerintah di negara-negara tetsebut yang tidak memiliki sensitifitas gender. Kondisi sepertt
ini juga terjadi di Indonesia, dimana masih sedikit pihak penegak hukum dan juga pemerintah
yang memiliki sensitifitas gender. Inilah bukti bahwa budaya patriarkal masih Berkuasa,‘
khususnya dalam cara pandang para penegak hukum.

Tujuan dai penelitian ini adalah untuk melihat seberapa sensitif gendernya
pata penegak hukum dalam memproses serta menangani kasus-kasus KDRT, khususnya
penegak hukum yang ada di lingkup Pengadilan Negeri ataupun Pengadilan Agama di
wilayah Jakarta Pusat. Terbukt, dengan masih banyak dari p#a penegak hukum yang belum
menangani kasus-kasus KDRT ini secara maksimal, seperti untuk menyelesaikan penanganan
tethadap kasus KDRT, khususnya di PN membutuhkan waktu yang lama, karena para
- majelis hakir;l lebih memprioritaskan penanganan terhadap kasus-kasus Korupsi atau kasus
pidana lainnya (diluar dari kasus-kasus KDRT). Hal ini menunjukkan bahwa pola pikir atau
cara pandang dari para penegak hukum masih sangat terbatas kepada hal-hal yang bersifat
normatif, yang masih mempertimbangkan faktor untung-rugi (secara ekonomi) bagi para

penegak hukum, dibandingkan unsur kemanusiaannya.
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KDRT adalah merupakan kekerasan khusus, sehingga penting bagi para
penegak hukum, baik yang ada di tingkat Pengadilan Negeri ataupun Pengadilan Agama
untuk memahami secara jelas tentang isu-isu gender, termasuk di dalamnya isu tentang
KDRT sebagai bentuk pelanggaran terhédap perempuan dan juga HAM. Untuk
meningkatkan kapasitas dari masing—masing penegak hukum, khususnya dalam menangani
kasus KDRT maka petlu dilakukan pelatihan yang intens di lingkup penegak hukum, yaitu
pelatihan tentang cara-cara penanganan, dan pemberian perlindungan terhadap perempuan
korban.

7.1 Analisis

Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah merupakan suatu ‘isu
penting yang sangat membutuhkan perhatian dari semua pihak, khususnya perhatian dan
para penegak hukum, dimulai dari pihak Kepolisian (khususnya para awak UPPA) sa.mpéi |
dengan Hakim (PN dan PA). Banyaknya kasus-kasus KDRT yang tidak tertangani secara
maksimal, dikarenakan masih kurang sensitif gendemya para penegak hukum. Akibatnya,
banyak dari perempuan korban KDRT yang mencoba melaporkan icasusnya kembali menjadi
korban untuk kesekian kali. Oleh katena itu banyak dari para korban KDRT yang memilih -
proses hukum perdata, dibandingkan proses pidana. Karena dengan mereka memilih proses
hukum perdata maka penyelesaiannya tidak membutuhkan waktu yang lama. Dan vonis akhir
yang ditetapkan oleh pihak majelis hakim hanya sebatas ganti rugi, sehingga pihak terdakwa
atau termohon tidak perlu ditahan didalam penjara. Artinya, tidak ada pihak yang akan
merasa sakit hati atau merasa tersiksa terhédap putusan yang ditetapkan atau diputuskan

tersebut (putusannya bukan bersifat “Win-Win Solution”).
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Masih banyak dari pihak penegak hukum dan juga masyarakat yang enggan
menggunakan ketentuan dari UU PKDRT. Kebanyakan masyarakat masih melihat bahwa
masalah KDRT adalah suatu masalah keluarga yang tidak memerlukan penyelesaian secata
formal, atau penyelesaian kasus lewat jalur hukum, tapi cukup diselesatkan secara
kekeluargaan. Alasan lainnya, adalah bahwa dengan membawa kasus ini ke tingkat
pengadilan, maka ini berarti akan membuka aib keluarganya sendiri. Ini adalah bukt bahwa
masih banyak masyarakat Indonesia yang memiliki cara pandang konvensional.

Teori, Hulkum Feminis merupakan sbatu teori hulaiim keitis, dimana teori
hukum kritis ini menjadi referensi pokok dari penelitian in, selain tentunya teori feminis
Radikal. Teori hukum feminis adalah suatu teori hukum yang dapat secara utuh melihat, serta |
membantu masyarakat (khususnya para penegak hukum) meﬁmhami persoalan-persoalan
yang dihadapi oleh perempuan, salah satunya adalah kasus KbRT. Teori hukum feminis ini
juga dapat menjelaskan secara pasti tentang hambatan dari belum maksimalnya
pengimplementasian UU PKDRT di dalam masyatakat Indonesia, yang salah satu faktornya
adalah karena pola pikir serta budaya dan masyarakat Indonesia yang masih kental akan
pengaruh budaya patriarki. Masyarakat Indonesia, khususnya perempuan kurang memiliki
kesempatan dalam memperoleh perlindungan hukum, meskipun undang-undang ataupun
kebijakan yang Pro-Perempuan sudah disahkaﬁ oleh pihak pemerintah. Tetapi, ini belum
dapat merubah cara pandang dari masyarakat (umumnya), khususnya cara pandang dari para
penegak hukum terhadap perempuan dalam kaitannya dengan kasus KDRT. Secara khusus
pihak istri masih dianggap sebagai “hak milik” dari pihak laki-laki, dalam hal ini pihak suami
atau ayah, oleh karena itu bentuk keadilan yang akan diberikan kepada pihak perempuan

kotban hanya didasarkan kepada kebutuhan dari pihak laki-laki (dalam hal ini sebagai wakil
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dari pihak perempuan). Hal inilah yang selilu menjadi hambatan terbesar untuk memberikan
keadilan dan perlindungan hukum bagi perempuan.
7.2 Kesimpulan

Mengenai tingkat sensitivitas gender dari para penegak hukum dapat tetlihat
dari cara penanganan mereka tethadap kasus-kasus KDRT, yaitu baik para penegak hukum
yang ada di PN ataupun di PA. Kebanyakan dari para penegak hukum hanya melihat secara
sepintas tentang suatu kasus KDRT, atau tidak melihat secara lengkap proses awal mula
terj#dinya KDRT. Hal ini sangat terlihat jelas dari beberapa salinan putusan tentang kasus-
kasus KDRT yang diperoleh di PN Jakarta Pusat, khususnya kasus-kasus KDRT yang
melibatkan perempuan sebagai pelaku KDRT. Bahwa di dalam kasus-kasus tetsebut sangat
jeIaQ terlihat perempuan yang menjadi pihak pelaku adalah juga korban, karena secara jelas
disebutkan dalam salinan putusan, dan dalam surat dakwaan dan tuntutannya bahwa
perbuatan yang telah dilakukan oleh pihak perempuan kotban adalah sebagai suatu
) petbuatan pembelaan diri dari petbuatan suaminya (pihak korban). Pihak pelaku sudah
tetlebih dahulu mengalami kekerasan dari pihak korban, yaitu dalam bentuk kekerasan psikis
dan juga penelantatan dalam rumah tangga. Tetapi, karena pelakunya adalah seorang
perempuan (dalam hal ini pihak istr) maka ada kecenderungan, baik dar pihak penegak
hukum ataupun pihak masyarakat yang secara langsung menghakimi perbuatannya itu
sebagai sebuah perbuatan kriminal, yang tidak pantas dilakukan oleh seorang istri tethadap
suami.

Kesensitivitas gender dati para penegak hukum, juga dapat terlihat dari
seberapa besar rasa tanggung jawab dari masing-masing penegak hukum untuk memberikan

posisi yang adil bagi pihak terdakwa dan korban, atau pihak penggugat dan tergugat.
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Bagaimana para penegak hukum memberikan kesempatan, khususnya kepada para
perempuan kotban KDRT untuk menyampaikan hal-hal apa saja terkait dengan kasus
KDRT yang sedang dialaminya. Banyak dari kasus-kasus KDRT, baik yang dipantau
langsung prosesnya ataupun lewat dokumen, dapat terlihat bahwa dari pihak penegak hukum
(khususnya para majelis hakim PN) tidak memberikan kesempatan kepada pihak kotban
untuk menyampaikan pendapat ataupun tanggapannya tethadap kejadian atau kasus KDRT
yang dialaminya. Hal ini sangat penting untuk dipethatikan oleh para penegak hukum,
mengingat karena setiap orang yang berpekara di pengadilan memiliki hak yang sama untuk
mendapatkan kesempatan dalam mengungkapkan pendapatnya, serta untuk memperoleh
petlindungan hukum.

Bahwa pihak perempuan korban KDRT yang mencoba menyelesaikan kasus.
KDRT-nya lewat jalur hukum, khususnya lewat jalur Pengadilan Negeri, sampai saat
sekarang masih harus menerima kenyataan pahit, yaitu hukum belum dapat membenkan
ja&aban yang maksimal terhadap persoalan-persoalan yang dialami perempuan, khususnya
tethadap kasus-kasus KDRT. Akibatnya, banyak dar para korban yang mernilih untuk
menyelesaikan kasus-kasusnya itu lewat jalur Pengadilan Agama, yaitu melakukan perceraian.
Meskipun, proses hukum yang ditawarkan di PA juga belum maksimal, karena pihak majelis
hakimnya sangat bersifat legal formal, yaitu selalu mencoba menawarkan perdamaian, dimana
tawaran perdamaian ini tidak ditawatkan lewat proses mediasi yang serius, yang
mengakbmodir kebutuhan dati kedua belah pihak, tanpa menghakimi perasaén ataupun
perbuatan dan pihak-pihak tertentu saja. Hukum di Indonesia belum dapat memberikan

keadilan kepada pihak perempuan kotban KDRT
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| Gambaran penegak hukum yang ideal, yang £ehh memiliki sensitivitas gender
hanya dapat diperoleh jika dari semua pihak, terkait juga peran dari pihak pemerintah dan
masyarakat mau melakukan pendekatan yang intensif, yaitu dengan melakukan pelatihan-
pelatihan terkait dengan isu kekerasan terhadap perempuan, di semua lapisan penegak
hukum. Hal lainnya yang juga penting untuk dilakukan adalah tentang proses sosialisasi
tentang kebijakan-kebijakan pokok yang terkait dengan isu perempuan dan gendet, karena
kebijakan-kebijakan pokok ataupun aturan-aturan hukum itu dapat memberikan pencerahan
bagi para penegak hukum dalam memutuskan ataupun menetapkan suatu keéutusan hukum,

khususnya keputusan tethadap kasus-kasus KDRT.
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& agen

MATRIKS TENTANG KASUS KDRT

'LAMPIRAN 1
DI PENGADILAN NEGERI (PN) JAKARTA PUSAT

Kasus Perceraian

Bentuk DMaan

Bentuk Kekerasan Tuntutan Putusan Akhir
1. Kasus Ibu ML: Kekerasan  fisik, yang | Perbuatan terdakwa Menyatakan terdakwa Menyatakan terdakwa SC
a. Terdakwa: SC mengakibatkan korban | sebagaimana diatur dan SC terbukti bersalah terbukti bersalah
b. Korban: Ibu ML meninggal dunia. diancam pidana menurut melakukan tindak melakukan tindak pidana
ketentuan dar pasal 44 pidana- “yang “yang melakukan

ayat (3) UU RI No. 23
Tahun 2004 tentang
PKDRT.

melakukan perbuatan
kekerasan fisik dalam

lingkup ramah tangga

yang mengakibatkan
matinya korban”
sebagaimana  diatur
dalam pasal 44 (3)

UU RI No. 23 Tahun |

2004 tentang
PKDRT;

Menjatuhkan pidana |

terhadap  terdakwa
SC, dengan pidana
penjara  selama 15
(ima belas) tahun,
dikurangi selama
terdakwa berada
dalam penahanan
sementara;

Barang bukti berupa:
satu  lembar surat
pernyataan terdakwa
di lampirkan dalam
berkas;

Menetapkan  supaya
terdakwa membayar
biaya perkara sebesar

perbuatan kekerasan fisik
dalam lingkup rumah
tangga yang
mengakibatkan matinya
korban’’;

Menjatuhkan pidana oleh
karena  itu  dengan
hukuman penjara selama
10 (sepuluh) tahun;
Menetapkan, bahvia
hukuman tersebut akan
dikurangi dengan waktu
selama terdakwa berada
dalam tahanan, sebelum
putusan ini memperoleh
kekuatan hukum tetap;
Memerintahkan agar
terdakwa tetap berada
dalam tahanan;
Menghukum  terdakwa
untuk membayar biaya
perkara ini sebesar Rp.
1000,- (seribu rupiah);
Memerintahkan  barang
bukti: satu lembar surat
pernyataan terdakwa
dilampirkan dalam berkas
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Rp. 1000,- (seribu perkara.
rupiah),
2. Kasus Ibu UM: Kekerasan  fisikk  dalam | (Dokumen tentang Surat | (Dokumen tentang Tuntutan 1. Menyatakan, bahwa
a. Terdakwa: Ibu UM | lingkup rumah tangga yang | Dakwaan sampai | dari pihak JPU juga tidak terdakwa ’ UM
b. Saksi: pihak suami mengakibatkan peneliian  ini  disusun | dapat diperoleh) tetbukti  secara sah,
korban/suaminya luka | tidak dapat diperoleh dari dan  meyakinkankan
berat. , PN Jakarta Pusat) . 7 bersalah  melakukan
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tindak pidana
“kekerasan fisik dalam
lingkup rumah tangga
yang mengakibatkan
korban/suaminya luka
berat. Sehingga
terdakwa telah
melanggar ketentuan
dari pasal 44 (2) UU

-RI No. 23 tahun 2004

tentang PKDRT;
Menjatuhkan  pidana
oleh karena itu

- dengan hukuman

penjara selama dua (2)
tahun dan enam (6)
bulan;

Menetapkan, bahwa
hukuman tersebut

akan dikurangi dengan
waktu selama
terdakwa berada
dalam tahanan,

sebelum putusan ini
memperoleh kekuatan
hukum yang tetap;
Memerintahkan  agar
terdakwa tetap berada
dalam tahanan;
Memerintahkan agar
barang bukti berupa:
satu  buah  panci
stainless  bergagang
kayu, dan minyak
goreng Va Kg,
dirampas untuk
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difnusnahkan;

Menghukum terdakwa
untuk membayar
biaya  perkara  ini
sebesar Rp. 1000,-
. - , (serbu rupiah). 5
3. Kasus Bapak SC: Kekerasan  fisik  dalam | Perbuatan terdakwa ML, Menyatakan Menyatakan, bahwa
Terdakwa: Ibu DA lingkup rumah tangga. | sebagaimana diatur dan terdakwa ML terdakwa ML  telah
Saksi korban: Bapak diancam pidana dalam terbukti  bersalah bersalah melakukan

SC pasal 44 (1) UU RI No. melakukan  tindak kejahatan/pelanggaran
23 tahun 2004 tentang pidana  kekerasan Kekerasan dalam lingkup

PKDRT. : dalam rumah tangga, Rumah Tangga;

sebagaimana diatur |

dan diancam pidana
dalam pasal 44 (1)
UU No. 23 tahun
2004;

Menjatuhkan pidana
terhadap  terdakwa
ML dengan pidana
penjara selama satu
(1) tahun enam (6)
bulan dikurangi

selama terdakwa
berada dalam
tahanan sementara,
dengan perintah
supaya terdakwa
tetap ditahan;

Menyatakan barang
bukti berupa: satu
buah kaos dalam
puth merk Rider
betnoda darah, satu
bilah pisau dapur
berkarat bergagang

Menjatuhkan pidana ia
oleh karena itu dengan
hukuman penjara selama
10 (sepuluh) bulan;
Menetapkan, bahwa
hukuman tersebut akan
dikurangi dengan waktu
selama terdakwa berada
dalam tahanan, sebelum
putusan ini memperoleh
kekvatan hukum yang
tetap; '

Menghukum  terdakwa

~ untuk membayar biaya

perkara ini sebesar Rp.
1,000,- (seribu rupiah);

Memerintahkan  barang
bukti berupa: satu buah
kaos dalam putih merk
Rider bemoda darah,
satu bilah pisau dapur
berkarat bergagang besi
bernoda darah, satu bilah
pisau dapur warna putih
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besi bernoda darah, tidak bergagang dan satu
satu  bilah  pisau buah  batu, dirampas
dapur warna putih untuk dimusnahkan.

. tidak bergagang dan
satu  buah  baty,
dirampas untuk
dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya
terdakwa membayar
biaya perkara
sebesar Rp. 1,000, |
(seribu rupiah).
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LAMPIRAN 2

MATRIKS TENTANG KASUS PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA (PA) JAKARTA PUSAT

Kasus Perceraian Jenis Putusan Bentuk Kekerasan Dasar Hukum Putusan Putusan Akhir
: PA
1. Kasus perceraian Ibu | Gugat cerai 1. Kekerasan fisik, 1. KUH Perdata; A. Dalam Konvensi:
EK dan; 2. HIR; Mengabulkan gugatan
2. Penelantaran 3. UU No. 1 Tahun | Penggugat untuk seluruhnya:
dalam ©  rumah 1974 tentang 1. menceraikan
tangga. Perkawinan; penggugat dani
4. KHI; tergugat,
5. PP No. 9 Tahun 2. menjatuhkan talak
1975. satu  ba’in  sughra
tergugat kepada
penggugat;
3. dan, menjatuhkan
putusan lain  yang
seadil-adilnya.

B. Dalam Rekonvensi:

Menolak gugatan penggugat
rekonvensi.

C. Dalam Konvensi dan
Rekonvensi:

Membebankan kepada
penggugat konvensi untuk
membayar biaya perkara.
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2. Kasus perceraian Ibu | Gugat cerai 1. Kekerasan fisik, 1. UU No. 7 Tahun Mengabulkan
FM 2. kekerasan psikis, 1989 tentang gugatan  penggugat
3. dan penelantaran Peradilan Agama; untuk menceraikan
dalam ©  rumah 2. UU No. 1 tahun dari tergugat; .
tangga. - 1974 tentang Menjatuhkan  talak
' Perkawinan; satu  ba2’in sughra
3. KHL tergugat kepada

penggugat;
Menetapkan hak
pemeliharaan  dan
pengasuhannya
(hadianah) anak
hasil perkawinannya
kepada  penggugat
selaku Ibu
kandungnya, dengan
tidak  mengurangi
hak-hak tergugat

sebagai ayah
kandungnya;
Menghukum

tergugat untuk
menyerahkan '

kepada  penggugat
anak yang berinisial
MT, yang lahir pada
bulan  September
tahun 2001, yang
saat ini  berada
dalam  penguasaan

tergugat; ’
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Membebankan
kepada  penggugat
untuk  membayar
biaya perkara.

3. Kasus perceraian Ibu | Gugat cerai 1. Kekerasan psikis; 1.. PP No. 9 tahun Menyatakan bahwa
FR 2. Kekerasan fisik; 1975; tergugat yang telah
3. Penelantaran 2. KHI; dipanggil dengan
dalam rumah 3. HIR; patut untuk datang
tangga. 4. UU No. 7 tahun menghadap
1989 tentang persidangan  tidak
Peradilan Agama. hadir;
Mengabulkan
gugatan penggugat
dengan Verstek;
Menjatuhkan talak
satu ba’in sughra
tergugat  kepada
penggugat;
Membebankan
kepada penggugat
untuk  membayar
, biaya perkara.
4. Kasus  perceraian | Cerai talak Kekerasan fisik 1. Peraturan Menyatakan bahwa
Bapak BD - Pemerintah No. 9 tergugat yang telah
tahun 1975; dipanggil dengan
2. KHI patut untuk datang
3. HIR; menghadap
“4. UU No. 7 tahun persidangan  tidak

1989 tentang
Peradilan Agama.

hadir;
Mengabulkan
gugatan penggugat
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R

dengan Verstek;
Menetapkan
memberi izin
kepada pemohon
untuk menceraikan
talak terhadap
termohon/tergugat
dihadapan sidang
Pengadilan Agama
Jakarta Pusat,
setelah putusan ini
mempunyai
kekuatan  hukum
yang tetap;
Membebankan
kepada penggugat
untuk membayar

biaya perkara.
5. Kasus  perceraian | Cerai talak Kekerasan fisik 1. UU No. 7 tahun Mengabulkan
Bapak FS 1989 tentang permohonan
Peradilan Agama; pemohon;
2. PP No. 10 tahun Memberi izin kepada
1983; pemohon untuk
3. PP No. 45 tahun menjatuhkan talaknya
-1990; tethadap termohon di

4. UU No. 1 tahun
1974 tentang

hadapan sidang
Pengadilan ~ Agama

Perkawinan; Jakarta Pusat pada
5. PP No. 9 tahun waktu yang ditetapkan
1975; kemudian;. '
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6. KHL

Menghukum :
pemohon untuk
membayar kepada
termohon nafkah
selama 1ddah;
Menghukum
pemohon untuk

memberikan mut’ah
berupa cincin emas
seberat lima gram;
Membebankan
kepada pemohon
untuk membayar
biaya perkara.

6. Kasus
Bapak WD

Perceraian

Cerai Talak

1. kekerasan ﬁsik,
dan
2. keketasan psikis

1. UU No. 7 tahun
1989 tentang
Peradilan Agama;

2. Peraturan

" Pemerintah No. 9
tahun 1975;

3. Kompilasi

Hukum Islam.

Mengabulkan
permohonan
pemohon;
Memberikan izin
kepada pemohon
untuk  menjatuhkan
talak satu khul’i dar
pemohon kepada
termohon setelah
putusan ini |
mempunyai kekuatan
hukum yang tetap;
Menetapkan anak
pemohon dan
termohon  dipelihara
dan  diasuh  oleh
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termohon;
Memerintahkan
kepada pemohon
untuk  memberikan
nafkah anak sebesar
Rp. 500,000, (lima
ratus ribu rupiah) per
bulan, dan iddah
termohon seluruhnya
Rp. 1,000,000,- (satu
juta rupiah) serta
mut’ah 2 gram emas
24 karat;

menghukum
pemohon untuk
membayar biaya

.perkara sebesar Rp.

225,000,- (dua ratus
dua puluh lima ribu
rupiah).

| 7. Kasus perceraian Ibu Gugat Cerai

» 7Kekerasan Psikis .

»

UU No. 7 Tahun

1989 tentang

Peradilan Agama;
Kompilasi
Hukum Islam;
HIR;

Peraturan

- Pemerintah No. 9

Tahun 1975.

Menyatakan tergugat
telah dipanggil secara
sah dan patut untuk |
menghadap dalam
persidangan, tidak
hadir;

Mengabulkan gugatan’
penggugat dengan
verstek;

Menjatuhkan  talak
satu  khuli  dan
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tergugat kepada
penggugat dengan
wald  Rp. 10,000,-
(sepuluh ribu rupiah);
Membebankan

kepada penggugat
membayar biaya
perkara ini  sebesar
Rp. 335,000, (tga
ratus tiga. puluh lima

. . e B . ribu rupiah).
8. Kasus Perceraian Ibu | Gugat Cerai 1. Kekerasan fisik, UU No. 7 Tahun Menyatakan bahwa
RS 2. Kekerasan psikis, 1989 yang diubah tergugat yang telah
dan menjadi UU No. dipanggil  secara

3. Penelantaran 3 Tahun 2006 resmi dan patut

dalam rumah
tangga

© tentang Peradilan

Agama;

UU No. 1 Tahun
1974 tentang
Perkawinan;

. Kompilasi

Hukum Islam;

. PP No. 9 Tahun

1975.

untuk menghadap
di persidangan
tidak hadir;
Mengabulkan
gugatan penggugat
dengan verstek;
Menjatuhkan talak
satu ba’in sughra
tergugat  kepada
penggugat;
Membebankan
biaya perkara ini
kepada penggugat
sebesar Rp.
295,000,- (dua
ratus sembilan

Sensitivitas Gender..., Danieiie Johanna P. Samsoeri, PPS Ul, 2008




puluh lima ribu

1 _ - _ , _ rupiah).
9. Kasus perceraian Ibu | Gugat Cerai 1. Kekerasan Psikis, 1. HIR; 1. Menyatakan bahwa
NA ' dan 2. KHI; tergugat yang telah
2. Penelantaran 3. UU No. 1 Tahun dipanggil  secara
dalam rumah 1974 tentang resmi dan patut
tangga Perkawinan; untuk menghadap
4. Qs: Surat an-Nisa di persidangan
19; tidak hadir;
5. PP No. 9. Tahun |. 2. Mengabulkan
1975; gugatan penggugat
6. UU No. 3 Tahun dengan verstek;
2006 tentang 3. Menetapkan jatuh
. Peradilan Agama. talak satu Khul’ie

tergugat terhadap
penggugat dengan
twald Rp. 10,000,-
(sepulub ribu
rupiah);

4. Membebankan
kepada penggugat
untuk  membayar
biaya perkara ini.
sebesar Rp.
335,000,- (tiga
ratus tiga puluh
lima ribu rupiah).
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| 10. Kasus percerajan Ibu
RA

Gugat Cerai

1. Kekerasan fisik,

dan
2. Kekerasan psikis

UU No. 3 Tahun
2006 tentang
Peradilan Agama;
UU No. 1 Tahun
1974 tentang
Perkawinan;
KHI,;

HIR.

Menyatakan bahwa
tergugat yang telah
dipanggil  secara
resmi dan patut
untuk menghadap
di persidangan
tidak hadir;
Mengabulkan
gugatan penggugat
dengan verstek;
Menjatuhkan talak
satu ba’in sughra
tergugat  kepada
penggugat; '
Membebankan
kepada penggugat
untuk  membayar
biaya perkara
sebesar Rp.
335,000,- = (tiga
ratus tiga puluh
lima ribu rupiah).

11. Kasus perceraian Ibu
MA

Gugat Cerai

1. Kekerasan fisik,

dan
2. Penelantaran

dalam rumah

tangga.

UU No. 1 Tahun
1974, tentang
Perkawinan;

UU No. 7 Tahun
1989;

Mengabulkan

gugatan penggugat;
Menjatuhkan talak
satu Ba’in Sughro
dari tergugat kepada

. PP No. 9 Tahun penggugat;
1975; Menghukum
Qs.: Surat At- penggugat  untuk
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rum: 21; membayar biaya
5. Kompilasi perkara sebesar Rp.
Hukum Islam. 335,000,- (tiga ratus
tiga puluh lima ribu
rupiah).
12. Kasus perceraian Ibu | Gugat Cerai 1. Kekerasan fisik, 1. UU No. 1 Tahun Mengabulkan
SU dan 1974 tentang gugatan penggugat;
2. Penelantaran Petkawinan; Menceraikan
dalam rumah 2. UU No. 7 Tahun perkawinan tergugat
tangga . 1989 tentang dan penggugat,
Peradilan Agama; Memerintahkan
3. PP No. 9 tahun Panitera Pengadilan
1975; Agama Jakarta Pusat
4. Qs.. Surat Ar- untuk mengirimkan
rum:21; satu helai salinan
5. Kompilasi putusan ini yang
Hukum Islam. telah  mempunyai

kekuatan hukum

tetap kepada
Pegawai  Pencatat
Nikah KUA.
Kecamatan yang
wilayahnya meliputi
tempat tinggal
penggugat  dengan
tergugat serta

tempat petkawinan
meteka
dilangsungkan,
untuk dicatat dalam

Sensitivitas Gender..., Danieiie Johanna P. Samsoeri, PPS Ul, 2008

10



daftar yang
disediakan untuk itu;
Menghukum
penggugat  untuk
membayar biaya
perkara sebesar Rp. |-
255,000,- (dua ratus
dua puluh lima ribu
rupiah).

“Gugat Cerai

1. Kekerasan fisik;

13. Kasus perceraian Ibu 1. UU No. 7 Tahun | A. Dalam Eksepsi:
NG 2. Kekerasan' psikis, 1989 yang sudah | Menolak eksepsi tergugat.
: dan diubah  menjadi
3. Penelantaran UU No. 3 Tahun { B. Dalam Konvensi:
* dalam rumah 2006 tentang 1.  Mengabulkan
tangga Peradilan Agama; gugatan  penggugat
2. PP No. 9 Tahun sebagian;
1975; 2.  Menjatuhkan thalak
3. Qs.30:21; satu  bain sughro
4. Qs.2:187; tergugat kepada
5. Kitab Al-Asybah penggugat;
wan Nadhoir; 3. menetapkan seorang
6. UU No. 1 Tahun anak berada dalam
1974 tentang asuhan dan
Perkawinan; pemeliharaan
7. Kompilasi penggugat  sampai
Hukum Islam; anak tersebut
8. UU No. 23 tahun menentukan
2002 tentang pilihannya  sendiri
Perlindungan dan tergugat dapat
Anak; berkunjung  untuk
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9. UU No. 23
Tahun 2004
tentang
Penghapusan
Kekerasan dalam
Rumah Tangga;

10. Surat  At-Talak
ayat 7,

11. HIR.

memberikan  kasih
sayangnya kepada
anak tersebut;

4. Menghukum
tergugat atau pihak
lain atau keluarga
tergugat untuk
menyerahkan anak |

tersebut kepada
penggugat;

5. Menetapkan nafkah |
seorang anak

perbulan  sebesar
Rp. 750,000,- (tujuh
ratus lima puluh
ribu rupiah); '

6. Menghukum
tergugat untuk
membayar  nafkah
anak perbulan
sebesar Rp.
750,000,- (tujuh
ratus lima puluh |
ribu rupiah);

7. Menolak dan tidak
dapat menerima
gugatan  penggugat
rekonpensi

_ selebihnya.
C. Dalam Rekonvensi:
Menolak gugatan penggugat.
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D. Dalam Konvensi dan
Rekonvenst:

Membebankan kepada
penggugat untuk membayar
semua biaya perkara ini yang
kini dihitung sebesar Rp.
295,000,- (dua ratus sembilan
puluh lima ribu rupiah).
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